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RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 47
MASA SIDANG lII
TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP
RAPERDA ATAS PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031 UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 30 DESEMBER 2019

- SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



Jenis Rapat
Rapat Ke
Masa Sidang
Tahun

Sifat Rapat
Hari / Tanggal
Waktu
Tempat

Pimpinan Rapat

Acara

Pembawa Acara
Hadir

KABUPATEN DEMAK

RISALAH
Paripurna
47 (empat puluh tujuh)
1
2019
Terbuka
Senin / 30 Desember
Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
JI. Sultan Trenggono No 45 Demak
H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi :
1. H.M. Natsir

(Bupati Demak) .
2. Drs. Djoko Santoso

(Wakil Bupati Demak)
3 NurWahid, SH.|

(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dem‘ak)

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP
RAPERDA ATAS PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031 UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

Devi Noor, S.Ak
ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK

36 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. Staf Ahli Bupati Demak
2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK
1.  Komandan Kodim Demak '
2. - Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
1.  Ahmad Nur Wahyudi, SH,MH
(Pit. Sekretaris DPRD)
2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM A
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)



- RAPAT PARIPURNA KE-47 ,
MASA SIDANG III (TIGA) TAHUN 2019
DPRD KABUPATEN DEMAK

DENGAN ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
_ DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP
“RAPERDA ATAS PERUBAHAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN
2011-2031 UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK.

Demak, Senin 30 Desember 2019
PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT:
Assalamu’alaikum Warohmatullaahl Wabarokatuh.

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. unsur FORKOPIMDA dan Ketua
Pengadilan Negeri Demak atau yang
mewakili;

Ykh. Sdr. Wakil Ketua DPRD beserta seoenap.

Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah dan Plt. Sekretaris

 DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli
Bupati; '
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Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten
Demak atau yang mewakili; |
Ykh. Para Camat-se-Wilayah Kabupaten Demak
atau yang mewakili;
Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang
berbahagia.

‘Men»gawali rapat Paripurna hari ini, kami
mengajak kepada se-geﬁap hadirin untuk selalu -
memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,
karena berkat ridlo-Nya kita masih dlpertemukan-
di ruang Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan
sehat wal’afiat. ‘Shalawat serta salam semoga-

tercurah kepada junjungan kita Rasulullah

-Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan

pengikutnya. Semoga kita semua yang hadir

disini mendapatkan syafaatnya besok di hari

kiamat kelak, Aamiin Ya Robbal Alamiin...

Atas' nama DPRD kami menyampaikan _

terima  kasih - kepgdaﬂ Bapak/Ibu/Saudara
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sekalian atas kehadirannya memenuhi undangan
kami. '

Sebelum rapat dibuka, perlu kami
sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
194 ayat 1 huruf b Peraturan DPRD Kabupaten
Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib
DPRD Kabupaten Demak menyebutkan: “Rapat
Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri
oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari
jumlah anggota DPRD untuk menetapkan
Peraturan Daerah dan APBD “

Berdasarkan daftar presensi, anggota DPRD

yang telah hadir sebanyak....... orang, sesuai

dengan Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah
memenuhi kuorum.

Maka dengan mengucap

“Bismillahirrohmaanirrohiim® Rapat'- Paripurna -
ke-47 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III -

(tiga) Tahun 2019 dengan acara Persetujuan

Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap
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Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011
tentang = Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 untuk
ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Demak,
pada hari ini Senin 30 Desember 2019 kami
nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk

umum.

----- dok ---- dok ---dok ----

. Rapat DPRD dan hadirin yang b'erbahagia;.i

Bahwa Rapat Paripurna yang kita
selenggarakan ini adalah sebagai tindak lanjut
Surat Bupati Demak Ndmor 180/2983/2019
tanggal 23 Desember 2019, perihal

Pemberitahuan - Substansi Raperda. tentang

- Perubahan Perda Rencaﬁq Tata Ruang Wilayah

Kabupaten ' Demak, ya1tu Raperda tentang

Perubahan atas Perqbaﬁan Peratur_én Daerah

<
)



5
Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak
Tahun 2011-2031, Selanjutnya Pimpinan DPRD
bersama Pimpinan Komisi A, B, C dan.D serta
@appeda Litbang dan Bagian Hukum membahas
Catatan-catatan Kementrian ATR/BPN tentang
Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor .6 Tahun 2011
Kabupaten Demak pada tanggal 27 Desember
2019, maka sesuai dengan agenda yang telah
dijadwalkan dalam Surat Keputusan Pimpinan
DPRD Demak Nomor 13/BAMUS.DPRD/2019,
pada hari ini Senin, tanggal 30 Desember 2019
merupakan agenda Rapat Paripurna Persetujuan
Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap

Raperda atas Perubahan Peraturan .Daerah

Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak
2011-2031.

~‘Selanjutnya untuk mengetahui- hasil Rapat -

Pimpinan DPRD bersama Eksekutif yang
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membahas  Materi tersebut, maka Kami

persilakan kepada Sekretariat DPRD untuk

mémbacakannya, dipersilakan.

SEKRETARIAT DPRD (..ccoieuseansseesssnss)?

Membacakan:

1. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan Nomor
19/PIM.DPRD/20189. (terlampir)

2. Rancangan Keputusan DFPRD Kabupaten
Demak Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati
Demak terhadap Raperda atas Perubahan
- Peraturan Kabupaten Demak Nomor 6 Tal:zun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031,
(terlampir).

3. Berita Acara Persetujuan DPRD dan Bupati
© Demak Nomor 60/PB Tahun 2019 tentang
Raperda atas Perubahan Peraturan Kabupaten
Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata - Ruang W}]ayalz Daerah- Kabupaten
Demak Tahun 201 1- 9031 /ter]ampu'/ "

PIMPINAN RAPAT
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Terima kasih kepada Sekretariat DPRD

atas pembacaannya.
Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya berkaitan dengan

&ngambilan keputusan kami tawarkan kepada
segenap anggota DPRD dan mohon jawaban

secara tegas:

| “APAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN DEMAK TENTANG PERSETUJUAN

BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK

TERHADAP RAPERDA ATAS .PERU_BAH_AN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK

TAHUN ~2011-2031 UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK SEBAGAIMANA TELAH DIBACAKAN
"OLEH  SEKRETARIAT DPRD  DAPAT

DISETUJUI ? ”

g

ANGGOTA DPRD
MENJAWAB: SETUJU.

SECARA

AKLAMASI

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih atas pefsetujuannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Setelah. kami tawarkan kepada . seluruh

‘anggota - DPRD, sebagai proses . persetujuan

bersama ‘selanjutnya kami berikan kesempatan
kepada ~Yth. Sdr. Bupati Demak untuk
menyampaikan. sambutan berkaitan dengan
persetujuan bersama DPRD dan Bupati Demak
terhadap Raperda atas Perub_élhan, Peraturan

- Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

- Demak 2011-2031. -
- Kepada: Yth. Sdr. Bupati Demak, dipersilakan.

_ BUPATI DEMAK (HM NATSIR.):
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Membacakan sambutan Bupati Demak
berkaitan dengan persetujuan bersama DPRD
dan Bupati Demak terhadap Raperda atas
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031.
PIMPINAN RAPAT : |

 ‘Terima kasih kami sampaikan kepada
Saudara Bupati yang telah menyampaikan

sambutan berkaitan dengan persetujuan DPRD.
Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Untuk penandatanganan Rancangan Keputusan

DPRD yang telah kita setujui, kami serahkan

kepada pembawa acara, dipersilakan.

PEMBAWA ACARA :

- Hadzrm yang kami hormati.

- Penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD
*Kabupaten Demak Nomor 59 Tahun 2019
tentang Persetujuan bersama DPRD dan Bupal
Demak terhadap Raperda. atas Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6
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Tahun 2011 tentang Rencana 7Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Demak,

- Penandatanganan DBerita Acara Persetujuan
DPRD dan Bupati Demak Nomor 60/PB Tahun
2019 tentang Raperda atas Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun
2011-2031 untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah.

- Sebelumnya mohon " kepada Bupati, Wakil
Bupati Demak, Ketua dan Para Wakil Ketua
DPRD Kabupaten Demak untuk menempatkan
diri. .

- Hadirin dimohon berdiri.

- Penandatanganan oleh Ketua DPRD Aabupaten
Demak, dipersilakan.

. - Penandatanganan selesai, kepada Bupati, Wakil -

bupati Demak, Ketua dan Wakil Ketua DFPRD
Demak dzpersz]akan kembali ke tempat.

- Hadirin a’zpersz]akan duduk kembali.

- Acara selanjutnya kami kembalikan ]{epada

Pimpinan Rapat, terima Aasz]z

- PIMPINAN RAPAT :-
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Terimakasihh kami sampaikan kepada
Pembawa Acara, yang telah mengatur jalannya

penandatanganan surat keputusan.

_ Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat
Par_ipurnai DPRD dalam rangka Persetujuan
Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap
Rapérda atas Perubahan _Pératuran Daerah
Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak
2011-2031. ' o

Kami mengucapkan terima kasih kepada
seluruh peserta rapat yang dengan tekun dan

penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat

Paripurna DPRD hari ini, demikian juga térima

kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang

telah membantu kelancaran jalannya rapat

Paripurna DPRD hari ini. Semoga Allah

Subhanallahu Wa Ta’ala selalu memberikan ridlo-
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Nya kepada kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal
alamiin. ‘

| Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillaahi
robbil ‘alamiin -Rapat Paripurna ke-47 DPRD
Kabupaten Demak Masa. Sidang-IIl (tiga) Tahun
2019- .dengan acara Persetujuan Berséma DPRD
dan Bupati Demak terhadap Raperda atas
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata |
Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031
kami nyatakan ditutup. ' |

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila agwamit thariq.

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Demak, Senin .3'0 Desember 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABU?ATEN_ DEMAK

PIMPINAN RAPAT




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK
JI. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@amail.com

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

P Demak, 27 Desember 2019
005/ \ilg Kepada :

{
- Yth. Bpk/lbu
- Anggota DPRD Kabupaten Demak
UNDANGAN Di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran

Saudara pada :

Hari . Senin

Tanggal . 30 Desember 2019

Pukul . 09.00WIB

Tempat . Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : 1. Rapat Paripurna Persetujuan Catatan-catatan Kementerian

ATR tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 6 Tahun 2011 Kabupaten Demak;
2. Rapat Paripurna Pelaporan Reses dan Laporan Kinerja Alat
Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2019
(Internal).
Pakaian . P.S.R ( Pakaian Sipil Resmi )
Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya

disampaikan terima kasih.

VAN -'J.‘"‘ KILAN RAKYAT DAERAH
» ! ~i8

2ANLD

ﬁ/‘/
ZUDIN BISRI SLAMET,SE w{

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Demak;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Demak;

3. Arsip.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH-

KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516
Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480
Website : http://dprd.demakkab.go.id, Email : dprd@demakkab.go.id -
DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
PADA RAPAT RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

HARI : SENIN

TANGGAL. : 30 DESEMBER 2019

PUKUL : 09.00 WIB S/D SELESAI

TEMPAT  : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK _

ACARA  : RAPAT PARIPURNAPERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP

RAPERDA ATAS PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN
2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-

2031 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NO. NAMA FRAKSI /YANDA TANGAN KET
1 2 3 (1 4 ' 5
(1) |s. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.  |PDIPERJUANGAN |1 )‘/- | |
2 |ZAYINUL FATA, SE. PKB V 2
3 |MASKURI, S.Ag GERINDRA 3 o ’
..................... m
@ NUR WAHID, S.H.I | GOLKAR |
( Kﬁ) TATIEK SOELISTIJANI, SH. PDI PERJUANGAN
6/ |FAOZAN, SH - ' PDI PERJUANGAN.
("7)|SONHAJL, SH. " |PDI PERJUANGAN ’ ) T~
% |SUDARNO, S.50s. PDI PERJUANGAN e/ / e /;g—)\
(8 JSUGIHARNO, SP. ro1pERJUANGAN - o ({17 P
| . s PR L e ewraw
10) |SAIFUL HADI, S.Sos PDIPERJUANGAN | . ~. L _1( @ ))
_@DHANNAMAHARAM LAYINNATUS S, S.E. |PDI PERJUANGAN ;1;»/{ N 7\
. - 12 () //
(2 Jpusro, sPd | |porpERIUANGAN |7 ~Se S M.
13 |BADARODIN, S.50., M.A, PDI PERJUANGAN |13 LM&*/ N
@ABU NAIM | PDIPERJUANGAN |\ Ju o/
_ _ kb LA G
15 |EDI SAYUDI | _ PKB :
69 SUKARMIN A |PrB
17 YDrs. SYAFII AFANDI, S.Pd 0 IPKB
\ ,
|18 JisA ANSOR, S.T. PKB
(19)|ULIN NUHA S.Pd.| N PKB.
PARSIDI, S.T., M.T. kB
(21/N'URULMUTTAQIN, SHIL,MH [ <
N — ' ol s W
(@2> NUR SUSAKTIYO A IPrB .




FRAKSI | TANDA FANGAN

" KET

NO. NAMA
1 E) 3 N3 5
+23 YMU'THI KHOLIL, SH. GERINDRA . '
24 |MUNTOHAR GERINDRA
'@5/ MARWAN. | GERINDRA
’vgjgi\/)AHMAD MANSUR, SE. GERINDRA
57 )| DANANG SAPUTRO, SH. |GERINDRA
@ JAYADI GERINDRA
720 |MUHAMAD SODIKIN GERINDRA
@ HERMIN WIDYAWATL., S.Pd GOLKAR
év SUTRISNO GOLKAR
32 |NURYONO PRASETYO, SE. |GOLKAR
33 |[ROBERT FRENDY KURNIAWAN GOLKAR
34 |IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom GOLKAR
35 |RISTIKO ARDA NARI GOLKAR
36 {BUDHI ACHMADI, SE. NASDEM
/37 |MARTONO NASDEM
38 |IBRAHIM SUYUT!, SH. NASDEM
@SULKAN NASDEM |
40 |GUNAWAN | NASDEM =
{ 41 |SITI KHOIRIYAH NASDEM
BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.S0s |PPP -
t@ KHOLID MUKTIYONO, AMd - PP
@ RUMAIN PPP
‘@ABU SAID PPP
46 | SUBARI. PPP.
@ NGASPAN, A.Md. AMANAT DEMOKRASI
"4) |[FATKHAN, SH. AMANAT DEMOKRASI |
(48/[SRIREJEKI AMANAT DEMOKRAS!
(@ FARODLI, S.Pd.l. AMANAT DEMOKRASI |

DEWAN PERWAKIL
' . KABUPAT

RAKYAT DAERAH
DEMAK . -

PIMPINAN RA(AT ‘f




Menimbarg

Mengingat

- takun s1dang, 1 {(saty) masa. pers1 _angan,'
fsebaglan dari‘suatu masa per31dangan

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

: a bahwa Badan Musyawarah merupékan alat'
kelengkapan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah yang,
- “bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda'

- (satu) -

Dewan Perwakﬂan Rakyat D

atad-

b. bahwa setiap agenda kegiatan - Dewan Perwakﬂan
 Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat ladanf '
Musyawarah Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah; "

. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebaga1mana"

dimaksud = dalam huruf a dan. huruf b, perlu
menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
tentang Jadwal Kegiatan' Dewarn’ Perwakﬂan Rakyat'

" Daerah’ Kabupaten Demak Tahun 2019;

. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

. Pembentukan Daerah-daerah - Kabupaten dalam

. Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ‘ -

g ?-,{,-"’Undang ~Undarig Nomor 12 Tahun 20LE tentang}

o ‘Penitbentukan Peraturan Perundang-unda gan; ‘
3. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangf

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah -
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentangg
Pemerintahan Daerah; : o

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun '2’@31§-8“-tén:t&ng_

" Pedoman Penyusunan .Peraturan Dewan Perwakilan
- Rakyat Daerah tentang Tata Tert1b Dewan
: " Perwakilan Rakyat'laerah o S -




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 20 19; '

7. Peraturan Bupatl Demak Nomor 58 Tahun 2019

tentang Pen_]abaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun

Anggaran 0 19;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Demak. '

MEMUTUSKAN:

Jadwal keglatan Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah
Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Rapat Pimpinan DPRD bex_‘éam&i : Jum’at

Eksekutif membahas Catatan- 27 Desember
catatan Kementerian ATR/BPN. 2019

tentang Perubahan  Peraturan: (Pukul 09.00)
Daerah Kab. Demak, Nomor 6 '
Tahun 2011 tentang RTRW Kab.

Demak
2. a.Rapat - Paripurna Persetujuan : ~ Senin
bersama DPRD dan Bupati 30 Desember
Demak terhadap - Materi 2019 '

Substantif dari Kementerian  (Pukul 09.00)
ATR/BPN tentang Perubahan

Peraturan Daerah ‘Kabupaten

‘Demak Nomor 6 Tahun 2011

b.Rapat Paripurna Pelaporan
Reses ( Internal ) '

c. Laporan- ‘Kinerja Alat
Kelengkapan DPRD Kab. Demak
Tahun 2019

Kunjungan kerja ke Luar Provinsi Alat Kelengkapan
DPRD Kabupaten Demak tangg'tl 6 s/d 8 Januari 2020

Alat - alat Kelengkapan Dewan Perwakllan Rakyat
Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas
dan kegiatan pada hari - hari diluar jadwal yang telah’
ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini
dengan seijin .-Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Demak -



KEEMPAT

KELIMA

. Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakjrat

Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan
kegiatan, dapat dilakukan -melalui Keputusan Pimpinan
DPRD Kabupaten Demak S

Keputusan Badan Muéyaiwarah ini mulai berlaku"padé
tanggal ditetapkan: “ '

/.
Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN

EMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET [ -
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PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK

NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Menimbang

KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 - 2031
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

: a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
PB.04.02/1535-200/X11/2019 tanggal 20 Desember
2019 perihal Persetujuan Substansi atas Rancangan
Peraturan Daerah  Kabupaten Demak tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 - 2031, perlu
segera  ditindaklanjuti dengan menyempurnakan
Rancangan Peraturan Daerah dimaksud,;

. bahwa penyempurnaan atas Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Demak Tahun 2011 - 2031 sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dilakukan antara Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Demak bersama Tim
Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata



Mengingat

10.

11.

12.

13.

Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 - 2031
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-undang Nomor 37 tahun 2014 tentang
Konservasi Tanah dan Air;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah,;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Demak Tahun 2011 - 2031;



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

1. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor : PB.04.02/1535-
200/XI1/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal
Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Demak Tahun 2011 - 2031;

2. Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD
bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C,
dan D serta Bappeda Litbang dan Bagian Hukum Setda
Kabupaten Demak membahas Persetujuan Substansi
Kementerian  Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional terhadap Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Demak Tahun 2011 - 2031 Nomor
19/LAP.PIMP/DPRD /2019 tanggal 27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN:

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 -
2031 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Keputusan ini sebagai dasar untuk menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak
Tahun 2011 - 2031.

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak berkewajiban
menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU selaras dengan
penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada
Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor : PB.04.02/1535-
200/X11/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal



BERITA ACARA

NOMOR 60/PB TAHUN 2019

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 - 2031
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu

sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR

2. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

menyatakan bahwa :

BUPATI DEMAK, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Demak yang
beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7
Demak, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA

KETUA DPRD Kabupaten Demalk,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 - 2031, dengan penyesuaian dan

perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan

atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 - 2031

sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.



3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi
atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 — 2031 selaras
dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan

terlampir Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah
untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah
ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya
kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah

pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.
Demak, 30 Desember 2019
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
BUPATI DEMAK, KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,

H.M. NATSIR S. FAHRUDIN BISRI SLAMET




' LAPORAN HASIL RAPAT KONSULTASI PIMPINAN
DPRD KABUPATEN DEMAK

BERSAMA PIMPINAN KOMISI A, B, C DAN D SERTA BAPPEDA LITBANG
DAN BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DEMAK

NOMOR 19/LAP.PIM/DPRD/2019

MEMBAHAS

PENYELARASAN PERSETUJUAN SUBSTANSI
DARI KEMENTERIAN AGRARIA TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TERHADAP RAPERDA ATAS PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031

DEMAK, 27 DESEMBER 2019
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~ LAPORAN HASIL RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD
BERSAMA PIMPINAN KOMISI A, B, C DAN D SERTA BAPPEDA LITBANG
DAN BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DEMAK

MEMBAHAS PERSETUJUAN SUBSTANSI KEMENTERIAN AGRARIA TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP RAPERDA ATAS PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031

#
e —m—————— — ™ —

NOMOR 19/LAP.PIM/DPRD/2019

PENDAHULUAN
A. DASAR: r
1. lPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Neg gara Republik Indonesia Nomor 22043);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
- Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan_ Pertanian
Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP
No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15
' Tahun 2005 Tentang Jalan Tol;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang. Ketelitian
Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Dan
Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 81);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis
Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E
Nomor 7) sebagaimana telah diubanh dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi



13.

15.

3

Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9); '

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian
Lingkungan‘ Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

- Jawa Tengah Nomor 4);
14.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang, Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2009-2029;
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana -
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6).

t

B. TUJUAN :

1.

Menyelaraskan Persetujuan Substansi Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Demak Tahun 2011-2031.

Sebagai dasar persetujuan penetapan Raperda atas atas Perubahan Peraturan
Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 untuk ditetapkan menjadi. Peraturan
Daerah Kabupaten Demak.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT :
Jenis rapat adalah Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan bersifat tertutup.

i

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2019 bertempat di Ruang Rapat

‘Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

E. PESERTA RAPAT:
Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dihadiri oleh:

1.

© N o o b~ WO DN

S. Fahrudin Bisri Slamet, SE. : Ketua DPRD
Maskuri, S.Ag. - Wakil Ketua DPRD
Nur Wabhid, SH.I. : Wakil Ketua DPRD
Abu Naim . Waki Ketua Komisi A
Mukti Kholil, SH. :  Ketua Komisi B
Saiful Hadi, S.Sos, MH. . Sekretaris Komisi B
Sutrisno : Wakil Ketua Komisi C

Mohamad Sodikin . Sekretaris Komisi C



9.  Ulin Nuha, S.Pd.l. - Ketua Komisi D
10. Faozan, SH. ‘ . Sekretaris Komisi D

Dari Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

11. Drs. Taufik Rif2’l, M.Si. . Kepala Bappeda Litbang

12.  Ahmad Nur Azizul Miftah, ST,MM. : Kabid Ekonomi dan Prasarana Wilayah

13.  Ali Akhmadi, S.KM, M.Kes. . Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya

14.  Purwanto, ST. : -Kasubbid Infrastruktur

15. Rach Edi Setio Utomo, SH, MH. . Kasubbag Produk Hukum Daerah

16.  Wahyu Agus Suroso, SH. : Pelaksana Bagian Hukum

Dari Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :

17. Ahmad Nur Wahyudi, SH, MH. . Plt. Sekretaris DPRD

18. Sunardi, SH. Kasubbag Kajian Hukum dan perqndang-
undangan

19. Budhi Prabowo, S.Kom. : Kasubbag Rapat dan Risalah

F. SISTEMATIKA LAPORAN :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Komisi A, B, C dan D serta
Bappeda Litbang dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak bertujuan untuk
membahas Persetujuan Substansi Kementerian Agararia Tata Ruang/Badan Pertanahan
nasional terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor
6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-
2031 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

II. PENDAHULUAN;

lll. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN;
IV. KESIMPULAN;

V. PENUTUP.

f

Il. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN
A. MATERI RAPAT :

Materi Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Komisi A, B, C dan D
serta Bappeda Litbang dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak bertujuan untuk
membahas Persetujuan Substansi Kementerian Agararia Tata Ruang/Badan Pertanahan
nasional terhadap Raperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031,
sebagai berikut :

1. Surat dari Bupati Demak Nomor 180/2983/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal
Pemberitahuan dan Tindak Lanjut Persetujuan Substansi Raperda tentang
Perubahan Perda RTRW Kab. Demak beserta lampirannya;

2. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
PB.04.02/1535-200/X11/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Persetujuan .



5

Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031;

3. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011

~ tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031;

B. HASIL PEMBAHASAN :

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 disepakati
sebagai berikut : :

1.

Judul dirubah untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. -

Konsideran Menimbang dirubah mempertimbangkan aspek ﬁloéoﬂs, sosiologis, dan
yuridis.

Konsideran Mengingat dirubah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan

terkait materi raperda.

Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 1 A, Pasal 1
B, dan Pasal 1 C karena sesuai kesepakatan bahwa di wilayah Jawa Tengah garis
pantai yang dipakai dasar pembuatan peta adalah garis pantai tahun 2013.

Pasal 2, 4, 5, 11 dan 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 64,
65, 66 diubah karena menyesuaikan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup
Strategis.

Pasal 6, 7, 45, 46, 57, 58, 59, 60 diubah karena berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kedungsepur, wilayah Demak
masuk dalam Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur.

Pasal 8, 14 dihapus, pasal selanjutnya menyesuaikan.

. Pasal 13, 15, 16, 77, 80, 81, 83, 84, 88, 94, 95, 99, 136, BAB XVI KETENTUAN

PENUTUP pada Pasal Il diubah, Pasal 96 dihapus karena menyesuaikan rencana
pembangunan terminal Tipe B, rencana reaktivasi jalur KA di Jawa Tengah dan
menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah.

Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 84A, di antara Pasal
85 dan Pasal 86 disisipkan 2 pasal yaitu Pasal 85A dan 85B, di antara Pasal 87 dan
Pasal 88 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 87A karena menyesuaikan Rencana Tata
Ruang Wilayah Jawa Tengah.

10.Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) yakni Pasal 16A dan Pasal 16B

menyesuaikan rencana pembangunan pelabuhan Pengumpan Lokal Morodemak.

11.Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 33A, di

antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 43A karena -
menyesuaikan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

12.Pasal 37, 44, 53, 54, 55, 56 diubah karena menyesuaikan Peraturan Menteri Agraria

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

13.Pasal 38, 39, 40, 41 diubah karena menyesuaikan luasan dalam file ship.

14.Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 52A

karena menyesuaikan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan
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Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

15.Pasal 61 diubah dan Pasal 63 dihapus karena masukan dari Tim Koordinasi
Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Demak bahwa tidak perlu menetapkan
pertambangan mineral non logam dan/atau batuan.

16.Pasal 67, 68, 69 diubah dan Pasal 72 dihapus karena menyesuaikan rekomendasi
Kementerian Pertahanan.

17.Pasal 75 diubah karena masukan program terkait Pusat Kegiatan Nasional

18.Pasal 100, 102, 105, 107, 110 diubah, pasal 106 dihapus karena menyesuaikan
rencana sistem perkotaan, jaringan energi, prasarana lainnya dan penyempurnaan
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota untuk memudahkan kegiatan
pemanfaatan dan pengendalian ruang.

19.BAB IX KELEMBAGAAN, pasal 129 diubah karena menyesUaikan rekomendasi dari
Kementerian Dalam Negeri untuk mengakomodir kelembagaan.

Secara detail perubahan pasal-pasal tersebut tercantum dan selaras dengan
Tabel Persandingan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Demak
2011-2031 dan Raperda Perubahannya (sebagaimana terlampir).

KESIMPULAN -

Setelah diadakan rapat konsultasi Pimpinan DPRD, maka dapat disimpulkan
bahwa Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak
sepakat dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah atas Perubahan terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 untuk dilaksanakan Persetujuan dalam
Rapat Paripurna dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

PENUTUP

Demikian laporan hasil rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Komisi
A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak serta Bappeda Litbang dan Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak yang membahas Persetujuan Substansi Kementerian Agararia
Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan

-Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Demak Tahun 2011-2031.

Demak, Desember 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
Ketua,

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.
Pimpinan Rapat
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PENDAPAT AKHIR BUPATI DEMAK
DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN
BUPATI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATE:N DEMAK MENJADI PERATURAN DAERAH

TANGGAL 30 DESEMBER 2019

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

JL. KYAI SINGKIL NOMOR 7 DEMAK



BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

\

PENDAPAT AKHIR BUPATI DEMAK
DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN
BUPATI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPA’TEN DEMAK MENJADI PERATURAN DAERAH
| TANGGAL, 30 DESEMBER 2019

Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu’alaikum Warobmatullaahi Wabarokaatuh,

Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketqa Pengadilan
Negeri Demak:

- Yang kami hormati Wakil Bupati Demak;

- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten
Demak;

- Yang kami hormati Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah;

- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Bagi'éh / Camat dan Hadirin

sekalian yang berbahagia.



Puji dan syukur Kkita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan rahmat, taufig dan hidayahnya pada kita sekalfan, sehingga
pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama dalam acara rapat
paripurna "Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati terhadap Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Demak menjadi Peraturan Daerah”.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami atas
nama jajaran Pemerintah Daerah untuk menyampaikan ‘terima kasih
kepada pimpinan dan Seégenap anggota DPRD yang telah mencurahkan
waktu dan pikirannya untuk membahas, mengawal dan mengkaji secara
komprehensif dan mendalam baik filosofis, sosiologi dan yuridis dalam
rangka proses penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Perjalanan panjang proses persetujuan Rancangan Perda tentang
Perubahan Perda RTRW sudah dimulai sejak tahun 2016, berdasarkan
hasil pembahasan awal antara Legislatif dan Eksekutif kemudian
dilanjutkan dengan keluarnya Rekomendasi Persetujuan Substansi oleh
Gubernur Jawa Tengah, hasil Validasi KLHS terhadab Revisi RTRW,
Rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial, dan 'terakhir telah
mendapatkan Persetujuan Substansi dari Kementél;i.an Agraria dan Tata

Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional.



Sekali lagi kami atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap
anggota DPRD ataé kerjasamanya dalam menyelesaikan Raperda ini

sehingga dapat dilanjutkan dengan persetujuan bersama..

Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan dalam
Pasal 245 Undang;Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomeor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nompr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto
Pasal 95 Perafturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan:Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Rapérda ini nantinya harus
melewati satu tahapan lagi yaitu Evaluasi Gubernur, sehingga dibutuhkan
kekompakan dén kerjasama antara Legislatif dan Eksekutif guna mengawal

proses Evaluasi Gubernur tersebut.

Diharapkan Raperda ini nantinya dapat melengkapi Produk Hukum
Daerah di Kabupaten Demak sehingga dapat memberikan kepastian
hukum bagi masyarakat, dunia usaha, mendorong iklim inve.stasi Daerah
dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah ‘_qalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan Otonomi Daerah dalam bingkai

Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan, semoga Allah SWT
senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita sekalian, untuk
mengemban amanat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan

pembangunan di Kabupaten Demak yang kita cintai.

Wallohul Muwafiq Ila Aqwamith Thorig

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.




PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR .... TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2011-2031
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BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR .... TAHUN .....
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031

Menimbang

Mengingat:

ST

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

bahwa perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan
Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak dan
daerah sekitarnya telah mempengaruhi penataan ruang
wilayah Kabupaten Demak sehingga menuntut adanya
peninjauan kembali terhadap rencana lata ruang wilayah
Kabupaten Demak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Demak 2011-2031;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Neg
gara Republik Indonesia Nomor 22043);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3046);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3647);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lentbaran Negara Republik indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4169);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 4247);

' Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,

‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5073);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444); :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); '

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor - 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); '

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725); :

Undang-Undang Nomor 18 Ta'hun 2008 tentang Pengelnlaan
Sampah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851); o

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

2-
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22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

»

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 959);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

' dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara

. Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5168);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5214);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); '

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5492);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5512); '

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); :
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Undang-undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konsetvasi

' Tanah dan Air {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 299, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5608);

Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Ncmor

308, Tambahan Lembaran Negara-Republik Indonesia Nomor
5613);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia
Nomor 4242);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004
tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan
Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4439) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan PP No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan
Tol. '

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomeor 86,

Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655); .

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007

_tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
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49,
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasienal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah

diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 .
tentang perunahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kenelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah deagan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
Tentang Kepelabuhanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang
Koniservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5083);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomeor 176, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

Peraturan Pemerintah Nemor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51 10); .

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010
Tentang Penggunaan Kawasan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman
Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam
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62.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -
5116);

Perbaturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk
Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5160);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang
Rekilamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Alh Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun

2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5185);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5230);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

'5279);

Peraturan Pemerintah  Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5292); '

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5468 );

Peraturan Pemerintah  Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 31 (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5502); :

Peraturan Pemerintab Nomer 68 Tahun 2014 tentang
Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan -
Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5574);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneia Nomor 5594); '

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang -
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tallun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5806);
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Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 78 Tahun 2017
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal,
Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Dan Purwodadi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 81);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019

" tentang Pengendalian Alih Fungsi Sawah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun
2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi .Jawa

Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003
Nomor 134);

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun

2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7)
sebagaimana telah diubanh dengan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa. Tengah Nomor 11 Tahun

2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007

Nomor S Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomeor 6 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006
Nomor 8 Seri E Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Menetapkan :

dan
BUPATI DEMAK,

] MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN
2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

DEMAK TAHUN 2011-2031.

LTS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011~2031 (Lembaran

7-
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LTS

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor ...... , Tambahan Lembsran
Daerah Kabupaten Demak Nomor ......), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai bérikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.

Daerah adalah Kabupaten Demak.
Bupati adalah Bupati Demak.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD agalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah,

sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan
kelurahan.

Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah
Daerah Kabupaten Demak.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kclapgsungan hidupnya.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut
RTRW Kabupaten Demak adalah rencana tata ruang yang bersifat umum
dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan
ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten,
rencana pola ruang wilaysh kabupaten, penetapan kawasan strategis
kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan

"+ sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan

fungsional. .
Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budi daya.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,

- pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.



LIS

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24,

25.

26.

27.
28.

29.

30. .

31.

32.

33.

Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum

bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan
ruang.

Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja

penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah .
dan masyarakat.

Pelaksanaan penatasn ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan
ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang

~ dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan

ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. ‘

Perencanaan tata ruang adalah suatu "proses untuk meénentukan struktur

ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana
tata ruang.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan
pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib
tata ruang. :

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi
daya.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya

alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna
kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Kawasan budi daya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana

‘dan terarah schingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi

kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budi daya pertanian -dan
kawasan budi daya non pertanian.

Satuan Wilayah Pembangunan yang selanjutnya disebut dengan SWP
adalah beberapa wilayah Kecamatan yang memiliki keterkaitan fungsi
pengembangan.

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman pcrdesaan, pelayanan jasa
pemerintahah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. '

Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan
kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten
yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk

hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam
wilayah kabupaten.

Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional,
nasional, atau beberapa proviusi. : '
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.
46.

47.

48.

49.

50.

Pusat Kegiatanv Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau
beberapa kabupaten /kota.

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau
beberapa kecamatan. -

Pusat Pelayanai'i Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau
beberapa desa.

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atayu lebih
pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai system produksi pertanian
dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya
keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman
dan sistem agrobisnis.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian

.. jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di
atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama
dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah
jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan
rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah,
dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus
dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tampa adanya
persimpangan sebidang serta dilengkapi dengar: pagar ruang milik jalan.

Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah
permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air
tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. -

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di
bawah permukaan tanah.

Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air
baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan:

air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai 4
air baku untuk air minum. :

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses

pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat
kesehatan dan dapat langsung diminum, -

Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk
tinja manusia dari lingkungan permukiman.

Cekungan air fanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah
yang dibatasi oleh batas hidrogeclogis, tempat semua kejadian

hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air
tanah berlangsung.

-10-
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Sungai adaleh tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran
air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya
serta separijang pengalirannya oleh garis sempadan.

Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya

., bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk
“pelebaran alur/badan/palung sungai.

Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah
pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai

dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan
2.000 km2,

Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wﬂayah

".daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak

sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air
yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang
batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai
dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi
untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan,
irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan
irigasi.
Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh

tanaman, baik yang tumbuh secara alamiash maupun yang sengaja
ditanam. :

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-bari manusia dan/atau proses alam
yang berbentuk padat.

Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat

untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara
aman bagi manusia dan lingkungan.

Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah
tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolzhan,
dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Tempat pengolahan sampah terpadu sclénjutnya disebut TPST adalah
tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan -
ulang, pendaurgn ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan
untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan
menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik
berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian
lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait
dengan perjalanan kereta api.

Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton,
atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas

tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya
kereta api.

Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian
kereta api.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri- atas daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar,
naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal

~ dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
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72.
73.
74.

75.

76.

77.

78.

79.

dan keamanan pelayaran dan kegiatan pcnunjéng pelabuhan serta sebagai
tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan
sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan
sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar
muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan
kegiatan penunjang perikanan.

Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang
secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan

pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang
disediakan di tempat pelelangan., ‘

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada
jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi
danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as
jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta
api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan
bangunan/ dilaksanakannya kegiatan.

Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya
proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100
(seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai
yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran
dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan
sekeliling bangunan.

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di
darat maupun ¢i perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosisteranya
yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya
mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem
tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara
alami.

Kawasan pelestarian alam adalsh kawasan dengan ciri khas tertentu, baik
di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem
penyangga: kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan

satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Renda
Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs
Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan /atau di air yang
perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi
sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan
melalui proses penetapan.

Plasma nutfah adalah substansi hidupan pembawa sifat keturunan. yang

" ‘dapat berupa organ tubuh atsu bagian dari tumbuhan atau satwa serta

jasad renik.

Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan
peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan
yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa
penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem
yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga

-12-



»a

"

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91].

92.

kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan masyarakat.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya
pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya

dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan
kedaulatan pangan nasional. '

Lahan Pertanian Parigan Berkelanjutan adalah bidahg lahan pertanian
yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten

guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan
kedaulatan pangan nasional.

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial
yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya
tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran,
bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut,

dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati,
dan/atau bahan estetika.

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu
pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai,
mengolah dan memasarkan bareng dan jasa hasil tanaman tersebut,
dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta
manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha
perkebunan dan masyarakat.

Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya
fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan,

. budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan

pengusahaannya.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan
dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari
praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar

kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian
dan tempat kegiatan yang mendukung perikchidupan dan penghidupan.

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang
diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri
yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang
dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai
fasilitas serta layanan yang disediakan olech masyarakat, pengusaha,
Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pertahanan mnegara adalah segala usaha untuk mempertahankan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan
terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara
nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
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93.

94.

95.

96.

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional
terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi,
sosial, budaya; dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah

ditetapkan sebagai warisan dunia. ~ ' '

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruanrgnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi
kepentingan tingkat/skala provinsi. :

Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang penataan Tuangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi
kepentingan tingkat/skala daerah.

Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk

. yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan,

97.

98..

99.

100.

101.

102.

103.

104.

'sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang

kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk

setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci
tata ruang.

Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh

pemeriniah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi
oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai
alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai
dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan
pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk
memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan
rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi

pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan
rencana tata ruang.

Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang
perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang

melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga tidak sesuai dengan
rencana tata ruang yang berlaku. '

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat.
TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah
provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu

pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota daiam pelaksanaan
koordinasi penataan ruang di daerah.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi
dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada
dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk

masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non
pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan

tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
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2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 1 A,
Pasal 1 B, dan Pasal 1 C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan
perizinan lokasi pembanginan dan administrasi pertanahan.

Pasal 1B
RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:
a. fmenyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah
kabupaten;

d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 1C

(1) Wilayah kabupaten meliputi seluruh administrasi kabupaten dengan luas
kurang lebih 99.532 (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh
dua) hektar yang terletak pada, posisi 6° 43’ 26" — 7- 09’ 43” Lintang Selatan
dan 110° 27’ 58” - 1100 48’ 47" Bujur Timur dengan batas administrasi
meliputi: '

a. Sebelah utara : Laut Jawa;

b. Sebelah timur : Kabupaten Kudus dan Kabﬁpatcn Grobogan;

C. Sebelah selatan  : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang; dan
d. Sebelah barat : Kota Semarang. |

(2) Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 14
(empatbelas) kecamatan, meliputi:

a. Kecamatan Bonang;
Kecamatan Demak;
Kecamatan Démpet;
Kecamatan Gajah;
Kecamatan Guntur;
Kecamatan Karangtengah;

Kecamatan Karanganyar;

R R

Kecamatan Karangawen;

o

Kecamatan Kebonagung;
Kecamatan Mijen;

B

Kecamatan Mranggen;
Kecamatan Sayung;
- Kecamatan Wedung; dan
n. Kecamata_n Wonosalam.
(3) Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten mencalcup:
0. tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata ruang;
p. rencana struktur ruang;
q. rencana pola ruang;

B =
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r. penetapan kawasan strategis;
s. arahan pemanfaatan ruang; dan

t. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. .

3. Ketentuan Pasal 2, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah Daerah berbasis sektor
pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan jasa dan
pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

4. Ketentuan Pasal 4, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

(1) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

a. mengarahkan perkembangan kegiatan tcfbangun pada lahan-lahan yang
bukan merupakan sawah irigasi; dan

b. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

(2) Strategi pengembangan komoditas pertanian yang prospektif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :

a. menentukan zona kawasan pertanian lahan basah, lahan kering, dan
hortikultura; dan

b. mengembangkan budidaya tanaman buah-buahan; dan

c. intensifikasi pertanian yang ramah lingkungan untuk meningkatkan
produktivitas pertanian tanaman pangan.

(3) Strategi pengembangan kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2) huruf ¢ meliputi :

4. mengembangkan kawasan pesisir yang berbasis minapolitan;
b. melindungi kawasan yang terkena abrasi;
c. mengembangkan kawasan pengolahan perikanan; dan

d. mengembangkan kawasan konservasi mangrove sebagai pelindung abrasi,
perlindungan keanekaragaman hayati dan wisata alam. ‘

(4) Strategi pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
‘3 ayat (2) huruf d meliputi:

a. mengembangkan sistem keterkaitan ekonomi kawasan perkotaan-
perdesaan; :

b. mengembangkan pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai
PKL; dan

C. mengoptimalkan peran Ibukota Kecamatan sebagai PPK.
(5) Sirategi pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaar dan
perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:

a. meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan simpul-
simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;

b. meningkatkan pelayanan sistem kelistrikan dan telekomunikasi di
kawasan perdesaan; :

c. mengembangkan sistem prasarana sumber daya air yang mengutamakan

air permukaan dan pembatasan air bawah tanah dengan prinsip
berkelanjutan; dan
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mengembangkan sistem sanitasi skala lingkungan dan wilayah;

€. mengembangkan sistem TPA dengan sanitary landfilldan waste to energy;

mengembangkan sistem pengelolaan limbah cair ‘rumah tangga pada
kawasan perkotaan '

(6) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) buruf f meliputi;

a.

b.

mcm'ngkatka;l kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai dengan
sifat perlindungannya

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan
kawasan lindung; dan

memindahkan secara bertahap permukiman yang berada di kawasan
rawan banjir dan /atau rob dan/atau abrasi dan /atau kawasan lindung;

mengembangkan sistem agroforestry (wanatani) pada kawasan pertanian
lahan kering;

mengembangkan kawasan konservasi pada kawasan lindung scbagai
perlindungan keanekaragaman hayati dan pengembangan wisata alam;
dan

mengembangkan ruang terbuka hijau pada sempadan jalan, rel kereta
dan TPA.

(7) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak
melampaui ‘daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi :

.a.

b.

C.

d.

membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan
rawan bencana;

mengembangkan ruang kawasan perkotaan perkotaan secara efisien dan
kompak;

mengembangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan; dan
membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan.

(8) Strategi pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan
efektivitas ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h
meliputi : i .

a.
b.

menentukan batas kawasan peruntukan industri;

mengatur kegiatan industri pada masing-masing kawasan peruntukan
industri dengan pendekatan kapasitas daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup

- meningkatkan pengelolaan kawasan industri yang dilcngkapi dengan
- Sarana prasarana pengelolaan limbah dan air baku yang berkelanjutan.
d.

mengembangkan kegiatan agroindustri pada kawasan industri yang
berdekatan dengan kawasan pertanian dan perikanan.

(9) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertzhanan dan keamanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:

a.

b.

mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus
pertahanan dan keamanan;

mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sckitar

kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan
keamanan; dan

turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan.

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), sehingga berbunyi'sebagai berikut:
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Pasal 5 .
(1) Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas :
a. rencana sistem perkotaan; dan
b. rencana sistem jaringan prasarana.

(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

(1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf a terdiri atas : _

a. struktur perkotaan; dan
b. sistem wilayah.
(2) Pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. PKN;
b. PKL;
c. PPK; dan
d. PPL.

(3) Sistem wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
a. penetapan satuan wilayah pembangunén; dan

b. rencana fungsi satuan wilayah pembangunan.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

(1) PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan
bagian dari kawasan perkotaan Semarang - Kendal — Demak ~ Ungaran -
Salatiga - Purwodadi (Kedungsepur) berada di Kecamatan Sayung,
Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen.

(2) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
a. Kawasan Perkotaan Demak; dan
b. Kawasan Perkotaan Mranggen.

(3) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf ¢ meliputi :
a. Kawasan Perkotaan Gajah;
b. Kawasan Perkotaan Dempet;
c. Kawasan Perkotaan Guntur;
d. Kawasan Perkotaan Sayung;

Kawasan Perkotaan Karangtengah;

Kawasan Perkotaan Bonang;

Kawasan Perkotaan Wedung;

e

™

5 o

Kawasan Perkotaan Karangawen;
L)
Kawasan Perkotaan Wonosalam;

[N

Cmae

Kawasan Perkotaan Karanganyar;

k. Kawasan Perkotaan Mijen; dan
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1. Kawasan Perkotaan Kebonagung.

(4) Kawasan Perkotaan Sayung dan Kawasan Perkotaan Wedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf g didorong untuk berperan
sebagai PKL.

(5) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf ¢ meliputi :
a. Desa Tambirejo berada di Kecamatan Gajah;
b. Desa Dempet dan Desa Sidomulyo berada di I{.ccamatan Dempet;
Desa Pamongan berada di Kecamatan Guntur;

e

A

Desa Gemulak dan Desa Bulusari berada di Kecamatan Sayung;

e. Desa Pulosari dan Desa Karangséri berada di Kecamatan Karangtcnéah;
Desa Gebang dan Desa Bonangrejo berada di Kecamatan Bonang;

Desa Tlogoreje berada di Kecamatan Karangawen;

Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli berada di Kecamatan Wonosalam;
Desa Cangkring berada di Kecamatan Karanganyar;

j- Desa Bakung berada di Kecamatan Mijen;

k. Desa Werdoyo berada di Kecamatan Kebonagung; dan

l.  Desa Buko dan Desa Bungo berada di Kecamstan Wedung.

(6) Kawasan perkotaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PPK.

scbagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disusun rencana detail tata
ruangnya.

[

F oo

e

8. Pasal 8 Dihapus

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
* Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a
terdiri atas:

a. sistem jaringan transportasi darat; o
b. sistem jaringan transportasi sungai, danau; dan

C. sistem jaringan transportasi laut.

10.Ketentuan Pasal 12diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi darat secbagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a terdiri atas: :

a. sistem jaringan jalan; dan
b. sistem jaringan kereta api.

(2) Sistem Janngan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf a terdiri
atas:

‘a. rencana prasarana jaringan jalan;dan
b. rencana angkutan umum.

11.Ketentuan Pasal 13 diubah schingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 13

-19-



(1) Rencana prasarana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (2) huruf a terdiri atas: '

8.

Mo ope g op

jaringan jalan nasional;

jaringan jalan provinsi;

jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;
Jjalan desa;

jalan khusus;

terminal penumpang:dan

terminal barang.

(2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi: ‘

a.

b.

C.

Jalan arteri primer meliputi:

1. Jalan Bts. Kab. Demak/Kudus - Jati;

Jalan Lingkar Demak;

Jalan Bts. Kota Demak — Trengguli;

Jalan Trengguli - Bts. Kab. Demak/Xudus; dan

5. Jalan Bts. Kota Semarang - Bts. Kota Demak.

Jalan Kolektor Primer 1 (JKP 1) meliputi:

1. Jalan Trengguli - Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara;
2. Jalan Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara — Margoyoso;
Jalan tol meliputi:

1. Jalan tol Semarang - Demak;

2. Jalan tol Demak — Tuban; dan

3. exit tol berada di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Wongcsalam_

o

(3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
Jalan Kolektor Primer 2 (JKP2) meliputi:

a.
b,
c.
d.

Jalan Semarang — Godong;

Jalan Demak - Godong;

Jalan Semarang ~ Demak - J epara {(jalan pesisir); dan
Rencana jalan lingkar Mra;nggcn.

(4) Jaringan jalan yang menjadi kewcnangan'kabupaten sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) huruf ¢ berupa jalan lokal primer meliputi:

A -

!—l-

i,
.

Jalan Demak - Bonang ~ Wedung;

Jalan Onggorawe — Waru — Mranggen;

Jalan Mranggen — Kangkung - Kebonbatur — Banyumeneng/ Girikusimo;
Jalan Kangkung - Sumberejo ~ Margohayu ~ Wonosekar - Tlogorejo;
Jalan Karangaweﬁ — Jragung;

Jalan Karangtengah — Guntur - Karangawen; _

Jalan Pamongan - Bulusari — Banjardowo (Kota Semarang);

Jalan Onggorawe — Suradadi;

Jalan Karangtengah ~ Tambakbulusan;

Jalan Desa Sriwulan - Bedono - Timbulsluko - Surodadi -
Tambakbulusan — Morodemak - Purworejo ;
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V.

Jalan Desa Berahan Wetan — Babalan — Kedungmutih — Kedungkarang —
Tedunan;

Jalan Wedung - Bungo —Jetak — Mijen;

. Jalan Karangfmyar — Kedungwaru kidul — Gempolsongo — Mijen;

Jalan Bungo — Mutih Kulon;

Jalan Karangnyar ~ Sambung - Sidomulyo — Merak;

Jalan Gajah — Dempet;

Jalan Dempet - Sidomulyo;

peningkatan ruas jalan Dempet - Kebonagung;

Jalan Karangtengah — Pasar Wonosalam — Doreng ~ Megonten;
Jalan Demak — Pasar Wonosalam;

. Jalan Mranggen ~ Batursari ~ Pucanggading / TVRI - Kebonbatur; dan

Jalan lainnya yang ditetapkan Bupati

(5) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d meliputi rencana

peningkatan dan
Daerah. :

1 pengembangan prasarana jalan perdesaan di seluruh

(6) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa
~pengembangan di kawasan industri di Kecamatan Sayung dan Karangtengah.

(7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi: -

a.
b.

terminal pepumpang Tipe A direncanakan di Kawasan Perkotaan Demak;

terminal penumpang Tipe B direncanakan di Kawasan Perkotaan
Mranggen; '

. terminal penumpang Tipe C direncanakan meliputi :

1. Kawasan Perkotaan Mranggen;
Kawasan Perkotaan W_cdung;
Ibukota Kecamatan Wonosalam;
Ibukota Kecamatan Gajah;

Ibukoia Kecamatan Karanganyar;
Ibukota Kecamatan Mijen;

Ibukota Kecamatan Bonang;

Ibukota Kecamatan Sayung;

Ibukota Kecamatan Karangtengah;
10.Ibukota Kecamatan Guntur;
11.Ibukota Kecamatan Dempét;
12.Tbukota Kecamatan Karangawen; dan
13.Ibuketa Kecamatan Kebonagung. .

©®NO G w N

(8) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayélt (1) huruf g berada di
Kecamatan Sayung.

12.Pasal 14 Dihapus

13.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

. Pasal 15

-21-



(1) Rencana angkutan umum sebagairnaan dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
huruf b meliputi:

a. pengembangan angkutan umum Kawasan Perkotaan Kendal - Demak -
Ungaran - Salatiga — Semarang - Purwodadi (Kedungsepur); dan

b. rencana pela_yahan angkutan umum.

(2) Pengembangan angkutan umum Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada
© ayat (1) huruf a berupa penyediaan bus perkotaan dan fasilitas
pendukungnya yang menghubungkan Kawasan Kedungsepur.

umum meliputi:

a. Semarang-Demak—Kudus-Pati—Rembang-Lascm;

b. Semarang-Demak-Kudus;

c. Semarang—Demak-Kudus—Pati—Juana;

d. Tcgal—Pckalongan-Semarang-Dcmak--Kudus;'

e. Kudus—Dcmak—Sf:marang-Secang-Wonosobo—Purwokerto;

f Semarang—Demak—Kudus—Rembang-Blora—Cepu;

g. Tegal—Pek_alongan—Semarang—Demak—Kudus;

h. Semarang—Dcmak-Kudus-Paﬁ-Rembang;
Scmarang-Dcmak—Kudus—Pati;
Semarang—Demak—Kudus—Jepara;
Jcpara—Kudus-Demak—Semarang—Pckalongan—Tegal;
Tegal—Semarang—Dcmak—Kudus;

. Scmarang-Demak—Kudus-Jcpara—Bangsri;
Solo-Salaﬁga—Semarang—Demak-Kudus-Pati;
Semara.ng-Demak—Godong—Purwodadi;
Semarang—Demak-Godong—Purwodadi-Blora; '
Semarang—Dcmak—Purwodadi—Solo;
Wedung—Dcmak—Godong—Purwodadi;
Morodemak—Bonang—Demak;
Mranggen—Karangawcn-Guntur—Karangtcngah; dan
Rute lainnya.
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14.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 16

(1) Sistem jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan rencana jaringan kereta api
nasional terdiri atas: . '

a. jaringan jalur kereta api; dan
b. stasiun kereta api.

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
atas:

a. jaringan jalur kereta api umum; dan
b. jaringan jalur kereta api khusus.

(3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

&
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a meliputi:
a. jalur kereta api cepat Jakarta — Surabaya;
b. jalur Utara menghubungkan Jakarta — Semarang - Surabaya;

c. pengembangan kereta api regional Semarang — Kudus — Pati — Juwana —
Rembang - Lasem — Jatirogo — Bojonegoro; dan

d. pengembangan jaringan kereta api perkotaan Kedungsepur.

(4) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dari dan menuju: :

a. kawasan industri;
b. kawasan Wisata; dan

c. kawasan lainnya.

(5) Rencanastasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berupa revitalisasi stasiun penumpang kereta api berada di:

da. Kecamatan Demak;
*b. Kecamatan Mranggen; dan
c. Kecamatan Sayung.

15.Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) yakni Pasal 16 A dan Pasal
16 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 hurufb meliputi:

a. jaringan sungai untuk transportasi di Kecamatan Bonang.
b. jalur transportagi sungai untuk wisata meliputi:
1. Kecamatan Sayung; dan
2. Kecamatan Karangtengah.
C. pengembangan dermaga sebagai infrastruktur pendukung.
Pasal 16B

(1) Jaringan transportasi laut sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf ¢ meliputi :

a. pelabuhan umum;
b. terminal khusus; dan
c. pelabuhan perikanan.

(2) Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa

pembangunan pelabuhan pengumpan lokal Morodemak berada di Kecamatan
Bonang

(3). Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
atas: .

a. Pelabuhan Perikanan Pantai berupa Pelabuhan Morodemak;
b. Pangkalan pendaratan ikan (PPI) meliputi:

1. Pelabuhan Perikanan Babalan;

2. Pelabuhan Perikanan Betahwalang;

3. Pelabuhan Perikenan Bungo; dan

4. Pelabuhan Perikanan Wedung.
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16.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

' Pasal 17 |
Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b meliputi:
a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan '
b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan,

17.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 18

(1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf a berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi
dari kilang pengolahan ke konsumen.

(2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengeclahan
ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jaringan pipa BBM Cepu - Rembang- Pengapon Semarang
b. jaringan pipa gas regional meliputi: |
1. Kepodang - Rembang - Pati - Jepara — Semarang; dan
2. Blora - Grobogan - Demak - Semafang;

(3) Jaringan pipa BBM Cepu - Rembang - Pengapon Semarang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui :

a. Kecamatan Sayung;
b. Kecamatan Karangtengah;
c. Kecamatan Gajah; dan

d. Kecamatan Karanganyar.

(4) Rencanajaringan pipa gas regional Kepodang- Rembang - Pati - Jepara —~
Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 melalui:

a. Kecamatan Sayung;

b. Kecamatan Ka,rarigtengah;
c. Kecamatan Gajah; dan

d. Kecamatan Karanganyar.

{5) Rencanajaringan pipa gas regional Blora - Grobogan - Demak - Semarang
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b angka 1 melalui:

a. Kecamatan Mranggen;
0. Kecamatan Karangawen; dan

¢. Kecamatan Kebonagung.

18.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 19

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf b terdiri atas:

a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik; dan
b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

19.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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D : Pasal 20

(1) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf a berupa pembangunan sumber energi listrik alternatif yang

bersumber dari matahari, air, angin, sampah, dan sumber lainnnya yang
ramah lingkungan.

(2) Ifrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b berupa rencana transmisi
“tenaga listrik terdiri atas: :

a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar
sistem meliputi :

1. saluran udara tegangan ekstra, tinggi; dan
2. saluran udara tegangan tinggi.

b. jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:

= 1. saluran udara tegangan menengah; dan
2. saluran udara tegangan rendah.

¢. gardu induk.

-~

(3) Pengembangan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
angka 1 meliputi:

a. pengembangan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi melatui:
1. Kecamatan Mranggen; dan
2. Kecamatan Karangawcn;
b. saluran udara tegangan tinggi melalui :
Kecamatan Sayung;
Kecamatan Karangtengah:
Kecamatan Demak;
Kecamatan Wonosalam;
Kecamatan Dempet;
Kecamatan Gajah;
Kecamatan Bonang;
Kecamatan Wedung;

O 0 NS s

Kecamatan Karanganyar; dan
10.Kecamatan Mijen.
4) 'F‘engembangan jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 terdapat diseluruh wilayah Daerah

(5) Pengembangan gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
- meliputi:

Kecamatan Sayung;

Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Demak;

gaoooop

Kecamatan Mranggen; dan
€. Kecamatan Dempet

(6) Sampai dengan tahun 2031 seluruh wilayah Daerah direncanakan sudah
terlayani sistem energi listrik.

20.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 21

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf ¢
terdiri atas: -

a. jaringan tetap; dan
b. . jaringan bergerak.

21.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
* Pasal 22

(1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa

pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah
kabel berada di seluruh Kecamatan. '

(2) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi jaringan kabel sampai dengan
tahun 2031 direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan.,

22 Ketentuan Pasal 23 diubah schingga berbunyi sebagai berikut :
: Pasal 23 '

(1) Jaringan bergerak -sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b berupa
Jjaringan bergerak seluier.

{2) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pembangunan menara telekomunikasi sistem nirkabel di seluruh wilayah.

(3) Pemerintah . Daerah mengarahkan penggunaan bersama menara

telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan
ruang.

(4) Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi akan
diatur dalam Peraturan Bupati. \ _

23.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
| Pasal 24

sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d
terdiri atas:

a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten; dan
b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.

24.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai Strategis Nasional Jratun Seluna
berupa peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai meliputi:

a. Daerah Aliran Sungai Babon;
Daerah Aliran Sungai Tuntang;
Daerah Aliran Sungai Jragung;
Daerah Aliran Sungai Serang.
Daerah Aliran Sungai Dolok;

Daerah Aliran Sungai Kaliombo; dan

Mo oA o
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& Daerah Aliran Sungai Sety.

a. sumber air; dan
b. prasarana sumber daya air.
(2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. air permukaan;: dan
b. air tanah pada cekungan air tanah (CAT).
(3) Air permukaan sebagaimang dimaksud pada’ ayat (2) huruf a melputi:
a. sungai;
b. embung: dan
c. bendungan.

a. Sungai Serang;

b. Kali Wulan;

¢. Kali Kenceng;,

d. Kali Loben;

€. Kali Jajar;

f. Kali Tuntang Lama;
8. Kali Jragung;

h. Kali Setu;

1. Kali Dolog;

j- Kali daleman;

k. Kali Mondoliko; dan
1. Kali Babon.

(5) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa
bengembangan embung dengan fungsi pengendalian banjir meliputi:

a. Kecamatan Karangawen;
b. Kecamatan Guntur;
c. Kecamatan Dempet;
d.’ Kecamatan Mijen;
€. Kecamatan Karanganyar;
f. Kecamatan Bonang; dan
g Kecamatan Wedung.
(6) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ meliputi:
a. Bendungan Gerak Kadilangu;
b. Bendungan Gerak tedunan;
C. Bendungan Gerak Pucanggading;
d. Bendungan Gerak Barang;

27~



€. Bendungan Gerak Jragung;

f. Bendungan Gerak Guntur;

8. Bendungan karet Wonokerto;

h. Bendungan Karet J atirogo;

i. Bendungan Karet kaly Kumpulan;
J. Bendungan Gerak Glapan;

k. Bendungan Gerak Sedadi; dan

1. Bendungan Gerak Klambu Kiri,

a. Cekungan Air Tanah Kudus
b. Cekungan Air Tanah Semarang Demak

(8) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas: '

a. sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir dan rob; |
¢. jaringan air baku untuk air bersih; dan
d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
(9) Sistem Jjaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:
a. Sistem jaringan irigasi primer meliputi:
1. Sistem Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang befada di:
a) Daerah Irigasi Sedadi;
b) Daerah Irigasi Glapan Timur;
c¢) Daerah Irigasi Glapan Barat;
d) Dacrah Irigasi Klambu Kiri; dan
€¢) Daerah Irigasi Jragung;

a) Daerah Irigasi Guntur;

b) Daerah Irigasi Pelayaran Sayung Batu;
¢) Daerah Irigasi Penggaron;

d) Daerah Irigasi Sumberejo; dan

€¢) Daerah Irigasi Polder Batu,

3. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah yang berada
di:: ‘

a) Daerah Irigasi Gablok;
b) Daerakh Irigasi Pelayaran Buyaran; dan
¢) Daerah Irigasi Dolok.

(10) Sistem pengendali banjir dan rob sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
huruf b meliputi;

a. perbaikan teknis brasarana drainase dengan carg normalisasi saluran
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C. pengendalian pengambilan air tanah; dan

d. penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase wilayah kabupaten dan
Téncana penanganan kawasan rawan banjir.

(11) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
huruf ¢ meliputi:

a. pembangunan jaringan air minum perpipaan di seluruh kawasan
perkotaan;

b. pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air
tanah dan air permukaan; dan

€. pembangunan bendungan di sungai-sungai yang Dotensial sebagai upaya
memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baky.

(12) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) huruf d berupa peningkatan pelayanan jangkauan pelayanan air
bersih kepada kelompok pengguna. .

26.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 27

Sistem jaringan prasarana lainmya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf
¢ terdriri atas:

a. sistem jaringan persampahan;
b. sistem penyediaan air minum;
c. sistem pengelolaan air limbah;
d. 'sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
sistem jaringan drainase; dan

oo

sistem jaringan evakuasi bencana.

27.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf
a meliputi :

a. rencana lokasi tempat pemrosesan alhir;
b. rencana lokasi tempat penampungan sementara; dan
C. Tencana pengeloiaan sampah skala rumah tangga.

(2) Lokasi tempat pemprosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi: '

a. Tempat Pemrosesan Akhir Kalikondang;

b. Tempat Pemrosesan Akhir Candisari;

¢. Tempat Pemrosesan Akhir Berahan Kulon; dan
. .

(3) Untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke lokasi Tempat:
Pemrosesan Alkhir dikembangkan pengelolaan sampah 3R dan pembangunan
tempat pengolahan sampah terpadu. :

(4) Rencana lokasi tempat benampungan sementara sampah sebagaimang

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan pada kawasan yang
memberikan pelayanan optimal. . :
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(5) Rencana lokasi tempat Penampungan sementars sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) selanjutnya akan diatur dalam rencana rinci tata ruang.

(6j Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan partisipasi setiap rumah tangga
untuk mengurangi sampah mulai dari surnbernya.

28.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 29

(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf
b terdiri atas : '

a. jaringan perpipaan; dan
b. bukan jaringan perpipaan.
(<) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

4. pengembangan unit air baku berupa pengembangan sumber gir
permukaan berasal dari:

1. Sungai Jajar;

2. Sungai Wonokerto;

3. Sungai Tuntang; dan

4. Sungai Wulan;

S. Sungai Dombo Sayung; dan
6. Sungai lainnya sesuai kajian.

Kecamatan Sayung;
Kecamatan Demak;
Kecamatan Wedung;
Kecamatan Mranggen;
Kecamatan Dempet;

O N

Kecamatan Karanganyar; dan
7. Kecamatan Mijen.

C. pengembangan unit produksi berupa peningkatan kapasitas produksi
PDAM Tirta Darma. :

d. pengembangan unit distribusi berupa pengembangan prasarana Jjaringan
perpipaan air minum dan sambungan rumah (SR).

€. pengembangan unit pelayanan meliputi:

1. pencapaian 100% pelayanan kawasan perkotaan Demak dan kawasan
perkotaan Mranggen,

2. pengembangan pelayanan air minum pada kawasan yang rawan air
minum,
3. Pengembangan pelayanan untuk kawasanperuntukan industri

(3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi:

a. pengembangan sumur dangkal berada di seluruh kawasan permukiman
-, berdesaan yang tidak mendapatkan pelayanan jaringan perpipaan;

b. pengembangan sumur pompa beradd di Kecamatan Yang kualitas air
tanah dangkalnyz tidak baik; dan '
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Sistem pengelolaan ajr limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 hurif ¢
terdiri atas: :

a. pengembangan instalasi bengolahan limbah industri;

b. pengembangan instalasj pengolahan limbah tinja dan limbah rumah tangga
perkotaan; dan :

¢. pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah
tangga perdesaan. :

30.Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 33
A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 A

(1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana
dimaksud dalam pasal 27 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan,
pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan.

gelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana

Pen,
dimaksud pada ayat (15) dilakukan di seluruh kawasan yang menghasilkan
limbah B3,

(2)

31.Ketentuan Pasal 36 diubah schingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 36
(1) Rencana pola ruang terdiri atas:
a. kawasan peruntukan lindung; dan
b. kawasan perur“itukan budidaya.

a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannyz;
. kawasan perlindungan setempat;
. kawasan ekosistem mangrove;

. kawasan rawan bencana alam;

kawasan lindung geologi; dan

b

c

d. kawasan cagar budaya;

e

f.

g kawasan lindung lainnya.

33.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 38

(1) Kawasan yang memberikan pcrlindungan- terhadap kawasan bawahannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a berupa kawasan resapan air
dengan luas kurang lebih 322 (tiga ratus dua puluh dua hektar)

(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Kecamatan Karangawen dengan Iuas kurang lebih 182 (seratus delapan
puluh dua hektar); dan

b. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 140 (seratus empat puluh
hektar). .

34.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b

dengan luas kurang lcbih 4.471 (empat ribu empat ratus tujuh puluh satu)
hektar terdiri atas:

a. sempadan pantai;

sempadan sungaj;

sempadan sahiran irigasi;

sempadan embung; dan

ruang terbuka hijau kawasan perkotaan,

o o oo

35.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 40

Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:
a. Kecamatan Bonang;

b. Kecamatan Karangtengah;
c. Kecamatan Sayung; dan
d. Kecamatan Wedung. )
36.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
' Pasal 41 :
(1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
a. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
b. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
C. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; dan
€. sungai yang terpengaruh Pbasang air laut.
(2) Sempadan sungai meliputi:
a. Sungai Babon dan anak sungainya
b. Sungai Bum dan anak sungainya
¢. Sungai Dolog dan anak sungainya;
d. Sungai Jajar dan anak sungainya; .
e. Sungai Jebor/ Gejoyo dan anak sungainya;
f. Sungai Jragung dan analk sungainya;
g- Sungai Kenceng dan anak sungainya;
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h. Sungai Lobener dan anak sungainya;

i Sungai Serang Lama dan anak sungainya;
}  Sungai Serang-Lusi dan anak sungainya;

k. Sungai Tulung/ Setu dan anak sungainya;
L Sungai Tuntang dan anak sungainya; dan
m. Sungai Tuntang Lama dan anak sungainya.

(3).Ukuran dan ketentuan pengaturan sempadan sungai sesuai peraturan
perundangan-undangan.

37.Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 serta disisipkanl (satu) pasal bary yaitu
'Pasal 43 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 A

(1) Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 huruf d berupa ruang terbuka hijau kawasan permukiman perkotaan

(2) Ruang terbuka hijau kawasan permukiman perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. ruang terbuka hijau pekarangan;

b. ruang terbuka hijau taman dan hutan kota; '
¢. ruang terbuka hijau jalur hijau jalan;

d. ruang terbuka hijau fungsi tertentu;

(3) Pengembangan ruang terbuka hijau kawasan permukiman perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 1.776 (seribu
tujuh ratus tujuh puluh enam) hektar meliputi :

a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 50 (ima puluhb) hektar;

b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 309 (Tiga ratus sembilan)
hektar;

c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 51 (Lima puluh satu)
hektar;

d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 10 (Sepuluh) hektar;
€. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 22 (Dua puluh dua) hektar; .

f. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 43 (Empat puluh tiga)
hektar; _

g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 59 (Lima puluh
sembilan) hektar;

h. Kecamatan KZrangawcn dengan luas kurang lebih 208 (Dua ratus
delapan) hektar;

i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 61 (Enam puluh satu)
hektar: e :
j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 16 (Enam belas) hektar;

k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 431 (Empat ratu.s tiga
puluh satu) hektar,;

1. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 193 (Seratus sembilan
puluh tiga} hektar;

m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 66 (Enam puluh tnam)
hektar; dan

n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 259 (Dua ratus lima
puluh sembilan) hektar.
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38.Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi scbagéi berikut:
Pasal 44

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 hurufc
berupa kawasan pantai berhutan bakauy. '

39.Ketentuan Pasal 45 diitbah schingga berbunyi scbagal berikut:
Pasal 45

(1) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
terletak di S€panjang pesisir pantai dengan luas kurang lebih 701 (tujuh
ratus satu) hektar meliputi :

a. Kecamatan Bonang dengan hias kurang lebih 28 (Dua puluh delapan)
hektar;

b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 30 {Tiga puluh)
hektar;

c. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lébih 35 (Tiga puluh lima) hektar;
dan .

d. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 608 (Enam ratus delapan)
hektar. o

a. Kecamatan Bénang dengan luas kurang lebih 101 (Seratus satu) helktar;

b. Kecamatan Karang Tengah dengan luas kurang lebih 99 (Sembilan puluh)
hektar; dan -

c. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 257 (Dua ratus lima puluh
tujuh) hektar.,

(3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan pantai berhutan bakau

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. '

40.Ketentuan Pasal 46 ditambahkan huruf c, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 46

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d
meliputi:

a. Masjid Agung Demak;
b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu; dan
c. cagar budaya lainnya yang ditetapkan Bupati.

41.Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal baru yaitu Pasal S2A,
‘sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e
berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa
kawasan imbuhan air tanah; dan .



a. Cekungan Air Tanah Kudus; dan
b. Cekungan Air Tanah Semarang-Demak.

42.Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 53

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimang diinéksud dalam Pasal 37 huruf e
berupa kawasan plasma nutfah. '

(2) Kawasan plasma nuifah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di
kawasan pesisir meliputi :

a. Kecamatan Sayung;

b. Kecamatan Karangtengah:;
c. Kecamatan Bonang; dan
d. Kecamatan Wedung.

43.Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 54

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimané dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
huruf b terdiri atas -

a. kawasan hutan produksi;

kawasan pertanian;

kawasan perikanan;

kawasan pertambangan dan energi;
kawasan peruntukan industri;
kawasan pariwisata;

kawasan permukiman; dan
kawasan peitahanan dan keamanan,

o

ST

B R oo

hektar terdiri atasg -
a. kawasan hutan produks; terbatas; dan
b. kawasan hutan produksi tetap;

(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

lruf a dengan Iuas kurang lebih 568 (Lima ratus enam puluh delapan)
hektar berada di Kecamatan Karangawen, ‘

(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dengan luas kurang lebih 2.710 (dua ribu tujuh ratus sepuluh) hektar
meliputi: :

a. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 1.961 (Seribu sembilan
ratus enam puiuh satu) hektar; dan

b. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 749 (Tujuh ratus empat
puluh sembilan) hektar;
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45.Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 56

Kawasan pertaniari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri
atas:

a. kawasan tanaman pangan; dan
b. kawasan hortikultura.

46.Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 57

Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a
dengan luas kurang lebih 56.763 (Lima puluh enam ribu tujuh ratus enam
puluh tiga) hektar meliputi :

a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 5.085 (Lima ribu delapan
puluh lima) hektar;

b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 4.145 (Empat ribu seratus
empat puluh lima) hektar;

C. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 4.914 (Empat ribu sembilan
ratus empat belas) hektar;

d. ‘Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebik 4.392 (Empat ribu tiga ratus
sembilan puluh dua) hektar;

¢. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 4.714 (Empat ribu tujuh ratus
cmpat belas) hektar;

f. Kecamatan Karang Tengah dengan has kuring lebih 2.894 (Dua ribu
delapan ratus sembilan puluh empat) hektar;

8. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 5.786 (Lima ribu tujuh
ratus delapan puluh enam) hektar; ' .

h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 3.282 (Tiga ribu dua ratus
delapan puluh dua) hektar; :

i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 3.354 (Tiga ribu tiga ratus
lima puluh empat) hektar;

j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 4.189 (Empat ribu seratus
delapan puluh sembilan) hektar

3 .
b

k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 3.081 (Tiga ribu delapan
puluh satu) hektar;

L. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 1.562 (Seribu lima ratus enam
pulub dua) hektar; ‘

m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 5.526 (Lima ribu lima ratus’
dua puluh eénam) hektar;

n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 3.841 (Tiga ribu delapan
ratus empat puluh satu) hektar; '

47 Ketentuan Pasal 58 diubah schingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 58

Kawasan horﬁku_lturzi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dengan
luas kurang lebih 1.556 (seribu lima ratus lima puluh enam) hektar meliputi ;

a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;
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b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 47 (empat puluh Tujuh) hektar;

c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 39 (tiga puluh Sembilan)
hektar; .

d. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;

€. . Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 48 (empat puluh
delapan) hektar;

f. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih .199 (seratus Sembilan
puluh Sembilan) hektar; : '

g." Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 150 (seratus lima puluh)
hektar;

h. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 59 (lima puluh Sembilan) hektar;

i. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 446 {empat ratus empat
puluh enam) hektar; '

J. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar;

k. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 248 (dua ratus empat puluh
delapan) hektar; dan

l. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 252 (dua ratus lima puluh
dua) hektar.,

48.Ketentuan Pasal 59 diubah schingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 59

(1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah ditetapkan 56.530 (Lima
puluh enam ribu lima ratus tiga puluh) hektar;

(1) terdiri atas:

a. lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 55.520
(lima puluh lima riby lima ratus dua pulu]_a) hektar; dan

b. Iahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang
lebih 1.010 (seribu sepuluh) hektar,

(3) Penetapan lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan cadangan lahan
pertanian pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut oleh Bupati. '

49.Ketentuan Pasal 60 diubah schingga berbunyi sebagai berikut: .
Pasal 60

(1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c teriri
atas : *

a. budidaya tambak;
b. budidaya air tawar;
c. fasilitas perikanan tangkap; dan
d. pengolahan perikanan.
(2) Budidaya tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengar: luas

kurang lebih 6.062 (Enam ribu enam puluh dua) hektar meliputi :

a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus)
hektar;

b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 457 (empat ratus
lima pulun tujuh) hektar;

C. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;
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d. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebik 249 (dua ratus empat puluh
Sembilan} hektar; dan

¢. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 4.130 (empat ribu seratus
tiga puluh) hektar.

(3) Budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kecamatan Mijen; '

Kecamatan Gajah

Kecamatan Karanganyar;

Kecamatan Wonosalam;

Kecamatan Dempet:

Kecamatan Kebonangung;

Kecamatan Karangawen; dan

BPw oMo oo g

Kecamatan Mranggen.

(4) Fasilitas perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
meliputi: T

a. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada di Kecamatan Bonang;
b. Pangkapan pendaratan ikan meliputi :

1. Kecamatan Bonang; dan

2. Kecamatan Wedung,

(5) Pengembangan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi :

a. Kecamatan Bonang; dan
b. Kecamatan Wedung.

S50.Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 61

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
huruf d berupa kawasan bertambangan minyak dan gas bumi.

51.Pasal 63 Dihapus

52.Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi scbagai berikut;
Pasal 64

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf

¢'dengan luas lebih 7.646 (tujuh ribu enam ratus empat puluh enam) hektar
meliputi: ’

a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 359 (tiga ratus lima puluh
*+ sembilan) hektar;

b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua)
hektar; '

¢. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 6 {enam) hektar;

d. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 1050 (seribu lima
puluh) hektar; '

e. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 92 (sembilan puluh
dua) hektar; : .
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f. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 203 (dua ratus tiga)
hektar;

8. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 251 (dua ratus lima puluih
satu) hektar;

h. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 163 (seratus enam puluh
tiga) hektar; - '

i. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 5.313 (ima ribu tiga ratus
tiga belas) hektar: dan '

J. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 116 {(seratus enam
belas) hekl'ar.&

(2) Pengembangan kawasan industri terpadu berada di Kecamatan Sayung dan
Karangtengah.

menyediakan kawasan penyangga dalam bentuk sabuk hijau.

(4¢) Pembukaan akses perusahaan industri menuju jalan arteri primer
mempertimbangkan ketentuan pengaturan akses masuk ke jalan arteri
primer sesuai peraturan perundang-undangan.

53.Ketentuan Pasal 65 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 65

(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f terdiri
atas :

4. pariwisata alam;
b. pariwisata budaya; dan
c. pariwisata buatan.
(2) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
. a. Pantai Moresari dan Mangrove di Kecamatan Sayung;
Pantai Morodemak dan Mangrove Kecamatan Bonang:
Pantai Surodadi di Kecamatan Sayung; |
Hutan Wisata Wonosekar;
Waduk Bengkah; ' _
Pantai Tambakbulusan dan Mangrove di Kecamatan Karangtengah; dan
g Pantai Nggojoyo dan Mangrove di Kecamatan Wedung.
(3) -Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. Masjid Agung Demak;
b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu;
€. Museum Masjid Agung;
d. Tradisi Grebeg Demak; dan
e. Tradisi sedekah laut di kawasan pantai.
(4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi :
a. Bendung Gerak Kali Jajar;
b. Bendung Karet Kalijajar;
c. Bendung Karet Kali Kumpulan;
d. Taman Ria Kota Demak

s
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e.
f.

Agrowisata&Ke'bonbatur; dan
Agrowisata Jambu Lele.

54.Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a.

b.

Pasal 66

kawasan permukiman perkotaan; dan
kawasan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan permulkiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf
a dengan luas kurang lebih 8.527 (Delapan ribu lima ratus duapuluh tujuh)
hektar meliputi :

" a.

a.

Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 248 (Dua ratus empat
puluh delapan) hektar; -

Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 1.486 {Seribu empat ratus
delapan puluh enam] hektar;

. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 255 (Dua ratus limg puluh -

lima) hektar;

Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 48 (Empat puluh declapan)
hektar;

Kecamatan Guniur dengan luas kurang lebih 110 (Seratus sepuluh)
hektar; '

Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 217 (Dua ratus tujuh
belas) hektar;

Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 301 (Tiga ratus satu)
hektar;

Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 1.045 (Seribu cmpat
puluh lima) hektar;

Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 303 (Tiga ratus tiga)
hektar;

Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 78 (Tujuh puluh delapan)
hektar;

Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 2.159 (Dua ribu seratus
lima puluh sembilan) hektar; :

Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 736 (Tujuh ratus tiga puluh
enam) hektar; B

. Kecamatan Wedung dengan Iuas kurang lebih 329 (Tiga ratus dua puluh

sembilan) hektar; dan

Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 1.214 (Seribu dua ratus
empat belas) hektar.

Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 1.338 (Seribu tiga ratus tiga
puluh delapar;) hektar;

Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 311 (Tiga ratus sebelas)
hektar;

Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 955 (Sembilan ratus lima
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puluh lima) hektar;

.d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 778 (Tujuh ratus tujuh puluh
" delapan) hektar;

e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 1.365 (Seribu tiga ratus
enam puluh lima) hektar; '

‘. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 468 (empat ratus
enam puluh delapan) hektar;

g Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 571 (Lima ratus tujuh
puluh satu) hektar;

h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 837 (Delapan raius tiga
puluh tujuh) hektar;

i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 547 (Lima ratus empat
puluh tujuh) hektar; .

i Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 647 (Enam ratus empat puluh
tujuh) hektar; :

k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 1.099 {Seribu sembilan
puluh sembilan) hektar:

. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 222 (dua ratus dua puluh
dua) hektar;

m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 755 {Tujuh ratus lima
puluh lima) hektar; dan

n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 635 (Enam ratus tiga
puluh lima) hektar.

55.Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 67diubah schingga berbunyi sebagaiberikut:
Pasal 67

(1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
huruf h terdiri atas : :

a. Kantor Tentara Nasional Indonesia meliputi

1. kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di sehuruh Kecamatan;
dan

2. kantor Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Demak;

3. kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di berada dj seluruh
Kecamatan; dan

4. Pos angkatan laut berada di Kecamatan Bonang.

b. Kantor Kepolisian Republik Indonesia meliputi:
1. kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh Kecamatan; dan
2. kantor Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Demak.

(2) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan lebih lanjut dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang,

56.Ketentuan Pasal 68 ayat (1) dinbah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68
Kawasan strategis wilayah terdiri atas : ,

a. kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi di Daerah; dan
b. kawasan strategis Daerah.
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57.Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 69

Kawasan strategis mnasional dan kawasan strategis provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 huruf a terdiri atas :

a. kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

b. kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa
Kawasan Masjid Agung Demak;

58.Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 70

(1) Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 buruf b
meliputi :

a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. dihapus

c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup.

59.Ketentuan Pasal 71 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 71

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi :

a. kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan

Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan
Gajah - Kecarnatan Karangayar;

b. kawasan industri terpadu Sayung;
c. kawasan wisata pantai Surodadi di Kecamatan Sayung; dan
d. kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang,

(2) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis sepanjang koridor jalan
arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah -

Kecamatan Demals - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karanganyar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
"a. Industri;

b. perdagangan dan jasa;
c. outlet pemasaran hasil komoditas Daerah; dan
d. permukiman perkotaan.

(3) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan 4strategis kawasan industri
terpadu Sayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. kawasan industri; dan
b. kawasan permukiman perkotaan.

(4) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis wisata pantai Surodadi
di Kecamatan Sayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berupa
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pengembangan wisata bahari.

60.Pasal 72 Dihapus

61.Ketentuan Pasal 75 poin a diubah schingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 75
Arahan perwujudan sistem perkotaan meliputi :

4. pengembangan PKN  dilakukan - melalui  peningkatan keterpaduan
pengembangan kawasan metropolitan Kedungsepur

b. pengembangan PKL dilakukan melalui :

1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;
penyusunan peraturan zonasi; i
penyusunan rencang tata bangunan' dan lingkungan:
penyusunan panduan rancang kota; dan

pengendalian kegiatan komersial / perdagangan, mencakup pertokoan,
busat belanja, dan sejenisnya.

C. pengembangan PPK dilakukan melalui:
1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;
2. penyusunan peraturan zonasi;
3. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
4.

pengendalian kegiatan komersial/ perdagangan, mencakup pertokoan dan
pusat belanja. :

d. pengembangan PPI, dilakukan melalui:
1. penyusunan rencana detail tata ruang kota; dan

2. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan dan
pusat belanja. ‘

S AIIN

62.Pasal 76 Dihapus

63.Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
. Pasal 77
Arahan perwujudan sistem jaringan Prasarana transportasi meliputi-:
a. pengembangan sistem prasarana jaringan jalan dilakukan melaluj:
1. pengembangan dan peningkatan jalan arteri primer meliputi:
a) Jalan Bts, Kab, Demak/Kudus - Jati; '
b) Jalan Lingkar Demak;
¢) Jalan Bts. Kota Demak — Trengguli;’
d) Jalan Trengguli - Bts. Kab, Demak/Kudus; dan
e) Jalan Bts. Kota Semarang - Bts, Kota Demak. »
2. pengembangan dan peningkatan Jalan Kolektor Primer 1 (JKP1) meliputi:
a) Jalan Trengguli - Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara;
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b) Jalan Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara ~ Margoyoso;
3. pengembangan dan peningkatan Jalan tol meliputi:
a) Jalan tol Semarang — Demak;
b) Jalan tol Demak ~ Tuban; dan )
) exit tol di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Wonosalam.
4. pengembangan dan peningkatan Jalan Kolektor Primer 2 (JKP2) meliputi:
a) Jalan Semarang — Godong;
b) Jalan Demak — Godong;
¢) Jalan Semarang - Demak ~ Jepara (jalan pesisir); dan
d) Rencana jalan lingkar Mranggen.
1. peningkatan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi:
a) Jalan Demak - Bonang - Wedung;
b} Jalan Onggorawe — Wary — Mranggen;

¢) Jalan Mranggen - Kanglung - Kebonbatur - Banyumeneng/
Girikusumo:; .

d) Jalan Kangkang - Sumberejo - Margohayu - Wonosekar - Tlogorejo;
¢) Jalan Karangawen - J ragung;

f) Jalan Karangtengah - Guntur - Karangawen;

g) Jalan Pamongan - Bulusari - Banjardowo (Kota Semarang);

h) Jalan Onggorawe — Suradadi;

i Jalan Karangtengah —~ Tambakbulusan;

J) Jalan Desa Sriwulan - Bedono - Timbulsluke - Surodadi -
Tambakhilusan — Morodemak - Purworejo ;

k) Jalan Desa Berahan Wetan — Babalan - Kedungmutih — Kedungkarang
~ Tedunan;

) Jalan Wedung - Bungo - Jetak - Mijen;

m) Jalan Karanganyar — Kedungwaru kidul - Gempolsongo — Mijen;
n) Jalan Bungo ~ Mutih Kulon;

0} Jalen Karangnyar — Sambung - Sidomulyo - Merak;

p) Jalan Gajah - Dempet;

q) Jalan Dempet - Sidomulyo;

1) peningkatan ruas jalan Dempet - Kebonagung;

s) Jalan Karangtengah — Pasar Wonosalam ~ Doreng - Megonten;
t) Jalan Demak — Pasar Wonosalam;

u) Jalan Mranggen - Batursarj — Pucanggading / TVRI - Kebonbatur; dan
v) Jalan lainnya yang ditetapkan Bupati

b. Pengembangan angkutan umum dilakukan melalui:
1. studi kelayakan sistem angkutan;

2. penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non-bus
Yang memadai; dan

3. penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta fungsi
pelayanan terminal, , i
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c. pengembangan sarana transportasi dilakukan melalui:

1. pembangunan terminal penumpang tipe A berada di Kawasan Perkotaan
Demak;

2. pembangunan terminal penumpang tipe B berada di Kawasan Perkotaan
Mranggen; ‘

3. peningkatan terminal penumpang tipe C meliputi :
a) Kawasan Perkotaan Mranggen;
b) Kawasan Perkotaan Wedung;
c) Ibukota Kecamatan Wonosalam;
d) Ibukota Kecamatan Gajah;
€) Ibukota Kecamatan Karanganyar;
f) Ibukota Kecamatan Mijen;
g Ibukota Kecamatan Bonang;
h) Ibukota Kecamatan Sayung;
i) Ibukota Kecamatan Karangtengah;
J) Ibukota Kecamatan Guntur;
k) Ibukota Kecamatan Dempet;
) Ibukota Kecamatan Karangawen; dan
m) Ibukota Kecamatan Kebonagung,
1. pengembangan terminal barang direncanakan di Kecamatan Sayung.
d. Pengembangan Jaringan transportasi kereta api dilakukan melalui
1. penetapan jalur perlintasan; dan
2. pembangunan stasiun kereta api.

64.Ketentuan Pésal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
: Pasal 80
Arghan perwujuq'iar; sistem jaringan sumber daya air me]ibuti :
a. pelestarian sumi)erdaya air dilakukan melatui: ,
1. pelestarian sumber mata -air dan konservasi daerah resapan air;

2. pengawasan dan Penertiban sumber air yang berasal darj sumber air
tanah dalam;

3. pembangunan embung meliputi :
a) Kecamatan Karangawen;
b) Kecamatan Guntur;
¢} Kecamatan Dempet;
d) Kecamatan Mijen;
€) Kecamatan Karanganyar;
1) Kecamatan Bonang; dan
g Kecamatan Wedung.
b. pem'ngkatan-pelayanan air minum dilakukan melalui:
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2. perbaikan jaringan pipa air minum yang ada secara bertahap dan
meningkatkegp manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air
minum.

65.Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 81

Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas :
4. programsistem jaringan persampahan meliputi:

1. peningkatan dan pengembangan tempat pemrosesan akhir;

2. peningkatan dan pengembangan tempat Penampungan sementara;
3. program pengelolaan sampah 3R;
4

- penyediaan tempat. sampah organik dan non-organik di kawasan
perkotaan;

5. studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu; dan

6. usaha reduksi melahij pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara
sampah organik dan non-organik. :

b. . Program sistem penyediaan air minum meliputi :
1. penambahay kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah;
2. pengembangan jaringan distribusi utama;

3. penambahan kapasitas dan revitalisasi Jjaringan perdesaan di seluruh
kecamatan; dan

4. pengembangan dan peningkatan reservoir.,

¢. Program sistem pengelolaan air limbah meliputi:
1. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri
2. pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja;

3. pengembangan sistem pengolahan dan bengangkutan limbah tinja
berbasis masyarakat (sanimas) dan rumah tangga perkotaan; dan

4. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah
rumah tangga perdesaan,

d. program sistem Jjaringan drainase meliputi:
1. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;
2. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;
" 3. normalisasi saluran sungai; dan
4

- memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase
di seluruh kawasan perkotaan.

€. Perwujudansistem jaringan evakuasi bencana dilakukan melaluyi -
1. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
2. pengembangan ruang evakuasi bencana.

66.Ketentuan Pasal 83 diubah dengan menambahkan huruf d, sehingga
berbunyi sebagaiberikut : -

Pasal 83
Arahan perlindungar: kawasan perlindungan setempat meliputi ;
a. arahan perlindungan scmpadan pantai dilakukan melahi :
1. penetapan batas sempadah pantai;
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2. pengelolaan kawasan tanah timbul;
3. penetapan batas kawasan pasang surut; dan
4. penghijauan,
b. arahan per]indungan sempadan sungai dilakukan melatu -
1. penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan;
2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi;
3. penertiban bangunan di atas sempadan sungai; dan
4. penghijauan.
¢. arahan perlindungan sempadan saluran irigasi dilakukan melalui :
1. penetapan sempadan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan; .
2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan irigasi;
3. penertiban bangunan dj atas sempadan irigasi; dan
4. penghijanan.
d. perwujudan ruang terbuka hijau dilakukan melalui :

1. pembangunan, pengembangan dan penataan alun-alun, lapangan, taman
dan hutan kota;

2. pengadaan tanah bagi pembangunan dan peningkatan ruéng terbuka
hijau publik;

3. pengembangan jalur hijau sepanjang bahu jalan;
4. pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan; dan
+ ;9. penataan makam sebagai ruang terbuka hijau.
67.Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 84 |

Arahan perlindungan, konservasi berupa arahan perlindungan kawasan
ckosistem mangrove dilakukan melalui:

a. pemeliharaan kawasan ekosistem mangrove; dan

b. penghijauan,

C. arahan perlindungan cagar budaya dilakukan rri.elalui:
1. pelestarian bangunan cagar budaya; dan
2. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.

&

68.Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 serta disisipkan 1 (satu) pasal bary yaitu
Pasal 84 A schingga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84 A
Arahan perlindungan cagar budaya dilakukan melalui:
a. pelestarian bangunan cagar budaya; dan
b. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.

69.Diantara Pasal 85 dan Pasal 86 serta disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu
Pasal 85 A dan Pasal 85 B, sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A
Arahan perlindungan terhadap kawasan lindung geologi melipati:

C. pengendalian kegiatan Yang dapat menghalangi meresapnya air hujan ke
kawasan resapan air tanah;
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d. membatasi eksploitasi air tanah dalam secara berlebihan; dan
e. kerjasama pengelolaan CAT dengan Pemerintah Daerah lain.
Pasal 85B
Arahan perlindungan terhadap kawasan lindung lainnya meliputi:
a. pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan plasma nutfah; dan
b. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

70.Diantara Pasal 87 dan dan Pasal 88 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 87 A
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87 A
Arahan perwujudan kawasan perikanan dilakukan melalui: .
a. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi penetapan zona penangkapan ikan;
b. peningkatan tempat sandar perahu dan fasilitas TPI;
C. pengembangan produksi perikanan tambak;
d. peningkatan budidaya pengelolaan ikan air tawar; dan
€. pengembangan umkm pengolah hasil perikanan.

71.Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 88
Arahan perwujudan+kawasan pertambangan dan energi dilakukan melalui:
a. identifikasi potensi tambang;
b. penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi; dan
c. pemulihan kesuburan tanah dan reklamasi permukaan tanah.

72.Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;
Pasal 94 :
Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan dilakukan melalui -

8 pemantapan kawasan/lokasi pertahanan dan keamanan pendukung
perwujudan kesatuan ruang Daerah;

b. identifikasi kepemilikan aset TNI dan POLRY; .

¢ menetapkan zona penyangga kawasan pertahanan dan keamanan yang
berbahaya bagi aktivitas masyarakat;

d. peningkatan kantor Kodim 07 16;

e. peningkatan kantor Koramil dan Polsek berada di seluruh wilayah Kabupaten
‘Demak; dan

. peningkatan Pos&Angkatan Laut Demak yang berada di Kompleks Pelabuhan
Morodemalk. '

73.Ketentuan Pasal 95 ditambahkan huruf b, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 95
Perwujudan kawasan strategis bidang pertumbuhan’ekonomi meliputi :

a. perwujudan kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati
Kecamatan Sayung - Kecamatan - Karangtengah - Kecamatan Demak -
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Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar dilakukan melalui:
1. pengaturan pengembangan pengendalaian pemanfaatan ruang;
2. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan;

3. pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam
satu kesatuan pengembangan; dan

4. peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan industri.

b. perwujudan kawasan industri terpadu Sayung dilakukan melalui:
1. pengembangan kawasan industri berserta fasilitasnya; dan ,
2. pengembangan kawasan permukiman perkotaan beserta fasilitasnya.

¢. perwujudankawisan wisata pantai Surodadi berada di Kecamatan Sayung
dilakukan melalui:

1. pembangunan sarana tambat perahu/ kapal;
2. pengembangan kegiatan wisata bahari; dan
3. pembangunan sarana pendukung wisata utama.

a. perwujudan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada di
Kecamatan Bonang dilakukan melalui:

1. peningkatan akses menwju kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai
Morodemak; :

2. pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak dari sedimentasi;
3. pengembangan fasilitas dan prasarana kepelabuhanan; dan

4. pengembangan sarana wisata di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai
Morodemak.

74.Pasal 96 DIHAPUS

75.Ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf a diubah schingga berbunyi sebagai
berikut: . _

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada a_v:at (1)
meliputi :

a. ketentuan umum peraturan zonasi sti'uktur rilang;
b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebhagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a meliputi :

a. sistem perkotaan;

&

sistem jaringan transportasi;

sistem jaringan energi;

sistem jaringan telekomunikasi;
sistem jaringan sumber daya air;
sistem pengelolaan lingkungan; dan
g. sistem prasarana lainnya.

"o o

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud.pada'
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ayat (2) huruf b meliputi :
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya;

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ meliputi ;

a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi;
b. kawasan strategis bidang sosial budaya; .dan
c. kawasan strategis bidang fungsi dan daya dulung lingkungan hidup.

76.Ketentuan Pasal 100 ayat (3) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai
- berikut: :

Pasal 100

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf a meliputi;

é. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN};
b. ketentuan umum peraturan zonasi uniuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

¢. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK);
dan

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan
(PPL).

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuans
diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala Nasional sesuai rencana
Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan

(4). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disusun dengan ketentuan
diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala kecamatan/beberapa

(5) Ketentuan umnm peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan, (PPL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan;
diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala beberapa desa yang
didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan wilayah yang
dilayaninya, dengan penetapan deliniasi sebagai pusat kawasan perdesaan.

77.Ketentuan Pasal 101 diubah schingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 101

(1) Ketentuan umum, peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf b meliputi : '

4. peraturan zonasi pada sistem jaringan jalan;
b. peraturan zonasi pada siste jaringan kereta api; dan
C. peraturan zonasi pada sistem j aringan transportasi laut.
(2) Peraturan zonasi pada sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) hurnif a disusun dengan ketentuan:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Jaringan jalan nasional berupa
jalan arteri primer meliputi:

1. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
2. diperbolehkan bersyarat pemasangan iklan dan media informssi pada
daerah milik jalan;

3. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau
jalan; dan

4. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang

mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara
jalan. :

b. ketentuan umum beraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional berupa
jalan tol meliputi:

1. dilarang melakukan kegiatan yang dapat menganggu keamaunan dan
kenyamanan pengguna jalan tol;

2. diperbolehkan bersyarat pemberdayaan di bidang jalan tol sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; dan

3. diwajibkan membuat bangunan pengaman pada tempat-tempat yang
dapat membahayakan pengguna jalan tol.

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan provinsi dan
jaringan jalan kabupaten berupa jalan kolektor primer meliputi:

1. diperbolechkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;

2. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau
jalan; dan

3. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang

mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara
jalan. ‘

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan desa meliputi:

1. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
dan

2. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau.
e. ketentuan umum perafuran zonasi untuk jalan khusus meliputi:
1. diperbolehkan bersyarat pembangunan dan pengembangan jalan

2. diperbolehkan bersyarat jalan khusus yang hanya digunakan sendiri
dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang
sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan

3. diperbolehkan jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan
i an untuk umum. :

f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal penumpang meliputi:

1. diperbolchkan pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan
permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertanian, perikanau dan
pariwisata;

2. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar terminal;

3. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal; dan

L4, dilarang lacegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi
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terminal sebagai fasilitas umum,
g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal barang meliputi:

1. diperbolehkan pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan
industri, perdagangan barang dan jasa;

4. dilarang kegiatan pemanfaatan Tuang yang mengganggu fungsi
terminal sebagai fasilitas umum,

(3) Peraturan zonasi pada. sistem jaringan kereta api sebagaimang dimaksud
pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentnan:

a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta
api;

b. dilarang membuat perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api
dan jalan kecuali dengan izin Pemerintah;

¢. dilarang melakukan pemanfaatan laharn yang dapat mengganggu
kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;

d.. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan
akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan

€. penetapan gdris sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api
dengan memperhati dampak lingkungan dan kebutuhan
pengembangan jaringan jalur kereta api.

(4) Peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan

b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;
c. dilarang membuat bangunan yang mengganggu alur kapal; dan

d. dilarang melaknkan kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan
Jjalur kapal.

78.Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Ketentuan umum beraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf ¢ meliputi:

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan
gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari
kilang pengolahan ke konsumen disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan bersyarat persilangan jaringan prasarana dengan jaringan
pipa pipa minyak dan gas bumi;

b. diperbolebkan bersyarat kegiatan industri, permukiman, perdagangan
barang dan jasa, pertambangan dan pariwisata;

d. dilarang kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran; d:
e. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan  infrastruktur
ketenagalistrikan disusun dengan ketentuan: -
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a. diperbolehkan pengembangan jaringan listrik kabel terpadu dengan
Jaringan utilitas dan prasarana lainnya;

d. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunén di bawah Jjaringan
transmisi dan distribusij listrik; dan

€. dilarang kcgiétan yYang menimbulkan bahaya kebakaran dan
mengganggu fungsi jaringan transmisi dan distribusi listrik.

79.Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 105

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf f melipudti :

a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan persampahian;
b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem penyediaan air minum;

c. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem pengelolaan air limbah;
dan

d. ketentuan umum Peraturan zonasi pada sistem pengelolaan limbah B3 ;
e. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem drainase; dan
f. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem evakuasi bencana.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem Jjaringan persampahan
‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan melakukan penghijauan kawasan sekitar tempat
bemrosesan akhir;

b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan peﬁge.lolaan
sampah di kawasan TP » TPS, TPS 3R dan TPST dan pengelolaan sampah
skala rumah tangga;

diperbolehkan bersyarat penyimpanan dan/atau tempat pengelahan
limbah B3 di kawasan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST dan pengelolaan
sampah skala rumah tangga;

‘d. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung kegiatan
pengelolaan sampah di kawasan tempat pemrosesan akhir; dan

e. dilarang mengembangkan permukiman dj kawasan tempat pemrosesan
akhir,

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem penyediaan air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan mengembangkan ruang terbuka hijau;
'b. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana dan fasilitas sistem

kecuali untuk pengelolaan air minum; dan

d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem
penyediaan air minum, :

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem kawasan pengelolaan air
limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disusun dengan
ketentuan: :
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a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan air
limbah diatas sistem pengelolaan air limbah;

d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem pengelolaan limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:

a diperbolshkankan pengembangan sarana dan prasarana pendukung
pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

b. diperbolehkankan bersyarat melakukan pengumpulan limbah bahan

berbahaya dan beracun (B3) bagi kegiatan Yang menghasilkan limbah
berbahaya dan beracun {B3); :

c. dilarang melakukan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun
(B3) tanpa proses pengelolaan yang benar.,

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem drainase sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan
drainase diatas sistem drainase;

b. diperbolehkan pembuatan jalan inspéksi disepanjang sistem drainase;
c. dilarang mendirikan bangunan umum di atas sistem drainase; dan

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem evakuasi bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

4. peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana disusun dengan ketentuan:

1. diperbolehkan be€masangan rambu dan bapan peringatan bencana;
dan .

2. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan  yang dapat
mengganggu kelancaran evakuasi dilarang,. ’

b. peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana disusun dengan
ketentuan:

1. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsi;
dan .

2. dilarang mengembangkan kegiatan permanen yang dapat menganggu
fungsi ruang evakuas;i.

80.Pasal 106 Dihapus

81.Ketentuan Pasal L107 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 107

(1) Ketentuan umurm peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) huruf a meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

b. ketentuan umum Peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat;
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ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan ekosistem mangrove;

ketentuan umum peraturan zonasi pada peraturan zonasi pada kawasan
cagar budaya;

ketentuan umum peraturan zonasi pada peraturan zonasi pada kawasan
rawan bencana;

ketentuan umum peraturan zonasi pada peraturan zonasi pada kawasan
lindung geologi; dan -

ketentuan umum peraturan zonasi pada peraturan zonasi pada kawasan
lindung lainnya.

(2) Ketentuan umum peraturan zona peraturan zonasi pada kawasan yang

memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimang
dimaksud pada ayat {1) huruf a disusun dengan ketentuan:

a.

b.

diperbolehkan kegiatan yang mampu meningkatkan resapan. air kedalam
tanah;

diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian;

c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budi daya pertanian, hutan

rakyat, dan perkebunan;

diperbolehkan terbatas bangunan yang dilengkapi dengan sarana
peresapan air;

diperbolehkan terbatas untuk wisata; dan

dilarang kegiatan pertambangan yang berpotensi terjadinya perubahan
lingkungan fisik alamiah ruang.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b meliputi :

a. ketentuan wumum peraturan zonasi pada. sempadan pantai disusun

dengan ketentuan:

1. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atay
memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi
intrusi air_!‘laut dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;

2. diperbolehikan untuk ruang terbuka hijau;

H

pariwisata, fasilitas energi, sarana bantu havigasi pelayaran, tower

penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang
membutuhkan lokasi di tepi pantai;

ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun
dengan memperhatikan ketentuan:

1. diperbolehkan untuk Tuang terbuka hijau;

2. diperbolehkan bersyarat aktivitas wisata alam dengan syarat tidak
mengganggu kualitas air sungai;

3. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan
penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pengamanan;

4. diperbolehkan bersyarat kegiatan pPemasangan jaringan kabel listrik,
kabel telepon, dan pipa air minum; .

S. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan untuk menunjang
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C.

sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. diperbolehkan terbatas permukiman yang pada saat Peraturan Daerah
ini ditetapkan sudah ada, sampai dengan Pemerintah Daerah atau
institusi yang berwenang memindahkan; dan

7. dilarang kegiatan yang menurunkan fungsi ckologis dan estetika
kawasan dengan mengubah dan/atau merusalk bentang alam, dan
kelestarian fungsi sungai.

ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan saluran irigasi
disusun dengan memperhatikan ketentuan: '

1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;

2. diperbolehkan bersyarat aktivitas wisata alam dengan syarat tidak
mengganggu kualitas air irigasi;

3. diperbolehkan bersyarat kegiatan peémasangan papan reklame, papan
penyuluhan dan peringatan, dan rambu-rambuy pengamanan;

4. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik,
kabel telepon, dan pipa air minum;

O. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi
pengelolaan irigasi; dan

6. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan
menurunkan kualitas air irigasi,

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan embung disusun
dengan memperhatikan ketentuan:

1. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan penghijauan  dan
pelestarian sumber mata air;

2. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan menunjang budi daya
perikanan, pemanfaatan air bersih dan irigasi pengairan; '

4. dilarang mendirikan bangunan rumah dan permukiman baru,

ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang terbuka hijau disusun
dengan ketentuan:

1. diperboleh!xan pembangunan lapangan, lapangan, taman, hutan kota

dan sejenisnya yang dapat berfungsi sebagai kawasan evakuasi
bencana; ‘

2. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan rekreasi, olah raga,
perayaan hari besar, pentas seni, perdagangan kecil/mikro dan jasa

secara terbatas pada sebagian lokasi sesuai ketentuan yang
dipersyaratkan; dan '

3. dilarang merusak fasilitas dan tanaman pada ruang terbuka hijau.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pa&a kawasan ekosistem mangrove
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a.
b.

diperbolehkan melakukan penanaman bibit bakau;

dilarang mengurangi alih fungsi lahan baijk untuk kawasan budidaya
tambak maupun permukiman;

dilarang penebangan liar hutan bakau dan memfasilitasi masyarakat
untuk berpartisipasi dalam melestarikan hutan bakau; dan

dilarang melakukan pembuangan limbah industri yang dapat merusak
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wilayah pesisir.

c. diperbolehkan terbatas pembangunan permukiman diluar zona inti dan
Zona penyangga; dan

(6) Peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana sebagaimang dimaksud ayat
(1) huruf e disusun dengan ketentuan:

a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan banjir disusun
dengan memperhatikan:

1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengendalian banjir
dan menambah Tuang terbuka hijau;

2. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk kepentingan pemantauan
ancaman bencana;

3. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan permukiman, fasilitas
umum /fasilitas sosial, dan bangunan penting lainnya; dan

4. dilarang melakukan kegiatan yang meningkatkan resiko bencana
ban_]lr. e

b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan gelembang
Ppasang dan abrasi disusun dengan ketentuan:

1. diperbolehkan melakukan rekayasa konstruksj pada lokasi tertentu,
melalui i

2. diperbolehkan pembuatan jalur hijau dengan Peénanaman dan
pemeliharaan mangrove; ' '

3. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan pertanian, perkebunan,
perikanan, dan hutan, dengan jenis vegetasi yang sesuai, teknologi
pengolahan tanah yang sesuai, dan dukungan struktur alam dan/atay
struktur buatan penahan gelombang pasang dan abrasi;

S. diperbolehkan terbatas pengambilan air bawah tanéh sampai ambang
batas yang ditetapkan; dan

1. diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi
tanah di kawasan rawan bencana longsor;

2. diperholehkan pemasangan informasi lokasi dan jalur evakuasi dari
permukiman penduduk; ’

3. diperbolehkan mendirikan bangunan penahan longsor dan prasarana
untuk kepentingan bemantauan ancaman bencana;
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4. diperbolehkan mengembangkan kegiatan budi daya hutan produksi,
hutan rakyat, pertanian, dan perkebunan dengan penanaman vegetasi

S. diperbolehkan bersyarat kegiatan pariwisata alam, industri,
permukiman, dan pembangunan prasarana utama dengan konstruksi

bangunan tahan longsor, rekayasa struktural untuk menjaga
kestabilan lereng; dan

6. dilarang mendirikan bangunan pada kelerengan lebih dari 40% (empat
puluh perseratus), tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah
pegunungan.

ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan kekeringan
disusun dengan ketentuan: :

1. diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan, konservasi tanah,
dan penghijauan;

2. diperholehkan mendirikan bangunan instalasi air dan bak
Penampungan air;

3. diperbolehkan membuat embung/waduk benampung air hujan untuk
menjaga stahilitas neraca air;

4. diperbolehkan terbatas mengembangkan kegiatan budi daya pertanian
dan perkebunan;

S. diperbolehkan terbatas pemanfaatan air tanah di kawasan rawan
bencana kekeringan; dan

6. dilarang melakukan pengambilan air tanah dan air permukaan secarg
berlebihan, yang menyebabkan kekurangan air bakuy.

ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan angin topan
disusun dengan ketentuan:

1. diperbolehkan kegiatan penghijauan pada kawasan atas arah angin
untuk meredam gaya angin puting beliung;

2. diperbolehkan terbatas mendirikan bangunan yang tidak sesuai

standar bangunan dan kelengkapan: elemen bangunan yang telah
memperhitunglkan beban angin; dan

3. dilarang mengembangkan bangunan yang dapat membelokkan arah
angin tanpa mempertimbangkan mitigasi lingkungan,

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung geologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a.
b.

C.

diperbolehkan kegiatan yang mendorong meresapkan air ke dalam tanah;
diperbolehkan bersyarat untuk wisata alam;

diperbolehkan ,bersyarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang
memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;

diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan

dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gberupa plasma nutfah meliputi:

a.

b.

diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, pPenelitian, dan
wisata; dan

dilarang kegiatan yang mengakibatkan terganggu dan musnahnya plasma
nusfah. : ‘
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82.Ketentuan Pasal 108 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat 5), ayat (6), dan ayat N
diubah sehingga berbunyi sebagai-berikut :

Pasal 108

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan budidaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) huruf b meliputi:

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;

Mmoo oo oo

.

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan

ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan,

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi
., sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi
terbatas disusun dengan ketentuan;

1.

diperbolehkan pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang
kegiatan pemanfaatan hasil hutan;

. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga

kestabilan neraca sumber daya kehutanan;

diperbolehkan bersyarat peémanfaatan lahan hutan untuk kepentingan
pengelolaan hutan bersama masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. diperbolehkan bersyarat pembangunan industri pengolah hasil hutan

dan fasilitas pendukungnya;

diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana dan sarana
kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan '

dilarang melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang
berwenang.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap
disusun dengan ketentuan;

1.

2.

4.

5.

(3) Kete
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan tanaman pangan
disusun dengan ketentuan:

1. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung pertanian;
2. diperbolehkan bersyarat mengalibfungsikan lahan pertanian pangan

diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan untuk mecnjaga
kestabilan neraca sumber daya kehutanan;

diperbolebhkan bersyarat pembangunan industri pengolah hasil hutan
dan fasilitas pendukungnya;

. diperbolehkan secara terbatas pengembangan usaha kehutanan untuk

menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;

dilarang pengembangan kegiatan budi daya yang mengurangi luas
hutan; dan '

dilarang melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang
berwenang.

ntuan umura peraturan zonasi pada kawasan pertanian sebagaimana
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berkelanjutan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

3. diperbolehkan bersyarat usaha peternakan dan perikanan skala kecil
dan menengah;

4. dilarang tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur
transportasi yang menggunakan lahan sawah; dan

5. dilarang kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak kualitas
tanah,

ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hortikultura disusun
disusun dengan ketentuan: '

1. diperbolehkan pengembangan budi- daya tanaman pangan,
perkebunan, peternakan, perikanan dan hutan rakyat;

2. diperbolehkan untuk pengembangan ruang terbuka hijauy;

3. diperbolehkan bersyarat pengembangan wusaha industri daxn/atau
fasilitas pendukung pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,
dan industri yang mengolah sumber daya alam; '

4. diperbolehkan bersyarat untuk rumah tunggal dan permukiman
perdesaan bagi penduduk yang bekerja di sektor pertanian; dan

S.- dilarang kegiatan budi daya yang mempengaruhi fungsi lahan dan
kualitas tanah.

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disusun dengan ketentuan:

a.

diperbolehkan bersyarat penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil
ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana
pengembangan produk peri '

diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha industri perikanan;

c. diperbolehkan terbatas penyelenggaraan bangunan komersial dan/atau

d.

pariwisata perikanan; dan

dilarang segala melakukan kegiatan budi daya yang akan mengganggu
kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri
sebagaimana dimpaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:

a.

diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk peruntukan pergudangan,

industri jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan penunjang
industri;

pendukungnya;
diperbolehkar: bersyarat pembangunan fasilitas untuk kepentingan

umum dengan mempertimbangkan dampak konflik dengan kegiatan
industri; -
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h. dﬂarang_mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang
dipersyaratkan.

(6) Ketentuan umum beraturan zonasi pada kawasan pariwisatg sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan: '

a. diperbolehkan bersyarat pengembangan aktivitag komersial sesuaj dengan
skala daya tarik Pariwisata; :

b. diperbolehkan terbatas pengembangan  aktivitas bPerumahan dan

a. diperbolehkan Tuang terbuka hijau; .

b. diperbolehkan pembangunan bPrasarana, sarana dan utilitas;
¢. diperbolehkan pembangunan pariwisata;
d

. diperbolehkan bersyarat pengembangan usghg ekonomi dan industri
kreatif dengen mempertimbangkan dampak lingkungan;

¢. dilarang kegiatan industri menengah dan besar.,

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan permukiman perdesaan
sebagaimang dimaksud pada ayat (1) hurufth disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan ruang terbuka hijau;

b. diperbolehkan pembangunan Prasarana, sarana dan utilitas;
c. diperbolehkan pembangunan pariwisata;
d

. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha ckonomi dan industri
kreatif dengan mempertimbangkan dampak lingkungan;

e. diperbolehkan pembangunan bersyarat fasilitas benampung dan iisahg
bengolahan hasil pertanian

f. dilarang kegiatan industri menengah dan besar.,

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan
sebagaimang dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan bersyarat pembangunan kawasan pertahanan dan

keamanan di Semua kawasan untuk kepentingan pertahanan dan
keamanan negara; .

Ketentuan yang belum termuat dalam ketentuan umum peraturan zonasi akan
ditentukan dengan mekanisme pembahasan di TKPRD,

84..Judul bab IX diubah sebagai berikut:
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BAB IX
KELEMBAGAAN

85.Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 129

(2) Tugas, susunan, organisasi dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang
Daerah sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

86.Ketentuan Pasal 136 diubsh sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 136

ditetapkan dengan peraturan Daerah.

(2) Pelaksanaan Program pemanfaatan ruang mempertimbangkan hal sebagai
berikut:

1. kondisi eksisting; dan

2. keserasian dengan rencana tata ruang dengan‘kawasan discldtérnya;
-dan .

3. dampak yang ditimbulkan,

c. lokasi yang masih bersifat indikatif, penentuan presisinya dﬂakukan
melalui kajian dan/atau koordinasi dengan stakeholder terkait.

d. pelaksanaan program sistem jaringan prasarana dilakukan dengan
mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya.

(3) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berdasarkan kajian dan/ atau rekomendasi TKPRD atay organisasi
perangkat daerah yang berwenang.

(4) Ketentuan teknis pelaksanaan pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan
Bupati.

(5) RTRW Daerah dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. |

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan. penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2019

BUPATI DEMAK,
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Diundangkan di Demak
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR .... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAY KABUPATEN DEMAK
) TAHUN 2011-2031



II.

lingltungan strategis dan dinamika internal,

Kondisi lingltungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi Yang terjadi
Yang dapat mempengaruhi proses pencapajan tujuan penataan ruang. Dinamikg
internal/dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan

Secara internal, revisi dipertukan agar RTRW Kabupaten Demak dapat
berfungsi sebagai:

a. matra keruangan dari pembangunan Kabupaten;
b. dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang Kabupaten;

c. alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar kawasan serta
keserasian antar: sektor;

d. alat wuntuk mengalokasikan  investasi yang dilakukan pemerintah,
mmasyarakat dan swasta; :

€. pedoman untuk penyusunan kawasan strategis Kabupaten;
dasar pengendalian pemanfaatan ruang,

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daergh
Kabupaten tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 201 1-2031.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 1
- Cukup Jelas

Angka 2
Pasal 1A
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Cukup jelas
Pasal 1B

Cukup jelas
Pasal 1C

Cukup jelas

Angka 3
Pasal 2
Cukup Jelas

Angka 4
Pasal 4
Cukup Jelas

Angka 5 :
Pasal 5
Cukup Jelas

Angka 6
Pasal 6
Cukup Jelas

Angka 7
Pasal 7
Ayat (1)

Deliniasi PKN Kedungsepur ditetapkan berdasarkan Peraturan

Presiden yang mengatur Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Kedungsepur.

Ayat (2) .
Cukup Jelas
Ayat (3)

Pengembangan kawasan perkotaan Sayung dilakukan Secara terpadu
dengan pengembangan Kawasan Strategis Nasional Kedungsepuyr.

Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)

Deliniasi PPL dapat meliputi desa-desa disekitar desa inti,
Ayat (6)
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Angka 8
Cukup jelas

Angka 6
Pasal 11
Cukup Jelas

Angka 10
Pasal 12
Cukup Jelas

Angka 11
Pasal 13

Ayat (1) .
Cukup Jelas

Ayat (2)
Jalan  Nasional adalah adalah  jalan Yang kewenangan
penyelenggraannya oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (3) .
Jalan  Provinsi adalah - adalah  jalan yang  kewenangan
penyelenggraannya oleh Pemerintah Provinsi.

Ayat (4)
Jalan Kabupaten adalah adalah jalan yang kewenangan
penyelenggraannya oleh Pemerintah Daerah. ' :

Ayat (5) ..
Jalan Desa adalah adalah jalan yang kewenangan penyelenggraannya
oleh Pemerintah Desa dan /atau Pemerintah Daerah.

Ayat (6)

Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha,

Perscerangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
Ayat (7)
Huruf a

Hurufb

Terminal penumpang tipe B berfungsi melayani kendaraan umum
untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan
angkutan pedesaan. '

Huruf ¢

Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan umum
untuk angkutan pedesaan.

Ayat (8)
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Cukup Jelas

Angka 13
Pasal 15
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2}

Rencana pengembangan bus perkotaan dan fasilitas pendukungnya
Kedungsepur dilakukan berdasarkan rencana Pemerintah Pusar dan

rencana Pemerintah Provinsi, dan/atau kerja sama daerah dalam
wilayah Kedungsepur

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 14
Pasal 16
Ayat (1)

Pengembangan jalur dan stasiun kereta apij merupakan bagian dari
reaktivasi kereta api Semarang — Rembang.

. Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Pengembangan jalur kereta api khusus berdasarkan hasil kajian.
Ayat (5)

Dalam hal revitalisasi stasiun, jika dalam kajian revitalisasi, stasiun _
yYang ada tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan pemindahan lokasi
sesuai dengan kebutuhan pelayanan transportasi kereta api.

Angka 15
Pasal 16 A
Cukup Jelas

Pasal 16 B
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Hurufb

Huruf b
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Ayat (2)
Terminal khusus dapat diselenggarakan Pem.
Ayat (3)
~ Cukup Jelas
 Ayat (4)
Cukup Jelas

Angka 16
Pasal 17
Cukup Jelas

Angka 17
Pasal 18
Cukup Jelas

Angka 18
Pasal 19
Cukup Jelas

Angka 19
Pasal 20
Cukup Jelas

Angka 20
Pasal 21
Cukup Jelas

Angka 21

Pasal 22
. Cukup Jelas

Angka 22
Pasal 23
Cukup Jelas

Angka 23
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Pasal 24
Cukup Jelas

Angka 24
Pasal 25
Cukup Jelas

Angka 25
Pasal 26
Cukup Jelas

Angka 26 >

Pasal 27
Cukup Jelas

Angka 27
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

menimbun dan memadatkan sampah kedalam lubang cekung yang
berada ditalaaah

Ayat (3)
Sistem penanganan sampah di Kabupaten Demak dilakukan dengan
kosep 3R. Konsep 3R adalah penanganan sampah dengan cara Reduce

(mengurangi), Reuse (menggunakan kembali) dan Recycle (mendaur
ulang) sampah mulai dari sumbernya.

a. Reduce adalah upaya mengurangi volume sampah.

b. Reuse adalah upaya menggunakan kembali sampah tanpa
perubahan bentuk untuk kegiatan lain Yang bermanfaat,

c. Recycle adalah upaya mendaur ulang sampah menjadi benda lain
yang bermanfaat.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Angka 28
Pasal 29

Cukup Jelas
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Angka 29
Pasal 30 )
Cukup Jelas

Angka 30
Pasal 33 A
Cukup Jelas

Angka 31
Pasal 36

Peruntukan didasarkan atas dominasi fungsi atama yang ada dalam
kawasan tersebut

"~ Angka 32
Pasal 37
Cukup Jelas

Angka 33
Pasal 38

Kawasan respan air masih dapat digunakan untuk kegiatan budidaya,
dengan tetap mempertimbangkan kemampuan optimal air masuk
kedalam tanah.

Angka 34
Pasal 39 _
Cukup Jelas

Angka 35
Pasal 40
Cukup Jelas
Angka 36
Pasal 41
Cukup Jelas

Angka 35
Pasal 43 A
Cukup Jelas
Angka 38
Pasal 44

Cukup Jelas -

Angka 39
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Pasal 47
Ayat (1) _
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
©. Ayat (3)
Cukup Jelas

Angka 40
Pasal 46
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukun Jelas
Huruf ¢

Bupati menetapkan kawasan Ca,

dan/atau rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Angka 41
Pasal 52A
Cukup Jelas

Angka 42
Pasal 53
Cukup Jelas

Angka 43
Pasal 54
Cukup Jelas

Angka 44
Pasal 55
Cukup Jelas

Angka 45
Pasal 56
Cukup Jelas

Angka 46
Pasal 57
Cukup Jelas *
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Angka 47
Pasal 58
Cukup Jelas

Angka 48
Pasal 59
Cukup Jelas

Angka 49
Pasal 60
Cukup Jelas

Angka 50
Pasal 61
Cukup Jelas

Angka 51
Cukup Jelas

Angka 52 .
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Ayat (3)

Pembangunan sabulk hijau bertujuan untuk mengurangi dampak
bpéncemaran udara dan suara.
Ayat (4)

Cukup Jelas

Angk;a 53
Pasal 65

Menurut PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Indusk Pariwisata
Nasional, Kabupaten Depak termasuk dalam Destinasi Pariwisata (DPN)
Semarang—kan'mUnjawa dan sekitarnya dan merupakan bagian dari
Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Demak-Kudus dan

sekitarnya dengan menitikberatkan pada wisata religi di Kawasan
Perkotaan dan Wisata Bahari. .

Angka 54
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Pasal 66
Cukup Jelas

Angka 55
Pasal 67
Cukup Jelas

Angka 56
Pasal 68
Cukup Jelas °

Angka 57
Pasal 69
Cukup Jelas

Angka 58
Pasal 70
Cukup Jelas

Angka 59
Pasal 71
Cukup Jelas

Angka 60
Cukup Jelas

Angka 61
Pasal 75
. Cukup Jelas

Angka 62
Cukup Jelas

Angka 63

Pasal 77
Cukup Jelas
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Angka 64
Pasal 80
Cukup Jelas

Angka 65
Pasal 81
Cukup Jclas

Angka 66
Pasal 83
Cukup Jelas

Angka 67
Pasal 84
Cukup Jelas

Angka 68
Pasal 84 A
Cukup Jelas

Angka 69
Pasal 85 A
Cukup Jelas
Pasal 85 B
Cukup Jelas

Angka 70
Pasal 87 A
Cukup Jelas
Angka 71
Pasal 88
Culup Jelas

Angka 72
Pasal 94
Cukup Jelas

Angka 73
Pasal 95

Cukup Jelas
Angka 74
Cukup Jelas
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Angka 75
Pasal 99
' Cukup Jelas

Angka 76
Pasal 100
Cukup Jelas

Angka 77
Pasal 101
Cukup Jelas
Angka 78
‘Pasal 102
Cukup Jelas

Angka 79
Pasal 105
Cukup Jelas
Angka 80
Culkup jelas

Angka 81
Pasal 107
Cukup Jelas

Angka 82
Pasal 108
Cukup Jelas
Angka 83
Pasal 110
Cukup Jelas

Angka 84
Cukup jelas

Angka 85
Pasal 129 »

Cukup jelas

Angka 86
Pasal 136



Ayat (1)

Dalam rangka mendukung kegiatan pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang sebelum disusun Rencana Rinci Tata Ruang
dan/atau Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten ditetapan,
Bupati dapat Peraturan Bupati tentang ketentuan operasional
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Ayat (2)
Huruf a

Jenis kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
Huruf b
Permasalahan presisi batas Daerah berupa  kesalahan
penggambaran batas Daerah dalam peta.
Huruf ¢
Lokasi masih bersifat Indikatif adalah lokasi yang belum presisi,
karena masih membutuhkan kajian lebih rinci dan /atau teknis.
Hurufd
Fasilitas pendukung program sistem jaringan prasarana dapat
menyatu atau terpisah dengan lokasi Jjaringan prasarana.
Ayat (3) :
Cukup jelas
Ayat (4)

Dalam rangka mendukung kegiatan pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang, Bupati dapat membuat Peraturan Bupati tentang
ketentuan operasional pemanfaatan ruang

Ayat (6)

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yaug berkaitan dengan
bencana alam skala besar yang ditetapkan paraturan perundang-
undangan, perubahan batas negara yang ditetapkan undang-undang,
dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Kabupaten yang
ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau
kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
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Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR .... TAHUN .......
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
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Lampiran II :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR .... TAHUN .......

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031

PETA RENCANA POLA RUANG
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Lampiran III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR .... TAHUN .......
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS
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LEGALISASI PERDA RTRW

Lampiran III :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR .... TAHUN .......

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6

TAHUN_" 2011
KABUPATEN DEMAK TAHUN 201 1-2031

INDIKASI PROGRAM REVISI RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Bagian Hukum

PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG

Perwujudan Pusat Kegiatan

a. Perwujudan sistem perkotaan dilakukan
melalni program :

1. Program pengembangan Pusat Kegiatan

Nasional
APBN - |- Kementerian ATR/BPN
= Peningkatan paduserasi Kawasan Perkotaan APBD - Dinas PUSDATARU Provinsi
Kedungsepur Provinsi Jawa Tengah
- Peningkatan Kerjasama pembangunan
2. Program pengembangan Pusat Kegiatan Lokal
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang ) gzzztm Perkotaan - B..?lperhtangda .
' Kawasan Perkotaan. APBD - Dinas PUPR Kabupaten
®» Kawasan Perkotaan Demak
Mranggen
- Penyusunan Rencana Tata Bangunandan |, Kawasan Perkotaan .
3. Program pengembangan Pusat Pelayanan
Kawasan
- IKK Gajah
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang - IKK Dempet APBD - Baperlitangsa
Kawasan Perkotaan. - IKX Guntur - Dinas PUPR
- 1KK Sayung
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- IKK Karangtéﬁgah

- IKK Bonang
- IKK Dempet
- IKK Gajah
- IKK Karanganyar
“ = IKK Mijen
- IKK Kebonagung
b. Perwufudan sistem perdesaan dilakukan
melalul program:
1. penyusunan perencanaan pembangunan ~ Baperlitangda
kawasan perdesaaan; Seluruh Kabupaten APBD - Dinas PUPR
2. pengembangan pusat pelayanan
perdesaan
I Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi
2.1 | Sistem Jaringan Transportasi Jalan
a. Program pengembangdn sistem prasarana
jalan .
1. Peningkatan ruas jalan Nasional APBN Kementerian PUPR
. APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
2. Peningkatan Jalan Provinsi Provinsi Marga dan Cipta Karya Provinsi
Jawa Tengah
3. Peningkatan Jalan Kabupaten .APBD Dinas PUPR
4. Pengembangan dan peningkatan jalan .
lingkungan diseluruh wilayah Kabupaten AFBD Dinas PUPR
5. . Pengembangan ruang tebuka hijau jalur APBD Dinas PUPR
dan pulau jalan Dinas Lingkungan Hidup
b. Pengembangan prasarana angkutan umum:
. B _
1. Pembangunan Terminal Tipe A Kawasan Perkotaan Demak APBN Kementerian Perhubungan
2. Pembangunan Terminal Tipe B Kawasan Perkotaan
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Mranggen

3. Peningkatan terminal tipe C;

Kawasan Perkotaan
Mranggen;

Kawasan Perkotaan
Wedung;

Ibukota Kecamatan
Wonosalam;

Ibukota Kecamatan Gajah;
Ibukota Kecamatan
Karanganyar;
Ibukota Kecamatan Mijen;
Ibukota Kecamatan
Bonang;

Ibukota Kecamatan
Sayung;

Ibukota Kecamatan
Karangtengah; _
Ibukota Kecamatan
Guntur;

Ibukota Kecamatan
Dempet;

Ibukota Kecamatan
Karangawen; )
Ibukota Kecamatan
Kebonagnng

4. Pengembangan terminal angkutan barang

Kecamatan Sayung

Dinas Perhubungan

€. Pengembangan sarana angkutan umum

1. Studi kelayakan sistem angkutan

2. Penyediaan pemberhentian untuk
angkutan umum bus maupun non-bus
yang memadai

3. Penataan ulang dan pengembangan

APBD

APBD Dinas Perhubungan
APBD Dinas Perhubungan
APBD Dinas Perhubungan
APBD Dinas Perhubungan

fungsi terminal serta fungsi pelayanan
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terminal.
2.2 | Sistem Jaringan Transportasi Kereta Api
1. Penetapan jalur perlintasan kereta api - jalur kereta api cepat
Jakarta - Surabaya;
- jalur Utara
- menghubungkan Jakarta -
Semarang - Surahaya;’
= pengembangan kereta api
regional Semarang - Kudus
- Pati - Juwana - Rembang
~ Lasem - Jatirogo —
Bojonegoro; dan
- Pengembangan jaringan
kereta api perkotaan
Kedungsepur.
~ Jalur Khusus
2. pembangunan stasiun kereta api. - Kecamatan Demak;
~ Kecamatan Mranggen;
] _ - - Kecamatan Sayung,
2 3' Sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan
il penyeberangan
~ Kecamatan Sayuzig
- Pembangunan dan peningkatan dermaga - Kecamatan Karangtengah
- Kecamatan Bonang
2.4 | Jaringan transportasi laut
- Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Kecamatan Bonang ,
- Peningkatan Pelabuhan Perikanan - _Kecamatan Sayung

APBN Kementerian Perhubungan
Swasta Swasta
AFBN Kementerian Perhubungan
Dinas PUPR
Dinas Perhubungan
APBD Dinas pariwisata
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Dinas PUPR
+ - Tyyy
APBD Dinas Perhubungan
Dinas Kelautan dan
Perikanan
APBD Dinas PUPR




Kecamatan Karangtengah
Kecamatan Bonang

a

Dinas Kelavtan dan
Perikanan

- Kecamatan Wedung
I Perwujudan Sistem Energi
3.1 [ Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi |- )
- Peningkatan fJan'ngan pipa BBM Cepu - - Kecamatan Sayung;
Rembang- Pengapon Semarang - Kecamatan Karangtengah; APBN Kementerian ESDM
- Kecamatan Gajah; Swata Swasta
- Kecamatan Karanganyar
- Peningkatan jaringan pipa gas regional - Kecamatan Sayung;
Kepodang- Rembang - Pati - Jepara ~ - Kecamatan Karangtengah; APBN Kementerian ESDM
Semarang - Kecamatan Gajah; Swata Swasta
- Kecamatan Karanganyar,
- Peningkatan jaringan pipa gas regional Blora [- Kecamatan Mranggen: .
& mffgan _JDemgk e &t g &t _ Keomoton Karangggaw;n; APBN Kementerian ESDM
. Swata Swasta
- Kecamatan Kebonagung,
3.2 | Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan -
- Peningkatan jaringan saluran udara ~ Kecamatan Mranggen; dan Kementerian ESDM
tegangan ekstra tinggi - Kecamatan Karangawen. APBN PLN
- Peningkatan saluran udara tegangan tinggi - Kecamatan Sayung;
- Kecamatan Karangtengah;
- Kecamatan Demak;
- Kecamatan Wonosalam;
- Kecamatan Gajah; APBN Kementerian ESDM
- Kecamatan Bonang; PLN
- Kecamatan Wedung;
- Kecamatan Karanganyar;
dan :
- Kecamatan Mijen.
- [Peningkatan saluran udara tegangan Seluruh Kabupaten APBN Kementerian ESDM

menengah dan tegangan rendah
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PLN

Peningkatan gardu induje

- Kecamatan Sayung;

- Kecamatan Karangtengah;

Kementerian ESDM

- Kecamatan Demak; APBN - PLN
- Kecamatan Mranggen;
- Kecamatan Dempet
- pembangunan prasarana listrik yang APBN - Kementerian ESDM
bersumber dari energi alternatif Seluruh Kabupaten APBD - Dinas PUPR
- Pengaturan pembangunan SPBU dan SPBE Seluruh Kabupaten APBD Dinas PUPR
Perwujudan Sistem Telekomunikasi . )
- peningkatan kualitas pelayanan telepon di APBN ~ Kementerian Kominfo
setiap kecamatan Seluruh Kabupaten . = PT. Telkom
Swasta
-~ Swasta
- pembangunan instalasi baru dan APBN = Kementerian Kominfo
pengoperasian instalasj penyaluran Seluruh Kabupaten Swasta = PT. Telkom
-~ Swasta
- Dpeningkatan sistem hubungan telepon : - Kementerian Kominfo
otomatis, termasuk telepon umum Seluruh Kabupaten APBN - PT. Telkom
) Swasta
- Swasta
- Ppengembangan menara telekemunileasi di APBN - Kementerian Keminfo
setiap kecamatan Seluruh Kabupaten = PT. Telkom
Swasta
- Swasta
Pervtjudun Sistem Sumbes Daya Air
~__peningkatan pengelolaan DAS; DAS Jratun Sehina
- normalisasi sungai dan saluran irigasi; APBN - Kementerian PUPR
Selurvh sungai dan 15 p.1 APBD Proy | = Dinas PUSDATARU Prov.
’ APBD Jawa tengah
~ Dinas PUPR
15D.1 APBN - Kementerian PUPR

pembangunan dan perbaikan operasional
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prasarana Jarmgan irigasi

pembangunan embung;

- ° Kecamatan Karangawen;
- Kecamatan Guntur;

- Kecamatan Dempet;

- Kecamatan Mijen;

- Kecamatan Karanganyar;
- Kecamatan Bonang;

-  Kecamatan Wedung

pelestarian sumber mata

air dan

konservasi daerah resapan air

Seluruh Kabupaten

pengawasan dan penertiban sumber air yang
berasal dari sumber air tanah dalam,

- Kecamatan Sayung;

- Kecamatan Karangtengah;
-~ Kecamatan Demak;

- Kecamatan Bonang; dan’
-~  Kecamatan Wedung

Perwujudan Sistem Praserana Lainnya

a. Sistem Persampat:an

peningkatan dan pengembangan TPA

Seluruh Kabupaten

peningkatan dan pPengembangan TPS

dan/atan TPST

Seluruh Kabupaten

program pengelolaan samp,

ah 3R;

Seluruh Kabupaten

penyediaan tempat sampah terpisah untulk

sampah organik dan non-o
perkctaan;

rganik di kawasan

Seluruh Kawasan Perkotaan

studi kelayakan manajemen pengelolaan

sampah terpadu; dan

Seluruh Kabupaten

APBD Prov Dinas PUSDATARU Prov.
APBD Jawa tengah
Dinas PUPR
APBN Kfementenan PUPR
Dinas PUSDATARU Prov.
APBD Prov
APED Jawa tengah
Dinas PUPR
Dinas PUPR
APBD Dinas Lingkungan Hidup
: Dinas PUPR
B
APBD Dinas Lingkungan Hidup
Dinas PUPR
D
APB Dinas Lingkungan Hidup
Dinas PUPR
BD
AP Dinas Lingkungan Hidup
Dinas PUPR.
APBD
AP Dinas Lingkungan Hidup
Dinas PUFR
APBD
Dinas Lingkungan Hidup
i PUP
APBD Dinas R

Dinas Lingkungan Hidup
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~ usaha reduksi melaluj bengomposan, daur
ulang dan pemilahan antara sampah organik
dan non-organik

APBD

Dinas PUPR

b. Sistem Jaringan Air Bersih

- penambahan kapasitas dan revitalisasj
sambungan rumah (SR);

Seluruh Kabupaten

- pengembangan jaringan distribus;j utama;

Seluruh Kabupaten

- penambahan kapasitas dan revitalisasij
Jjaringan perdesaan diseluruh kecamatan.

Seluruh Kabupaten

- Pembangunan reservoir

Selurub Kawasan Perkotaan

~

c. Sistem Jaringan air Limbah

- pembangunan instalasi pengolahan limbah
‘pada kawasan industri

- Kecamatan Sayung;

- Kecamatan Karangtengah;
- Kecamatan Mijen;

- Kecamatan Mranggen;

dan . .

- Kecamatan Karangawen

- Pemantapan instalasi pengolahan limbah
tinja;

- Kawasan Perkotaan

Demak;

- Kawasan Perkotaan

Mranggen;

-~ Kawasan Perkotaan

Wedung;

- Ibukota Kecamatan

Wonosalam;

- Ibukota Kecamatan

Gajah,;

- Ibukots Kecamatan

Karanganyar;

Dinas Lingkungan Hidup
APBD < - Dinas PUPR
PDAM
AFBD Dinas PUPR
PDAM
APBD Dinas PUPR
PDAM
APBD Dinas PUPR
PDAM
APBD Dinas PUPR .
Swasta Dinas Lingkungan Hidup
Swasta
Dinas PUPR
APBD Dinas Lingkungan Hidup
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- &Ibl'lkota Kecamatan Mijenj

- Ibukota Kecamatan
Bonang;

- Ibukota Kecamatan
Sayung;

~  Ibukota Kecamatan
Karangtengah;

-  Ibukota Kecamatan
Guntur;

- Ibukota Kecamatan
Dempet;

- Ibukota Kecamatan
Karangawen; dan

- Ibukota Kecamatan

Kebonagung
- pengembangan sistem pengolahan dan APBN - Kementerian PUPR
pengangkutan limbah tinja berbasis APBD - Dinas PUSDATARU Prov.
- masyarakat (sanimas) dan rumah tangga Seluruh Kawasan IKK Provinsi *  Jawa tengah
perkotaan; . APBD - Dinas FUFR Dinas
Lingkungan Hidup
- Ppengembangan sistem pengolahan limbah APBN - Kementerian PUPR
kotoran hewan dan limbah Tumah tangga APBD - Dinas PUSDATARU Prov.
_ perdesaan. Seluruh Kabupaten Provinsi Jawa tengah
APBD - Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan Hidup
d. Sistem Jaringan Drainase .
- pembangunan dan peningkatan saluran BD Dinas PUPR
drainase perkotaan; Seluruh Kabupaten AP,
- mnormalisasi peningkatan saluran primer dan Seluruh Kabupaten APBD Dinas PUPR
sekunder;
-~ normalisasi saluran sungai; dan APBN - Kementerian PUPR
Seluruh Kabupaten APBD - Dinas PUSDATARU Prov.
L Provinsi Jawa tengah
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APBD - Dinas PUPR
- memantapkan rencana pengembangan dan Dinas PUPR
pengelolaan saluran drainase diseluruh Seluruh Kawasan Perkotaan APBD
kawasan perkotaan
e. Sistem Evakuasi Bencana
- pengembangan jalur evakuasi bencana Kecamatan Mf.anggen;
Kecamatan Guntur;
Kecamatan Sayung;
Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Bonang; APED - Dinas PUPR
Kecamatan Wedung; - BPBD
Kecamatan Demak;
Kecamatan Wonosalam;
Kecamatan Karangawen;
dan
Kecamatan Karanganyar
- pengembangan ruang evakuasi bencana - Dinas PUPR
' APBD
- BPBD
PERWUJUDAN POLA RUANG ]
Parwnjudan Kawasen Lindung
Pervujudan Kawasan Lindung
a. kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap kawasan bawahannya
- pengendalian kegiatan atau hal-hal yang - Dinas PUPR
bersifat menghalangi masuknya air hujan Kecamatan Karangawen; APBD a8 .
ke dalam tanah; dan - Dinas Lingkungan Hidup
- Ppengaturan berbagai usaha dan/atau Kecamatan Mranggen.
kegiatan lahan di kawasan yang APBD - Dinas PUPR

- memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya yang dimiliki
masyarakat; dan

-8G-
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melakukan program pembinaan,
penyuluhan kepada masyarakat dalam
upaya pelestarian kawasan.

b. kawasan perlindungan setempat

1.

arahan perlindungan sempadan sungai

dan saluran dilakukan melaluj program :

- penetapan sempadan sungai dan
irigasi di kawasan perkotaan dan
perdesaan;

- penetapan pemanfaatan ruang
sempadan sungai dan irigasi;

- penertiban bangunan diatas saluran
irigasi; dan

- penghijauan

Seluruh kecamatan yang
diberada di kawasan
perlindungan setempat

APBD

Dinas PUPR
Dinas Lingkungan Hidup

arahan perlindungan sempadan pantai
dilakukan melaiuj pregram :

- Ppenetapan batas sempadan pantai;

~ pengelolaan kawasan tanah timbuy;

- penetapan batas kawasan pasang
surut; dan

- penghijauan.

- Kecamatan Sayung
~  Kecamatan Karangtengah

Kecamatan Bonang

- Kecamatan Wedung
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APBD

Dinas PUPR
Dinas Lingkungan Hidup

APBD

Dinas PUPR
Dinas Lingkungan Hidup

APBD

Dinas PUPR
Dinas Lingkungan Hidup
Satpol PP

APBD

Dinas PUPR
Dinas Lingkungan Hidup

APBD

Dinas PUPR
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas kelautan & Perikanan

APBD

Dinas PUPR
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas kelautan 8 Perikanan

APBD

Dinas PUPR
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas keiautan & Perikanan

APBD

Dinas PUPR .
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas kelautan & Perikanan




3. arahan perlindungan sepadan embung

- penetapan batas sempadan embung APBD - Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan Hidup
= penertiban pemanfaatan ruang di = Dinas PUPR
3} - sekitar embung APBD - Dinas Lingkungan Hidup
- pengeiolaan embung APED - Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan Hidup
- pengijauan - Dinas PUPR
Feney APBD - Dinas Lingkungan Hidup
4. arahan perlindungan terhadap ruang - Dinas PUPR-
’ terbuka hijau APBD -_Dinas Lingkungan Hidup
= penetapan rmang terbuka hijau APED - Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan Hidup
- pengelolaan ruang terbuka hijau Ai’BD - Dinas PUPR
. -_Dinas Lingkungan Hidup
- penertiban bangunan di sekitar ruang - Dinas PUPR
terbuka hijau APBD - Dinas Lingkungan Hidup
c. Perwujudan RTH
- pengembangan taman lingkungan APBD = Dinas PUPR
- pengembangan jalur hijau APBD - Dinas PUPR
- Ppengembangan ruang terbuka hijan - Kementerian PUPR
pengaman lingkungan APEN - Dinas Perkim Prov. Jawa
Provinsi tengh
APBD - Dinas PUPR
- Dinas Perkim
-  penghijausn makam APBD Dinas PUPR

d. kawasan ekosistem mangrove

1. arahan perlindungan kawasan ekosistem
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mangfdx;e dilakukan melalui program :

- pelestarian keanekaragaman hayati

-~

- S

Dinas PUPR

dan ekosistemnya; APBD Dinas Lingknngan Hidup
Dinas kelautan & Perikanan
- percepatan rebojs:si kawasan cagar Dinas PUPR
alam yang telah rusak; APBD Dinas Lingkungan Hidup
Dinas kelautan & Perikanan
- melakukan program pembinaan, Dinas PUPR
penyuluhan kepada masyarakat APBD Dinas Lingkungan Hidup
dalam upaya pelestarian kawasan. Dinas kelautan & Perikanan
e. Kawasan Cagar budaya -
2. arahan perlindungan cagar budaya dan
ilmu pengetahnan dilakukan melalnj
ek e - Masjid Agung Demak; : —
- pelestarian bargunan cagar budaya; |_ Makam Sunan Kalijaga Dinas Pendidikan dan
Kadilangu; dan APBD Kebudayaan
- Cagar budaya lainnya Dinas Pariwisata
- penetapan kawasan inti dan kawasan yang ditetapkan Bupati. Dinas Pendidikan dan
penyangga. APBD Kebudayaan
Dinas Pariwisata
f. - kawasan bencana alam
1. arahan perlindungan kawasan rawan
gelombang pasang dan abrasi dilakukan
melalui program:
- pembangunan ta:iggul penahan Kementerian PUPR
abrasi; dan = Kecamatan Sayung APBN Dinas PUSDATARU Prov.
- Kecamatan Karangtengah APBD Jawa tengah
=~ Kecamatan Bonang Provinsi Dinas PUPR
= Kecamatan Wedung APBD Dinas Lingkungan Hidup
BPBD
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- penghijauan tepi pantai.

arahan perlindungan kawasan rawnan
banjir dilakukan melalui program:

- Ppengendalian pembangunan kawasan
permukiman dan fasilitas
Pendukungnya;

- pengembangan jalur ruang evakuasi;
dan

- melakukan program pembinaan,
penyuluhan kepada masyaraket di
kawasan rawan banjir.

Kecamatan Mranggen;
Kecamatan Guntur;
Kecamatan Sayung;
Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Bonang;
Kecamatan Mijen;
Kecamatan Karanganyar;
Kecamatan Kebonagung;
Kecamatan Dempet;
Kecamatan Gajah;

. Kecamatan Wedung;

Kecamatan Demak;
Kecamatan Wonosalam;
dan

Kecamatan Karangawen

arahan perlindungan kawasan rawan
kekeringan dilakukan melalui program:

-+ pembangunan sumur dalam;

- pengembangan bangunan penyimpan
air; dan

Kecaraatan Bonang;
Kecamatan Demak ;
Kecamatan Dempet;
Kecamatan Gajah;
Kecamatan Guntur;
Kecamatan Karanganyar;
Kecamatan Karangawen;
Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Kebonagung;

-03-

Dinas Lingkungan Hidup

APBD Dinas kelautan dan
Perikanan
Kementerian PUPR
APBN Dinas PUSDATARU Prov.
APBD Jawa tengah
Provinsi Dinas PUPR
"APBD Dinas Lingkungan Hidup
BPBD
, Kementerian PUPR
APBN Dinas PUSDATARU Prov.
APBD Jawa tengah
Provinsi Dinas PUPR
APBD Dinas Lingkungan Hidup
BPBD
APBD BPBD
Kementerian PUPR
APBN Dinas PUSDATARU Prov.
APBD Jawa tengah
Provinsi Dinas PUPR
APBD Dinas Lingkungan Hidup
BPBD
APBN Kementerian PUPR
APBD Dinas PUSDATARU Prov.
Provinsi Jawa tengah




- pengembangan kegiatan dan/atau
komuoditas pertanian hemat air.

Kecamatan Mijen;.
Kecamatan Mranggen,;
Kecamatan Sayung;
Kecamatan Wedung; dan
Kecamatan Wonosalam.

4. arahan perlindungan kawasan rawan
angin topan dilakukan melalui prograra:

- pengendalian pembangunan kawasan
permukiman dan fasilitas
pendukungnya;

- pengembangan jalur ruang evakuasi;
dan

- melakukan program pembinaan,
penyuluhan kepada masyarakat di
kawasan rawan angin topan.

Kecamatan Bonang;
Kecamatan Demak ;
Kecamatan Dempet;
Kecamatan Gajah;
Kecamatan Guntur;
Kecamatan Karanganyar;
Kecamatan Karangawen);

Kecamatan Karangtengah;

Kecamatan Kebonagung;
Kecamatan Mijen;
Kecamatan Mranggen;
Kecamatan Sayung;
Kecamatan Wedung; dan
Kecamatan Wonoesalam.

Pervnijudan Xawasan Budidaya

_a. Perwujudan kawasan hutan produksi

1. Penetapan kawasan dan strategi
penanganan kawasan hutan produksi
berdasarkan kesesuaian tanahnya

Kecamatar Karangawen;
Kecamatan Mranggen

2. Pemberian bantuan bibit tanatan tahunan

Kecamatan Karangawen,;

APBD - Dinas PUPR
- Dinas Lingkungan Hidup
- BPBD '
- Kementerian PUPR
APBN - Dinas PUSDATARU PRrov,
APBIY Jawa tengah
Provinsi - Dinas PUPR
APBD ~ Dinas Lingkungan Hidup
- BPBD
- Dinas PUPR
APBD - BPBD
- - Dinas PUPR
APBD - BPBD
APBD - BPBD
AFBD Dinas Pertanian dan Pangan
APBD DLH
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pada lahan yang berkelerengan 25-40%
yang dikuasai masyarakat;

= Kecamatan Mranggen

a com

b. Perwujudan kawasan pertanian

‘1. Penetapan kawasan lahan pertanian
pangan berkelanjutan untuk mendukung

Seluruh Kabupaten

- Dinas Pertanian, Tanaman

program ketahanan pangan nasional;
2. pengembangan tanaman semusim
produktif di kawasan pertanian Seluruh Kabupaten

hortikultura;

3. peningkatan produksi tanaman
perkebunan dan buah-buahan; dan

Seluruh Kabupaten

4. pengembangan peternakan unggas, ternak
kecil dan ternak besar.

Seluruh Kabupaten

c. Perwujudan kawasan perikanan

1. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi
penetapan zona penangkapan ikan

2. peningkatan tempat sandar perahu dan
fasilitas TPI

- Kecamatan Sayung;
- Kecamatan Karangtengah;
- Kecamatan Bonang;
= Kecamatan Wedung

3. pengembangan produksi perikanan tambak

4. peningkatan budidaya pengelolaan ikan air
tawear

S. pengembangan umkm pengolah hasil
perikanan

QPBP i Pangan dan Hortikultura
rtgnns Provinsi Jawa Tengah "
APBD ~ Dinas Pertanian dan Pangan
APBD - Dinas Pertanian, Tanaman
Provinsi Pangan dan Hortikultura
ro b 1 Provinsi Jawa Tengah

APB - Dinas Pertanian dan Pangan
APBD - Dinas Pertanian, Tanaman
Provinsi Pangan dan Hortikultura
ADBD ’ Provinsi Jawa Tengah

- Dinas Pertanian dan Pangan
APBD - Dinas Pertanian, Tanaman
Provinsi Pangan dan Hortikultura
APBD Provinsi Jawa Tengah

- Dinas Pertanian dan Pangan
APBD Dinas Kelautan dan Perikanan

- Dinas Perhubungan
'APBD - Dinas Kelautan dan

Perikanan

APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
"APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
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Perwujudan kawasan pertambangan V

d.
1. Identifikasi potensi tambang Seluruh Kabupaten
2. Penctapan kawasan pertambangan yang
dapat dieksplorasi. Seluruh Kabupaten
e. Perwujudan kawasan Industri .
1. Mengarahkan kegiatan industri ke
kawasan induste: Seluruh Kabupaten
2. _I?enhflkf.as1 dampak lingkungan kegiatan Seluruh Kabupaten
industri;
3. Penyediaan prasarana dan sarana k
indistri; p akawasan | gelruh Kabupaten
4. Peningkatan kualitas SDM lokal untuk 1
mendukung penyediaan tenaga kerja. Sel Kabupaten.
f. Perwujudan kawasan pariwisata
1. pengembangan atraksi wisata; kecamatan yang memiliki
kawasan wisata
2. pengembangan pusat informasi wisata; dan | kecamatan yang memiliki
potensi pengembangan
kawasan wisata
3. pe;nngkatan dan pengembangan objek kecamatan yang memilili
wisata .
potensi pengembangan
kawasan wisata
g Perwujudan kewasan permukiman

perkotaan

1. Penyedinaan Sarana dan prasarana
permukiman perkotaan;

Seluruh Kabupaten

APBD Dinas ESDM Provinsi Jawa
Provinsi Tengah
APBD Dinas ESDM Provinsi Jawa
Provinsi Tengah
Dinas Penanaman Modal dan
APBD Pelayanan Terpadu
- Dinas Perdagangan, Koperasi,
APBD Usaha Kecil dan Menengah
- Dinas Lingkungan Hidup
APBD Din_as Perindustrian dan Tenaga
Kerja
Dinas Kependudukan dan
APBD Pencatatan Sipil
APBD Dinas Pariwisata
APBD Dinas Pariwisata,
~ Dinas Pariwisata Provinsi
APBD
Provinsi Jawa Tengah
APBD -~ Dinas Pariwisata kabupaten
Demak
APBN - Kementerian PUPR
APBD - Dinas Perakim Prov. Jawa
Provinsi tengah
APBD - Dinas PUPR
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Dinas Perkim

2. Pembangunan dan pengembangan rumah
susun

Kementerian PUPR

3. Mengembangkan fasilitas ruang publik dan
ruang terbuka hijau kota;

Seluruh Kabupaten

4. Penyediaan berbagai fasilitas sosial

ekonomi yang mampu mendorong Seluruh Kabupafen
perkembangan kawasan perkotaan.,
h. . Perwujudan kawasan permukiman
perdesaan
1. Pengembangkan kawasan permukiman
Seluruh Kabupaten .

perdesaan yang terpadu dengan tempat
usaha pertanian. .

2. Pengembangan kawasan perdesaan
melahii :
» pembentukan PPL; dan
> pengembangan keterkaitan sosial
ekonomi antara PPL dengan
wilayoh pelayanannya

Seluruh Kabupaten

3. Penyediaan berbagai fasilitas sosial
ekonomi yang mampu mendorong

Seluruh Kabupaten

APBN Dinas Peralkim Prov. Jawa
APBD
Provinsi tengah
APBD* Dinas PUPR
Dinas Perkim
APEN Ko'ementeriapj PUPR
Dinas Perakim Prov. Jawa
APBD Dinas PUPR
Dinas Perkim
APBN Kt::mentenan. PUPR
Dinas Perakim Prov. Jawa
APBD
o . tengah
Provinsi |
APBD Dinas PUPR
Dinas Perkim
Kementerian PUPR
APBN Dinas Perakim Prov. Jawa
APBD
. . tengah
Provinsi i
APBD Dinas PUPR
Dinas Perkim
APBD Baperlitbangda
APBN Kementerian PUPR
APBD Dinas Perakim Frov. Jawa
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perkembangan kawasan perdesaan. _ Provinsi tengah
APBD - Dinas PUPR
- Dinas Perkim
i. Kawasan pertahanan dan keamaenan
- Peningkatan fasilitas hankam “
PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS
a. perwujudan kawasan sepanjang koridor jaian
arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung
- Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demalc
- Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar:
- pengaturan pengembangan pengendalian APED Dinas PUPR
pemanfaatan ruang; Baperlitbangda
- penyediaan fasilitas dan prasarana = Kecamatan Sayung o Dinas PUPR
perkotaan; dan - Kecamatan Karangtengah APBD Baperlitbangda
- pengembangan sektor ekonomi perkotaan - Kecamatan Defnak Dinas féUPR
baik formal dan informal dalam satu - Kecamatan Gajah APBD :
kesatuan pengembangan. - Kecamatan krnaganyar Baperlitbangda
- peningkatar'x_pengelt')laan kawasan APBD Dinas Perindustrian dan
peruntukan industri tenaga kerja
b. perwmjudan kawasan wisata pantai Surodadi
berada di Kecamatan Sayung
- pembangunan sarana tambat perahu / kapal; Dinas PUPR
APBD Baperlitbangda Dinas
. Kelautan dan Perikanan
- pengembangan kegiatan wisata bahari; dan Dinas PUPR
: Kecamatan Sayung APBD Baperlitbangda Dinas
Kelautan dan Perikanan
- pembangunan sarana pendukung wisata Dinas PUPR
APBD Baperlitbangda Dinas

utama

Kelautan dan Perikanan

c. perwujudan kawasan. Pelabuhan Perikanan
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Pantai Mofodemak berada di Kecamatan
Bonang

) L

- peningkatan akses menuju kawasan
Pelabuh_an Perikanan Pantai Morodemak;

- pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai
Morodemak dari sedimentasi;

- peningkatan fasilitas dan prasarana
kepelabuhanan; dan

- peningkatan sarana wisata di kawasan
Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak

e

Kecamatan Bonang

APBD

Dinas PUPR

Dinas Kelautan dan
Perikanan

APBD

Dinas PUPR

Dinas Kelautan dan
Perikanan

APBD

Dinas PUPR

Dinas Kelautan dan
Perikanan

APBD

Dinas PUPR

Dinas PAriwisata
Dinas Kelautan dan
Periltanan

e. kawasan rawan abrasi dan rob pantai berada di
Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah,
dan Kecamatan Bonang

- pembangunan sarana penahan gelombang;

- penghijauan kawasan pantai; dan

- rehabilitasi tanah-tanah bekas terkena
abrasi

- Kecamatan Saynng
- Kecamatan Karangtengah
- Kecamatan Bonang

APBD

Dinas PUPR

Dinas Kelautan dan
Perikanan

APBD

Dinas PUPR
CLH

Dinas Kelautan dan
Perikanan

APBD

Dinas PUPR

- DLH

Dinas Kelautan dan
Perikanan

f. kawasan rawan sedimentasi dan tanah timbul
berada di Kecamatan Wedung
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Dinas PUPR

DLH
- Dinas Kelautan dan
an

Perikanan

DLH
- Dinas Kelautan dan

~ Dinas PUPR
Perik

A

e

Kecamatan Wedung

dan

1

pendataan lokasi dan luas tanah timbul
pengelolaan tanah timbul bersama

masyarakat

BUPATI DEMAK

HM. NATSIR
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

TABEL PERSANDINGAN

PERDA 6/2011 TENTANG RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031
DAN RAPERDA PERUBAHANNYA



hY}

)

PE

BUPATI DEMAK

RATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6
TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

d.

Menimbang :

bahwa  unfuk mengarahkan  pembangunan
Kabupaten Demak dengan memantaatkan fuang
wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi,
selaras, seimbang, dan berkelanjutan datam rangka
" meningkatkan  kesejahteraan masyarakat - dan
-pertahanan keamanan perlu Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Demak; -
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26
Undang-Undang- Nomor 26 Tahun 2007 tentang
- Penataan Ruang disebutkan bahwa Rencana tata
ruang wilayah kabupaten ditetapkan  dengan
Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana |
dimaksud huruf a dan huruf b periu membentuk _
Peraturan Daerah tentang Rencana’ Tata Ruang-

Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031;

a.

' 'Mengin_gat: -

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

| Mengingat: ‘

1.

T _l,::ﬂ:‘--"‘bhl%*'m{r’rz'.nt%&r?'}.ifH}W«%N‘k‘&*hﬂ?&l“ IR e
L K ORI S N TAS SERTOR K ORINGER

oy,

BUPATI DEM

K, S

PROVINS! JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR .... TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6
- TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN DEMAKTAHUN-2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

Menimbang

bahwa perubaha

pembangunan Nasional, Provinsi

dan dinamika
Jawa Tengah,

N kebijakan

Kabupaten Demak dan daerah sekitarnya telah

Demak  sehingga

. mempengaruhi penataan ftang wilayah Kabupaten

menuntut adanya peninjauan

kembali terhadap rencana lata  ruang wilaysh

bahwa berdasark

- dimaksud  dalam huruf

Peraturan Daerah

. Kabupaten Demak;

pertimbangan sebagaimana
a_ perlu  mengubah
Nomor- 6-Tahun 201+ tentang

an

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak

2011-2031;
bahwa berdasark
dimaksud dalam
menétapkan

Perubahan atas

Nomor 6 Tahun

Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 18 ayat (5)

Peratuian

an pertimbangan sebagaimana
huruf a dan huryf b, perlu
Pemerintah tentang
Peraturan  Peraturan Daerah
2017 tentang Rencana Tata
Demak 2011-2031:

-Undang-Undang Dasar Negara

SRS
Bagia
Demak

Masukan :

Judul mengacuy pada
perubahan Perda sebagaimana
ketentuan dalam Uy 1212011
tentang Pembentukan
peraturan perundang-undangan

Tanggagan

Sudah disesuaikan

—_—

—
Konsideran menimbang
memgpertimbangkan aspek
filosofis, sosiologis, dan yuridis

_ Kor_lsider_an rhengingat
didasarkan atas pertimbangan

Menimbang
bahwa perubahan kebijakan
pembangunan Nasional, Provinsi
Kabupaten Demak dan daergh sekitamya telah
Penataan ruang wilayah Kabupaten
Demak sehingga menuntut adanya peninjauan |
p Jfencana latg

ko

a.

NINASUKAN s

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 6 TAHUN 2011

RENCANA TATA RUANG

PROVINSI JAWA TENGAH )
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR .... TAHUN

TENTANG

TENTANG
WILAYAH KABUPATEN

DEMAKTAHUN 201 1-2031
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

mempengaruhi

kembali ierhada

Kabupaten Dema
bahwa berdasarkan -
dimaksud  dalam “huruf

Peraturan Daerah Nomor 6
‘Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak

2011-2031;

bahwa berdasark

dimaksud dalam ‘huruf .2 gan huruf b, perly |
Peraturan  Pemerintah ‘

Mmenetapkan

Mengingat: o

1.

Pasal 18 ayaf',(6

Nomor 6 Tahun- 2011:- tentang.. Rencén_a Tata |
Ruang Wilayah Kabupaten. Demak 2011-2031;

)

dan  dinamika

ruang wilayah

pertimbangan sebagaimana
a perlu  mengubah
Tahun 2011 tentang -

an pertimbangan sebagaimana.

‘Un"dang-Undang Dasar Negara




b

2.
Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten dalam
‘Lingkungan  Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24,
Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nemor 8 Tahun
Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahur 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274); :

6. Undang-Undang Nomor
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik indoniesia
-Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3318);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
“Sistem  Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomior 3478);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang

- Perairan * Indonesia™ (Lembaran ‘Negara Republik

Indonesia  Tahun 1996 Nomor 73, - Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

~ Kehutanan (Lembaran, Negara: Republik- Indonesia |
Tahun 1989 Nomor 167, Tambahan Lembaran

Negara . Republik ' Indonesia  Nomor  3888)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang | 2.

1960 tentang | 3.

1981 tentang | 4.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); | 5.

16 Tahun 1985 tentang | 6.

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi ~ (Lembaran Negara  Republik. |.
Indonesia- Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan |
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647),

10. Undang-Undang Noimor 41 Tahun_ 1999 tentang g

Republik Ind ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1350 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24,
Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraluran Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Neg gara Republik
Indonesia Nomor 22043);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1874 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang -
Telekomunikasi  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
3647);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  3888)
sebagaimana telah diubah dengan  Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia-Tahun 2004 Nomor 86,

Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia
Nomor 4412); :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik

. Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169; Tambahan |

Lembaran Negara Republik - Indonesia Nomor
4169); : ‘ :

e SR Yo R
peraturan pe

* Peraturan Presiden Nomor 3 |

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang |

Bangunan Gedung (Lembaran” Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 ‘Normior 134, Tambahan

-u‘ndér-i‘gah'
yang terkait dengan materj
raperda.

‘Masukan:

Kemenhan, agar dimasukan:

* Peraturan Pemerintah
Nomor 68 Tahun 2014
tentang Penataan Wilayah
Pertahanan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014
Nomor 190, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Inonesia Nomor 5574);

Kemendagri, agar dimasukan:

* Peraturan Prisiden Nomor 2
Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik

“Indonesia  Tahun 2015
Nomor 3);

Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan
. Proyek " Strategis Nasional
(Lembaran-Negara republik-
Indonesia  Tahun 2016
Nomor  4) sebagaimana:
telah diubah beberapa kaj
menjadi Peraturan Presiden |
- Nomor 56 Tahun 2018
Tentang Perubahan Kedua |
Atas  Peraturan Presiden -
Nomor. 3. Tahun . 2016
Tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek

NYAANZ & o

3.

LR %
TR :

" Pertahanan Negara: (Lembaran_Negara ‘Republik

Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24,
Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1 950);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
104, Tambahan Lembaran Neg gara Republik
Indonesia Nomor 22043);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 -tentang
Telekomunikasi {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3647);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomeor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Un‘dang—Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan Menjadi AUndang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahur 2004- Nomor 86,
Tambahan Lembaran.Negara Republik Indonesia |
Nomor 4412); ‘ '

Undang-Und_ang Nomo’r-'-3 Tahun 2002 tentang

Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169, Tambahan |
Lembaran Negara. Repubiik Indonesia  Nomor
4169, - T T ]
Undan‘g Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang: |
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republl’k'
Indonesia Tahun. 2002 Nomor 134, Tambahan. |-




- Undang-Undang Nom

. Undang-Undang Nomor 2

BUPATE

ERDAB20FTRTRW
Nomor 19 Tahun 2004
Pemerintah Pengganti
Tahun 2004 tentang
Undang Nomor 41 Tahu
Menjadi Undang-Undang
Republik

Nomor 4412);

Bangunan Gedung
Indonesia  Tahun 20
Lembaran Negara Rep

Sumber Daya Ajr {Lem
Indonesia  Tahun 2004
Lembaran Negara Republik

Sistem  Perencanaan
(Lembaran Negara Repub
Nomor 104, -Tambahan L
Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun

.Pemerintahan Daerah
Indonesia Tahun
Lembaran Negara
sebagaimana " telan

tentang Perubahan Kedy
Nomor-32 Tahun 2004- tent
{Lembaran Negara Repub
Nomor 59);

- Undang-Undang Nomor 38 Tah
gara Republik
Nomor 132, Tambahan™ Le
Republik Indonesia Nomor 4444); ]
Tahun 2007 -tentang
ka Panjang Nasjonal
" Republik “Indonesia. |
an Lembaran Negara |

Jalan (Lembaran Ne
2004

:Undang-Undanig-- Nomor 17

Rencana Pembangunan Jang

(RPIPNY " (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 33, Tamba

'.:{:v&::, h ‘ﬁ&‘ﬂg;k
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undéng
tentang Penetapan Peraturan
Undang-Undang Nomor. 1
Perubahan Atas Undang-
n 1999 tentang Kehutanan

gara Rebl;bllk Indo

Peraturan Presiden Nomor
g Nomor 31 Tahun 2004 tentang 56 Tahun 2018
publik Indonesia

mbahan Lembaran

Undang-Undan
Lembaran Negara Re
4 Nomor 118, Ta Peraturan Presiden Nomor 3

Tahun 2016 tentan
Indonesia  Tahun 2004 Nom

Tambahan Lembaran Negara Republik Indone

telah  diubah dengan Un
45 Tahun 2009 tentang Pery
-Undang Nomor 31 Tahun
anan (Lembaran Negara Republik
hun 2009 Nomor 154, Tambahan
€gara Republik Indonesia Nomor

Undang Nomor (Lembaran Negara republik

Atas Undang
tentang Perik
- Indonesia Ta
Lembaran. N

or 28 Tahun 2002 tentang
Lembaran Negara Republik
02 Nomor 134, Tambahan
ublik Indonesia Nomor 4247);

g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
baran Negara Republik
Nomor 32, Tambahan

Indonesia Nomor 4377); |
5 Tahun 2004 tentang
Pembangunan
lik Indonesia Tahun 2004
embaran Negara Republik

Peraturan  Menteri Dalam

Negeri Nomor 47 Tahun
: tentang  Pedoman |

38 Tahun 2004 tentang

ra  Republik Indonesia

lambahan Lembaran

. Undang-Undang Nomor
Jalan (Lembaran Nega
Tahun 2004 Nomor 13
Negara Republix Indonesia N

- Undang-Undan
.Rencana Pem

Daerah tentang  Rencana

dan Kabupaten/

g Nomor 17 Tahun 2007 tentang
bangunan Jangka Panjang Nasional
mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 33, Tambahan Lembaran
ik Indonesia Nomor 4700);

g Nemor 23 Tahup 2
Negara . Repubiik
or 65, Tambahan
gara  Republik Indonesia Nomor

Republik Indone_sia
2012 Nomor 547);

Negeri Nomor 115 Tahun
2017 tentang  Mekanisme
Pengendalian Pemanfaatan

Negara Republ
- Undang-Undan
Perkereiaapian;
Indonesia  Tahin 2007 Nom

—_—

2004 Nomor 125, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 4437)
diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 |
a Alas Undang-Undang
ang Pemerintahan. Daerah.
lik Indonesia Tahun 2008 _

Negara Republik Ing
Tahun 2017 Nomor 1853);
Peraturan  Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun'- 2016
-tentang Evaluas; Rencana
Tata Ruang Daerah (Berita’
Negaia Repubik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 454);
= Peraturan Menteri  Dafam
-Negeri Nomor 116 Tahun'

g Nomor 24 Tahun 2Go
gan  Bencana“ (Lembaran
Indonesia Tahun 2007 Nom
Negara Repubiik I

. Undang-Undaﬁ

Nomor 4723);
- Undang-Undan
Penataan Ry
Indonesia  Tahun. 2
Lembaran Ne

un 2004 tentang
Indonesia Tahun
mbaran  Negara

2007 tentang
ara Republik.
8, Tambahan.

g Nomor 26 Tahun
Lembaran Neg
007 Nomor 6
gara Republik Indonesia Nomor
Nomor 13 Tahun 2008 oordinasi Penataan
pah (Lemba(an Negara
08 Nomor 69, T.

. Undang-Undang_ Nom
Pengelolaan Sam

Indonesia Tahun republik  Indonesia: Tahun

Negara Republik  Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan Un
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pery
Alas Undang-Undang Nomor 31 Tahyp
tentang Perikanan (Lembaran Negara Re
Indonesia Tahyn 2009 Nomor 154, Tam
Lembaran Negara Republik Indonesia

5073);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahup
Jalan  (Lembaran Negara Republ
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor4444)
. Undang-Unda'ng,Nomor 17 Tahun 2007
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
* Negara Republik indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahyn 2007 tentang
. Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahup 2007 Nomor 65, Tambahan .
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor

4725); °

. Undang-Undan'g' Nomor ‘24 Tahun 2007 4entang
Penanggulangan Bericana (Lembaran Negara |
Republik Indonesia - Tahyn 2007 . Nomor 66, |
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4723);

' Undangl-Undang;' Nomor 26 Tahun 2007 tenta
. Penataan Ruang - (Lembaran Negara
Indonesia Tahun"2007 * Nomor 68,

Lembaran Negara” Repiiblik Indonesia  Nomgy

a2y

) Undang¥Unda5§_;-~ ,Nonjqrﬂ; 18 Tahy

Pengelolaan Sampah:.(Lembaran
Indonesia. Tahin. 2008. Nomor

2004 tentang




)

~

&l\

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1725,

" Republik Indonesia

"Indonesia  Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

23.

24, ' 4
~ Kepariwisataan' "(Lembaran” Negara
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Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan  Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 teniang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan -Pulau-Pulay Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomer 84, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
indonesia Nomor 4739);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846); . '
Undang-Undang Ncmor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah {Lembaran -Negara ‘Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
“Pertambangan Mineral Dan- Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahur 200§ Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negaia Republik Indonesia
Noror 959);

Undang-Undang“Nomor 10 Tahun 2009 -tentang
Republik
Indonesia Tahun  2009: Nomor 11, Tambahan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
‘Undang:-Undang Nomor 22 Tahim' 2009 tentang Laly
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara

‘Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 96,

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22

23.

Lembara Republik Indonesia Nomor
4851);

Undang-Undang -Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 959);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun
Kepariwisataan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara’ Republik  Indonesia  Nomor
4966);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 teniang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5052); :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

2009 tentang

Ketenagalistrikan  (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor
5062);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik -

Indonesia Nomor 5059); 4
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan ~ Lahan  Pertanian Pangan
Berkelanjutan . {Lembaran
Indonesia Tahun 2009 Nemor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor
5068); ' :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 teniang |

Cagar Budaya  (Lembaran Negara - Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, -Tambahan

Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor ,

5168);-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan ‘dan Kawasan Permukiman {Lembaran

Negara - Republik |. .

S
2017 Nomor 1854);
Peraturan  Menteri  dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 2019
tentang Tata Cara Peran
Masyarakat dalam
Perencanaan Tata Ruang di

Daerah  (Berita Negara
Republik Indonesia. Tahun
2019 Nomor 167);

Kemen ATR/ BPN, agar
dimasukan:

= Peraturan Menteri Agraria

dan Tata Ruany/ Kepala
Badan Perianahan Nasional
Nemor 1 Tahun 2018
tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata
Ruang  Wilayah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota (Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 394)

Kemen ESDM, agar
dimasukan:

* Peraluran Presiden Nomor

14 Tahun 2017 tentang
Perubahan  atas Perpres
Nomor 4 Tahun 2016
tentang Percepatan

Pembangunan Infrastruktur |

- 'Kéténagalistrikan

(Lembaran Negara Republik'.
2017 |

Indonesia  Tahun

-Nomor 27);

A Tanggapan:

-Masukan Kemenhan sudah |

diakomedir -
Masukan Kemendari
v"_Peraturan Presiden

20.

21.

23,

W
Lemba

) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

17.

18.

19.

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

- Undang-Undang Normor 11 TahunA20‘.G'tenténg' :
‘ Cag‘ar. ‘Budaya (Lembaran’ Negara

'5158);

omor

4851);

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 959);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
4566);

Undang-Undang Nomor 22 Tahur 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan {Lembaran Negara’
Republik  Indonesia Tahun 2609 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5052); .
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 'Nomo,r
5052); :

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik |
Indonesia Nomor 5059);.

Undang-Undang Nemor 41 Tahun 2009 tentang |-
Perlindungan Lahan  Pertanian Pangan
Berkelanititan - “(Lembaran: Negara . Republik |-
Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
5068); . : "

Republik |
ln_donesia,_Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia_. Nomor -

Undang-Undang ‘Nomor' 1 Tahun 2011 té'nténg
Perumahan dan Kawasan Permukirian (Lembaran |




-

=

~N

Nomor 5052):

26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 -tentang

Ketenagalistrikan {Lembaran Negara  Republik

Indonesia  Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 4G, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

28. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Periindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5068);

29. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

30. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Iridonesia Nomor 5170); ‘

31. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5188);

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258); '

33. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun. 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi
(Lembaran Negara Républik Indcnesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lemb
-Indenesia- Nomor 3373);. -

34. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentan

32. Peraturan-Pemerintah Nomor 27 Tahun-1983%entang |-
" Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum - Acara |-

Vertkal Di Daerah |

ran- Negara Repu__bli‘k-_

24,

25.

27.

28.

R

A

S ODRARTREVISIEE
ik Indonesia Tahun 2011
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188); : )
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor
5214);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

| fzfm

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian_ (Lembaran Negara  Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor
5492);.

Undang-Undang Noinor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor
5512); . :

-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia “Tanun 2014 Noirior 244, Tambahan' |*
Lembaran Negara Republik Indoncsia  Nomor |,

5587);
Undang—undang Nomor 37 tahun 2014 tentang
Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara

“" Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 299,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5608);

. ;Undarjg-undang,l\_l‘omor. 39 tahun 2014 ‘tentang |

Negara Republik
or 308, Tambahan

Perkebinan™ (Lembaran
Indonesia  Tahun "2014" Nom

Nomor 7,

dan Peraturan
Presiden Nomor 3
Tahun 2016 hanya
memiliki masa berlaky
sampai 2019,

V" Peraturan Menteri

sebaiknya tidak

| dimasukan dalam
konsideran mengingat
pada Perda.

* Masukan Kementerian ATR/
BPN .

v’ Peraturan Menteri
sebaiknya tidak
dimasukan dalam
konsideran menginrgat
pada Perda,

* Masukan Kementerian EDM

v" Peraturan Presiden
Nomor 14 Tahun 2017
hanya memiliki masa
berlaku Sampai 2012

24,

25.

26.

27.

29.

30.

' Nega

. Undang-Undang Nomor -7 Tahun 2014 tentang

- Tambahan Lémbara‘n Negara Republik. Indonesia
. Nomors608);, . - -
31..

Indoriesia Tahun. 2014 Nom

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomo ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
ia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan
Negara Republik Indonesia  Nomor

Lembaran
5214),;

Undang-Unda_ng Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoriesia Nomor
5492); ‘ '

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomer 7, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5495);

Perdagangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan
Lembaran - Negara Republik Indonesia Nomor
5512); .

Undeng-Undang Nomor 23
Pemerintahan Daerah (Lembara

5587);
Undang-indang 'Nomor 37 tahun 2014 tentang

Konservasi Tanah dan ~Air " (Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, |

2014 tentang |
Negara Repubiik
or 308, Tambahan

Undang-undang- Nomor 39 tahun
Perkebunan (Lembaran’
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35.

36.

3r.

38.

38.

40.

41.

42.

ASEBETUMKOORDIN

Ty

Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24,
Tambahan - Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3409);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 44, Tambaharn Lembaran Negara
Repubilik Indonesia Nomor 3445);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian
Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 132); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan
Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran "Negera
Republik Indonesia Nomor 3815);

Peraturan Pemeriniah Nomor 27 Tahun 1999 tentany.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3833);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang
Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang
Wilayah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3934); -

Peraturan Pemeriniah Nemor 63 Tahun 2002 tentang |

Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

" “Tahun " 2002 Norior 119, Tambahan Lembaran

Negara Republik indoriesia Nomor 4242);

Peraturan Pemerintah' Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran. Negara Republik
Indonesia. Tahun' 2004 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang |

Perlindungan Hutan: (Lembaran Negara Republik
Indonesia:.. Tahun- 2004 .Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453)
sebagaimana telah diubah. dengan  Peraturan

32

33.

34.

35.

36.

-37.

VIS

i

AR s R o N
Lembaran Negara Republik Indonesia No
5613);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002
tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4242);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004
tentang Penalagunaan Tanah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385);

Peraturan Femerintah Nomor 45 Tahun 2004
tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Ncmor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republiik indonesia
Nomor 4453) sebagaimana telan diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor €0 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5058); :

Peraturan Pemerintah  Nomor 15 Tahun 2005 |

tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik-
Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2017 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan - Pemerintah
Nemor 15 Tahun 2005 Tentang Jaian Tol.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum. (Lembaran Negara Republik Indonesia | .

Tahun 2006 Nomor "33, Tambahan Lembaran
. Negara Republik Indonesia Nomor 4490)

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 |
_fentang Peraturan 'Pelaksanaan -Undang-Undang | -

“Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

mor

i
R G
| B

- 37.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun-2005

33.

34.

35.

36.

L?ambaran N
5613);

32. Peraturan ‘Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002

tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4242);

Peraturar  Pemerintah  Nomor 16 Tahun 2004
tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385);

Peraturan Pemerinan Nomor 45 Tahun 2004
tentang Perlindungan Hutan {Lembaran Negara
Repubiik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4453) sebagaimana telah diubati dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
:Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5056);

Peraturan  Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005
tentang Jalan Tol {Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4489) ssbagaimana- telah diubah beberapa kali
terakhir- dengan PP No: 30 Tahun 2017 tentang

-Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 |
tentang Pengem_bangan Sistem Penyediaan Air

- Minum (Lembaran Negara. Republik -‘Indonesia

Tahun- 2006 Nomor - 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik-Indonesia Nomor 4490) . - :

Peraturan Pemerintah  Nomor’ 36 Tahun 200% |

- - tentang” Peraturan _Pelaksanaan - Undéng,-Undang -

Nomor. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung |
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005




R

43.

44.

45,

46.

47.

48..

2009

Pemerintah Nomor 60 Tahun
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5056);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik_

Indonesia Nomor 5019);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang

Pengembangan  Sistem Penyediaan Air Minum |

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 33, Tambahan !embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490)

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran _

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor - 46,. - Tambahan Lembaran Negara.| -

Republik Indonesia Nomor 4624); )

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655); - .
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun. 2067 tentang

Tata. Hutan: dan Penyusunan Rencana Pengelolaan |

Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara

Republik... Indonesia. Tahun. 2007 Nomor-- -22; |

Tambahan Lembaran Negara -Republik Indonasia

ol B\ sk
entang

12031 Hsrs

38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
{Lembaran
Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor |

39.

40.

41.

42,

‘ Nomor 83:, Ta}n ahan

LRSS

- Indonesia Nomor 4532)

tentang  Jalan

4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 |
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengeloiaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 22, Tambahan.Lembaran Negara Republik

Indonesia-Nomor 4696)

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
tentang  Perubaha;  Atas
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan' dan Penyusunan Rencana Pengeloiaan
Hutan- Serta Pemanfaatan Hutan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nonior 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2008

Nomor 4814);

Perawran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
Penyelenggaraan
Bencana ‘(Lembaran Negara Republik Indonesia _
Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah.‘Nomor 26 Tahun 2008
lentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional |
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
. Nomor.48,. Tambahan Lembaran Negara Republik.-
, sebagaimana telah diubah
menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
tentang  perunahan  afas
Pemerintah . Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata'Ruang Wilayah Nasional; -~ e
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 |
~ Penyelenggaraan

tentang

- Indonesia Nomor 4833)

2017

-tentang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

 Nomor 129; Tambahan Lembaran Negara Republik | =~ -
Indonesia Nomor 5048) .

Negara Republik

Negara Republik

sebagaimana telah diubash

Peraturan

Penanggulangan

Peraturan

Perkeretaapian

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

38. Peraturan Pemerintah  Nomor 34 Tahun 2006

39.

40.

41,

- PeraturanPemerintah” Nomor 56 Tahun 2009

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik | -
Indonesia Nomor 5048); - '

RESL DAL KORLINSER
EVIS]

Pl

Indonesia Nomor 4532);

tentang  Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor
4655);

Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2007
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2008  tentang Pefubahan  Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyustinan Rencana Pengelolaan
Hutan Serta “Pemanfaatan Hutan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4814);

Peraturan -Pemerintah: Nomor 21 Tahun 2008
fentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran-‘ Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indcnesia Nomor 4828); -

Peraturan Pemerintsh Nomor 26 Tahun 2008
tentang- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2008
Nomor 48;__Tambahan;vLemba;gp_ Negara: Republiik. |
indonesia Nomor 4833), sebagaimana tefah diubah
menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang. perinahan  atas Peraturan |-
Pemerintah. Nomor - 26 Tahun 2008 " tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; = =~

tentang Pe_nyelenggar'aan, . Perkeretaapian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
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49.

50.

51

52.

53.

| 54,

SR a2

engah
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

.Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan Seria Pemanfaatan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4814) ; .

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian ~ Urusan  Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintanan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3747); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Tata Cara . Pelaksanaar  Kerjasama  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4777); : ‘

Peraturan Peinerintah Ndhor 60 Tahun 2007 tentang |

Konservasi Sumber Daya Ikan -(Lembaran -Negara

republik indonesia. Tahun 2007 Nomor 134, |

Tambahan Lembaran Negara-. Republik lnd_onesia
Nomor 4779); - .. ... .. .. _

Peraturan_Pemerintah: Nomor 8 Tahun 2008, ‘tehfang' .

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan  Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21,” Tambahan Lembaran Negara | -

Republik Indonesia Nomor 4817); o

 Peraturan-Pemerintah Nomor- 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan .;-Penanggula_ngan; Bencar
(Lenibarai '"Nég‘éra:‘Rép'UﬁﬁK lindonesia Tahtin' 2008

DA 0 R R AR AT DEMAK 02051
Nomor 4696) sebagaimana telah diubah d

Bencana

43,

44,

45.

46.

47.

48.

49,

Peraturan Pemeri

tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5070)  sebagaimana telah diubah  dengan
Peraturan  Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015
Tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009
tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5083); .

Peraturan Pemerintah  Nomor 72 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5086); :
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Penyelenggaraan Perataan Ruang

(L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 v

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51 03); :

Peraturan Pemerintah  Nomor 22 Tahun 2010
tentang Wiiayah Pertambangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5110); .
Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2010
tentang - . Pelaksanaan Kegiatan - Usaha
Pertambangan Mireral Dan Batubara. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dua kali |
terakhir dengan Peraiuran Pemerintah Nomor 77 |
" Tahun. 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas [

Peraturan - Pemerintah’ Nomor 23 Tahun 2010
Tenlang  Pelaksanaan ‘Kegiatan  Usaha
Pertambangan Mineral Dan Batubara; " '

- Nomor 42, -Tambahan: Lembaran Negara Republik

Pératiiran ' Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 |

e
ntah Nomor 61 Tahun 2009

. Indenesia Nomor 5086);
46.

VA48.

49.

43,

44,

- Nomor 5083);
45,

47.

~ Tambahan Lembqran. Negara Republik ‘Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5070) sebagaimana telah diubah  dengan
Peraturan  Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009
tentang  Konservasi Energi (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan  Pemerintah Nemor 72 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik

Peraturan  Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51 03); :
Peraturan - Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010
tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia . Tahun™ 2010  Nomor 28,
Tambahan Le‘mbaran.Nega'ra Repubiik lndonesia J
Nomor 5110); - = - o
Peraturan Pemerintah ‘Nomor 23 Tahun 2010
tentang - Pelaksanaan Kegiatan _ Usaha-.
Pertambangan Minera! Dan Batubarg (Lembaran. |
Negara Republik Indonesia Tahun. 2010 Nomor 29,

Nomor’"5111),'-se_bagaimana telah diubahdua kajj |
terakhir dengan Peraturan’ Pemerintah Nomor 77
Tahun 2014 - Tentang.. ‘Perubahan. Kefiga Atas
Peraturan. Psmerintah -Nomor 23 Tahun 2010
Tentang. - Pelaksanaan- - Kegiatan ~ Usaha

Pertambangan Mineral Dan, Batubara; '

Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun

.2010. |



i

5.

56.

57.

58.

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang

., “Tambahan Lembaran Negara Republik Indqnesia

“€0.
. Indonesia. Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan

61.

62.

RTRW

R I T A
Indonesia Nomor 4828);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833); '
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indoresia Tahun 2008 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4858):

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang

Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4859);

Pedoman  Pemberian  Insentif Dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2008
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4861);

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Renhabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201,
Nomor 4247); . '
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industi  (Lembaran Negara - Republik

Lembaran"Negara ‘Republik Indonesia Nomor 4987);
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Pedoman  "Pengelolaan Kawasan  Perkotaan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009
Nomor 68, Tambahan: Lembaran N gara- Republik
Indonesia Nomor 5004); - _
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang.

Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara

Republik Indonesia-  Tahun 2009, Nomor. 129, | ..

50.

51.

52.

55,

 Tambahan “Lembaran “Negara “Republik indonésiil |

Nomor 5048); -

Kawasan
Negara Republik Indonesia Tahun sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010
Tentang Penggunaan Kawasan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010
tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka
Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya
Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44,
Tambahan Lembaran ‘Negara Republik Indonesia

-Noror 5116);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010
tentang Bertuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat
Dalam  Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5160);

Peraturan Pemerintah 'Nomor 78 Tahun 2010
tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
(Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 2010
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5172);

- Peraluran  Pemerintah Nomor 1 Tahun™ 2011
tentang Penetapan dan Alih - Fungsi Lahan ,

Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2. [

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor £185);.. * _

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011
tentang- Sungai (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun .2011 Nomor 74, Tambzhan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
6230 S A '

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun' 2012

“tentang _ Insentif Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (Lem_baran; Negara Republik
‘Indonesia " Tahun - 2612 'Nomor™ 19; Tambahan

Lembaran Negara' Republik Indonesia Nomor |

54,

5.

tenténg"Pénggu‘héan' a\;vésén Hu

50.

51.

52,

. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahup 2011

: Nomor5185);- B - AR
- Peraturan _Pemerintah  Nomor 3§ Tahun 2011 | .

' Pangan Berkelanjutan {Lembaran Negara Republik - |

: . f’;‘ﬁi
tan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah, Nomor
105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010
Tentang Penggunaan Kawasan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010
tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka
Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya
Dan Taman Wisata Alam  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5116); .

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010
tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat
Dalam  Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5160); .

Peraturan  Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010
tentang  Reklamasi  dan Pasca Tambang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51 72); )

tentang  Penetapan - dan  Alh' Fungsi Lakan |
Pertanian Pangan Berkelanjutan, {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

tentang Sungai  (Lembaran Negara Republik-
Indonesia Tahun 2011 Nomor -74, Tambahan
Lembaran Negara Republik  indonesia . Nomor
5230); - S , :
Peraturan Pemerintah Nomor 12 -Tahun 2012 ¢
tentang . Insentif _Perlindungan’ Lahan Pertanian

Indonesia. Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik  indonesia- ‘Nomor |




-

64.

65.

66.

67.

~
-

68.

70,

Lalu Lintas Dan Angkutan Ker
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 178,
Tambahan Lembaran ‘Negara Republik Indonesia
Nomor 5086);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi
Kawasan Hutan (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5098); -

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan  Penataan Ruang - (Lembaran
Negara Republik Indonesia. Tahun 2010 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik - Indonesia
Nomor 5103); ~

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara:

Republik Indonesia  Tahun 2010  Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara- Republik Indcnesia
Nomor 5109); . ) .

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

. Peraturan Pemeﬁntah Nomor. 23 Tahun 2010 tentang' | ..

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
Dan Batubara (Lembaran iNegara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5111); :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara.
Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 30, | -
Tambahan Lembaran Negara Republik ‘lndqnesia-

Nomor 5112); .

._Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 201 0 téntang

6.

57.

88.

60.

61.

62,

€3,

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012
tentang  Pengelolaan Daerah  Aliran Sungai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5292);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

. Peraturan  Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013

tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 193, Tambahan Lembarar. Negara Republik
Indoneia Nomor 5468 )% :
Peraturan Pemerintah  Nomor 9 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undarg-undang Nomor 4
Tahun 2011 tentang  Informasi Geospasial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5502);

Peraturan Pemerintah  Nomor 74 Tahun 2014
tentang  Angkutan Jalan {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, -

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia
Nomor 5594);

Peraturan Pemeriniah Nomor 142 Tahun 2015
tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara

- Republik Indoriesia” Tahun 2015 “Nemor 365, |.
- Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia

Nomor 5806);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22
Tahun 2003 tentang  Pengelolaan Kawasan

- Lindiing di- Provinsi Jawa Tengah (Lembaran'

- Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor |
134), L o
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 .

" Tahur: 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Ten ah Tahun 2004 Nomor

60.

’ 62.

63.

56.

57.

58.

59.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012
tentang  Pengelolaan Daerah  Aliran Sungai
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5292); ' '

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata
Ruang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013
tentang Jaringan Laly Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneia Nomocr 5468 )%

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4
Tahun 2011 tentang  Informas; Geospasial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 31 (Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia.Nomor 5502);

Peraturan  Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014
tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inonesia Nomor 5574); ’

- Peraturan Pemerintan :Nomor 74 Tahun 2014

tentang - Angkutan Jalan  {Lembaran Negara

-Republik Indonesia  Tahun . 2014 Nomor " 260,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia
Nomor 5594); : .
Peraturan Pemerintah -Nomor 142 Tahun 2015
tentang Kawasar  Industri (Lembaran Negara_ |
Republik Indonesia -Tahun 2015 Nomor 365,
Tambahan' Lembaran Negara Republi Indonesia
Nomor 5806); -~ = - '

‘Peraturan. Presiden :P\ebqbiik Indonesia Normor 78 |

Tahun 2017 tentang. “Rencana Tatg Ruang |

_ Kawasar P_erkdtaan Kéndal, Demak, Un aran,



Eall

@

72.

73.

74.

75.

76.

7.

78.

|

Pariwisata Alam  Di  Suaka
Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya
Dan Taman . Wisata Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5116,

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 51 17);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam
Penataan  Ruang (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);

Peraluran Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembanguinan
Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan  Untuk Kepentingan
Umum ;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nemor 22
Tahun 2003 teniang Pengeiolaan Kawasan Lindung
.di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11
Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Takun 2004 Nomor 46
SerrENomor7), - - - - S

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
- Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup

Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri £ Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 4); o _

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun_‘20.10i'tentang Rencana Tata. Ruang Wilayah
Provinsi: Jawa: Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 8,

64.

65.

66.

LINTAS SEKTOR-(KORUINSE

DRA

s x:\M

46 Seri E Nomor ) sebagaimana telah diubanh

dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11
Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor
o)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan
Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 4); :
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi  Jawa Tengah  Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi-Jawa Tengah Nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6
Tahun 2006 tentang Rencang Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP)  Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8
Seri E Nomer 6);

| 66.

67.

68.

69.

64.

65.

- Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah |

Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

Salatlga,* Serharang: ‘ Dan rwodadi (Lfnbran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
81);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi
Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 163);

Peraturan Daerah Provinsj Jawa Tengah Nomor 22
Tahun 2003 tentang  Pengelolaan Kawasan
Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor
134);

Peraturan Daerah Proving; Jawa Tengah Nomor 11
Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran
Daerah Provinsi Jjawa Tengah Tahun 2004 Nomor
46 Seri £ Nomor 7) sebagaimana telzh diubanh
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor § Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11
Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan {Lembaran !
Daerah Provinsi Jaw Tengah Tahun 2013 Nomor
9); '

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2007 tentang Pengendalian “Lingkungan
Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran. Daerah |.
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5S8en £
Nomor ‘2, Tambahan Lembaran 'Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomoer 4), -

Peraturan Daerah Provins; Qawa Tengah Nomorﬁ '

Provinsi. * Jawa Tengah  Tahun - 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2010- Nomor 6, Tambahan ‘Lembaran Daerah
Provinsi. Jawa - Tengah Nomor 28), sebagaimana |-
telah-diubah’ menjadi Peraturan_Daerah Nomior 186
Tahun 2019 tentang Perubahan Peratyran Daerah
Pro_vinsi_Jawag_Tengah’t-Nomor 6 Tahun 2010 | .
tentang- Réncana’ Tata: Ruang Wilayafh - Provinsi |-

Peraturan- Daerah. Kabupaten Demak Nomor 6 |




~y

Nomor 28);

79. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 32
Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan  Pemerintah Kabupaten  Demak
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002
Nomor 33 Seri D Nomor 16).

80. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2005 Nomor 8 Seri E Nomor 4);

81. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun

2006 tentang Rencana Pembanguran  Jangka

Panjang  (RPJP) Daerah (Lembaran  Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor & Seri E
Nomor 8);

82. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun
2006 tentang Rencana Pembanguran  Jangka
Menengah (RPJM) Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 9 Seri E
Nomor 7);

82. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Kewenangan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupater Demak
(Lembaran Daerah Kabupaten Deinak Tahun 2008
Nomor 2); :

IR

“Tah"u>
Jangka

= ORA

.Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8
Seri E Nomor 6);

2006 Rencana Pembangunan

Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKASUPATEN
- DEMAK. . ‘

dan
BUPATI DEMAK,
MEMUTUSKAN" :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031.

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
~ dan
BUPAT| DEMAK,
MEMUTUSKAN :
Menetqpkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011
. TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN
2011-2031.. , .

Bagian Hukum Kabupaten
Demak.

Masukan :

Judul mengacu pada
perubahan Perda sebagaimana

- ketentiian dalam Ut 12/2011

“tentang Pembentukan

peraturan perundang-undangan

Tanggapan .

Sudah disesuaikan

Merietapkan ’.,..

- Dengan Persetujuan Bersama -

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
-~ . KABUPATEN DEMAK L

. dan

BUPAT! DEMAK,
© MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG

- - PERUBAHAN ATAS PERATURAN
~ - DAERAH KABUPATEN DEMAK
+* NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG

. RENCANA TATA RUANG WILAYAH
- KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-

2031.




-

-y

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Demak.

Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai Unsur Penyeienggara Pemerintahan
Daerah.

Pemerintah Daerah Lain adaiah Pemeriftah Daerah
selain Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

Bupati adalah Bupati Demak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adaiah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Demak.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,
fuang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam

‘bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia

dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola
ruang. " '

0. .Rencana Tata Ruang Wilayah -Kabupaten Demak

yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupater; Demak
adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari
wilayah kabupaten, yang' berisi tujuan, kebijakan,

-.strategi penataan ruang-wilayah kabupaten, rencana

struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang
wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis

kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah’

kabupaten,  dan - ketentuan pengendalian

* pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

-11.. Pertahanan negara adaléh- segala usaha untuk

Pasal i

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor ......), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan
Pasal 1 berbunyi sebagaiberikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia  yang memegang  kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud daiam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. -

3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan
perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Provinsi. ' : "

4. Daerah adalah Kabupaten Demak.

5. -Bupati adalah Bupati Demak.

~6.  Pemerintah_ Daerah adalah ‘Bupati sebagai unsur

penyelenggara  Pemerintahan  Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahari yang
menjadi kewenangan daerah otonom,

7. Dewen -Perwakilan Rakyat Daerah  yang
selanjutnya  disebut DPRD - adalah’ Dewan
Perwakilan'Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepaia. |

~daerah  dalam’ penyelenggaraan- “pemerintahan
daerah yang terdii dari sckretariat daerah,

_sekretariat DPRD, dinas' daerah, lembaga teknis

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor ...... ,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor ......), diubah sebagai berikut ;

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut : : -

Pasal 1 .

Dalam Peraturan Daerah ini yang.dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik

Indonesia  yang memegang  kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil . Presiden dan  menter
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah  Provinsi adalah  Gubernur .dah

perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Provinsi, - 2 ‘

4. " Daerah adalah Kabupaten Demak.
5. Bupati adalah Bupati: Demak.
1 6. Pemeiintah- Daeran adalah Bupati sebagai unsur-|

penyelenggara. . Pemerintahan ° Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom. = -

7. Dewan- Perwakilan Rakyat Daerah yang’

selanjutnya -disebut - DPRD  adalah Dewan |
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. -

Perangkat Daerah adalah unsur pembanty kepala | -

daérah_ - dalam ‘penyelenggaraan pemerintahan ‘|
daerah yang terdir dari~ sekretariat daerah,”
sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis




wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

12. Stuktur ruang adalah  susunan pusat-pusat

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan
sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis
memiliki hubungan fungsional.

13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam

suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk
fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi
budidaya.

14. Penataan ruang adalzh suatu sistem proses

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang. '
15. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan
yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan
dan pengawasan penataan ruang.

16. Pengaturan  penataan ruang adalah vupaya

pembentukan landasan hukum bagi pemerintah,
“pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan
fuang. .

17. Pembinaan penataan ruang adalah upava untuk
meningkatkan  kinerja  penataan fuang yang
" diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintzh daerah
dan masyarakat. ’ -

18. Pelaksanaan penataan fuang adalah - upaya

pencapaian tujuan penataan fuang melalui
pelaksanazn perencanaan tata iuang, pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

't 19. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar :

penyelenggaraan penataan: ruang dapat diwujudkan

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

'A 20. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk |

menentukan struktur ruang dan pola ruang. yang

~ meliputi penyusunan, dan: penetapan rencana_tapa; _

ruang.

UEATEN DEMAKE2011.20315 -
mempertahankan  kedaulatan negara, keutuhan

10.

1.

12.

13.

14.
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daerah, kecamatan, dan kelurahan.
Pemerintah Daerah Lain adalah  Pemerintah
Daerah selain Pemerintah Daerah Kabupaten
Demak.

Ruang adalah wadah yang meliputi fuang darat,
ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di
dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk lain hidup, melakukan
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata ruang adalah wujud struktur fuang dan pola

ruang.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata

ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak
. yang seianjutnya disebut RTRW Kabupaien
- Demak adalah rencana tata ruang yang bersifat

umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan,
kebijakan,  strategi penataan ruang  wilayah
kabupaten, rencana struktur ruang  wilayah
kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten,
penetapan kawasan Strategis kabupaten, arahan
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan
ketentuan  pengendalian pemanfaatan  ruang
wilayah kabupaten.

Struktur ruang adalah susunpan pusat-pusat

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan

~-sarana  yang berfungsi  sebagai pendukung

15.

16,

17.

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
hierarkis memiliki hubungan fungsional. '

. dalam suatu wilayah yang meiiputi peruntukan
ruang untuk fungsi lindung dan peruntukar iuang
untuk fungsi budi daya.

Penatagn ruang adalah - suatu  sistem proses

perencanaan tata ruarig_, pemanfaatan ruang dan |

pengendalian pemanfaatan ruang: -
Penyelenggaraan benataan ruang adalah kegiatan

- .yang  meliputi pengaturan, pembinaan;

118

pelaksanaan,_dan pengawasan penataan ruang. ‘
Pengaturan  penataan fuang adalah upaya

_21. "Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk meWujUdkan-

Pola ruang "adalah distribusi peruntukan ruang’

¥ 3 qaggxmuwm.m? .‘mm. : :

e G DRART REVI ST
daerah, kecamatan, dan kelurahan.

8. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah
Daerah  selain Pemerintah Daerah Kabupaten
Demak.

10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,
fuang laut dan fuang udara, termasuk ruang di
dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
Manusia dan makhluk lain hidup, melakukan
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

11. Tala ruang adalah wujud struktur ruang dan pola
ruang.

12. Rencana tata fuang adalah hasil perencanaan tata
ruang.

13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak
yang selanjutnya disebyt RTRW  Kabupaten
Cemak adalah rencana tata fuang yang bersifat
umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan,
kebijakan, strategi  penataan ruang wilayah
kabupaten, rencana struktur  ruang wilayah
kabupaten, rencana pola ruang witayah kabupaten,
penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan
pemanfaatan fuang  wilayah kabupaten, dan
ketentuan pengendalian  pemanfaatan ruang

wilayah kabupaten,

14, Struktur fuang -adalah  susunan - pusat-pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan
'Sarana - yang" berfungsi sebagai pendukung
- kegiatan sosial. ekonomi masyarakat _yang secara
hierarkis memiliki hubungan fungsional.

15.. Pola ruang - adalah- distiibusi ‘peruniukan ruang”
" dalam suaty wilayah  yang meliputi  peruntukan
uang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budi daya;

16. Penataan ruang -adalah suaty sistem’ proses.
perencanaan -tata ruang, pemanfaatan fuang dan:

-+~ Pengendalian pemanfaatan fuang. -

A7 Penyelengaaraan penataan ruang adalah kegiatan- |-

yang . meliputi " 'pengaturan; - pembinaan, |

. pelaksanaan dan-'pengawasan'penataan fuang.'
18.  Pengaturan. enataan- ruang adalah upaya




23.

24.

25.

26.

27.

28.

jasa pemerintahah, pelayanan
- ekonomi. ST
29,

30..

g dan pola ruang sesuai dengan rencana
tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya. .
Pengendalian pemanfaatan fuang adalah upaya
untuk mewujudkan tertib tata fuang.

Rencana tata'ruang adalah hasil perencanaan tata
fuang.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas
dan sistemnya ditentukan  berdasarkan aspek
administrafif dan/atau aspek fungsional.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budidaya. '

Kawasan findung adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi  kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam,
sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya
bangsa guna kepentingan pembangunan
berkelanjutan.

Kawasan - budidaya  adalah wilaysh  yang
dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga

- dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi

kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya
pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan
sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan
-sosial. dan kegiatan
Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
fungsi  kawasan sebagai tempat permukiman

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa.

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan_ sosiai dan
kegiatan ekonomi; -

Rencana sistem’ pérkotaan di wilayah kabupaten |

adalah rencana-susunan kawasan perkotaan sebagai
pusai kegiatan di dalam ‘wilayah kabupaten yang

i ok
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19.

20.

21.

22,

23.

25.

26.

27.

- 28,

. Pengendalian pemanfaatan fuang adalah upaya

lingkungan hidup yang mencakup sumber daya |

andasan hukum bagi pemerintah,
masyarakat dalam

pembentukan
pemerintah  daerah da
penataan ruang. : .
Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk
meningkatkan  kinerja penataan ruang yang
diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah
daerah dan masyarakat,

Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya
pencapaian tujuan penataan fuang melalui
pelaksanaan perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang. '
Pengawasan penataan fuang adalah upaya agar
penyelenggaraan  penataan fuang  dapat
diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Perencanaan tata riang adalah suatu proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang
meliputi penyusunan dan peneiapan rencana tata
ruang. :

Pemanfaatan ruang adelah upaya untuk
mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai
dengan rencara tata uang melalui penyusunan
dan pelaksanaan program beserta’ |
pembiayaannya. '

untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Wilayah adalah fuang yang merupakan kesatuan

geografis beserta segenap unsur terkait yang. batas

dan sistemnya - ditentukan berdasarkan -aspek-
administratif dan/atau aspek fungsional.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi

utama lindung atau budi daya.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan.
dengan fungsi utama melindungi. kelestarian

alam, sumber daya buatar dan njlai sejarah’ serta |
budaya. bangsa. guna. kepentingan pembangunan |
berkelanjutan, - ] B

Kawasan _budi dava adalah wilayah yang

21,

22,

26.

27.

28

19.

20.

. Pemanfaatan fuang adalah upaya untuk

. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah Upaya

pembentukan landasan hukum bagi
pemerintah  daerah dan masyarakat dalam
penataan ruang.

Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk
meningkatkan kinerja penataan fuang yang
diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah
daerah dan Mmasyarakat.

Pelaksanaan Penataan ruang adalah upaya
pencapaian fujuan penataan ruang melaluj
pelaksanaan perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengerdalian
pemanfaatan ruang.

Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar
penyelenggaraan penataan  ruang dapat
diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Perencanaan tata fuang adalah suatu proses untuk
menentukan struktur fuang dan pola fuang yang
meliputi penyusunan dan penelapan rencana tata
ruang.

mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai
dengan rencana tata fuang melalui peryusunan
dan pelaksanaan program beserta

pembiayaannya.

untuk mewujudkan tertit tata fuang.

perﬁérihtah, ‘

. Wilayah adalah fuang yang merupakan kesatuan

geografis bqselrta' segenap unsur terkait yang batas
dan  sistemnya  ditentukan - berdasarkan - -aspe -
administratif dan/atau aspek fungsional. o
Kawasan adalah wilayah yang- memitiki fungsi
utama lindung atau budi daya. '

Kawasan lindung-adélah wilayah yang dffet'apkah-’ -

dengan fungsj'.'uf;ér_na‘ melindungi  kelestarian
lingkungan hidup yan’g-mencakup sumber " daya.
alam, sumber daya buatan dan nilai: sejarah: serta.

budaya bangsa guna kepentingan pembariginan |

berkelanjuian,
Kawasan  budi

daya adalah wilayah



31.

32.

33.

34.

menunju

35.
~ .penataan ruangnya diprioritaskan-karena mempuryai-|

3.

kkan keterkaitan s rencana
yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan
dan dominasi . fungsi tertentu dalam wilayah
kabupaten.

Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri
dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah
perdesaan sebagai system produksi pertanian dan
pengelolaan sumber daya alam tertenty yang
ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan
hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan
sistem agrobisnis.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan-
menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan
membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan
pertanian  pangan dan kawasannya  secara
berkelanjutan. . _
Lahan Pertanian Pangan- Berkelanjuian adalah
bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk
dilindungi dan dikembangkan secara kensisten guna
menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian,
ketahanan, dan kedaulatan pangan aasional.

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
adalah  lahan  potensial yang  dilindungi
pemanfaatannya agar kesesuaian . dan
ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan
sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada
Mmasa yang akan datang. .

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang

pengaruh sangat penting secara. nasional terhadap
kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan

Negara,  ekonomi, sosial, budaya, dan/atau |

lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan
‘sebagai warisan dunia. S

Kawasan strategis' provinsi adalah Wwilayah yang .

penataan- ruangnya diprioritaskan karena-mempunyai
.bengaruh sangat penting dalam lingkup - provinsi

terhadap  ekonemi,  sosial, obudaya, .dan/atau.|

lingkungan.

29.

30.

31,

32.

dimanfaatkan secara terencana dan terarah

SR

sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna
bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budi
daya pertanian dan kawasan budi daya non
pertanian.

Satuan Wilayah Pembangunan yang selanjutnya
disebut dengan SWP adalah beberapa wilayah
Kecamatan yang memiliki keterkaitan  fungsi
pengembangan.

Kawasan perdesaan adalah wilayah  yang
mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai iempat permukiman
perdesaan,  pelayanan jasa  pemerintahah,
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi,

Kawasan perkotaan  adalah wilayah  yang
mempunyai kegiatan utama bukan pertanian
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi
pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan
dan distribusi pelayanan jasa Ppemerintahan,
pelayanan sosial dan kegiatan ekonom,

Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten
adalah rencana susunan kawasan perkotaan

- schagai pusat kegiatan di dalam wilayah

kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini
maupun . rencana yang membentuk hirarki

‘ pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi

34.

35. .

tertentu dafam wilayah kabupaten.

- Pusat Kegiatan Nasional yang selanjlitnya disebut
'PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi

untuk ‘mefayani kegiatan skala internasional,
nasional, atau beberapa provinsi.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selénjutnya disebut

PKW adalah’ kawasar perkotaan yang berfungsi

untuk melayani kegiatan- skala provinsi  atau
beberapa kabupaten/kota: B

Pusat Kegiatan Lekal yang’ selanjutnya - disebut
PKL‘adalah kawasan perkotaar’ yang berfiingsi

untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau

29,

30.

31.

32.

%
[

34,

| 35.

Pusat Kegiatan Loka yang selanjutnya disebut: |

secara
sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna
bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budi
daya pertanian dan kawasan budi daya non
pertanian.

‘Satuan Wilayah Pembangunan yang selanjutnya
disebut dengan Swp adalah beberapa wilayah
Kecamatan yang memiiki keterkaitan fungsi
pengembangan.

Kawasan  perdesaan adalah  wilayah yang
mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk
bengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi  kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan  jasa pemerintahah,
pelayanan sosial dan kegiatan ekoriomi.

Kawasan  perkotaar adalah  wilayah yang
mempunyai  kegiatan utama bukan pertanian
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi
pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan
dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten
‘adalah ‘tencana susunan kawasan perkotaan
sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah
kabupaten yang. menunjukkan keterkaitan saat ini
maupun  rencana yang  membentuk - hirarki
pelayanan dengan Cakupan dan dominasj fungsi
tertentu dalam wilayah kabupaten.

Pusat Kegiatan ,'Nas'ionai_,yang's'elanjutnya“disebut'-

PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi |
untuk - melayani kegiatan skala internasional,
nasionai,-atau beberapa provinsi.

Pusat Kegiatan-Wi,.'ayah yang selanjutnya disebut |
PKW adalah kawasan perkotaan yang. berfungsi- |

untuk - melayani- kegiatan skala provinsi atay |-

beberapa kabupaten/_kota_.’- C

PKL “adalah kawasan " perkotaan yang berfungsi
untuk melayanj kegiatan skala. kabupaten atay
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37.

38.

38.

40.

41.

“42.

43.

44.

s I it
Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang

penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah
terhadap  ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang
meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan
bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah,
di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah
danfatau air, serta di atas permukaan air, kecuali
jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;

Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan
sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran
sungai danfatau pulau-pulau  kecil vang luasnya
kurang dari atau sama dengan 2.000 km?2.

Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan
yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan
anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung,
menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari
curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang
batas di darat merupakan pemisah topografis dan
batas di laut sampai dengan daerah perairan yang

masih terpengaruh aktivitas daratan. ‘
Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur
dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang
tumbuh. secara aiamiah maupun yang. sengaja
ditanam.

Pusat Kegiatan Nasional-yang: selanjutnya- disebut |-

PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau
beberapa provinsi.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut
PKW adalah kawasan  perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala provinsi atau heberapa
kabupaten/kota, - :

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL
adalah kawasan " perkofaan yang berfungsi untik
melayani Kegiatan skala'kabupaten” atau beberapa

36.
37.

38.

39.

40.
41,
42.

43,

PR
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beberapa kecamatan.
Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya
disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang
berfungsi  untuk melayani  kegiatan  skala
kecamatan atau beberapa desa.
Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya
disebut PPL adalah pusat permukiman yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar
desa.
Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri
dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada
wilayah perdesaan sebagai system produksi
pertanian dan “pengelolaan sumber daya alam
tertentu yang ditunjukkan oieh adanya keterkaitan
fungsional dan hierarki keruangan saiuan sistem
permukiman dan sistem agrobisnis.
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang
meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya vang
diperuntukkan bagi laly lintas, yang berada pada
permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah dan/atay air, serta di atas
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori,

“dan jalan kabel,

Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi
melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan
jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah
jalan masuk dibatasi secara berdayaguna. .

Jalan kolektor adalah jalan umum ‘yang berfungsi

‘mefayani  angkutan pengumpul-- atau- . pembagi.- |
. dengan ciri perjalanan jarak sedang, ‘kecepatan | -

rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
Jalan lokal adalah jalan umum- yang berfungsi

melayani angkutan  setempat dengan ciri-|
perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah,

dan jumiah jalan masuk tidak dibatasi. - -

Jalan. bebas hambatan adalah jalan umumuntuk T

lalu* lintas menerus. dengan: pengendalian . jalan

masuk secara penuh  dan tanpa adanya

E 5 5 ALY i G-

] 'Lbéberaba.
- Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya
disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang
berfungsi  untuk melayani  kegiatan  skala
kecamatan atay beberapa desa,

37. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya
disebut PPL adalah pusat permukiman yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar
desa.

38. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri
dari atas satu atau lebh pusat kegiatan pada
wilayah perdesaan sebagai system produksi
pertanian dan pengelotaan sumber " daya alam
tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan
fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem
permukiman dan sistem agrobisnis. '

39. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang
melipuli segala bagian jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi laly lintas, yang berada pada
permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah dai/atau air, seria dj atas
permukaan air, kecualj ialan kereta api, jalan lorj,
dan jalan kabel. '

40.. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi
melayani angkutan utama dengan ciri perjaianan
jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumiah
jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

41. Jaian kolektor  adalah jalan umum yang berfungsi |
- melayani angkutan pengumpul - atau “pemibagi -

dengan ciri- perjalanan jarak sedang, kecepatan
rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

42, Jalan lokal adalah jalan umum_yang berfungsi
- melayani.  angkutan  setémpat dengan  ciri
perjalanan jarak dekat, kecebatan rata-rata rendah,

dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi, '

43: Jalan bebas hambatan ‘adalah jalan umum untuk

lalu lintas” menerus - dengan pengendalian. jalan |

masuk  secara - penuh  dan tanpa adanya

persimpangan sebidang serta_dilengkapi dengan

__persimpangan sebidang _s'erta dilengkapi dengan
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kecamatan.
Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya
disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yarg di
rencanakan akan berfungsi melayani kegiatan skala
kabupaten atau beberapa kecamatan

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut
PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa
desa.

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya
disebut PPL adalah pusat permukiman  yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah "kabupaten
adalah arahan pengembangan wilayah untuk
mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wiiayah
kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui
penyusunan dan  pelaksanaan program
penataan/pengembangan kabupaten . beserta
pembiayaannya, dalam svatu indikasi program utama
jangka menengah lima tahunan kabupaten yang
berisi rencana program utama, sumber pendanaan,
instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

Peraturan zonasi adalah ketentuan . yang mengatur
tentang  persyaratan  pemanfaatan iuang dan

ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk sefiap |

blok/zona ~peruntukan yang penetapan zonanya
dalam rencana rinci tata ruang. ’ .
Indikasi program utama jangka menengah lima
tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan

mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan
rencana tata ruang.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat

atau disusun. dalam upaya  mengendalikan

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuaj

dengan RTRW kabupaten yang'berbentuk’ketentuan. :
umum - peraturan  zonasi, ketentuan perizinan,

44.

45.
46.

47.

48

48.

50.

51,

Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas,
ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk
dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air
hujan, dan air laut yang berada di darat,

Air permukaan adalah semua air yang terdapat
pada permukaan tanah.

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan
tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Air baku untuk air minum rumah tangga, yang
selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat
berasal dari sumber air permukaan, cekungan air
tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku
mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang
melalui proses pengolahan atay tanpa proses
pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan
dapat langsung diminum.

Air limbah adalah air buangan yang berasal dari
rumah tangga termasuk tinja marnusia dari
lingkungan permukiman.

Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT
adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas
hidrogeologis, tempat  semua- kejadian
hidrogeologis  seperti proses  pengimbuhan,
pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
Sungai adalah - tempat-tempat dan wadah-wadah
serte jaringan pengaliran air mulai dari mata air

", sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya

~~ program utama; lokasi; besaran, waktu pelaksanaan,.| =
sumber dana, dan instansi. pelaksana dalam’ rangka -

52.

serta sepanjang - pengalirannya  oleh garis
sempadan. S »

Waduk adalah wadan air yang terbentuk sebagai
akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini

bangunan bendungar,, dan- berbentuk pelebaran
. alur/badan/palung sungai.

'53.

Wil'ayah. sungai yang selanjutnya disebut” WS

" adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya

air- dalam- satu' atau Jlebih daerah aliran sungai

44
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pagar ruang milik jalan,
- Air adalah semua ajr yang terdapat pada, di atas,
ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk
dalam pengertian inj air permukaan, air tanah, air
hujan, dan air laut yang berada di darat.
Air permukaan adalah semua air yang terdapat
pada permukaan tanah,

Air tanah adalah air Yang terdapat dalam lapisan
tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Air baku untuk air minum rumah tangga, yang
selanjutnya disebut air baky adalah air yang dapat
bere_zsal dari sumber air permukaan, cekungan ajr
tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku
muiu tertentu sebagai air baky untuk air minum.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang
melalui proses pengolahan atay tanpa proses
pengolehan yang memenuhi syarat kesehatan dan
dapat langsung diminum,

Air limbah adalah ajr btiangan yang berasal dari
rumah  tangga termasuk tinfa manusia dari
lingkungan permukiman.

Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT
adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas
hidrogeologis, . tempat  semua kejadian
hidrogeologis seperti  proses pengimbuhar,
pengaiiran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah |
serta jaringan pengaliran ‘air mufai dari mata air

. sampai myara- dengan dibatasi kanan dan kirinya

52.

53.

serta s‘e_panjang pengalirannya  ofeh - ‘garis
sempadan. o ’ :

Waduk adalah- wadah air yang terbentuk sebagai |
akibatdibangun,nya bahgunan sungai dalam hal inj
bangunan befidungan, dan berbentyk pelebaran |
alur/badan/paling sungai, o
Wilayah . sungai -yang selanjuinya disebut ws.| ..
-adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya |
air dalam sati atau. lebi dagrah aliran--sunga
dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya k'urang-»

ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi

dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang
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untuk wilaya
. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten
adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan
ruang/penataan  kabupaten dan  unsur-unsur
pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk
setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai
dengan RTRW kabupaten.
. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten
sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh
setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang
digunakan sebagai alat dalam melaksanakan
pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan
rencana tata rmuang yang felah disusun dan
ditetapkan.

. lzin pemanfaatan ruang adalah izin yang

dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang

sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-
undarigan.

. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat
atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap
pelaksanaan- kegiatan yang sejalan dengan rencana

. tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah,
membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan
yang tidak sejalan dengan rencana tata fuang.

. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan

sanksi bagi siapa- Saja yang melakukan pelanggaran

pemanfaatan ruang yang tidak. sesuai dengan
rencana tata ruang yang berlaku.

57 Satuan--Kerja.-Perangkat- Daerah, yang~--éeianjutnya—l

(disingkat  SKPD  adalah instansi -pemerintah
Kabupaten yang diberi kewenangan menangani suatuy
urusan pemerintahan. -

. Badan Koordinasi Penataan- Ruang Daerah, yang
- selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat.
ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan |
“Undang-Undang Nomor 26 . Tahun' 2007 tentang

Penataan Ruang - di. Kabupaten Demak ' dan

mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas

Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
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. . ulang, = pendauran . ulang, pengolahan, dan
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selanjutnya disebut TPS adalah’ tempat sebelum-|°
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dari atau sama dengan 2.000 km?.
Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut
DAS adalah sualtu wilayah daratan yang
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan
anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung,
menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari
curah hujan ke danau atai) ke laut secara alami,
yang batas di darat merupakan pemisah topografis
dan batas di laut sampai dengan daerah perairan
yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan
pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian
yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irgasi
rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan
irigasi tambak.

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang
mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur
dan/atau  mengelompok, yang penggunaannya
lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman,
baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia
dan/atau proses alam yang berbentuk-padat.
Tempat pemrosesan  akhir yang selanjutnya
disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan
mengembalikan  sampah ke media lingkungan
secara aman bagi manusia dan lingkungan.
Tempat  penampungan . sementara yang

sampah diangkut ke tempat -pendauran ulang,
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah
terpadu. ' .
Tempat. pengolahan sampah terpadu selanjutnya -
disebut TPST adalah. tempat dilaksanakannya
kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan-

pemrosesan akhir sampah. : .
Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor
Umum _ yang - digunakan  untuk mengatur

o4.

55.

56.

57.

8.

59.

60.

61.

- kegiaian pengumpulan; pemilahan, penggunaan

62.

“selanjutnya disebut TPS -adalah ‘tempat sebelum

terpadu.

dari atau
Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut
DAS adalah suaty wilayah  daratan yang
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan
anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung,
menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari
curah hujan ke danau atau ke layt secara alami,
yang batas di darat merupakan pemisah topografis
dan batas di laut sampai dengan daerah perairan
yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan
pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian
yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi
rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan
irigasi tambak.

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang |
mendapat air dari satu jeringan irigasi.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur
_dan/atau mengelompok, yang penggunaannya
lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman,
baik yang tumbun secara alamiah maupun yang |
sengaja ditanam. "
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia
dan/atau proses alam Yang berbentuk padat.
Tempat pemrosesan  akhir yang selanjutnya
disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan
secara-aman bagi manusia dan lingkungan:;

Tempat  penampungan  sementara .yahg

sampah  diangkut ke tempat pendauran ulang,
pengolahan, dan/atay tempat pengolahan sampah

Tempat pengolahan sampah terpadu sélanjutnya |
disebut TPST  adalah tempat dilaksanakannya |

ulang, - pendauran ulang, - pengolahan; _dan |

pemrosesan 'akhir sampah. ‘
Terminal adalah pangkalan” Kendaraan Bermotor
Umum_ yang digunakan  untuk mengatur




. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik
Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
untuk melakukan penyidikan.

80. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
Peraturan  Daerah  untuk mencari  serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya.

61. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok
orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi,
dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain
dalam penyelenggaraan penataan ruang.

62. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat
dalam perencanaan tata fuang, pemanfaatan ruang,
dan pengendalian pemanfaatan ruang.
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kedatangan

63.

65.

66.

67.

* ‘pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis-perikanan

68,

_oleh  Pemerintah-  Daerah  untuk melakukan
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dan keberangkatan, menaikkan dan

menurunkan orang dan/atau barang, serta
perpindahan moda angkutan. ,

Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan
tenaga gerak, baik berjalan  sendiri maupun
dirangkaikan'  dengan  sarana perkeretaapian
lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di
jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang
terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang
terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah
atau bergantung beserta perangkatnya yang
mengarahkan jalannya kereta api.

Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan
dan pemberhentian kereta api.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
danfatau perairan dengan batas-batas tertenty

sebagai  tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan yang dipergunakarn sebagai
tempat kapai bersandar, naik turun penumpang,
dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal
dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan
kegiatan penunjang pelabuhan sefta sebagai

tempat perpindahan  intra dan  antarmoda

transportasi.

Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang . terdiri
atas daratan . dan perairan sekitarnya dengan
batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan

yang  dipergunakan sebagai  tempat kapal
perikanan bersaridar, berlabuh dan atau bongkar.
muat -ikan yang dilengkapi dengan fasilitas

keseiamatan pelayaran dan kegiatan penunjang.

perikanan,
Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut

TPl adalah. tempat yang.secara khusus disediakan

pelelangan ikan" termasuk jasa’ peielangan serta
fasilitas lainnya yan disediakan di tempat

63.
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68.
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kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan
menurunkan  orang  dan/atay barang, serta
perpindahan moda angkutan.

Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan
tenaga gerak, bajk berjalan  sendirj maupun
dirangkaikan dengan sarana ‘perkeretaapian
lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak dj
jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
Jalan rel adalah saty kesatuan konstruksi yang
terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang
terletak di permukaan, di bawah, dan dj atas tanah

atau bergantung beserta perangkatnya yang

mengarahkan jalannya kereta api.
Stasiun kersta api adalah tempat pemberangkatan

dan pemberhentian kereta api.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas terientu
sebagai tempat kegiatan  pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai
tempat kapal bersandar, naik turun penumpang,
dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal
dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan
kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai
tempat  perpindahan infra  dan antarmoda
transportasi,

Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri
atas. daratan dan - perairan -sekitamya dengan
batas-batas tertenty sebagai . tempat kegiatan

pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis-perikanan

yang dipergunakan sebagai tempat kapal
perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar
muat ikan' yang dilengkapi  dengan fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang
perikanan. -

Tempat Pelelangan' fkan' yang sélanjutnya disebut

TP! adalah tempat-yang secara khusus disediakan
oleh:  Pemerintah" Dagrah untuk- -melakukan
pelelangan ikan. termasuk jasa pelelangan serta’
fasilitas lainnya v disediakan " di tempat
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70.
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72.
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. tumbuhan,

pelelangan.
Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang
ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan
tetap.

Garis  Sempadan adalah garis batas iuar
pengamanan yang ditark pada jarak tertentu
sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki
tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi
sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar
kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat
jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang
boleh dan tidak boleh
bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian
pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk
dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 {seratus)
meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri
dan kanan paiung sungai yang ditetapkan sebagai
batas perlindungan sungai.

Garis sempadan jaringan irgasi adalah batas
pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan

Jrigasi dengan jarak tertenitu sepanjang salurarn dan

sekeliling bangunan.

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri
khas tertentu, baik di- darat maupun di perairan.
yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan

pengawetan keanekaragaman tumbuhan  dan )

satwa’ serta ekosistemnya yang juga berfurgsi
sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. .
Cagar alam adalah kawasan suaka alam’ yang
karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan
satwa, dan ekosistemnya  atay
ekosistem tertentu yang peru dilindungi dan
perkembangannya berlangsung secara alami.
Kawasan pelestarian  alam adalah kawasan
dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di-
perairan yang mempunyai fungsi perfindungan
sistem __penyangga kehidupan; pengawetan

69

didirikan |

70

74
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71.

72.

73.

. Pengawetan . keanekaragaman

75.

785.

Eelelaﬁgéh_. n
. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang
ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan
tetap.
. Garis  Sempadan adalgh garis batas luar

Pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu
sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki
tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi
sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar
kepala jembatan dan Sejajar sisi ruang manfaat
jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang
boleh dan tidak boleh didirikan
bangunan/dilaksanakannya kegiatan.

Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian

pantai yang lebarnya proporsionai dengan bentuk

dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 (seratus)
meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Garis sempadan stingai adalah garis maya di kiri

dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai

batas perlindungan sungai. ‘ :

Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas

pengamanan bagi saluran dan/atay bangunan

irigasi dengan jarak tertenty sepanjang saluran dan
sekeliling bangunan.

. Kawasan suska alam adalah kawasan dengan ciri
khas tertentu,. baik di darat maupun i perairan |.
yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan

tumbuhar: - dan

‘satwa. serta. ekosistemnya vang -juga” berfungsi.

sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, -

Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang

karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan.

tumbuhan, satwa, . dan ekosistemnya  atau
ekosisiem tertentu yang perly diindungi dan |

‘perkembangannya berlangsung secara alami, :

Kawasan pelestarian  alam adalah kawasan.

dengan ciri khas tertentu, taik di darat' maupun di

A perairan yang mempunyai  fungsi perlindungan |
sistem penyangga __ kehidupan, ~ pengawetan



77.

78.

79.

80.

81.

pemanfaatan secara les
hayati dan ekosistemnya.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat

kebendaan berupa

Situs Cagar Budaya, dan
di darat dan/atay di ajr

sejarah, ilmu pengetahy

sifat keturunan

renik.
Pertanian yang menca

77.
Benda Cagar Budaya,
Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya,
Kawasan Cagar Budaya
yang perlu dilestarikan
keberadaannya karena memilki nilai penting bagi
an, pendidikan, agama,
dan/atau kebudayaan melaluj proses penetapan.
Plasma nutfah adalah substansi hidupan pembawa 78.
yang dapat berupa organ tubuh
atau bagian dari tumbuhan atay satwa serta jasad
kup tanaman pangan, 79.

horiikulturs,
selanjutnya

agroindustri, pemasaran

pengelolaan  sumber daya alam hayati dalam
agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan,
dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja,

dan manajemen untuk
sebesar-besarnya bagi ke

Pertanian - Pangan

Lahan Pertanian Panga
bidang: lahan pertanian

dilindungi dan dikembangkan secara konsisten

guna  menghasilkan
kemandirian, ketahanar;,
nasional..

JBZ. Lahan Cadan .an Pertanian Pangan Berkelanjuian

3
2t Lme

* keanekaragaman jenis tumbuha

perkebunan,
disebut pertanian adalah seluruh
kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani,

sejahteraan masyarakat,

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
wilayah budi daya perianian terutama pada wilayah
perdesaan yang memilii hamparan Lahan
Berkelanjutan
hamparan Lahan.. Cadangan : Pertanian. Pangan
Berkefanjutan serta unsur penunjangnya dengan
~ fungsi utama untuk mendukung - kemandirian,
ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

n dan satwa, serta
tari sumber daya alam

dan peternakan yang

, dan jasa penunjang

mendapatkan manfaat

dan/atau

r Berkelanjutan adafah | 81.

yang ditetapkan untuk

pangan  pokok  bagi
dan kedaulatan pangan

L RPN I
keaneka

80.

- hamparan Lahan Cada

.La_han_, Pei’tanién,,,,,,Pangan Berkelanjutan -adalah

= 0TGN

s DRARLREVIST i
agaman jenis tumbuhan dan satwa, serta
pemaniaatan secara lestari sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat
kebendaan berupa Benda Cagar Budaya,
Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya,
Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya
di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi
sejarah, ilmy pengetahuan, pendidikan, agama,
dan/atau kebudayaan melaluj proses penetapan.
Plasma nuttah adalah substansi hidupan pemtawa
sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh |
atau bagian dari tumbufan atau satwa serta jasad
renk. '
Pertanian yang mencakup
hortikuttura, perkebunan, dan peternakan yang
selanjutnya  disebut pertanian adalah seluruh
kegiatan vang meliputi usahg hulu, usaha {ani,
agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang
pengelolaan sumber daya alam hayati dalam
agroekosistem yang- sesuai dan berkelanjutan,

tananman pangan,

. dengan bantuan teknologi, modal, lenaga kerja,

dan manajemen untuk Mmendapatkan manfaat
sebesar—besamya bagi kesejahteraan masyarakat.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah
perdesaan - yang memiliki hamparan “Lahan’
Pertanian  Pangan Berkelanjutan  dan/aiay
Berkelanjutan serta unsur Penunjangnya dengan
fungsi utama untuk - mendukung kemandirian,
ketahanan, dan kedaulstar pangan nasional.

bidang"-lahan pertanian _yang ditetapkan untuk

"~ dilindungi- dan dikembangkan secara konsisten

guna’ " menghasilkan - pangan " pokok  bagi
kemandiriari, ketahanan, dan kedaufatan pangan
nasional. ' - '

._Lahan Cadangan Pértanian Pangan Berkelanjutan |

ngan Pertanian.-. Pangan-{ . ..



83.

84.
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85.

86..

88.
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lahan  potensial
pemanfaatannya agar kesesuaian dan
ketersediaannya tetap terkendali untuk
dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan
dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan
florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut,
dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran,
bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
Perkebunan  adalah segala  kegiatan yang
mengusahakan tanaman tertenty pada tanah
danfatau media tumbuh lainnya dalam ekosistem
yang sesuai, mengolah dan memasarkan bareng
dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan
ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta
manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi
pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan
dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau
bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi
daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan,
pemasaran, dan pengusahaannya.

Perikanan  adalah  semua kegiatan  yang
berhubungan dengan  pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya
muiai dari praproduksi, produksi, pengolahan
sampai dengan pemasaran, yang. dilaksanakan
dalam suatu sistem bisnis perikanan.

. Kawasan - permukiman adalah ‘~bagian---dari:
lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik

berupa kawasan perkotaan Mmaupun perdesaan,

yang berfungsi sebagai lingkungan tempeat tinggal [
atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang |

mendukung perikehidupan dan penghidupan. =

Kawasan- Peruntukan Industri adalah bentangan
lahan yang_ diperuntukkan- bag kegiatan ‘Industri- _
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan ,

tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan-peraturan perundang-urdangan.

yang . dilind‘u-ngi T

|87

83.

84.

85.

86.

88.

adalah  lahan
pemanfaatannya agar  kesesuaian dan
ketersediaannya tetap . terkendali untuk
dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan
dengan buah, Sayuran, bahan obat nabati, dan
Aorikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut,
dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran,
bahan obat nabati, dan/atay bahan estetika.
Perkebunan  adalah segala  kegiatan yang
mengusahakan tanaman ftertenty pada tanah
dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem
yang sesuai, mengolah dan memasarkan bareng
dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan
ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta
manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi
pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan
dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau
bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi
daya terak, panen, pascapanen, pengolahan,
pemasaran, dan pengusahaannya.

Perkanan  adalah  semua kegiatan  yang
berhubungan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya ikari dan lingkungannya
mulai  dari praproduksi, produksi, pengolahan
sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan
dalam suatu sistem:bisnis perikanan, '
Kawasan permukiman  adalah “bagian dari | - -
lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal
atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang. | .
mendukung perikehidupan’dan penghidupan. ‘
Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan
lahan yang diperuntukkan’bagi kegiatan Industri
be"rdasafkan Rencana Tata Ruang Wilayah ‘dan | .
lata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan | -
ketentuan peraturan perundang-undangan. '

[ale)
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91.

92.

83.

96.
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industri  adalah  kawasan tempat
pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi
dengan sarana dan prasarana penunjang yang
dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan
Kawasan Industri.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata
dan didukung berbagai fasilitas certa layanan yang
disediakan  oleh  masyarakat, pengusaha,
Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk
mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan
witayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang
ditetapkan secara nasional yang digunakan uniuk
kepentingan pertahanan.

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang
penataan  ruangnya  diprioritaskan  karena
mempunyai pengaruh  sangat penting secara
nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan
dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan, -termasuk wilayah yang telah
ditetapkan sebagai warisan dunia.

. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang

penataan ruangnya  diprioritaskan  karena
mempunyai  pengaruh  sangat- penting dalam

lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, |

danfatau fingkungan bagi kepentingan tingkat/skala

* provinsi: S
95.

Kawasan strategis daeran adalah kawasan yang
penataan  ruangnya  diprioritaskan  karena
mempunyai pengaruh  sangat penting dalam
lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala
daerah. ‘ '

Indikasi program- utaméj jangka menengah- lima |-

“tahunan. adalah - petunjuk..yang memuat . usulan
program  utama, lokasi, besaran, waktu

89,

90.

a1

92.

a3.

96.

85."
" penataan

Kawasan tempat A
pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi
dengan sarana dan prasarana penunjang yang
dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan
Kawasan Industri.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata
dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang
disediakan  oleh masyarakat,  pengusaha,
Pemerintah, dan Pemerintah Daerah,

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk
mempertahankan kedaulatan negara, Kkeutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Kawasar pertahanan negara adalah wilayah yang
ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk
kepentingan pertahanan.

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang
penataan  ruangnya diprioritaskan ~ karena
mempunyai  pengaruh sangat penting secara
nasional. terhadap kedaulatan negara, pertahanan

* dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya,

dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah
ditetepkan sebagai warisan dunia, .

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang
penataan  ruangnya  diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh ~ sangat penting - dalam
lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan bagi kepentingan fingkat/skala
provinsi. e ST L e
Kawasan sirategis daerah adalah kawasan yang
ruangnya  diprioritaskan  karepa
mempunyai  pengarth. sangat penting dalam
lingkup daerah terhadap ekonorii, sosiaj, udaya,
dan/atau Iingkungan'bagi‘kepentingan tingkat/skala
daerah. - L . .
Indikasi program- utama jangka menengah lima |
tahunan - adalah  petunjuk ‘'yang memuat- usulan |
_program  utama,  lokasi, besaran,'v wakty

pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana

pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana
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dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang
sesuai dengan rencana tata ruang. sesuai dengan rencana tata ruang.

- 97. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur 97. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur
tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan
ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan setiap blokizona peruntukan yang penetapan
zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

98. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan 98. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan

yang ditetapkan oleh  pemerintah  daerah yang ditetapkan oleh pemerintah  daerah

kabupaten sesuai kewenangannya yang harus kabupaten sesuai kewenangannya yang harus
dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan
ruang, yang digunakan sebagai alat dalam fuang, yang digunakan sebagai alat dalam

TR iz

melaksanakan perabangunan keruangan yang - melaksanakan pembangunan  keruangan yang
tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah tertib sesuai dengan rencana tata fuang yang telah
distsun dan ditetapkan. ) disusun dan ditetapkan,

99. lzin pemanfaatan ruang adalah izin yang 9. Izin  pemanfaatan riang adalab izin yang
dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang dipersyaratkan dajam kegiatan pemanfaatan ruang
sesuai dengan ketentuan peraturan ' sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. : perundang-undangan.

100. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah 100. Ketentuan insentif dan disinsentif  adalsh

perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan

perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan
terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan

terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan

dengan rencana tata ruang dan juga perangkat
untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau
mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan
fencana tata ruang.

- Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan
sanksi bagi orang perseorangan dan/atau.
korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang |
melakukan  pelanggaran- pemanfaatan -ruang-
sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang
yang berlaku.

. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang
selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc
"yang - dibentuk untuk mendukung pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang |
penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah
kabupaten/kota, _dan - mempunyai fungsi-
membantu pelaksanaan tugas gubernur dan
bupatifwalikota dalam pelaksanaan koordinasi-

dengan rencana tata fuang dan juga perangkat
untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atay
-mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan
fencana tata ruang. . .
- Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan
sanksi bagi crang perseorangan dan/atau
korporasi "dan/atau ~ pejabat pemerintah yang
melakukan  pelanggaran pemanfaatan - ruang-

sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang |

yang berlaku,
. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang

" selanjutnya disingkat TKPRD adafah tim ad-hoc

yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah
kabupaten/kota,  dan .- ‘mempunyai - . fungsi

a

membanty pelaksanaan tugas gubernur dan |
bupati/walikota dalam _pelaksanaan koordinasi |

ne
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103.

104.

105.

penataan ruang di daerah.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah
pejabat pegawai negeri sipil tertenty yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang yang
menjadi dasar hukumnya masing-masing dan
dalam "pelaksanaan tugasnya berada dibawah
koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Masyarakat  adalah orang  perseorangan,
kelompok orang termasuk masyarakat hukum
adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
non pemerintah lain dalam penyelenggaraan
penataan ruang.

Peran masyarakat adalah partisipasi  aktif
masyarakat dalam perencanaan tata ruang,
pemenfaatan . ruang,  dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 3 (tiga)
Pasal baru yakni Pasal 1 A, Pasal 1 B, dan Pasal 1
C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Rencana tata }uang wilayah kabupaten menjadidasar

untuk
admin

penerbitan perizinan lokasipembangunan dan
istrasi pertanahan. -

2.

Pasal 16

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:

a.  p
p
b. p

enyusunan - rencana  pembangunan jangka
anjang daerah;
enyusunan - rencana  pembangunan jangka

menengah daerah;

c. p
p

-k

6. p

emanfaatan ruang  dan pengendalian
emanfaatan ruang di wilayah kabupaten;

d.  mewujudkan keterpaduan, keterkaitan,  dan

eseimbangan antarsektor;
enetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;

a.

103.

104.

105.

- xeseimbangan aritar sektor;

TRy 'if@b‘.?’.;.‘saf,‘d\:\ls‘:":!ilb‘ﬂ i< k:- A
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penataan ruang di daerah,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah
pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh undang-tndang yang
menjadi dasar hukumnya masing-masing dan
dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah
koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara
Republik Indonesia. :

Masyarakat  adalah orang  perseorangan,
kelompok orang termasuk masyarakat hukum
adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
non pemerintah lain dalam benyelenggaraan
penataan ruang. :

Peran masyarakat adalah  partisipasi  akif
masyarakat dalam perencanaan tata ruang,
pemanfaatan  ruang,  dan * pengendalian |
pemanfaatan ruang.

Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 3 {tiga)
Fasal baru yakni Pasa! 1 A, Pasal 1B, dan Pasal 1
C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Rencana tata fuang wilayah kabupaten menjadidasar
untuk penerbitan perizinan- lc)kasipembangunan‘ dan-

administras; pertanahan. - o ‘
Pasal 18 :

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:

penyusunan  rencana pembéngunan jangka
panjang daerah; o : :

penyusunan * rencana .pembangunan jangka
menengah daerah; ; :

“pemanfaatan ‘rdéng_ “dan ‘pengen_dalianA

pemanfaatan ruang di wilayah'lkabupaten;
mewuudkan keterpaduan, - Keterkaitan,  dan

penetapan lokasi dan fungsi ruan ‘untuk investasi:
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penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
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Pasal 1C

Wilayah kabupaten meliputi seluruh administrasi
kabupaten dengan luas kurang lebih 99,532
(sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh

dua) hektar yang terletak pada posisi 6° 43" 26" —
7009 43" Lintang Selatan dan 1100 27° 58" = 1100

48' 47"Bujur Timur dengan batas administrasi

meliputi:

a. Sebelah utara : Laut Jawa:

b.  Sebelah timur : Kabupaten Kudus. dan
kabupaten Grobogan;

€. Sebelah selatan Kabupéten Grobogan
dan Kabupaten Semarang; dan

d.  Sebelah barat :Kota Semarang.

Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas 14 (empatbelas) kecamatan,

meliputi:

Kecamatan Bonang;

Kecamatan Demak;

Kecamatan Dempat:

Kecamatan Gajah;

Kecamatan Guntur; .

Kecamatan Karangtengah;

Kecamatan Karanganyar;

Kecamatan Karangawen;

Kecamatan Kebonagung;

Kecamatan Mijen;

Kecamatan Mranggen;

Kecamatan Sayung;

Kecamatan Wedung; dan

. Kecamatan Wonosalam.

Ruang lingkup  materi

mencakup:

0. tujuan, kebij'akan dan strategi rencana tats
ruang; ~

TO mo a0 oo

PP

RTRW  Kabupaten

Kemenko Perekonomian

Masukan;

Garis pantai yang dipakai

dalam kebijakan satu peta
adalah garis pantai 2017,

Tanggapan;

Dilayah Jawa Tenah disepakati
bahwa garis pantai yang
dipakai dasar pembuatan peta

adalah garis pantai tahun 2013,

f.

penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
Pasal1C -

(1) Wilayah kabupaten meliputi seluruh administrasi

2

)

kabupaten dengan luas kurang lebih 99.532
(sembilan puluh sembilan riby lima ratus tiga puluh
dua) hektar yang terletak pada posisi 60 43’ 26" —
7009’ 43" Lintang Selatan dan 1100 27' 58" — 1100
48' 47" Bujur Timur dengan batas administrasi
meliputi;

a.  Sebelah utara : Laut Jawa;

b.  Sebelah timur : Kabupaten Kudus dan
Kabupaten Grobogan;

C. Sebelzh selatan - Kabupaten Grobogan
dan Kabupaten Semarang; dan

d.  Sebelah barat - Kota Semarang.

Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas 14 (empatbelas) kecamatan,
meliputi:

Kecamatan Bonang;

Kecamatan Demak;

Kecamatan Dempet;

Kecamatan Gajah;

Kecamatan Guntur;

Kecamatan Karangtengah;

Kecamatan Karanganyar; -

Kecamatan Karangawen;

i Kecamatan Kebonagung;-

- Kecamatan Mijen;

k. Kecamatan Mranggen:

I Kecamatan Sayung;

m.  Kecamatan Wedung; dan

n.  Kecamatan Wonosalam,

lingkup . materi RTRW. . Kabupaten 4

T e 00 o

Ruang
mencakup:

0. tujuan, kebijakan- dan strategi rencana iata
ruang, 4
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(1) Untuk  mewujudkan tujuan  penataan  ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun
kebijakan penataan ruang.

pada ayat (1) meliputi:
a. pengendalian alih fungsi lahan. . pertanian
produktif;
b.  pengsmbangan
prospektif;
c. ‘péngembangan kawasan pesisir;
d. pengembangan pusat pelayanan;
‘ ‘pengembangar  prasarana
. kawasan perkotaan dan perdesaan;
f. peningkatan pengeloiaankawasan lindung;

komoditas  pertanian yang

(2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud

wilayah  pada:

p.  rencana struktur ruang; p
Q. rencana pola ruang; Q. rencana pola ruang;
f. penetapan kawasan strategis; I. penetapan kawasan strategis;
. arahan pemanfaatan ruang; dan . arahan pemanfaatan ruang; dan
L ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. . t ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
BABII
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEG! PENATAAN
RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang _
Pasal 2 TETAP Kementerian ATR 3. Ketentuan Pasal 2 sehingga b i i
. : erbuny; sebagai
Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah berikut neg yi sebag
Daerah berbasis seklor pertanian dan perikanan yang Masukan: Pasal 2
unggul didukung sektor perdagangan dan jasa, industri, e . . . : .
usaha mikro kecil menengah, dan pariwisata. Agar menyesualkan genatian il ean lneijudkan ot o
rekomendasi KLHS aera bc.arbas:s sektor pertanian dan industri yang
ungggl didukuny  sektor perdagangan jasa dan
Tandaapan: pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
Telah disesuaikan
Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 3 TETAP




-

kégiatan budi da}a
agar tidak melampaui daya dukung dan daya
tampung lingkungan;

h. pengembangan  kawasan  industri yang

mempertimbangkan efektivitas ruang; dan

i.  peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan

SESUTATKORIINSERRE

SORAERREVS

a. mengarahkan perkembangan kegiatan
terbangun pada lahan-lahan yang bukan
merupakan sawah irigasi; dan -

b.  menetapkan lahan pertanian pangan
berkelanjutan. ‘

Strategi pengembangan komoditas pertanian yang

prospeklif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (2) huruf b meliputi :

a. menentukan zona kawasan pertanian lahan
basah, lahan kering, dan hortikultura; dan

b.  mengembangkan budidaya tanamar: buah-
buahan. :

Strategi pengembangan kawasan pesisir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf

¢ meliputi : o

a. menéembangkan kawasan pesisir yang berbasis
minapolitan; '

b.  melindungi kawasan yang terkena abrasi: dan

c.. mengembangkan kawasan pengolahan
perikanan.

Strategi pengembangan pusat peiayanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf

d-meliputi: .

a. mengembangkan sistem keterkaitan ekonomi
kawasan perkotaan-perdesaan; '

rekomendasi KLHS;

Pasal 4 ayat 2  Peru

ditambahkan poin daiam pasal

tersebut dengan:

¢. intensifikasi pertanian yang
ramah lingkungan  untuk
meningkatkan  produktivitas
pertanian tanaman pangan.

Pasal 4 ayat 3, Perlu
ditambahkan beberapa poin
dalam pasal tersebut dergar:

d. mengembangkan- kawasan
‘| ‘konsenvasi . mangrove’

sebagai pelindung abrasi,
periindungan
keanekaragaman hayati dan
wisata alam T

ditambahkan di belakang: poin c

| dan d: atau ditambahkan

tersendiri poin setelah. d:

¢ “... sumber daya air yang

Pasal 4, ayat 5 perly |

keamanan.
Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 4 TETAP Kementerian ATR Pasal 4
(1) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian (1) Strategi pengendalian aiih fungsi lzhan pertanian
produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat Masukan: produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
(2) huruf a meliputi: Agar menyesuaikan ayat (2) huruf a meliputi:

. mengarahkan perkembangan kegiatan
terbangun pada lahan-lahan yang bukan
merupakan sawah irigasi: dan

b.  menetapkan fahan pertanian pangan
berkelanjutan.

(2) Strategi pengembangan komoditas pertanian yang
prospeklif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf b mefiputi :

a.  menentukan zona kawasan pertanian lahan
basah, lahan kering, dan hortikultura; dan

b.  mengembangkan budidaya tanaman buah-

* buaham;dan - - o

C. intensifikasi pertanian yang ramah lingkungan

untuk meningkatkan produkiivitas pertanian
) tgnaman pangan. .

(3) Stralegi pengembangan kawasan- pesisir

-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2}
huruf ¢ meliputi : T

" &  mengembangkan kawasan pesisir yang
' - berbasis minapolitan; :

melindungi kawasan yang terkena abrasi; .

mengembangkan kawasan pengolahan
- perikanan; dan -

d. mengembangkan kawasan konservasi

- mangrove sebagai pelindung abrasi, _1 :




-~

mengembangkan pusat pelayanan baru yang

mampu berfungsi sebagai PKL; dan

¢.  mengoptimalkan peran Ibukota Kecamatan
sebagai PPK.

(5) Strategi pengembangan prasarana wilayah pada
kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:

a.  meningkatkan kualitas jaringan jalan yang
menghubungkan simpul-simpul kawasan
produksi dengan kawasan pusat pemasaran;

b.  meningkatkan pelayanan sistem kelistrikan dan

" telekomunikasi di kawasan perdesaan;

c. mengembangkan sistem prasarana sumberdaya
air; dan

d. . mengembangkan sistem sanitasi lingkungan di
kawasan perkotaan,

(6) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
f meliputi: '

a. meningkatkan kualitas perlindungan di kawasan

lindung sesuai dengan sifat periindungannya

b.

b.  meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadap manfaat perlindungan kawasan
lindung; dan '

c. memindahkan secara bertahap permukiman

~ berada di kawasan rawan banjir dan/atau rob
dan/atay abrasi.
(7) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan

daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi ;
a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya
_ terbangun di kawasan rawan bencana; '
b. - mengembangkan ruang kawasan perkotaan
perkotaan secara efisien dan kompak;
'C. mengembangkan ruang lerbuka hijau kawasan
perkotaan; dan - : »
‘d.  membatasi perkembangan kawasan terbangun

di kawasan perkotaan.

- 7. DRAE RARERDA SEBE OORDINASIL
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budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan-. - -

permukaan dan
pembatasan air bawah
tanah  dengan prinsip
berkelanjutan”.
‘mengembangkan  sistem
sanitasi skala lingkungan
dan wilayah”
‘mengembangkan  sistem
TPA  dengan sanitary
landfildan ~ waste o
energy”
“mengembangkan  sisten;
pengelolaan limbah cair
rumah  tangga  pada
kawasan perkotaan”

Pasal 4 ayat 6, Perlu
ditambahkan beberapa poin
dan diperbaiki poin ¢ daiam
pasal tersebut dengan:

(o

. dan pengembangan - |-

memindzahkan secara
bertahap permukiman
yang berada di kawasan
rawan banjir dan/atau rob
dan/atau abrasi dan/atay
kawasan lindung.

mengembangkan  sistem

-agroforestry  (wanatani)
“pada kawasan pertanian
* lahan kering.

mengembangkan kawasan

konservasi pada kawasan .
lindung sebagai

perlindungan
keanekaragaman  hayati

wisata.alam,
mengembangkan  ruang
terbuka  hijau  pada

4

()

- a. meningkatl?an.kualitas’pérlindungan di

wisata alam,
Strategi pengembangan pusat pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf d meliputi:

2. mengembangkan sistemn keterkaitan ekonomi
kawasan perkotaan-perdesaan;

b. mengembangkan pusat pelayanan bary yang
mampu berfungsi sebagai PKL; dan

€. mengoptimalkan peran Ibukota Kecamatan
sebagai PPK.

Strategi pengembangan prasarana wilayah pada
kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 3 ayat {2) huruf e meliputi:
a.  meningkatkan kualitas jaringan jalan yang
menghubungkan simpul-simpui kawasan
produksi dengan kawasan pusat pemasaran;
b.  meningkatkan pelayanan sistem kelistrikan
dan telekomunikasi di kawasan perdesaan;
C. mengembangkan sistem brasarana sumber
daya air yang mengutamakan air permukaan
dan pembatasan air bawah tanah dengan
prinsip berkelanjutan; dan . :
d.  mengembangkan sistem sanitasi skala
lingkungan dan wilayah;
€.- mengembangkan sistem TPA dengan sanita
landfilidan waste fo energy, '
f. mengembangkan sistem pengslolaan fimbah
cair rumah tangga pada kawasan. perkotaan
Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2
huruf f meliputi: -~ :

ka'wasanflindung- sesuai dengan sifat
perindungannya - . - -

b. meriingkatkan;pemahamari masyarakat
terhadap manfaat perlindungan kawasan
lindung; dan B .

C.  memindahkan secara ber_tahap‘pefmukiman




c.
(9) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan
keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf i meliputi:

a.

ATEN.DEMA

G

(8) Strategi pengembangan kawasan industri yang
mempertimbangkan efektivitas ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi ;
a.
b.

menentukan batas kawasan peruntukan industri;
mengatur kegiatan industri pada masing-masing
kawasan peruntukan industri; dan

meningkatkan pengelolaan kawasan industri.

mendukung penetapan kawasan strategis _
nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan
keamanan,

mengembangkan budidaya secara selektif di
dalam dar di sekitar kawasan strategis nasional
untuk menjaga fungsi pertahanan dan
keamanan; dan

turut serta memelihara dan menjaga aset-aset
pertananan

T

dan TPA.

Pasal 4 ayat 8, Perly
ditambahkan di belakang
beberapa poin dan diperbaiki

untuk poin b dan d

b.  mengatur kegiatan industri
pada masing-masing
kawasan peruntukan
industri dengan

pendekatan kapasitas
daya dukung dan daya
tampung lingkungan hicup
¢.  meningkatkan pengelofaan
kawasan  industii yang
dilengkapi dengan- sarana
prasarana  pengelolaan
limbah dan air baku yang

berkelanjutan.

d. mengembangkan kegiatan
agroindusiri pada kawasan
industri yang berdekatan
dengan kawasan
pertanian dan perikanan.

Tanggapan:

Telah disesuaikan

2 R L ey TSR
sempadan jalan, rel kereta

(7) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan
budidaya agar tidak melampaui daya dukung dar,
daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi -

a.

1@

£

b.
C.
d.

Strategi pengembangan kawasan industi yang
mempertimbangkan efekfivitas fuang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.ayat (2) huruf h meliputj :
a.
- industri; -

& SRSl
yang berada di kawasan rawan banii
dan/atau rob dan/atau abras; dan/atau
kawasan lindung;

mengembangkan sistem agroforestry
(wanatani) pada kawasan pertanian lahan
kering;

mengembangkan kawasan konservasi pada
kawasan lindung sebagai periindungan
keanekaragaman hayati dan pengembangan
wisata alam; dan

mengembangkan ruang terbuka hijau pada
sempadan jalan, rel kereta dan TPA.

membatasi perkembangan kegiatan budidaya
terbangun di kawasan rawan bencana;
mengembangkan ruang kawasan perkotaan
perkotaan secara efisien dan kompak;
mengembangkan ruang terbuka hijau
kawasan perkotaan; dan

membatasi perkembangan kawasan
terpangun di kawasan perkotaan.

menentukan batas kawasan peruntukan

mengatur kegiatan industri pada masing-
masing kawasan peruntukan industri dergan
pendekatan kapasitas daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup - o
meningkatkan pengelolaan kawasan industri
yang dilengkapi dengan sarana prasarana
pengelolaan-fimbah dan air baky yang -
berkelanjutan. . R

'meng'embéngkan kegiatan agroindustri. pada '
“kawasan industri yang berdekatan dengan '

na
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kawasan
(9) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan
dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:

a. mendukung penetapan kawasan strategis
nasional dengan fungsi khusus pertahanan
dan keamanan;

b.  mengembangkan budidaya secara selektif di
dalam dan di sekitar kawasan strategis
nasional untuk menjaga fungsi pertahanan
dan keamanan; dan

C. turutserta memelihara dan menjaga aset-aset

pertahanan

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal §
Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas :
a. rencana sistem pusat pelayanan; dan
b.  rencana sistem jaringan prasarana wilayah.

(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran | varg
merupakan: bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

" Daerah ini.

—
—
~—

Ketentuan Pasal 5 ayat (1), sehingga berbunyi
sebagaiberikut

(O]

Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas :

a rencana sistem perkotaan; dan
b.  rencana sistem jaringan prasarana.

(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketefitian 1:50.000 tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan. “bagian tidak

_terpisahkan dari Peraturan Daerah'ini, -~ ... ...

(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), sehingga berbunyi
sebagai berikut:
' Pasal 5
(1) Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas :
a.  rencana sistem perkotaan: dan
b. rencanasistem jaringan prasarana.

pada ayat (1) digambarkan dalam- peta dengan |
tingkat  ketelitian  1:50.000 tercantum. dalam
Lampiran | yang merunakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. A

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Pelayanan

_ Paragraf 1
Umum ‘ : , . o
Pasal 6 4. - Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berb(:nyi i Kementerian ATR/BPN - 5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi
(1) Sistem. pusat pelayanan sebagaimana dimaksud |  sebagaiberikut: ' o sebagai berkut: . R
‘ dalam Pasal 5 ayat-(1) huruf a terdiri:atas : " Pasal 6 Mastikan: Pasal 6

a. sistem perkotaan;

(1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud

- Berdasarkan Perpres 78/2017

(1) Rencana sistem pekata_an,sebégéimana_dimaksud ‘

an
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b. sistem perdesaan; dan

daiam Pasal 8 ayét

AR

(‘1 ). hurIJf;i (é}dlrl étés :

ngsepur,
wilayah Demak masuk dalam

tentang RTR Kedu
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.  sistem wilayah, a.  struktur perkotaan; dan Kot Kag a. s@ktur Perkotaan; dan
(2) Sistem perkotaan sebagaimana-dimaksud pada ayat b.  sistem wilayah. edungsepur. b. sistem wilayah.
(1) huruf a terdiri atas : (2) Pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada - (2) Pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada
a. pengembangan PKL; ayat (1) huruf a terdiri atas Tanggaf)an: ayat (1) huruf a terdiri atas :
b.  pengembangan PKLp; dan a. PKL Dalam sistem perkotaan sudah a. PKN;
. dimasukan penetapan PKN .
¢. pengembangan PPK. b. PPK;dan Kedun =ld b. PKL;
. ) gsepur di wilayah .
(3) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat c. PPL Kabupaten Demak. ¢. PPK:dan
(1) huruf b berupa pengembangan PPL. (3) Sistem wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat d. PP
(4) Sistem wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (1) huruf ¢ terdiri atas : (3) Sistem wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
huruf ¢ terdiri atas : a. penetapan satuan wilayah pembangunan; dan (1) huruf ¢ terdiri atas :
a.  penetapan satuan wilayah pembangunan; dan c.  rencana fungsi satuan wilayan pembangunan. a.  penetapan satuan wilayah pembangunan; dan
b.  rencana fungsi satuan wilayah pembangunan. b.  rencana fungsi satuan wilayah pernbangunan.
Paragraf 2
Sistem Perkotaan dan Perdesaan
Pasal 7 _ 5. Kelentuan Pasal 7diubah sehingga berbunyi Kementerian ATR/ BPN 6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi
(1) Pengembangan PKL sebagaimana dimaksud datam sebagaiberikut: . sebagai barikut:
Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi: Pasal 7 Masukan Pasa; 7
a. Kawasan Perkolaan Demak; dan (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal § ayat Berdasarkan Perpres 78/2017 (1) PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
b.  Kawasan Perkotaan Mranggen. (2) huruf a meliputi: tentang RTR Kedungsepur, (2) huruf a merupakan bagian dari kawasan
(2) Pengembangan PKLp sebagaimana dimaksud dalarn 3. Kawasan Perkotaan Demak; dan wilayah Demak masuk dalam Eg:;::ﬁi" ?egjﬁ;fa&}(?;g;; S:T;;( Bgrggar?
' Pasal 6 ayat (2) huruf b berada di ‘Kawasan b. Kawasan Perkotaan Mranggen. KSN Kedungsepur. Kecamgtan Sae Kecamatgn pKaran x aah'
Perkotaan Wedung. . 2 él;}; set;agair?an? dimaksud dalam Pasal 9 ayat ; Kecamatan Demyak g:’:m Kecamatan Mranggén.lg '
3) Pengembangan PPK sebagaimana dimaksud dafam . uruf ¢ meliputi : anggapan: v S -
o Pasgl 6 a)léltg(?) hurufc mel?puti : ‘ a.  Kawasan Perkotaan Gajah; Wilayah Kabupaten Demak. @) Ellfr]—ufss lr)sg?’;znéna qlmaksud Qalam Pasal Gayat (2)
a. Kawasan Perkotaan Gajah; . b. Kawasan Perkotaan Dempet; Zzggg‘g;’: dz Z?Kﬁiiﬂagtsa? ur a. Kawasan Perkotaan Demak: dan
b.: Kawasan Perkotaan Dempe't, ¢.” 'Kawasari Perkotaan Guntur,‘ Sayung, Kecamatan b." Kawasan Perkotaan Mranggen;
c.  Kawasan Perkotaan Guntur; d. Kayvasan Perkotaan Sayung; Karangtengah, Kecamatan (3) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasalg ayat
d. Kawasan Perkotaan Sayung; €. Kawasan Perkotaan Karangtengah; Demak dan Kecamatan (2) huruf ¢ meliputi :
e. Kawasan Perkotaan Karangtengah; - £ Kawasan Perkotaan Bonang; Mranggen . a. Kawasan Perkotaan Gajah;
f. Kawasan Perkotaan Bonang; " g.  Kawasan Peikotaan Wedung; . b, Kawasan'PerkotaanDempet; .
g. Kawasan Perkotaan Karangawen; h. Kawasan Perkotaan Karangawen; ¢ Kawasan Perkotaan Guntur.
h.  Kawasan Perkotaan Wonosalam; i Kawasan Perkotaan Wonosalam: d. . Kawasan Perkotaan Sayung:
i.  Kawasan Perkotaan Karanganyar; - J. Kawasan Ferkotaan Karanga_nyar; e - Kaw‘asah' Pérkbtéén Karangtengah:
j- Kawasan Perkotaan Mijen; dan k. Kawasan Perkqtaan Mijen; dan £ Kawasan Perkotaan Bonang;
k. Kawasan Perkotaan Kebonagung.
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(3) Kawasan Perkotaan Sayung dan Kawasan
Perkotaan Wedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d dan huruf huruf gdidorong untuk
berperan sebagai PKL_.

PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) huruf ¢ meliputi ;

(4)

a.
b.

Desa Tambirejo berada di Kecamatan Gajah;
Desa Dempet dan Desa Sidomulyo berada di
Kecamatan Dempet;

Desa Pamongan berada di Kecamatan
Guntur; )

Desa Gemulak dan Desa Bulusari berada dj
Kecamatan Sayung; :

Desa Pulosari dan Desa Karangsari berada di

Kecamatan Karangtengah;

Desa Gebang dan Desa Bonangrejo berada di
Kecamatan Bonang;

Desa Tlogorejo berada di Kecamatan
Karangawer:;

Desa Kendaldoycng dan Desa Trengguli
berada di Kecamatan Wonosalam;

Desa Cangkring berada di Kecamatan

" Karanganyar;

Desa Bakung berada di Kecamatan Mijen;

Desa Werdoyo berada di Kecamatan
Kebonagung; dan

Desa Buko dan Desa Bungo beradadi e

Kecaiatan Wedurig.

Kawasan perkotaan PKL' sebagaimaria’

dimaksud pada ayat (1) dan PPK
sebagaimana dimaksud pada. ayat (2) akan
disusun rencana detail tata ruangnya..

(4)

g. Kawasan

h.  Kawasan Perkotaan Karangawen:

I Kawasan Perkotaan Wonosalam;

|- Kawasan Perkotaan Karanganyar;

k. Kawasan Perkotaan Mijen; dan

. Kawasan Perkotaan Kebonagung.

Kawasan Perkotaan Sayung dan Kawasan

Perkotaan Wedung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d dan huruf gdidorong  untuk

berperan sebagai PKL.

PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2) huruf ¢ meliputi ;

a.  Desa Tambirejo berada di Kecamatan Gajah;

b.  Desa Dempet dan Desa Sidomulyo berada di
Kecamatan Demipet;

C.  DesaPamongan berada di Kecamatan
Guntur;

d.  Desa Gemulak dan Desa Bulusari berada di
Kecamatan Sayung;

€. Desa Pulosari dan Desa Karangsari berada di ’
Kecamatan Karangtengah; '

f. Desa Gebang dan Desa Benangrejo berada di
Kecamatan Bonang;

9. Desa Tlogorejo berada di Kecamatan
Karangawen;

h. Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli
berada di Kecamatan Wonosalam;

. Desa Cangkring berada dj Kecamatan ki,_-- e

Karanganyar; )
J- Desa Bakung berada di Kecamatan Mijen;
k. Desa Werdoyo berada dj Kecamatan
. Kebonagung; dan
. Desa Buko dan Desa Bungo berada di
Kecamatan-Wedung. . , |
Kawasan perkotaan - PKL sebagaimana’ dimaksud
pada ayat- (1) dan PPK sebagaimana: dimakeud
pada ayat (2). akan disusun rencana detail tata |
ruangnya. ' '
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Pasal 8
Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (3) meliputi :
a. Desa Tambirejo berada di Kecamatan Gajah;

b. Desa Dempet dan Desa Sidomulyo berada di
Kecamatan Dempet;

¢.  Desa Pamongan berada di Kecamatan Guntur;

d. Desa Gemulak dan Desa Bulusari berada di
Kecamatan Sayung;

e. Desa Pulosari dan Desa Karangsari berada di
Kecamatan Karangtengah;

f.  Desa Gebang dan Desa Bonangrejo berada di
Kecamatan Bonang;

g. Desa Tlogorejo berada di Kecamatan Karangawen;

h. Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli berada di
Kecamatan Wonosalam:

.. Desa Cangkring berada di Kecamatan Karanganyar;
J-. Desa Bakung berada di Kecamatan Mijen;
k. Desa Werdoyo berada di Kecamatan Kebonagung;

Pasal 8
Masuk ke Pasal 7)

—

7. Pasal8 Dihapus

(Masuk ke Pasal 7)

dan
Desa Buko dan Desa Bungo berada di Kecamatan
Wedung.
Paragraf 3 E——
Rencana Sistem Wilayah
Pasal 9 TETAP
(1) Penetapan  satuan wilayah  pembangunan
sebagaimana dimaksud.dalam Pasal 6 ayat (4) huruf |
a terdiri atas: ) :
a. satuan wilayah pembangunan | dengan pusat
pelayanan di Kawasan Perkotaan Kawasan
Perkotaan Demak meliput :
1. Kecamatan Sayung;
2. Kecamatan Karangtengah; -
3. Kecamatan Demak; dan
4. Kecamatan Wonosalam.
b.  satuan wilayah ‘pembangunan I dengan pusat
pelayanan di Kawasan Perkotaan Mranggen . o
' ]
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1. Kecamatan Mranggen;

(2) Rencana fungsi satuan wilayah pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf
b terdisi atas: . '
a.

'meliputi:

2. Kecamatan Karangawen; dan

3. Kecamatan Guntur.

satuan wilayah pembangunan Il dengan pusat
pelayanan di Kawasan Perkotaan Wedung
meliputi :

1. Kecamatan Wedung; dan

2. Kecamatan Bonang.

satuan wilayah pembangunan 1V dengan pusat
pengembangan di  Xawasan Perkotaan Gajah
meliputi :

1. Kecamatan Gajah;

2. Kecamatan Karanganyar; dan

3. Kecamatan Mien. .

satuan wilayah pembangunan V dengan pusat
pengembangan di Kawasan Perkotaan Dempet
meliputi ; -

1. Kecamatan Dempet; dan

2. Kecamatan Kebonagung.

satuan wilsyah pembangunan | dengan fungsi
meliputi : - o
pusat pemerintah Daerah;
perdagangan dan jasa;
‘pertanian;
perikanar;
petemakan;
industri;
- transportasi; dan
. pariwisata.
satuan wilayah' pembangunan Il dengan fungsi
meliputi:;
1. pertanian;
2. perdagangan dan jasa; -

NG A N
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3. peternakan; dan

4. industri.
C. satuan wilayah pembangunan Iil dengan fungsi
meliputi :
1. pertanian;
2. perikanan;
3. perdagangan dan jasa;
4. peternakan;
5. industr; dan
6. pariwisata.
d. satuan wilayah pembangunan IV dengan fungsi
meliputi :

1. pertanian;
2. perdagangan dar jasa;
3. perikanan;
4. peternakan; dan
5. industri.
e. safuan wilayah pembangunan V dengan fungsi
meliputi:
1. pertanian;
2. perdagangan dan jasa;
3. peternakan; dan
4. industri.

T S AR RO
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Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 10

Sistem  jaringan * prasarana wilayah sebagaimana |

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi ;
a. sistem jaringan transportasi;

sistem jaringan energi;

sistem jaringan telekomunikasi;

sistem jaringan sumber daya air; dan-

¢ a0 o

TETAP

sistem jaringan prasarana lainnya.
o ~ Paragraf 1
- Sistem Jaringan Transportasi

7
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Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

a. rencana sistem transportasi darat; dan

b. rencana sistem transportasi kereta api.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut :
Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

a.  sistem jaringan transportasi darat;
sistem jaringan transportasi sungai, danau; dan

sebagai berikut ;
Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

a. sistem jaringan transportasi darat;
sistem jaringan transportasi sungai, danau; dan

Pasal 12
Sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
a. rencana prasarana jaringan jalan;
b. rencana sarana pelayanan angkutan umum; dan
c. rencana pelavanan angkutan urum.

Rencana prasarana jaringan jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan

berdasarkan:
a. sistem jalan; dan
b. fungsijalan.

Sistem jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a terdiri atas:

a. jalan primer; dan

b. jalan sekunder.

Fungsi jalan sebagaimana dimaksud para ayat (2)

huruf b terdiri atas:

a. jalan arten;

b. - jalan kolektor;

c. jalan lokal; dan

d. jalan lingkungan; :

(5) Rencana sarana pelayanan angkutan umum.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa

. sistem terminal.

(6) Rencana pelayanan angkutan umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berupa peningkatan

rete pelayanan.angkutan umum.

b
C. sistem jaringan transportasi laut.
8. Ketentuan Pasal 12diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 12

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana
dimaksu dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

a. sistem jaringan jalan; dan
b. sistem jaringan kereta api.
(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas: '
a.  rencana prasarana jaringan jalan;dan
b.  rencana angkutan umum.

Kementerian ATR

Masukar. :

Agar disesuaikan dengan
rekomendasi KLHS;

Pasal 12, Perlu ditambahkan
pada ayat 5

‘rencana sistem transportasi
jalan raya perlu dilengkapi
dengan penyediaan sempadan
untuk jalur hijau”

Tanggapan:
Dimasukkan dalam indikasi
"program

b
C.  sistem jaringan transportasi laut,
9. Ketentuan Pasal 12diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

a. sistem jaringan jalan; dan
b.  sistem jaringan kereta api.
(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.  rencana prasarana jaringan jalan;dan
b.  rencana angkutan umum.

Pasal 13

9. Ketentuan Pasal 13diubah sehingga berbunyi

Menambahkan rencana

pembangunan ferminal Tipe B-

.| 10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi .
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1.

1.

2.

a.  jalan arteri primer meliputi:

b. jalan kolektor primer meliputi:

3.

C.  jalan lokal primer meliputi:
1.

2.
" Mranggen;

3.

pembangunan jalan arteri primer bebas
hambatan Semarang-Rembang beserta
interchange yang melalui Kecamatan Sayung -
Kecamatan Karang Tengah - Kecamatan
Wonosalam - Kecamatan Gajah - Kecamatan
Karanganyar.

penambahan interchange jalan arteri primer
bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dapat ditambah atau dikurangi dengan
izin Pemerintah; dan :

peningkatan jalan arteri primer bukan bebas
hambatan melalui Kecamatan Sayung -
Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak -
Kecamatan Gajah - Kecamatan Karanyanyar.

peningkatan ruas jalan Mranggen — Karangawen
— Gubug - Kebonagung — Godeng (Kabupaten
Grobogan);

peningkatan ruas jalan Demak - Wonosalam —
Dempet - Godong (Kabupaten Grobogan); dan
peningkatan ruas jalan Trengguli/ Gajah - Mijen
~ Welahan (Kabupaten Jepara).

peningkatan ruas jalan Demak - Bonang -
Wedung; ) ‘
peningkatan ruas jalan Cnggorawe — Waru — .

peningkatan ruas jalan Mranggen ~ Kangkung —
Kebonbatur — Banyumeneng/ Girikusumo;
peningkatan ruas jalan Kangkung — Sumberejo ~
Margohayu ~ Wonosekar - Tlogorejo;
peningkatan ruas jalan Karangawen - Jragung;
peningkatan ruas jalan: Karangtengah — Guntur -
Karangawen; :
peningkatan ruas Jalan Pamongan - Bulusari ~

(1)

(6

Pasal 13

Rencana prasarana jaringan jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri
atas:
a.  jaringan jalan nasional:
b.  jaringan jalan provinsi:
C. Jaringan jalan yang menjadi - kewenangan
kabupaten;
jalan desa;
jalan khusus;
terminal penumpang;dan
g. terminal barang.
Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.  Jaian arteri primer meliputi.

1. Jaian Bts. Kab. Demak/Kudus — Jati;

2. Jalan Lingkar Demak;

3. Jalan Bts. Kota Demak — Trengguli;

4. - Jalan Trengguli - Bts. Kab. :

- Demak/Kudus; dan
5. Jalan Bts. Kota Semarang - Bts. Kota
- Demak.

b.  Jalan Kolektor Primer 1 (JKP1) meliputi:

1. Jalan Trengguii - Bts. Kab. Demak/Bts.

Kab. Jepara;

~o a

2. Jalan Bts, Kab. Demak/Bis. Kab. Jepara |

"= Margoyoso;
c. Jalan tol meliputi:
" 1. Jalan tol Semarang - Demak:
‘2. Jalan tol Damak - Tuban; dan
3. exittol di Kecamatan Sayung dan
* Kecamatan Wonosalam.

Jaringan jalan' provinsi sebagaimana. dimaksud
pada ayat (1) huruf b-berupa Jalan Kolektor Primer
2 (JKP2) meliputi: .
a. Jalan Semarang - Godong

' -Mén'yés;haika

Tengah)

Pasal 13

Rencana prasarana jaringan jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdii
atas:

a.  jaringan jalan nasional;
b.  jaringan jalan provinsi;
C. Jaringan jalan yang menjadi kewenangan

kabupaten;
d. jalan desa;
€. jalan khusus;
£ terminal penumpang;dan
9. terminal barang,

Jaringan jalan nasional sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a mefiputi:
a.  Jalan arteri primer meliputi:

1. Jaian Bts. Kab: Demak/Kudus - Jati:

2. Jalan Lingkar Demak;

3. Jalan Bts. Kota Demak ~ Trengguli:

4

Jalan Trengguli - Bts. Kab.
Demak/Kudus: dan

S. Jalan Bts. Koia Semarang - Bts. Kota
Demak.

b.  Jalan Kolektor Primer 1.(JKP1) meliput:
1. Jalan Trengguli - Bts, Kab, Demak/Bts.
Kab, Jepara; :
.2 Jalan Bts. Kab. Demak/Bts. Kab, Jepara
~ Margoyoso; ' T
C. Jalan tol meliputi:
1. Jalan tol Semarang - Demak:
2. Jalan tol Demak — Tuban; dan
3. exittol berada di Kecamatan Sayung dan
- Kecamatan Wonosalam. :
Jaringan jalan provinsi- sebagaimana dimakéud_ ‘
pada ayat {1) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer
2 (JKP2) meliputi R
8. Jalan Semarang - Godong; .
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Banjardowo ( ;

8. peningkatan ruas jalan Onggorawe - Suradadi:

9. peningkatan ruas jalan Karangtengah -
Tambakbulusan;

10. peningkatan ruas jalan Desa Sriwulan — Bedono
- Timbulsluko — Surodadi -~ Tambakbulusan —
Morodemak - Purworejo ;

11. peningkatan ruas jalan Desa Berahan Wetan -
Babalan - Kedungmutih — Kedungkarang —
Tedunan;

12. peningkatan ruas jalan Wedung - Bungo —Jetak

. —Mien;

13. peningkatan ruas jalan Karanganyar ~
Kedungwaru kidul - Gempolsongo - Mijen;

14. peningkatan ruas jalan Burgo ~ Mutih Kulon:

5. peningkatan ruas jalan Karangnyar — Sambung
— Sidomulyo ~ Merak;

16. penirgkaten ruas jalan Gajah - Dempet;

17. peningkatan ruas jalan Dempet - Sidomulyo;

18. peningkaian ruas jalan Dempet - Kebonagung;

19.  peningkatan ruas jalan Karangtengah — Pasar
Wonosalam ~ Doreng - Megonten;

20. peningkatan ruas jalan Demak ~ Pasar
Wonosalam;

21. peningkatan ruas jalan Mranggen - Batursari —
Pucanggading / TVRI - Kebonbatur; dan

22. peninykatan ruas jalan Jalan lingkar Mranggen.

d.  jalan _lingl_tung_an-be.rupa-_pengembangan dan

peningkatan jaian lingkungan berada di seluruh

wilayah Daerah. :

d.

Jalan Demak — God:;g;
Jalan Semarang — Demak — Jepara (jalan
pesisir); dan

Rencana jalan lingkar Mranggen.

(4) Jaringan jalan yang menjadi  kewenangan
kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ berupa jalan lokal primer meliputi:

a.
b.
c.

Jalan Demak - Bonang - Wedung;

Jalan Onggorawe ~ Wary —Mranggen:

Jalan Mranggen — Kangkung — Kebonbatur ~
Banyumeneng/ Girikusumo;

Jalan Kangkung — Sumberejo - Margahiayu —
Wonosekar - Tiogorejo;

Jalan Kerangawen — Jragung;

Jalan Karangtengah ~ Guntur ~ Karangawen;
Jalan Pamongan - Bulusari — Banjardowc
(Kota Semarang); '
Jalan Onggorawe — Suradadi;

Jalan Karangtengah — Tambakbutusan:

Jalan Desa Sriwulan — Bedong — Timbulsluko
- Surodadi — Tambakbulusan — Morcdemak -
Purworejo ;

Jalan Desa Berahan Wetan — Babalan -

" Kedungmutih ~ Kedungkarang — Tedunan;

Jalan Wedung - Bungo --Jetak — Mijen;
Jalan Karanganyar - Kedungwaru kidui —
Gempolsongo ~ Mijen;

" Jalan:Bungo - Mutik.Kuion: - e

Jalan Karangnyar — Sambung - Sidomulye ~
Merak; '
Jalan Gajah - Dempet;

- Jalan Dempet - Sidomulyo;

peningkatan  ruas jalan- Dempet -
Kebonagung;
Jalan Karangtengah. - Pasar Wonosalam —~

Doreng - Megonten;

(4)

Jalan Demak ~ Pasar Wonosalam:;

d.

Jaringan  jalan yang  menjadi kewenangan
kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ berupa jalan lokal primer meliputi:

a.
b.
C.

) Kebonagung; .
Jalan Karangtengah — Pasar Wonosalam -

Jalan Semarang - Demak - Jepara (jalan
pesisir); dan
Rencana jalan lingkar Mranggen.

Jalan Demak - Bonang - Wedung;
Jalan Onggorawe ~ Wary — Mranggen:

Jalan Mranggen - Kangkung ~ Kebonbatur -
Banyumeneng/ Girikusumo;

Jalan Kangkung - Sumberejo ~ Margohayu —
Wonosekar - Tlogorejo;

Jalan Karangawen — Jragung;
Jalan Karangtengah — Guntur — Karangawen;

Jaian Pamongan - Bulusari — Banjardowo
(Kota Semarang); '

Jalan Onggerawe - Suradadi;

Jalan Karangtengah — Tambakbulusan;

Jalan Desa Sriwulan — Bedono - Timbulsluko
— Surodadi — Tambakbulusan — Morodemak -
Purworejo ;

Jalan Desa Berahan Wetan - Rabalan -
Kedungmutih — Kedungkarang ~ Tedunan;
Jalan Wedung ~ Bungo —Jetak — Mijen;

valan Karanganyar - Kedungwary kidul —
Gempolsongo - Mijen; ‘

Jalan Bungo — Mutih Kulon; ..

Jalan Karangnyar — Sambung - Sidomulyo -
Merak;

Jalan Gajah — Dempet;
Jalan Dempet ~ Sidomulyo;
peningkatan  ruas jalan

Dempet . - |-

Doreng - Megonten;
Jalan Demak - Pasar Wonosalam;
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Jalan Mranggen - Batursari
TVRI - Kebonbatur; dan

v.  Jalan lainnya yang ditetapkan Bupati

(5) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d  meliputi  rencana peningkatan dan
pengembangan prasarana jalan perdesaan di
seluruh Daerah,

(6) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e berupa pengembangan di kawasan
industri di Kecamatan Sayung dan Karang Tengah,

(7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f meliputi:
a. lerminal penumpang Tipe A direncanakan di
Kawasan Perkotaan Demak:
b.  terminal penumpang Tive C direncanakan
meliputi : . :
Kawasan Perkotaan Mranggen;
Kawasan Perkotaan Wedung;
ibukota Kecamatan Wonosalam;
ibukota Kecamatan Gajah;
ibukota Kecamatan Karanganyar;
Ibukota Kecamatan Mijen;
Ibukota Kecamatan Boiang;
Ibukota Kecamatan Sayung;
. Ibukota Kecamatan Karangtengah;
10. Ibukota Kecamatan Cuntur;
11. Ibukota Kecamatan Dempet;
- 12: " Ibukota Kecamatan Karangawen; dan -
13. Ibukota Kecamatan Kebonagung.

(8) Term_inal barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g berada di Kecamatan Sayung.

©END O AW
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Jalan Mranggen —
TVRI - Kebonbatur: dan
V. Jalan.ainnya yang ditetapkan Bupati

(5} Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d  meliputi rencana _peningkatan  dan
pengembangan prasarana jalan perdesaan di
seluruh Daerah.

(6) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e berupa pengembangan di kawasan
industri di Kecamatan Sayung dan Karangtengah.

(7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f meliputi:

a.  lterminal penumpang Tipe A direncanakan di
Kawasan Perkotaan Demak;

b. terminal penumpang Tipe B direncanakan di
Kawasan Perkotaan Mranggen;

C. terminal penumpang Tipe G direncanakan
melipuii :

1. Kawasan Perkotaan Mranggen;

2. Kawasan Perkotaan Wedung;

3. Ibukota Kecamatan Wonosalam;

4. Ibukota Kecamatan Gajah;

5. Ibukota Kecamatan Karanganyar;

6. Ibukota Kecamatan Mijen;

7. Ibukota Kecamatan Bonang;

8

9

10
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Ibukota Kecamatan SaYung;
Ibukota Kecamatan Karangtengah;
. Ibukota Kecamatan:Guntur:: -
.- Ibukota Kecamatan Dempet;
12. lbukota Kecamatan Karangawen: dan

13. !buketa Kecamatan Kebonagung.

1(8) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayaf" _

(1) huruf g berada di Kecamatan Sayung.

Pasal 14

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi :

Rencana sarana pelayanan-angkutan umum sebagaimana |

- 10. Pasal 14 Dihapus

|

{ a.__terminal penumpang Tipe A direncanakan d;

11. Pasal 14 Dihapus -

A1
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Kawasan
b.  terminal penumpang Tipe C direncanakan meliputi ;

1. Kawasan Perkotaan Mranggen;

2. Kawasan Perkotaan Wedung;

3. Ibukota Kecamatan Wonosalam;

4. lbukota Kecamatan Gajah;

5. Ibukota Kecamatan Karanganyar;

6. Ibukota Kecamatan Mijen;

7. Ibukota Kecamatan Bonang;

8.  Ibukota Kecamatan Sayung;

9. Ibukota Kecamatan Karangtengah;

10. Ibukota Kecamatan Guntur;

1. Ibukota Kecamatan Dempet;

12. ibukota Kecamatan Karangawen; dan

13. Ibukota Kecamatan Kebonagung.

terminal barang direncanakan di Kecamatan Sayung.

Pasal 15 '
Rencana pelayanan angkutan umum sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf ¢ berupa
peningkatan rute pelayanan angkutan umum meliputi :

a. Semarang-Demak-Kudus-Pati—Rembang-Lasem;
Semarang-Demak-Kudus;
Semarang-Demak—Kudus-Pati-Juana;
Tegal—Pekalongan-Semarang-Dema‘k-Kudus;
Kudus-Demak-Semarang-Secang-Wonosobo-
Purwokerto;

.~ ~Semarang-Demak-Kudus- Rembzng-Blora-Cepu;
Tegal-Peka}ongan-Sema‘ran‘g-Demak-Kudus;
Semarang-Demak-KudUs-Péti-Rembang;
Semarang-Demak-Kudus-Pati:
Semarang-Demak-Kudus-Jepara;

k. Jepara-KudUs-Demak-Semarang-Pekalongan-Tegal;
. Tegal-Semarang-Demak-Kudus;

m. Se‘marang-Demak-Kudus-Jepara—Bangs_ri;

n. Solo-Salatiga-Semarang-Demak-Kudus-Pati

® ao o

T o -
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1.

(1)

(2)

c. Séniarang-Demak—Kudus-Pati-_Juana;

Ketentuan Pasal 1{5diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut ;

Pasal i5

Rencana angkutan umum sebagaimaan dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:

a. Pehgembangan angkutan
Kedungsepur.

b. Rencana pelayanan angkutan umum

Pengembangan angkutan umum Kedungsepur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). huruf a

umum

“berupa penyediaan angkutan umum-massal dan | - - --

fasllitas. pendukungnya yang menghubungkan
Kawasan Kedungsepur.
Rencana pelayanan angkutan umum sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b,

berupa peningkatan rute pelayanan angkutan

umum meliputi: 4
a. Semarang-Demak-Kudus-P.ati-Rembang-
~ Lasem;

Semarang-Demak-Kudus:

Menyesuaikan dengan
nomnklatur dalam RTRW Jawa
Tengah

(1)

(3)

12,

- yang dimaksud dalam

S SR

Ketentuan Pasai 15 diub.
sebagai berikut -

ah sehingga berbunyi

Pasal 15

Rencana angkutan umum sebagaimaan dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:

a.  pengembangan angkutan umum. Kawasan |
Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran -
Salatiga - Semarang - Purwodadi
(Kedungsepur); dan -

b. iencana pelayanan angkutan umum.

Pengembangan -angkutan- umum Kedungsepur |-

sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) huruf a

berupa penyediaan bus perkotaan dan fasilitas

pendukungnya yang menghubungkan Kawasan

Kedungsepur. - ' '

Rencana pelayanan angkutan umum sebagaimana

Pasal 12 ayat (2} huruf b

berupa peningkatan rute pelayanan angkutan

umum meliputi 4
a. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang-
Lasem; :
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Semarang-Demak-Godong-Purwodadi;
Semarang-Demak-Godong-Purwodadi-Blora;
Semarang-Demak-Purwodadi-Solo;
Wedung-Demak-Godong-Purwodadi;
Morodemak-Bonang-Demak; dan
Mranggen-Karangawen-Guntur—Karangtengah.

Kudus-Demak-Semarang-Secang-Wonosobo-
Purwokerto; :
f. Semarang-Demak-Kudus-Rembang-Blora—
Cepu;
g TegaI-Pekalongan-Semarang-Demak-Kudus;
h. Semarang-Demak-Kudus—Pati-Rembang,'
Semarang-Demak-Kudus-Pati;
Semarang-Demak-Kudus-Jepara;
Jepara-Kudus-Demak-Semarang-Pekalongan—
Tegal,
Tegal-Semarang-Demak-Kudus;
Semarang-Demak-Kudus-Jepara-Bangsri;
Solo-Salatiga: Semarang-D_emak-Kudus-Pati;
Semarang-Demak-Godong-Purwodadi;
Semarang-Demak-Godong-Purwodadi-Blora;
Semarang-Demak-Purwodadi-Solo;
Wedung-Demak-Godong-Pum/odadi;
Morodemak-Bonang-Demak; dan

Mranggen-Karangawen-Guntur-
Karangtengah.
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Tegal-Pekalongan-Semarang-Demak-Kudus;

® 00 o

Sérﬁérang-Demak-Kudus;
Semarang-Demak-Kudus-Pati-Juana;
Tegal-Pekalongan-Semarang-Demak-Kudus;

Kudus-Demak-Semarang-Secang-Wonosobo-
Purwokerto;

Semarang-Demak-Kudus-Rembang-Blora-
Cepu;

g Tegal-Pekalongan-Semarang-Demak-Kudus;
Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang;
Semarang-Demak-Kudus-Pati;
Semarang-Demak-Kudus-Jepara;
Jepara-Kudus-Demak-Semaran‘g-Peka!ongan-
Tegal; '
Tegal—Semarang-Demak-Kudus;
Semarang-Demak-KudnJs-Jepéra-Bangsri:
Solo- Salatiga-Semarang~Demak-Kudus-Pati;
Semarang-Demak-Godong-Purwodadi;
Semarang-Demak-Godong-Purwodadi—Blora;
Semarang-Demak-Purwodadi-Solo;
Wedung-Demak-Godong-Purwodadi;
Morodemak-Bonang-Demak; dan

Mranggen-Karangawen-Gun tur-
Karangtengah.

- bmal

~ o -
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n.
0.
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q.
r.
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Pasal 16

1) Rencana sistem transportasi kereta api sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sesuai

dengan. rencana jaringan-kereta api nasional terdiri.

atas:

a. rencana jaringan prasarana kereta apj;

b. rencana pelayanan kereta api; dan

C. rencana prasarana pelayanan kereta api. ‘
Rencana jaringan prasarana kereta api sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
pengembangan rel kereta api menghubungkan
Semarang - Demak - Kudus — Pati - Remb_ang.
Rencana pelayanan kereta api  sebagaimana

(2

12.

- b, jaringan jalur kereta api khusus,

Ketentuan Pasal 16diubah Sehingga berbunyi
sebagai berikut ; -

' Pasal 18 :
Sistem jaringan - “iransportasi - kereia - -api-
sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 12 ayal (1)
huruf b dilakukan sesuai dengan rencana jaringan
kereta api nasional terdiri atas:

a.  jaringan jalur kereta api; dan

b stasiun kereta api.

Jaringan Jalur kereta api sebagaimana dimaksud |
pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.  jaringan jalur kereta api umum; dan

* Menyesuaikan dengan
RTRW Jawa Tengah
* Menyesuaikan dengan
-Tencana reaktivasi jalur KA
di Jawa Tengah

13.

(1)

(2

...a.  jaringan jalur keréta_ api;.dan

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut : . .

. Pasal 15 4 .
-Sistem - Jatingan transporiasi_ _kereta “api..
sebagaimana dimaksud ‘dalam -Pasal 12 ayat (1)

huruf b dilakukan sesuai dengan rericana jaringan
kereta api nasional terdiri atas:

b. stasiun kereta api,

Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas: ,
a.  jaringan jalur kereta api umum; dan

. b. jaringan jalur kereta api khusus.

dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan

AaORARLREVISIE Gl oy
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pelayanan  pergerakan kereta api komuter
menghubungkan Semarang — Demak — Kudus — Pati
— Rembang.

Rencana prasarana sarana kereta api sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa revitalisasi
stasiun kereta api berada di Kawasan Perkotaan
Demak.

.3(3) ‘"Jé}‘ingan j

alur kereta api umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. jalur kereta api Jakarta-Surabaya;

b.  pengembangan jaringan kereta api perkotaan
Kedungsepur; dan

€. pengembangan jalur kereta api perkotaan
berupa peningkatan pelayanan pergerakan
kereta api yang menghubungkan Semarang-
Demak—Kudus-Pati-Rembang.

(4) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dari dan menuju:
a. kawasan industri;

b. kawasan Wisata; dan
. kawasan lainnya.

{8) Rencara stasiun kereta api  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa revitalisasi
stasiun penumpang kereta api berada di Kawasan
Perkotaan Demak.

T R T s — T
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(3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a.  Jalur kereta api cepat Jakarta ~ Surabaya;

b. jalur Utara menghubungkan Jakarta —
Semarang - Surabaya;

C.  pengembangan kereta api regional Semarang
~ Kudus - Pati — Juwana - Rembang - Lasem
— Jatirogo — Bojonegoro; dan

d.  pengembangan jaringan kereta api perkotaan
Kedungsepur.

(4) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dari dan menuju:

a. kawasan industri;

b.  kawasan Wisata; dan

€. kawasan lainnya.

(5) Rencanastasiun kereta api sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berupa revitalisasi stasiun
penumpang kereta api berada di:

a.  Kecamatan Demak;
b.  Kecamatan Mranggen; dan
C.  Kecamatan Sayung.

13. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua)
yakni Pasal 16 A dan Pasal 16 B, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A
Sistem  jaringan  transportasi ‘sungai, danau, dan

penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam.Pasal 1.

huruf b meliputi:-
a. jaringan sungai untuk transportasi di Kecamatan
Bonang.
b.  jalur transportasi sungai untuk wisata meliputj:
" 1. Kecamatan Sayung; dan
_ 2. Kecamatan Karangtengah.

€. pengembangan dermaga sebagai infrastruktur
pendukung.

-Sistem  jaringan  transportasi sungai, danau, dan
penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam.Pasal 117)..... .z

14. Diantara Pasal 15 dan Pasal 1§ disisipkan 2 (dua)
yakni Pasal 16 A dan Pasal 15 B, sehingga
berbunyi sebagai berikut: . - :

Pasal 16A

huruf b meliputi:
a.  jaringan sungai untuk transportasi di Kecamatan
Bonang.

b.  jalur transpbrtaéi sungai untuk wisata meliputi:
1. .Kecamatan Sayung; dan
2. Kecamatan. Karangtengah. ‘

C.  pengembangan dermaga sebagai infrastruktur -
pendukung. ’

Pasal 168 -

Kemenhub

‘Pasal 168

44
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WJanngan transportasi laut sebagaiméha dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) huruf ¢ meliputi :

a. terminal khusus; dan
b.  pelabuhan perikanan.

Terminal  khusus sebagaimana dimaksud .pada
ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ terdir atas:
a. Pelabuhan Perikanan Morodemak:
b. Pelabuhan Perikanan Wedung; dan
C. - pangkalan pendaratan ikan meiiputi:
1. Pelabuhan Perikanan Babalan;
2. Pelabuhan Perikanan Betahwalang; dan
Pelabuhan Perikanan Bungo.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

‘Masukan;

Di Kabupaten Demak terdapat
rencana pembangunan
pelabuhan Pengumpan Lokal
Morodemak

Tanggapan;

Diakomodir

Pasal 17
Sistem  jaiingan - energisebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf b meliputi:
. | @, rencana sistem prasarana pipa minyak dan
1b. tencana pengembangan energi listrik; dan
€. rencana transmisi energi listrik.

gas bumi. |

14. Ketentuan Pasal 17diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut : :
Pasal 17

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam .

pasal 10 huruf b meliputi: ~ -
a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
d. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 18
Rencana sistem prasarara pipa minyak dan gas bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a
meliputi : ‘ _
a. jaringan. pipa gas Semarang - Cirebon -
Bangkalan; dan o S ‘
b._ jaringan pipa gas Blora — Grobogan - Demak —

15. Ketentuan Paswé)l 18diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut : v
Pasal 18.

(1) Jaringan  infrastruktur minyak dan gas bumi
sebagaimana - dimaksud daiam Pasal 17 huruf a |

berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas
bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.

a.  pelabuhan umum;
b. terminal khusus; dan
C.  pelabuhan perikanan.

Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berupa pembangunan pelabuhan
pengumpan  lokal  Morodemak berada i
Kecamatan Bonang

Terminal  khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ terdiri atas: .
Pantaj

a. Pelabuhan  Perikanan berupa
Pelabuhan Morodemak;
Pangkalan pendaratan ikan (PPI) meliputi:

1. Pelabuhan Perikanan Babalan;

2. Pelabuhan Perikanan Betahwalang;
3. Pelabuhan Perikanan Bungo; dan
4. Pelabuhan Perikanan Wedung.

-

15. Ketentuan Pasal 17d

iubah sehingga berbunyi
sebagai berikut : : '
Pasal- 17 _
Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 10 huruf b meliputi: —~ ~- - . oo
| a ,i'aringa_n infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b.  jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

16. Ketenluan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: - g

"Pasal 18
Jaringan. infrastruktur ‘minyak dan gas bumi{
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.huruf 5
bertpa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas
bumi dari kitang pengolahan ke konsumen,

(1)
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Semarang.

(2) Rencana jaringan pipa gas Semarang - Cirebon —

Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a melalui :

a. Kecamatan Sayung;

b.  Kecamatan Karangtengah;

. Kecamatan Gajah; dan

d.  Kecamatan Karanganyar.

(3) Rencana jaringan jaringan pipa gas Blora — Grobogan

— Demak ~ Semarang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b melalui:

a.  Kecamatan Mranggen; -

b.  Kecamatan Karangawen: dan

C. Kecamatan Kebonagung

e S
(2) Jaring yak dan gas bumi
dari  kilang  pengeolahan ke konsumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jaringan pipa gas Semarang — Cirebon —
Bangkalan; dan
b. jaringan pipa gas Blora - Grobogan — Demak
- Semarang. _
(3) Rencana jaringan pipa gas Semarang - Cirebon -
Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a melalui :
a. Kecamatan Sayung;
b.  Kecamatan Karangtengah;
¢.  Kecamatan Gajah; dan
d.  Kecamatan Karanganyar.
(4) Rencana jaringan jaringan pipa gas Blora -
Grobogan — Demak — Semarang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui:

a.  Kecamatan Mranggen;
b.  Kecamatan Karangawen; dan
d. Kecamatan Kebonagung

R ey AP Pt ey oo
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dari  kilang pengeolahan ke
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Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumij
konsumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jaringan pipa BBM Cepu -
Pengapon Semarang
b.  jaringan pipa gas regional meliputi:

1. Kepodang - Rembang - Patj -

Semarang; dan

2. Blora - Grobogan - Demak - Semarang;
Jaringan pipa BBM Cepu - Rembang - Pengapon
Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a melaluj :

a. Kecamatan Sayung;

b. Kecamatan Karangtengah;
C.  Kecamatan Gajah; dan

d.  Kecamatan Karanganyar.

Rencanajaringan pipa gas regional Kepodang-
Semarang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

Rembang - Pati - Jepara -

angka 1 melaiui:

a.  Kecamatan Sayung;.

b.  Kecamatan Karangtengah;
C. .Kecamatan Gajah; dan

d. Kecamatan Kararganyar.

Rembang-

Rencanajaringan- pipa gas regional Blorg

Grobogan - Demak -- Semarang sebagaimana |

dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 melalyi-

a.  Kecamatan Mranggen;.

b, Kecamatan Karangawen; dan

¢._Kecamatan Kebonagung.

Pasal 19
Rencana pengembangan energi listrik sebagaimana
"dimaksud dalam Pasal 17" huruf b dilakukan melalui

' bersumber dari matahari, air, angin, dan sumber lainnnya
yang ramah lingkungan, ' »

pengembangan sumber “energi listrik alternatif yang |

' 16. Kefentuan Pasal 19diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut : .

‘ Pasal 19
- Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana:

- |- dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:

a. infrastruktur pembangkit tenaga listiik;. dan

17.

Jaringan infrastruktur ketena

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut : o
‘Pasal 19

dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:
a. inf_rastru_ktur pembangkit tenaga istrik; dan

b.

infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana

galistrikan sebagaimana

4R

Jepara —
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dan sarana

Pasal 20

(1) Rencana transmisi energi listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf ¢ terdiri atas:

a.  pengembangan sistem jaringan listrik meliputi :
1. saluran udara legangan ekstra tinggi;

2. saluran udara tegangan tinggi;

3. saluran uddra tegangan menengah; dan

4. saluran udara tegangan rendah.
b.  pengembangan daya listrik.

(2) Pengembangan sistem jaringan sebagaimania

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a.  pengembangan jaringan saluran udara tegangan
ekstra tinggi dan saluran udara tegangan tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

angka 1 dan 2 melalui :
Kecamatan Sayung;
Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Demak;
Kecamatan Wonosalam;
Kecamatan Gajah;
Kecamatan Bonang;
Kecamatan Wedung;
Kecamatan Karanganyar; dan
Kecamatan Mijen.
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b. -pengembangan jaringan-saluran udara tegangan
‘menengah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a angka 3 melalyi -
1. Kecamatan Mranggen_; dan
2. Kecamatan Karangawen.

d.

pengembangan jaringan saluran udara tegangan-
rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 4 di'sgluruh wilayah Daerah;

(3) Pengembangan gardu induk distribusi kapasitas 20
(dua puluh) kilo volt meliputi: '

Kecamatan Sayung;

17. Ketentuan Pasal 20diubah sehingga keseluruhan
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Rencana infrastruktur pembangkit tenaga listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a
berupa pembangunan  sumber energi listrik
alternalif yang bersumber dari matahari, air, angin,
dan sumber lainnnya yang ramah lingkungan.
Rencana infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan
sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 19 huruf b berupa rencana transmisi
tenaga listrik terdiri atas:

a.

C.

Pengembangan sistem jaringan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 meliputi:

a.  pengembangan jaringan saluran udara
tegangan ekstra tinggi melalui: -+
1. Kecamatan Mranggen;: dan
2. Kecamatan Karangawen.

b.  saluran udara tegangan tinggi melalui :

Pasal 20

jaringan  transmisi teraga listik  untuk

menyalurkan tenaga listrik antar sistem

meliputi ;

1. saluran udara tegangan ekstra tinggi;
dan

2. saluran udara tegangan tinggi.

jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:

1. saiuran udara tegangan menengah; dan

2. saluran udara tegangan rendan.

gardu induk.

Kecamatan Sayung;

Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Demak;
Kecamatan Wonosalém;
‘Kecamatan Dejinpet;
Kecamatan Gajah;

R e o

Kementerian ATR

Masukan :

Agar disesuaikan dengan
rekomendasi KLHS;

Pasal 20, Perlu ditambahkan
pada ayat §

“rencana pengembangan energi
alternatif melalui waste to
energy pada seluruh TPA serta
energi angin dan mataharipada
kawasan pesisir”

Tanggapan:

Sudah disesuaikan di pasal 1.

18.

(2)

Infrastruktur

pendukungnya.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingg
sebagai berikut:

Pasal 20
pembangkit
sebagaimana dimaksud dalam
berupa pembangunan  sumber

alternatif yang bersumber darj matahari, air, angin,

sampah, dan sumber lainnnya
lingkungan.

Ifrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana
pendukungnya sebagaimana  dimaksud dalam
pasal 19 huruf b berupa rencana transmisi tenaga

listrik terdiri atas;

a. Jjaringan transmisi {enaga
menyalurkan tenaga listrik
meliputi :

1. saluran udara tegangan
dan

2. saluran udara tegangan tingg.

b. jaringan distribusi tenaga listrik

1. saluran udara tegangan menengah; dan
2. saluran udara tegangan rendah.

. gardu induk. '
Pengembangan  sistem jaringan

dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 meliputi:
_ saluran - udara.
tegangan ekstra tinggimelalui; ~~
1. Kecamatan Mranggen; dan

a. pengembangan _ jaringan

2. Kecamatan Karangawen.

b. Saly_ran udara tegangan tinggi melalui :

Kecamatan Sayung;

) Kecamatan.Karangtengah;
Kecamatan Demak:
Kecamatan Wonosalam;
Kecamatan Dempet;

S NN

tenaga
Pasal 19 huruf a

a berbunyi

listrik
energi listrik

yang ramah

listik  uniuk |
antar sistem

ekstra tinggi;

meiiputi:

sebagaimana
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Kecamatan "D}éﬂr"nak; dan |
¢.  Kecamatan Mranggen.

(4) Sampai dengan tahun 2031 seluruh wilayah Daerah
direncanakan sudah terlayani sistem energi listrik.

(4)

()

(6)

7. Kecamatan Bonang;
8. Kecamatan Wedung;
9. Kecamatan Karanganyar; dan
10. Kecamatan Mijen.

-Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
angka 1 dan angka 2 terdapat diseluruh wilayah
Daerah

Pengembangan gardu induk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ meliputi:

a. Kecamatan Sayung;

b. Kecamatan Karangtengah;

. Kecamatan Demak;

Kecamatan Mranggen; dan

e. Kecamatan Dempet

Sampai dengan tahun 2031 seluruh wilzyah
Daerah direncanakan sudah terlayani sistem
energi listrik, ’

Q.

)

(5)

Kecamatan Gajah;

Kecamatan Bonang;

Kecamatan Wedung;

Kecamatan Karanganyar; dan
10. Kecamatan Mijen,

Pengembangan jaringan distribusi tenaga fistrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
angka 1 dan angka 2 terdapat diseluruh wilayah
Daerah

Pengembangan  gardu  induk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ meliputi:

a.  Kecamatan Sayung;
b. Kecamatan Karangtengah;
¢. Kecamatan Demak;
d.  Kecamatan Mranggen; dan
e.  Kecamatan Dempet

Sampai dengan tahun 2031 seluruh - wilayah
Daerah  direncanakan sudah terlayani  sistem

L >® N>

Paragraf 2 ‘
Sistem Jaringan Telekomunikasi

energi listrik.

Pasal 21 '
Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf ¢ terdiri atas :
a. jaringan kabel; dan
b. jaringan nirkabel.

18.

Ketertuan Pasal 21diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut ;
Pasal 21

Sistem jarihgan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf ¢ terdiri atas:

19.

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 21

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf ¢ ierdiri atas:

(1) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 huruf a berupa pengembangan sistem prasarana

berada di seluruh Kecamatan.

kabel sampai .dengan tahun 2031 direncanakan
sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan.

jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel |

(2) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi jaringan |

berhunyi sebagai berikut:

N Pasal 22
Jaringan 'ietap sebagaimana dimaksud: dalam
Pasal .21 huruf a berupa pengembangan sistem
prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah

‘kabel berada di seluruh Kecamatan.

Sistem jaringan prasarana telekomunikasi jaringan

g .. jaringan tetap; dan | a  jaringan tetap; dan .
C.  jaringan bergerak. , . b.. jaringan bergerak.
Pasal 22 19, Ketentuan Pasal 22diubah sehingga keseluruhan 20. Ketentuan Pasal 22 diuban sehingga berbunyi

sebagai berikut:

- .~ Pasal 22 S
Jaringan tetap. sebagaimana -dimaksud dalam.
Pasal 21 huruf a berupa pengembangan sistem
prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah
kabelberada di seluruh Kecamatan,

. Sistem jaringan. prasarana: telekomunikasi jaringan

kabel sampai . dengan tahun 2031 “direncanakan

kabel sampai dengan tahun 2031 direncanakan

AR




Xk} E s vl
sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan.

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf d meliouti ;

a.  sistem air baku dan irigasi; dan

b. sistem penggunaan air tanah.

Pasal 23 20. Ketentuan Pasal 23diubah sehingga berbunyi
(1) Sistem nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebagai berikut :
21 huruf b berupa pembangunan menara Pasal 23
telekomunikasi sistem nirkabel di seluruh wilayah. (1) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam
(2) Pemerintah Daerah mengarahkan  penggunaan pasal 21 huruf b berupa jaringan bergerak seluler.
bersama menara telekomunikasi untuk meningkatkan (2) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud
efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang. pada ayat (1) berupa pembangunan menara
(3) Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan telekomunikasi sistem nirkabel di seluruh wilayah.
menara telekomunikasi akan diatur dalam Peraturan (3) Pemerintah Daerah mengarahkan penggunaan
Bupati. bersama  menara  telekomunikasi untuk |
meningkatkan efisiensi dan efekifitas pemanfaatan
ruang.
(4) Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan
menara  telekomunikasi  akan  diatur  datam
Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 24 21. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut :
Pasal 24

sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam pasal 17 huruf d terdiri atas:

sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten;

2. )
3. Daerah Aliran Sungai Jragung; dan
4. Daerah Aliran Sungai Serang.

a.
dan . A
b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
Pasal25 = - | 22. Keteniuan Pasal 25 diubah'sshingga berbunyi
Sistem air baku dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikitt : )
Fasal 24 huruf a meliputi: Pasal 25 N
a.  peningkatan pengelolaan Wilayan Sungai Strategis (1) Sistem _jaringan.sumbe'r daya air lintas-kabupaten
Nasional Jratun Seluna berupa peningkataan sebagaimana dimaksud dalam pasg! 24 huruf a
pengelollaan daerah aliran sungai meliputi : berupa_ penin.gkatan pengelolaan Wilayah Sungai' |
1. Daerah Aliran Sungai Babon; Strategis Nasional Jratun Seluna. _ .
Daerah Aliran Suhgai_Tuntang; (2) Peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai Strategis

Nasicnal Jratun  Seluna ‘berupa  peningkatan |

pengelolaan daerai aliran sungai mefiputi:

23. Ketentuan Pasal 25 diubah sehmggq berbunyi

i Mo
25y : 3
seluruh ibukota Kecamatan,

ik 33
sudah melayani

21. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi
sebagdi berikut : :

Pasal 23

(1) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam
pasal 21 huruf b berupa jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa pembangunan menara
telekomunikasi sistem nirkabel di seluruh wilayah.

(3) Pemerintah Daerah mengarahkan penggunaan
bersama menara telekomunikasi untuk
reningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan
ruang.

(4) Penataan dan pengaturan fokasi pembangunan
menara telekomunikasi  akan  diatyr dalam

Peraturan Bupati.

22. Kelentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut :
Pasal 24

sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
datam pasal 17 huruf d terdiri atas: '

a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten;
dan ’

b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten,

sebagai berikuyt :
Pasal 25
(1) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hilfuf g
berupa peningkat_an'pengelolaan.Wllayah Sungaj |
Strategis Nasional Jratun Seluna. ' .
(2) Peningkatan pengelolaan-Wilayah Sungai Strategis
Nasional Jratun Seluna  berupa peningkatan -

pengelolaan daerah aliran sungai meliputi:

——
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peningkatan prasarana air irigasi terdiri atas :

ot

pencegahan pendangkalan saluran irigasi; dan

peningkatan pintu-pintu air berada diseluruh
bendungan dan jaringan irigasi.

C.  peningkatan prasarana ajr ingasi sebagaimana
dimaksud pada huruf b meliputi:

Daerah Irigasi Sedadi Dempet:
Daerah Irigasi Klamby Kiri;
Daerah Irigasi Sedadi Godong;
Daerah Irigasi Guntur Kanan;
Daerah Irigasi Guntur Kiri;
Daérah Irigasi Polder Batu;
Daerah higasi Gablok;
Daerah Irigasi Glapan Kanan;
Daerah Irigasi Glapan Kiri;

. Daerah Irigasi Jragung;

. Daerah Irigasi Pelayaran Sayung Baru;
12,
13.
14,
15.

d. pengembangan embung dengan fungsi menampung
air dan mengendalikan banjir meliputi :

Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran;
Daerah Irigasi Dolok Kanap;

Daerah Irigasi Doink Kiri; dan
Daerah Irigasi Pucanggading Kanan.

iCecamatan Karangawen;
Kecamatan Guntur:
Kecamatan Dempet;

Kecamatan Mijen;

Kecamatan Karanganyar;
Kecamatan Bonang; dan
Kecamatan, Wedung.

Pasal 26

2

Sistem penggunaan ajr tanah sebagaimana dimaksud. | -
dalam Pasal 24 huruf b mefiputi: o -
8. pemanfaaian sumber. mata ajr Secara optimal di |. (1)
kawasan perkotaan_, ibukota kecamatarn; dan daerah
yang rawan kekeringan; dan

3.

-ebagaimana

ungai Babon;: )
Daerah Aliran Sungai Tuntang;
Daerah Aliran Sungai Jragung;
Daerah Aliran Sungai Serang.
Daerah. Aliran Sungai Dolok;
Daerah Aliran Sungai Kaliombo; dan
Daerah Aliran Sungai Setu,

a a
b.  Daerah Aliran Sungai Tuntang; b
€. Daerah Aliran Sungai-Jragung; C.
d.  Daerah Aliran Sungai Serang. d.
e.  Daerah Aliran Sungai Dolok; e
f. Daerah Aliran Sungai Kaliombo; dan f

8.  Daerah Aliran Sungai Setu. g

24, Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut : B
. Pasal 26
(1) Sistem . jaringan sumber _daya. air. ‘k'abupaten
- sebagaimana dimaksud dalam Pasa) 24 huruf b

Ketentuan Pasal 26 diubah's‘ehingga berbunyi

sebagai berikut: o ’
Pasal 26

Sistem jaringan- sumber- daya- air kabupaten

dimaksud' dalam Pasal- 24 huruf b i

terdiri atas: terdiri atas:




peng
‘tanah dalam meliputi:
i

SN

Kecamatan Sayung;
Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Demak;
Kecamatan Bonang; dan
Kecamatan Wedung

(2)

(3)

()

(6)

b.  prasarana sumber daya air.

Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi;

a. air permukaan; dan

b.  air tanah pada cekungan air tanah (CAT).

Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a melputi:

a. sungai,

b. embung; dan

¢. bendungan.

Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a meliputi:

a. Sungai Serang,

Kali Wulan;

Kali Kenceng;

Kali Loben;

Kali Jajar;

Kali Tuntang Lama;

Kali Jragung;

Kali Setu;

Kali Dolog;

Kali daleman;

Kali Mondoliko; dan

l.  Kali Babon.

Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b berupa pengembangan embung dengan
fungsi pengendalian banjir meliputi:

a. Kecamatan Karangawen;

b. Kecamatan Guntur;

c. Kecamatan Dempet;

d. Kecamatan Mien;

e. Kecamatan Karanganyar,

f.

g

B
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Kecamatan Bonang; dan
. Kecamatan Wedung.

(2)

@)

©)

(6).

a.
b. prasarana sumber daya air.

Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:

a. air permukaan; dan
b. air tanah pada cekungan air tanah (CAT).

Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a melputi:

a. sungai,
b. embung; dan
c. bendungan.

Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a meliputi:

a. Sungai Serang;

Kali Wuian;

Kali Kenceng;

Kali Loben;

Kali Jajar,

Kali Tuntang Lama;

Kali Jragung;

Kali Sety;

Kali Dolog;

Kali daleman;

Kali Mondoliko; dan

. KaliBabon.

Embung sebagaimana dimaksud -pada ayat (3)

T ~o oo o

o

‘huruf b berupa pengembangan embung: dengan. I

fungsi pengendalian banjir mefiputi:
a. Kecamatan Karangawen;
Kecamatan Guntur;
Kecamatan Dempet;
Kecamatan Mije_h;

Kecamatan Karanganyar;
Kecamatan Bonang; dan
Kecamatan Wedung: -

® a0 o

o ™

endungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Bendungan sebagaimana dimaksud 'pada éyat By

. o1




(8)

(9)

huruf ¢ meliputi:
Bendungan Gerak Kadilangu;

Bendungan Gerak tedunan;

Bendungan Gerak Pucanggading;

Bendungan Gerak Barang;

Bendungan Gerak Jragung;

Bendungan Gerak Guntur;

Bendungan karet Wonokerto;

Bendungan Karet Jatirogo;

Bendungan Karet kalu Kumpulan;

Bendungan Gerak Glapan;

Bendungan Gerak Sedadi; dan

l. - Bendungan Gerak Klambu Kiri.

Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi:

a.  Cekungan Air Tanah Kudus

b.  Cekungan Air Tanah Semarang Demak

Prasarana  sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.  sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir dan rob;
C.  jaringan air baku untuk air bersih; dan -
d. jaringan air bersi ke kelompok pengguna.
Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) huruf a meliputi:
a.  Sistem jaringan irigasi primer meliputi:
-~ 1 Sistem jaringan- irigasi . kewenangan
Pemerintah Pusat yang berada di:
a) Daerah Irigasi Sedadi:
b)  Daerah Yrigasi Glapan Timur:
¢} -Daerah Irigasi Glapan Barat;
d) Daerah Irigasi Klambu Kiri; dan
") Daerah rigasi Jragung;
2. Sistem jaringan irigasi kewenangan
Pemerintah: Provinsiyang berada di:
a) Daerah Irigasi Guntur:

Te 0o 00 oo
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(8)

(9)

Bendungan Gerak Kadilangu;
Bendungan Gerak tedunan;
Bendungan Gerak Pucanggading;
Bendungan Gerak Barang;

Bendungan Gerak Jragung;
Bendungan Gerak Guntur,

Bendungan karet Wonokerto;
Bendungan Karet Jatirogo;

Bendungan Karet kaly Kumpuian;
Bendungan Gerak Glapan;

Bendungan Gerak Sedadi; dan

. Bendungan Gerak Klamby Kiri.
Cekungan air tanah sebagaimana dimaksyd pada
ayat (2) huruf b meliputi; -

a.  Cekungan Air Tanah Kudus

b.  Cekungan Air Tanah Semarang Demak

Prasarana  sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.  sistem jaringan iriyasi;
b. sistem pengendalian banjir dan rob:
C.  jaringan air haku untuk air bersih; dan
d.  jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
Sistem jaringan__irigasi sebagaimana dimaksyd
pada ayat (9) huruf a meliputi:
a.  Sistem jaringan irigasi primer meliputi:
'»1. ‘Sistem . jaringan irigasi kewenangan
Pemerintah Pusat yang berada di;
a) Daerah Irigasi Sedadi;
b) Daerah Irigasi Glapan Timur;
.- ¢} Daerah Irigasi Glapan Barat;
. d) " Daerah Irigasi Klambu Kiri; dan
. g) 'Daerah‘l'rigasi Jragung;.
2. Sistem - jaringan irigasi -. kéwenangan- -
PemerintahProvinsi»yang berada di: S
. @) Daerah Irigasi Guntur; '
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¢) Daerah Irigasi Penggaron; '
d) Daerah Irigasi Sumberejo; dan
e) Daerah Irigasi Polder Batu,
3. Sistem jaringan irigasi kewenangan
Pemerintah Daerahyang berada di::
a) Daerah Irigasi Gablok;
b) Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran;
dan
¢) Daerah Irigasi Dolok.

b. Sistem jaringan irigasi sekunder berada di
seluruh wilayah Daerah.

(1C) Sistem pengendali banjir dan rob sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi;

a. perbaikan teknis prasarana drainase dengan
cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran,
penambahan saluran baru, dan pembangunan
bangunan-bangunan dan bangunan
perunjang prasarana drainase;
pembangunan sabuk pantai;

- pengendalian pengambilan air tanah; dan

d. penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase
wilayah kabupaten dan rencana penanganan
kawasan rawan banjir.

(11) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) huruf ¢ meliputi:

a.. pembangunan jaringan air minum perpipaan.
di seluruh kawasan perkotaan; - _

b.  pembangunan jaringan perpipaan mandiri di
perdesaan dari sumber air tanah dan air
permiukaan; dan

C. pembangunan bendungan vdi'sungai-sungai
yang potensial sebagai upaya memperbanyak
tampungan- air bagi keperluan cadangan air
baku. ' _ :

(12) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna-

sebagaimana_dimaksud pada ayat {8) huruf df

Batu;
¢) Daerah Irigasi Penggaron;
d) Daerah Irigasi Sumberejo; dan
e) Daerah Irigasi Polder Batu,

3. Sistem jaringan irigasi kewenangan
Pemerintah Daerah yang berada di::
d) Daerah Irigasi Gabiok;

e) Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran;
dan

f)  Daerah Irigasi Dolok.

b.  Sistem jaringan ingasi sekunder berada di
seluruh wilayah Daerah.

(10) Sistem pengendali Danjir dan rob sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:

a. perbaikan teknis prasarana drainase dengan
cara normalisasi saluran, rehabilitasi saiuran,
penambahan saluran baru, dan pembangunan
bangunan-bangunan dan bangunan
penunjang prasarana drainase;
pembangunan sabui pantai;
pengendalian pengambilan air tanah;-dan

d:  penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase
wilayah kabupaten dan rencana penanganan
kawasan rawan banjir.

(1) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) huruf ¢ meliputi:
a.  pembangunan jaringan air minum perpipaan
di seluruh kawasan perkotaan; :
b.  pembangunan jaringan perpipaan mandizi dj
perdssaan dari sumber air tanah dan ajr
permukaan; dan : o
¢.  pembangunan. bendungan di"fsungai-sungai
yang potensial sebagai upaya memperbanyak
tampungan  air bagi. keperluan’ cadangan air {.
baku. - o -
(12) Jaringan air bersih ke kelompok -péh.gguna
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d
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berupa  peningkatan n  jangkaun
pelayanan air bersih kepada kelompok pengguna.

Paragraf 4 Paragraf 4
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 27 24. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi 25. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf d terdiri atas :

Sistem jaringan prasarana lainnya  sebagaimana

sebagai berikut :
Pasal 27

sebagai berikut :

Pasal 27

lokasi Tempat Pemrosesan Akhir qikémbangkan '

pengelolaan sampah 3R dan pembangunan - tempat
pengolahan sampahi terpadu.

pemrosesan akhir sebagaimana. -dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ diarankan

menggunakan pendekatan sanitary fandfil,

a.  rencana sistem pengelolaan persampahan; Sistem  jaringan prasarana lainnya sebagaimana
b.  rencana sistem jaringan air minum; dimaksud dalam Pasal 17 huruf e terdriri atas: dimaksud dalam Pasal 17 huruf e terdriri atas:
c.  rencana sistem jaringan pengelolaan air limbah: a. sistem jaringan persampahan; a. sistem jaringan persampahan;
d. rencana sistem jaringan drainase; dan b.  sistem penyediaan air minum; b. sistem penyediaan air minum:
e. sistem evakuasi bencana, C. sistem pengelolaan air limbah; C. sistem pengelotaan air limbah;
d. sistem pengelolaan fimbah bahan berbahaya dan d. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3); beracun (83);
e. sistem jaringan drainase; dan e. sistem jaringan drainase; dan
f.  sistem evakuasi bencana. f. sistem jaringan evakuasi bencana.
Pasal 28 25. Ketentu_an .Pa_sal 28 diubah sehingga berbunyi | Kementerian ATR 26. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi
(1) Rencana sistem  pengelolaan persampahan sebagai berikut: sebagai berikut:
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a Pasal 28 Masukan : Pasal 28
meliputi : (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana Agar disesuaikan dengan (1) Sistem jaringan persampahan  sebagaimana
a. rencana lokasi tempat pemrosesan akhir; dimaksud dalam Pasal 27 huruf a maliputi : rekomendasi KLHS; dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi :
b. rencana  lokasi  tempat penampungan ~ a. rencana lokasi tempat pemrosesan akhir; Pasal 28 ayat 2 poin d, Perlu & rencana lokasi tempat pemrosesan akhir;
sementara; dan b. rencana lokasi tempat penampungan | ditambahkan di belakang b. rencana lokasi tempat penampungan
C. rencana pengelolaan sampah skala rumah sementara; dan kalimat tersebut dengan sementara; dan
tangga. _ C. rencana pengelolaan sampah skala rumah | *.. dan teknologi yang dapat C. rencana pengelolaan sampah skala rumah-
(2) Lokasi tempat pemprosesan  akhir sampah | . tangga. mereduksi sampah” tangga. _ »
- . sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufaagialah: (2) Lokas! -tempat pemprosesan akhir -sampah | - (20 Lokasi -tempat pemprosesan - -akhir sam pah
a. Tempat Pemrosesan Akhir Kalikondang; sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) huruf a Tangqgapan: sebagaimana dimaksud pada ayat'(1) huruf a.
b.  Tempat Pemrosesan Akhir Candisari; dan adalah: Sudah disesuaikan. adalah: : Ny
C. pengelolaan sampah di' lokasi tempat a.  Tempat Pemrosesan Akhir Kalikondang; a.  Tempat Pemrosesan Akhir Kalikondang;
.pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada , b. Tempat Pemrosesan Akhir Candisari; b.  Tempat Pemrosesan Akhir Candisari;
funf @ dan b darehkan  menggunakan | . Tempat Pemiosesan’ Akhi Berahan Kulon; c. Tempat Pemrosesan Akhir Serahan Kulon:
pendekatan sanitary landfill. dan _ dan e
_(3) Untuk mengurangi volume. sampzh yang masuk ke d. pengelolaan sampah di lokasi tempat d. pengelolaan sampah i lokasi tempat’ -

pemrosesan akhir sebagaimana’ dimaksud |-
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ diarahkan
menggunakan pendekatan sanitary /én%
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Rencana lokasi tempat penampungan sementara
sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b ditempatkan pada kawasan yang memberikan
pelayanan optimal.

Rencana lokasi tempat penampungan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya
akan diatur dalam rencana rinci tata ruang.

Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berupa
peningkatan partisipasi sefiap rumah tangga untuk
mengurangi sampah mulai daii sumbernya.

11220315
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(3)

Untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke
lokasi Tempat Pemrosesan Akhir dikembarnigkan
pengelolaan sampah 3R dan pembangunan tempat
pengolahan sampah terpadu.

Rencana lokasi tempat penampungan sementara
sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditempatkan pada kawasan yang
memberikan pelayanan optimal.

Rencana lokasi tempat penampungan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) selanjutnya
akan diatur dalam rencana rinci tata ruang.

Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
berupa peningkatan partisipasi setiap rumah
tangga untuk mengurangi sampah mulai dari
sumbernya.

Yol |

g dapat mereduksi sampah.

(3) Untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke
lokasi Tempat Pemrosesan Akhir dikembangkan
pengelolaan sampah 3R dan pembangunan tempat
pengolahan sampah terpadu.

{(4) Rencana lokasi tempat penampungan sementara
sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditempatkan pada kawasan yang
memberikan pelayanan optimal,

(5) Rencana lokasi tempat penampungan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya
akan diatur dalam rencana ring tata ruang.

(6) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
berupa  peningkatan partisipasi setiep rumanh
tangga untuk mengurangi sampah mulai darj
sumbernya.

2

@

.

~

- Pasal 29
Rencana sistem jaringan air minum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huiuf b terdiri atas :
a. jaringan perpipaan dan;
D.  non perpipaan.
Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi: -
a. pengembangan prasarana jaringan perpipaan air
minum dan sambungan rumah (SR); dan
b. peningkatan kualitas air minum.
Pengembangan prasarana jaringan perpipaan air

“minum dan sambungan ‘rumah (SR)- sebagaimana -
* dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sampai

dengan tahun 2031 telah melayani 60% penduduk di
wilayah Daerah. A

Peningkatan  kualitas air- minum sebagaimana
dimaksud pada ayat*(2) huruf b dilakukan dergan-
pembangunan-  reservoir  dan
kelengkapannya berada di ‘seluruh kawasan
perkotaan. :

Non perpipaan-sebagaimaha dimaksud pada ayat (1) :

huruf b dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani

prasarana |

26.

Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut
Pasal 29

Sistem  penyediaan  air minumsebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas -

a. jaringan perpipaan dan: :

b. bukan perpipaan.

Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurufa meliputi:

a. pengembangan unit air baku berupa
pengembangan  sumber air . permukaan
berasal dari: - A
1. Sungai Jajar;

Sungai Wonokerto;

Sungai Tuntang; dan

Sungai Wulan; .

Sungai Dombo Sayung; dan
6. Sungai lainnya sesuai kajian. »

b. pengembangan unit pengolahan  berupa

OB Lo

pengembangan fasilitas pengolah air minum |

meliputi:

27. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut

Pasal 29

(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas :

a.  jaringan perpipaan; dan
b.  bukan jaringan perpipaan.
(2) Jaringan perpip'aan sehagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a mefiputi:
a. pengembangan unit air baky berupa
pengembangan sumber air permukaan
- berasal dari:” e TOTII e
1. Sungai Jaj'ar;
Stingai Wonokerto;
Sungai Tuntang; dan
Sungai Wulén;
Sungai Dombo Sayung; dan
6. Sungai lainnya sesuai kajian,
- b pengembangan . unit pengdlahan " berupa
pengembangan fasilitas pengolah air minum

oA

meliputi: \J
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jaringan perpipaan meliputi:

a. penggalian atau pengeboran air tanah dangkal;

b. pengeboran air tanah dalam secara terbatas
dengan mempertimbangkan kelestarian
lingkungan; dan _

c. pengolahan air payau pada wilayah sekitar
pantai.

1. Kecamatan Sayung;
2. Kecamatan Demak;
-3. Kecamatan Wedung;
4. Kecamatan Mranggen;
5. Kecamatan Dempet;.
6. Kecamatan Karanganyar; dan
7. Kecamatan Mijen,

C. pengembangan unit produksi berupa
peningkatan kapasitas produksi PDAM Tirta
Darma.

d. pengembangan unit distribusi berupa
pengembangan prasarana jaringan perpipaan
air minum dan sambungan rumah {SR).

e. pengembangan unit pelayanan meliputi:

1. pencapaian 100% pelayanan kawasan
perkotaan  Demak dan  kawasan
* perkotaan Mranggen.
2. pengembangan pelayanan air minum
pada kawasan yang rawan air minum.
3. Pengembangan pelayanan untuk
' kawasanperuntukan industri
(3) Bukan pernipaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan pada wilayah yang tidak
terlayani jaringan perpipaan meliputi:

a. pengembangan sumur dangkal berada di
sefuruh  kawasan permukiman perdesaan
yang tidak mendapatkan pelayanan karingan

A perpipaan; _. oL

b pengembangan sumur pompa berada. di
Kecamatan - yang kualitas air tanah
dangkalnya tidak baik; dan

-perdesaan dengan konsep pemanenan air
hujan (rain harvesting).

d. pengembangan bak penampungan air hujan |
‘direncarakan di- kawasan perkotaan dan

1. Kecamatan Sayung;

2. Kecamatan Demak;

3. Kecamatan Wedung; -

4. Kecamatan Mranggen;

5. Kecamatan Dempet;

6. Kecamatan Karanganyar; dan
7. Kecamatan Mijen.

C. pengembangan unit produksi berupa
peningkatan kapasitas produksi PDAM Tirta
Darma.

d. pengembangan ' unit distribusi berupa
pengembangan prasarana jaringan perpipaan
air minum dan sambungan rumah (SR).

€  pengembangan unit pelayanan meliputi:

1. pencapaian 100% pelayanan kawasan
perkotaan  Demak dan  kawasan
perkotaan Mranggen.

2. pengembangan pelayanan air minum
pada kawasan yang rawan air minum.

3. Pengembangan pelayanan  untuk
kawasanperuntukan industri

(3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud

pada ayat {1} huruf b ditakikan pada wilayah yang -

tidak terlayani jaringan perpipaan mefiputi:

a. pengembangan sumur dangkaj berada di

seluruh  kawasan. permukiman perdesaan
yang tidak mendapatkan pelayanan jaringan
perpipaan; o : :

b.  pengembangan “sumur pompa’ berada di

Kecamatan yang kualitas  air  tanah
dangkalnya tidak baik; dar; -

C. pengembangan bak penampungan air hujan |

direncanakan di kawasan- perkotaan Gan
perdesaan dengan- konsep pemanenan air

hujan (rain-harvesting),

Pasal 30

Rencana sister jaringan pengelu!aari air limbah
sebagaimana dimakstid dalam Pasal 27 huruf ¢ terdiri

27. Ketentuan “Pasal 30 diubah sehingga ‘berbunyi
-sebagai beiikut ~ o

28. Ketentuan _Pés_al-30'diubéh.séhingga berbunyi :
- sebagai berikut : o o
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pengembangan instalasi pengolahan limbah industri;

Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud

Pasal 30
Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud

b pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan | dalam Pasal 27 huruf c terdiri atas: dalam Pasal 27 huruf ¢ terdiri atas:
fimbah rumah tangga perkotaan; dan a.  pengembangan instalasi pengolahan limbah a.  pengembangan instalasi pengolahan limbah
C. . pengembangan instalasi pengolahan imbah kotoran | industri; industri;
hewan dan rumah tangga perdesaan. b. pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja b.  pengembangan inétalasi pengolahan limbah tinja
dan limbah rumah tangga perkotaan; dan dan limbah rumah tangga perkotaan; dan
d. pengembangan instalasi pengolahan limbah €. pengembangan instalasi pengolahan limbah
kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan. kotoran hewan dan rumah langga perdesaan.
Pasal 31 TETAP

(1) Pengembangan instalasi pengolahan limbah industri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a
meliputi:

2. Kecamatan Sayung;

b. Kecamatan Karangtengah;

c.  Kecamatan Mijen;

d. Kecamatan Mranggen; dan

e. Kecamatan Karangawen.

Pembangunan instalasi pengolahan limbah pada
kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a menjadi tanggungjawab pengelola industri
dengarn izin Pemerintah Daerah.

Pasal 32 _ A .
(1) Pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan

limbah rumah tangga perkotaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:

a. Kawasan Perkotaan Demak;
b.  Kawasan Perkotazn Mranggen; .
¢. Kawasan Perkotaan Wedung;
d.  lbukota Kecamatan Wonosalam;
e. Ibukota Kecamatan Gajah;
f. Ibukota Kecamatan Karanganyar;
g. leukota Kecamatan Mijen;
h. * Ibukota Kecamatan Bonang;

* Ibukota Kecamatan Sayung;

i
j. loukota Kecamatan Karangtengati;

TETAP -
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k. Ibukota Kecamatan Guntur;
| Ibukota Kecamatan Dempet;
m. Ibukota Kecamatan Karangawen; dan
n. Ibukota Kecamatan Kebonagung.

(2) Pengembangan sistem pengolahan dan
pengangkutan limbah tinja dari WC umum terminal,
pasar, lokasi sanimas, dan rumah tangga perkotaan.

Pasal 33

Pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran

hewan dan rumah tangga perdesaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 huruf ¢ meliputi:

a. pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan

- limbah kotoran hewan peternakan rakyat di selursh
kecamatan;

b. pengembangan sistem pengoiahan limbah kotoran
hewan dan limban rumah tangga perdesaan dengan
memanfaatkan teknologi tepat quna; dan

c. pemanfaatan hasil pengolahan limbah kotoran hewan
bagi sumber energi alternatif dan pupuk organik.

TETAP

28. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu)
pasal baru yaitu Pasai 33 A berbunyi sebagai
berikut: :

Pasal 33 A

(1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan

penimbunan.

(83) sebagaimana dimaksud pada ayat (15)
dilakukan di selurch kawasan yang menghasilkan
limbah B3. ' T

beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam pasal
27 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan, '
pengangkuten, - pemanfaatan, -pengoiahan, dan .| . .

(2) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun _

(1

Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu)
pasal baru yaitu Pasal 33 A berbunyi sebagai
berikut; . ‘

Pasal 33 A
Sistem pengelolaan limbsh bahan ‘berbahaya dan
beracun (B3) .sebagaimana dimaksud dalam pasal
27 huruf b melipui kegiatan  pengumpuian,

pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, -dun | . .

penimbunan. )

Pengelolaan limbah bahan 'berbahaya dan beracun
(B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (15)
dilakukan di seluruh kawasan yang menghasilkan-

imbah B3. =~

Pasal 34
Rencana sistem jaringandrainase sebagaimana dimaksud
- dalam Pasai 27 huruf d meliputi:

a. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder |

meliputi:

TETAP
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Kawasén Perkotéan Demak;

1.

2. Kawasan Perkotaan Mranggen;

3. Kawasan Perkotaan Wedung;

4. Ibukota Kecamatan Wonosalam;
5.  Ibukota Kecamatan Gajah;

6. Ibukota Kecamatan Karanganyar,
7. Ibukota Kecamatan Mijen;

8. Ibukota Kecamatan Bonang;

9. Ibukota Kecamatan Sayung;

10. Ibukota Kecamatan Karangtengah;
11. Ibukota Kecamatan Guntur;

12.  Ibukota Kecamatan Dempet;

13. Ibukota Kecamatan Karangawen; dan

14. |bukota Kecamatan Kebonagung.

peningkatan saluran drainase sepanjang ruas jalan
nasional Sayung — Karangtengah ~Demak — Gajah —
Karanganyar,;

peningkatan saluran drainase sepanjang ruas jalan
provinsi Gajah — Miien — Welahan, Demak —
Wonosalam —- Godong; »
normalisasi saluran sungai di seluruh wilayah Daerah;
dan '

penghijauan meliputi :

1. Kecamatan Mranggen; dan

2. Kecamatan Karangawen. .

Pasal 35

Renicana sistem evakuasi bencana sebagaimana -

dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi :

a. pengembangan jalur evakuasi; dan’

b. ruang evakuasi bencana.

Pengembargan jalur evakuasi bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir
berupa jalan-jalan desa pada lokasi yang lebih
aman meliputi: .

1. Kecamatan Mranggen;

TETAP
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Kecamatan Guntur;
Kecamatan Sayung;
Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Bonang;

. Kecamatan Mijen;
Kecamatan Karanganyar;
Kecamatan Kebonagung;
Kecamatan Dempet;

. Kecamatan Gajah;

Kecamatan Wedung;

Kecamatan Demak;

13. Kecamatan Wonosalam; dan

14. Kecamatan Karangawen.

b. .pengembangan jalur evakuasi bericana
gelombang pasang dan abrasi berupa
pengembangan jalan desa di Desa Sriwulan -
Desa Purwosari dan Desa Bedono — Desa
Timbulsloko.

(3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:

[t
© @ N e o e w N

—_
-_ O

-
N

(1) Rencana pola ruang terdiri atas:
" a  kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.
(2) Peta rencana pola‘ ruang sebagaimana dimaksud

sebagai berikut ;
_ Pasal 36
(1) Rencana pola ruahg, terdiri atas:
a. kawasan peruntukan lindung; dan

a. lapangan;
h. stadion;
c. taman publik;
d. bangunan kantor pemerintah;
e. bangunan fasilitas sosial; dan
f.  bangunan fasilitas umum.
‘ ' .. BABV - BABV - . I
RENCANA POLA RUANG RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu Bagian Kesatu
Umum Umum
" Pasal 36 '29. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi

30. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi -
sebagai berikut :

. Pasal 36.
(1) Rencana pola ruang terdiri atas:-
a.  kawasan peruntukan lindung; dan

pada. ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
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tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam lampiran
Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

(3) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud

pada -ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

(2) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya;

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a terdiri atas:

Agar menyesuaikan Permen
ATR/BPN 1/2018 lampiran I}

tingkat ketelitian  1:50.000 tercantum dalam tingkat  ketelitian  1:50.000 tercantum dalam
lampiran )l yang merupakan bagian tidak lampiran 1| yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. '
Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Paragraf 1
Pasal 37 30. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi Kementeria ATR/ BPN 31. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sebagai berikut : sebagai berikut :
ayat (1) huruf a terdiri atas: ' Pasal 37 Masukan: ' Pasal 37

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a terdiri atas:

Pasal 37 huruf a berupa kawasan resapan air dengan
* luas kurang iebih 622 Ha (enam ratus dua puluh dua

hektar) . _ )
(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :
a. Kecamatan Karangawen; dan
b, Kecamatan Mranggen.
(3) Kawasan resapan air yang dimiliki masyarakat

Agar m'enyesuaikan Juasan
dalam file shp

Tanggapan:

Luasan telah ~ disesuaikan

* | dengan file'ship

kawasan perlindungan setempat; a.  kawasan yang memberikan perlindungar terhadap a.  kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar kawasan bawahannya; | Tanggapan: kawasan bawahannya;
budaya; dan b.  kawasan perlindungan setempat; Memasukan kawasan lindung b.  kawasan perfindungan setempat;
kawasan rawan bencana alam; dan ¢.  kawasan ekosistem mangrove; geologi ¢. kawasan ekosistemn mangrove;
kawasan lindung fainnya. d. kawasan cagar budaya; d. kawasan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam; dan e. kawasan rawan bencana alam;
f. kawasan lindung lainnya. £ kawasan lindung geologi; dan
: 9. kawasan lindung lainnya. -
. Paragraf 1
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 38 , TETAP Kementeria ATR! BPN 32. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi
(1) Kawasan yang memberikan ‘periindungan terhadap | - I - sebagaiberkut: .- -
kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Masukan: Pasai 38

(1)

@

puluh dua hektar) . -

- a  Kecamatan Karangawen dengan luas kurang

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

kawasan bawahannya -sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 huruf a berupa kawasan resapan’
air dengan luas kurang lebih 322 (tiga ratus dua

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada A

ayat (1) meliputi : .

lebih 182 (seratus delapan puluh dua hektar);
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dltetapkan sebaga| kawasan hutan rakyat

b.  Kecamatan Mranggen dengan luas kurang
lebih 140 (seratus empat puluh hektar).

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 39

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37huruf bterdiri atas:

a. sempadan pantai;

b. sempadan sungai;

¢. sempadan saluran irigasi; dan
d. sempadan embung.

31. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 39

Kawasan  perlindungan  setempat
dimaksud dalam Pasal 37 huruf bterdiri atas:

a. sempadan pantai;

sempadan sungai;

sempadan saluran irigasi;

sempadan embung; dan

ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

® a0 o

sebagaimana

33. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 39

Kawasan  perlindungan setempat  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dengan luas kurang
lebih 4.471 (empat ribu empat ratus tujuh puluh satu)
hektar terdiri atas:

a. sempadan pantai;

sempadan sungai;

sempadan saluran irigas;

sempadan embung; dan

ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

® 00 o

Pasal 40

Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

huruf a meliputi:

a. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 46
(empat puluh enam) hektar;

b.  Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih
24 (dua puluh empat) hektar;

¢.  Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 33 (tiga
pulub tiga) hektar; dan

)
N

sebagan berikut:
Pasal 40

Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 huruf a dengan luas kurang lebih474 (Empat ratus

tujuh puluh empat) hektar meliputi:

a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 69

(Enam puluh sembilan) hektar;

b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang

Kelentuan Pasal 40 diubat sehingga berbunyi

Kementeria ATR/ BPN

Masukan:
Sempadan pantai lidak periu

“dimunculkan luasan, cukup

pengaturan teknis saja

Tanggapan:
Telah disesuaikan dengan file

34. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 40

Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 huruf a meliputi:

a.  Kecamatan Bonang;

b.  Kecamatan Karangtengah;
¢.  Kecamatan Sayung; dan

d.  Kecamatan Wedung.

a. sempadan sungai bertanggul dl luar kawasan
perkotaan;
b. sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan

(1) Sempadan sungai sebagaimana dirmaksud dalam
Pasal 36 huruf b dengan luas kurang lebih 3.996
(tiga ribu Sembllan ratus Sembilan puluh enam)

Sempadan sungai tidak periu

-dimunculkan luasan, cukup

d.. Kecamatan.Wedung dengan luas kurang lebih 157 . lebih 50 (Lima puluh) hektar; Vehp
" (seratus lima pulup tujuh) hektar . Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 102 ' -
(Seratus dua) hektar; dan
e. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 253
(Dua ratus lima puluh tiga} hektar. '
Pgsal 41 33. Ketentuan Pasal'41 diubah sehingga berbunyi Kementeria ATR/ BPN 35. Ketentuan Pasal 41 diubah sehmgga berbunyi.
(1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam sebagai berkut: " : sebagal berikut: o
Pasal 39 huruf b terdiri atas . Fasal 41 Masukan: Pasal 41

(1) Sempadan sungai sebagaamana dimaksud’ dalam

Pasal 36 huruf b meliputi:-

a.. sungai tidak beértanggul di dalam kawa’san 4
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C. sempadan sungai tidak bertanggul di luar

kawasan perkotaan; dan

d. sempadan sungai tidak bertanggul di dalam
kawasan perkotaan.

(2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi :
a.  Sungai Serang;
Sungai Tuntang;

Sk RT:

hektar meliputi:

a. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan
perkotaan;

b. sungai tidak bertanggul di luar kawasan
perkotaan; shp

C. sungai bertanggul di dalam kawasan
perkotaan;

d.  sungai bertanggu! di luar kawasan perkotaan;
dan

pengaturan teknis saja

Tanggapan:

Telah disesuaikan dengan file

(2

"~ perkotaan;
b. sungai tidak bertanggul di luar kawasan

perkotaan;

C. sungai bertanggul di dalam kawasan
perkotaan; .

d.  sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
dan

€. sungai yang terpengaruh pasang air laut.
Sempadan sungai meliputi:

b.
c.  Sungai Jragung; €. sungai yang terpengaruh pasang air laut. 3. Sungai Babon dan anak sungainya
d.  Sungai Wulan; (2) Sempadan sungai meliputi: b.  Sungai Bum dan anak sungainya
e.  Sungai Jajar; dan a.  Sungai Babon dan anak sungainya C. Sungai Dolog dan anak sungainya;
f. Sungai Dolog. b.  Sungai Bum dan anak sungainya d.  Sungai Jajar dan anak sungainya;
¢.  Sungai Dolog dan anak sungainya; . e Sungai Jebor/ Gejoyo dan anak sungainya;
d.  Sungai Jajar dan anak sungainya; f. . Sungai Jragung dan anak sungainya;
€. Sungai Jebor/ Gejoyo dan anak sungainya; 9. Sungai Kenceng dan anak sungainya;
f. Sungai Jragung dan anak sungainya; h. Sungai Lobener dan anak sungainya;
g.  Sungai Kenceng dan anak sungainya; i.  Sungai Serang Lama dan anak sungainya;
h.  Sungai Lobener dan anak sungainya; J- Sungai Serang-Lusi dan anak sungainya;
i Sungai Serang Lama dan anak sungainya; k. Sungai Tulung/ Setu dan anak sungainya;
j- Sungai Serang-Lusi dan anak sungainya; . Sungai Tuntang dan anak sungainya; dan
k. Sungai Tulung/ Setu dan anak sungainya; m.  Sungai Tuntang Lama dan anak sungainya.
. - Sungai Tuntang dan anak sungainya; dan (3) Ukuran dan ketentuan pengaturan sempadan
_m.  Sungai Tuntang Lama dan anak sungainya. sungai sesuai peraturan perundangan-undangan.
Ukuran dan ketentuan pengaturan sempadan
sungai sesuai peraturan perundangan-undangan.
Pasal 42 | TETAP - | ' < S

Sempadan -saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam

@ o a0 o

asal 39 huruf ¢ meliputi ;
Daerah Irigasi Sedadi Dempet;
Daerah Irigasi Klambu Kiri;
Daerah Irigasi Sedadi Godong;
Daerah Irigasi Guntur Kanan;
Daerah lrigasi Guntur: Kiri;

- Daerah Irigasi Polder. Batu;
Daerah Irigasi Gablok;

~n
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h. D'aerah‘ln'gasi Glapan Kanan;

i.  Daerah lrigasi Glapan Kiri;

j-  Daerah Irigasi Jragung;

k. Daerah Irigasi Pelayaran Sayung Baru;
. Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran;

m. Daerah Irigasi Dolok Kanan;

n.  Daerah Irigasi Dolok Kiri; dan

0. Daerah lrigasi Pucanggading Kanan.

Pasal 43
Sempadan embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 huruf d meiiputi
a. Kecamatan Karangawen;
Kecamatan Guntur,
Kecamatan Dempet;
Kecamatan Mijen;
Kecamatan Karanganyar;
Kecamatan Bonrang; dan
Kecamaian Wedung.

© ~0ao o

TETAP

34.. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 serta disisipkan1
(satu) pasal baru yaitu Pasal 43 A, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 A- _

{1) Ruang terbuka hijau kawasan
perkotaansebagaimana dimaksud dalam. Pasal 39
huruf d berupa ruang terbuka hijau kawasan
permukiman perkotaan :

(2) Rﬂang terbuka: -hijau ~ kawasan .- permukiman

perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi ; .
a. ruang terbuka hijau pskarangan;
- b. ruang terbuka hijau taman dan hutan kota;
. ruang terbuka hijau jalur hijau jalan;
d. ruang terbuka hijau fungsi tertentu;

| (3) Pengembangan ruang terbuka hijau ~ kawasan

permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan luas kurang iebih 1.776
(seribu” tujuh ratus tujuh puluh enam) hektar

Kementerian ATR

Masukan : _
Agar disesuaikan dengan
rekomendasi KLHS;
Pasal 43 ayat 2, Perlu di
tambahkan poin e

‘ruang terbuka hijau pada zona

buffer TPA”

ruang terbuka hijau pada zona
buffer TPA masuk dalam ruang
terbuka hijau fungsi terientu
(ayat (2) huruf d)

(1)

)

36.

Diantara Pasal 43 dan Pasai 44. seria disisipkan1
(satu) pasal baru yaitu Pasal 43 A, sehingga
berbunyi sebagai berikut: -

Pasal 43 A

Ruang terbuka hijau  kawasan perkotaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d
berupa ruang terbuka hijau kawasan permukiman
perkotaan P
Ruang “terbuka hijau  kawasan permukiman
perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi : o

a. ruang terbuka hijau pekarangan;

_b. ruang terbuka hijau taman dan hutan kota;

€. ruang terbuka hijau jalur hijau jatan;
d. ruang terbuka hijau fungsi tertentu;
Pengembangan- ruang. terbuka hijau kawasan |
permukiman perkotaan -sebagaimana’ dimaksud |
pada ayat (Zj dengan luas kurang lebih™ 1.776

(seribu tujuh ratus tujUh puluh _enam) hektar
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“f.  Kecamatan

meliputi :

a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih
50 (Empat puluh sembilan) hektar:

b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih

. 309 (Tiga ratus sembilan) hektar:

¢.  Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih
51 (Lima puluh satu) hektar;

d.  Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih
10 (Sembilan) hektar;

e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih
22 (Dua puluh dua) hektar;

Karangtengah  dengan
kurang lebih 43 (Empat puluh tiga) hektar;

g Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang

. lebih 59 (Lima puluh sembilan) hektar;

h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang
lebih 208 (Dua ratus delapan) hekiar;

i.  Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang
lebik 61 (Enam puluh) hektar;

J- Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 16
{Lima belas} hektar; '

k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang
lebih 431 (Empat ratus tiga puluh) hektar;

. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih
193 (Seratus sembifan puluh dua) hektar;

luas

‘m.  Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih

66 (Enam puluh enam) hektar; dan
n. Kecamatan Wonosalam- dengan, luas kurang

lebih 259" (Dua ratiis lima puluti delapan).

meliputi :

a.  Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih
50 (lima puluh) hektar:

b.  Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih
309 (Tiga ratus sembilan) hektar;

G.  Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih
51 (Lima puluh satu) hektar;

d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang Iebih
10 (Sepuluh) hektar;

e.  Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebin
22 (Dua puluh dua) hektar:

f.  Kecamatan Karangtengah ~ dengan
kurang lebih 43 (Empat puluh tiga) hektar:

G. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang
lebin 59 {Lima puluh sembilan) hektar;

h. "Kecamatan Karangawen dengan luas kurang
lebih 208 (Dua ratus delapan) hektar;

i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang
lebih 61 (Enam puluh satu) hektar;

. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 16
(Enam belas) hektar:

k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang
lebih 431 (Empat ratus tiga puluh.satu) hektar:

. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih
193 (Seratus sembiian puluh tiga) hektar;

m. - Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih
66 (Enam pulith enam) hektar: dan

Juas

lebili ‘259 (Dua “ratus fima puluh sembilan)

n.. . Kecamatan Wonosalam. dengan_lyas kurang |

hektar. hektar. - '
_ Paragraf 3 ' Paragraf 3
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Kawasan Ekosistem Mangrove
Budaya. - - -
Pasal 44 - 35. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi Agar menyesuaikan Permen - Ketentuan Pasai 44 diubah sehingga berbunyi
Kawasan.suzka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagai berikut: . ATR/BPN 1/2018 lampiran I - sebagai berikut: o .
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf ¢ terdiri-atas . . +* Pasal44 ' » ST Pasal 44 ,
: - ¢ Kawasan skosistem mangrove sebagaimaiia Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud

-dalam -Pasal 37 huruf ¢ berupa kawasan pantai

dimaksud dalam Pasal 37 huruf ¢ berupa kawasan
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_pantai b‘erhutan'békau; dan
b. kawasan cagar budaya.

¥ AT Gt
berhutan bakau.

Pantéi berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 huruf a terletak di sepanjang pesisir pantai

a. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 22
(dua puluh dua) hektar;

b.  Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih
12 (dua belas) hektar;

¢. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 14
{empat belas) hektar; dan :

d.  Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 45
(empat puluh lima) hektar. :

Pasal 45 36.

meliputi : (1)

Ketentuan Pasal 45diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 45
Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 terletak di sepanjang
pesisir pantai dengan luas kurang lebih 701 (tujuh
ratus satu) hektar meliputi :
a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih
28 (Dua puluh delapan) hektar; .
b. Kecamatan Karangtengah dengan luas
kurang lebih 30 (Tiga puluh} hektar:
C. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih
35 (Tiga puluh lima) hektar; dan
d.  Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih
608 (Enam ratus delapan) hektar.
Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan masih ditetapkan
sebagai kawasan ekosistem mangrove yang

selanjutnya  disebut “industri/ - kawasan pantai |

berhutan bakau dengan ivas kurang lebih 446

(empat ratus empat puluh enam) hektar meliputi:

a.  Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih
101 (Seratus satu) hektar;

b.  Kecamatan Karang Tengah dengan luas

kurang lebih 90 {Sembilan puiuk) hektar; dan

C. . Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih-

255 (Dua ratus lima puluh fima) hektar.

Ketentuan

pengaturan

menyesuaikan dengan

Perpres 78/2017 tentang
RTR Kedungsepur.
RTRW Provinsi Jawa
Tengah.

(2)

38.

(1) Kawasan ekosistem mangrove  sebagaimana

Ketentuan Pasal 45 djubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 45

dimaksud dalam Pasal 44 terletak dj sepanjang
pesisir pantai dengan luas kurang lebih 701 (tujuh
ratus satu) hektar meliputi :

a.  Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih
28 (Dua puluh delapan) hektar:

b. Keeamatan Karangtengah dengan luas
kurang lebih 30 (Tiga puluh) hektar,

C.  Kecamatan Sayung sengan luas kurang letih
35 (Tiga puluh lima) hektar; dan

d.  Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih
608 (Enam ratus delapan) hektar,

Kawasan peruntukan industi yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan masih ditetapkan

sebagai kawasan ekosistem mangrove yang

selanjutnya disebut kawasan peruntukan industrif

kawasan pantai berhutan bakau dengan Iluas

kurang lebih 448 (empat ratus empat puluh

delapan) hektar meliputi:

a.  Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih
101 (Seratus satu) hektar; o )

b. Kecamatan Karang Tengah dengan luas
- kurang lebih 90 (_Sem_t;il_an puluh) hektar: dan

..  Kecamatan*Sayung dengan luas kurang lebih | -

257 (Dua ratus lima puluh tujuh) hektar.

keseluruhan berbunyi sebagaiberikut :

e.  Perubahan perunitukan dan fungsi kawasan pantai '
berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan pantai
(2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat
peraturan perundang-undangan. : (2) dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan

‘ ) . peraturan perundang-undangan. -
Paragraf4 ‘

‘ _ Kawasan Cagar Budaya , - . _ _

Pasal46 37. Ketentuan Pasal 46 ditambahkan huruf c, sehingga | 39. Ketentuan Pasal 46 ditambahkan huruf c, sehingga

berbunyi sebagai berikut: .-

Kawasan'caigar budaya sebagaimana dimaksud dalam
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:Pasal 37 huruf d meliputi :
a. Masjid Agung Demak; dan
b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu.

Pasal 46

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 huruf d meliputi:

a. Masjid Agung Demak;
b.  Makam Sunan Kalijaga Kadilangu; dan
C. cagar budaya lainnya yang ditetapkan Bupati.

Pasal 46

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 huruf d meliputi:

a.  Masjid Agung Demak;
b.  Makam Sunan Kalijaga Kadilangu; dan
C. _ cagar budaya lainnya yang ditetapkan Bupati.

Paragraf 4 Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Kawasan Rawan Bencana
Pasal 47 TETAP
Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimasud
dalam Pasal 37 huruf d terdiri atas:
a. kawasan rawan banijr;
b. kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi;
c. kawasan rawan iongsor;
d. Kawasan rawan kekeringan; dan
e. Kawasan rawan angin topan.
Pasal 48 TETAP
Kawasan rawan barijir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 huruf a meliputi: '
a. Kecamatan Mranggen;
b. Kecamatan Guntur;
¢. Kecamatan Sayung;
d. Kecamatan Karangtengah;
e. Kecamatan Bonang;
f.  Kecamatan Mijen;.
g. Kecémétan Karanganyar; - -
h. Kecamatan Kebonagung;
i.  Kecamatan Dempet;
j  Kecamatan Gajah;
k. Kecamatan Wedung; -
. Kecamatan Demak;
m. Kecamatan Wonosalam; dan
n. Kecamatan Karangawen. _
Pasal49 - TETAP
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Kawasan rawan

AL612011

abra

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:

.a. Kecamatan Sayung;

b. Kecamatan Karangtengah;
c. Kecamatan Bonang; dan
d. Kecamatan Wedung.

2031

Pasal 50

Kawasan rawan longsor sebagaiména dimaksud dalam
Pasal 47 huruf ¢ mefiputi:

a.
b.

Kecamatan Mranggen; dan
Kecamatan Kawangawen.

TETAP

Pasal 51

Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 huruf d meliputi:

a.

Te e a0g

—

m.

n.

Kecamatan Bonang;
Kecamatan Demak ;
Kecamatan Dempet;
Kecamatan Gajah;
Kecamatan Guntur;
Kecamatan Karanganyar;
Kecamatan Karangawen;
Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Kebonagung;
Kecamatan Mijen;
Kecamatan Mrarggen;
Kecamatan Sayung; -
Kecamatan Wedung; dan
Kecamatan Wonosalam.

TETAP

Pasal 52

Kawasan rawan angin- topan sebagaimana
dalam Pasal 47 huruf e meliputi:

.a. Kecamatan Bonang; -

'b. Kecamatan Demak; -

-¢. Kecamatan Dempet;
d. Kecamatan Gajah;

dimakstid

TETAP
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e. Kecamatan Guntur;

f.  Kecamatan Karanganyar,
g. Kecamatan Karangawen,;
h. Kecamatan Karangtengah;
i.  Kecamatan Kebonagung;
- Kecamatan Mijen;

k. Kecamatan Mranggen;

I.  Kecamatan Sayung;

m. Kecamatan Wedung; dan
n. Kecamatan Wonosalam.

eia ORARTREV]

RN ALY o

.| Kementeria ATR/ BPN

Masukan:

Agar menyesuaikan Permen
ATR/BPN 1/2018 larpiran 1|

Tanggapan:

Memasukan kawasan iindung
geologi berupa kawasan
imbuhan air tanah.

40. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu
pasal baru yaitu Pasal 52A, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 52A

(1) Kawasan findung geologi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 huruf e berupa kawasan yang
memberikan  perlindungan terhadap air tanah
berupa kawasan imbuhan air tanah; dan

(2) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.  Cekungan Air Tanah Kudus; dan

b. Cekungan Air Tanah Semarang-Demak.

» Paragraf 6

(1) Kawasan- lindung lainnya sebagaimana dimaksud

" - dalam Pasal-37-huruf e meliputi : S
a. ruang terbuka hijau perkotaan; dan
b. kawasan plasma nutfah.

(2) Ruang terbuka hijau  kawasan perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas kurang lebih 5.385 Ha (lima ribu tiga ratus
delapan puluh lima) hektar meliputi :

a. Kawasa Perkotaan Demak;
b. Kawasan Perkotaan Mranggen;
¢. Kawasan Perkotaan Wedung;

keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
: Pasal 53

| (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 huruf e berupakawasan plasma
nutfah.

(2) Kawasan plasma nutfah sebagaimana dimaksud
‘pada ayat (1) berada di kawasan pesisir meliputi :

a. Kecamatan Sayung; ,
b.  Kecamatan Karangtengah;
¢.  Kecamatan Bonang; dan .

e. Kecamatan Wedung.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Lainnya Kawasan Lindung Lainnya ‘ _
Pasal 63 { 38. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga secara 41. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut.
: Pasal 53

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaiména dimaksud.

dalam Pasal 37 huruf & berupa kawasan plasma
nutfah.

(2), Kawasan plasma nutfah 'sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada dj kawasan pesisir meliputi : |
a.  Kecamatan Sayung; '
b.  Kecamatan Karangtengah:
¢.  Kecamatan Bonang; dan
d. Kecamatan Wedung.
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lbukota Kecamatan Gajah:
Ibukota Kecamatan Dempet;

Ibukota Kecamatan Guntur;

Ibukota Kecamatan Sayung;

Ibukota Kecamatan Karangtengah;

Ibukota Kecamatan Bonang;

Ibukota Kecamatan Karangawen;

Ibukota Kecamatan Wonosalam;

Ibukota Kecamatan Karanganyar;

Ibukota Kecamatan Mijen; dan

- Ibukota Kecamatan Kebonagung.

Kawasan plasma nutfah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berada di kawasan pesisir
meliput; :

a.  Kecamatan Sayung;

b.  Kecamatan Karangtengah;

€. Kecamatan Bonang; dan .

d. Kecamatan Wedung.

3T AT " T@ ~0a

3

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budidaya

Kawasan Budidaya

a.

Fe ~e a0 o

Pasal 54 .
Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Fasal
35 ayat (1) huruf b terdiri atas :

kawasan peruntukan hutan produksi;
rawasan peruniukar pertanian;
kawasan peruntukan perikanan;
k‘éwé‘s‘aﬁ‘peruntuka‘n'peria'r'nbéh‘gan; ’
kawasan peruntukan industri;

kawasan peruntukan pariwisata;
kawasan peruntukan permukiman; dan
kawasan pertahanan dan keamanan.

Te mo a0 o

39. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga secara
keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas -

kawasan hutan produksi; .
kawasampertanian; ¢ -
kawasan perikanan;
kawasan pertambangan dan energi;
kawasan peruntukan industri:

** kawasan pariwisata;
kawasan permukiman; dan
kawasan pertahanan dan keamanan.

42. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 54

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud :
dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas:

kawasar hutan produksi;

‘kawasan perlanian;” -
kawasan perikanan;

kawasan pertambangan dan energi;

Te e ae o

kawasan peruntukan industri;
kawasan pariwisata;
kawasan permukiman; dan

kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf2
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi .
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Pasal 55
(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dengan luas
kurang lebih 3.422 Ha (liga ribu empat ratus dua
puluh dua) hektar terdiri atas :
a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
dan
b.  kawasan peruntukan hutan produksi tetap;
Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas kurang lebih 982 Ha (sembilan ratus delapan
puluh dua) hektar berada di Kecamatan Karangawen.
Kawasan peruntukan hutan produksi tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
luas kurang lebih 2.440 Ha (dua ribu empat ratus
empat puluh) hektar meliputi :
a. Kecamatan Karangawen; dan
b. Kecamatan Mranggen.

(2)

(3)

3)

40. Katentuan Pasal 55 diubah sehingga secara
keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
] Pasal 55

Kawasan hutan produksi sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dengan luas

kurang lebih 3.278 (Tiga ribu dua ratus tujuh puluh

delapan) hektar terdiri atas :

a. kawasan hutan produksi terbatas: dan

b.  kawasan hutan produksi tetap;

Kawasan hutan produksi terbatas sehagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas

kurang lebih 568 (Lima ratus enam puluh delapan)

hektar berada di Kecamatan Karangawen.

Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan iuas

kurang lebih 2.710 (dua ribu tujuh ratus sepuluh)

hektar meliputi: )

a. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang
lebih 1.961 (Seribu sembilan ratus enam

" puluhi satu) hektar; dan
¢. Kecamatan Mianggen dengan luas kurang
~ lebih 749 (Tujuh ratus empat puluh sembilan)

(1)

(2)

43. Ketentuan Pas
sebagai berikut:
Pasal 55

Kawasan hutan  produksi sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dengan luas
kurang lebih 3.278 (Tiga ribu dua ratus tujuh puluh
delapan) hektar terdiri atas :

a.  kawasan hutan produksi terbatas; dan
b. kawasan hutan produksi tetap;

Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas
kurang lebih 568 (Lima ratus enam puluh delapan)
hektar berada di Kecamatan Karangawen.
Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas
kurang lebih 2.710 (dua ribu tujuh ratus sepuluh)
hekiar meliputi:

a.  Kecamatan Karangawen dengan luas kurang
lebih 1.961 (Seribu sembilan ratus enam
puluh satu) hektar; dan

b.  Kecamatan Mranggen dengan luas kurang
lebih 749 (Tujuh ratus empat puluh sembilan)

(1)

(2)

Kawasan peruntukan pertanian sebagimana yang
- | dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas :

a. kawasan tanaman pangan;
b. kawasan hortikultura; dan
€. kawasan peternakan.

berbunyi sebagaiberikut:
_ Pasal 56 . L
Kawasan pertanian.sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 54 huruf b terdiri atas:
a. kawasan tanaman pangan; dan
b. kawasan hortikultura.

hekter; hektar;
Paragraf 2 Paragraf'Z '
Kawasan Peruntukan Pertanian Kawasan Pertanian o
Pasal 56 41. Ketentuan Pasai 56 diubah sehingga keseluruhan 44. Ketentuan Pasal 56 diubah sehiﬁgga berbunyi

'b. kawasan hortikultura,

sebagai berikut: A
o cPasalsel. L.
Kawasan pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam |
Pasal 54 huruf b terdiri atas: o
a.  kawasan tanaman pangan; dan

Pasal 57

dalam Pasal 56 huruf a terdiri atas :
a. lahan sawah irigasi; dan
b. lahan sawah bukan irigasi.

(1) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud

Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud

42. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga keseluruhan
berbunyi sebagaiberikut: .
Pasal 57

dalam -Pasal 56" huruf a dengan luas kurang lebih

Luas  menyesuaiakan peta
rencana pola ruang terbary
(akibat penyesuaian dengan
kawasan peruntukan industri
Provinsi Jawa Tengah)

“Kawasan tanaman vpangan'_sebagaimana'dimaksud ’

45. Keteniuan Pasal 57 diubah sehingga  berbunyi
sebagai berikut: ' :

" Pasal 57

dalam Pasal 56 huruf ‘a’'dengan luas- kurang lebih
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(2) Lahan sawah irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 49.841 Ha
(empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat
puluh satu) hektar meliputi :

a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih
3.349 (tiga ibu tiga ratus empat puluh sembilan)
hektar;

Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih
4.157 (empat ribu seratus lima pulub  tujuh)
hektar;

Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih
4.782 (empat ribu tujuh ratus delapan puiuh dua)
hektar; ’

Kecamatan Gajah dengar luas kurang lebih
3.539 (tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan)
hektar; .

Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih
2.218 (dua ribu dua ratus delapan belas} hektar;
Kecamatar Karanganyar dengan luas kurang
lebih 4.945 (empat ribu sembilan ratus empat
puluh lima) hektar; o

g- Kecamatan Karangawen dengan luas kurang

o

134

Q

o

—

enam) hektar;

h.  Kecamatan Karahgtengah dengan luas kurang
lebih _3.672 (tiga, r_ibu: enam ratus tujuh puluh
“dua) hektar, h

I Kecamatan 'Kebonagung dengan luas kurang
~hektar, T _

Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih

3.834 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat)

hektar;

—

. 2954 (dua ribu sembilan ratus lima puiuh
empat) hektar; ,

. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih
2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puiuh) hektar;

m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih

")l'-htfi‘t'v“s»'( A 0
A IR g:,q MW}S‘E”W AL A | 5

lebih 2.786 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh |

wneeeo - - lebih_3.315 (tiga- ribu{igg_:rgltusl:I_ir_r_m,tbelas_)m »

k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih ,

(6)

56.813 (Lima puluh enam ribu delapan ratus tiga belas)
hektar meliputi ; _
Kecamaian Bonang dengan luas kurang lebih

a.

b.

- Kecamatan Mranggen . dengan itaskuranglebih

5.085 (Lima ribu delapanpuluh fima) hektar:
Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 4.145
(Empat ribu seratus empat puluh lima) hektar;
Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih
4.914 (Empat ribu sembilan ratus empat belas)
hektar;

Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 4.392
(Empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua) hektar;
Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebik 4.714
(Empat ribu tujuh ratus empat puluh satu) hektar;
Kecamatan Karangtengah dengan Iuas kurang
lebih 2.942 (Dua ribu Sembilar ratus empat uluh
dua) hektar;

Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebik
5.786 (Lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam)
hektar, » »
Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih
3.282 (Tiga ribu dua ratus delapan puluh dua)
hektar; '

Kecamatan Kebonagiing dengan luas kurang lebih
3.354 (Tiga ribu tiga ratus lima puluh empat)
hektar;

Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 4.189.
(Empat ribu seratus delapan puluh  sembilan)
hektar; '

3.081 (Tiga ribu delapan puluh satu) hektar;

Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih
1.562 (Seribu lima ratus enam puluh dua) hektar;

Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih

5.526 (Lima ribu lima ratus enam puluh dua) [

hektar; dan

Kecamatan Wonosalam dengan iuas kurang lebih. [

3.841 (Tiga ribu delapan ratus empat puluh satu)
hektar. :

56.763

tiga) hektar meliputi :

a.  Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih
5.085 (Lima ribu delapan puluh lima) hektar:

b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 4.145
(Empat ribu seratus empat puluh lima) hektar;

C. Kecamatan Dempet dengan lyas kurang lebih
4.914 (Empat ribu sembilan ratus empat belas)
hektar,

d. Kecamatan Gejah dengan luas kurang lebih 4.392
(Empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua) hektar:

e.  Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 4.714
(Empat ribu tujuh ratus empat belas) hektar;

f. Kecamatan Karang Tengah dengan luas kurang
lebih 2.894 (Dua riby delapan ratus sembilan puluh
empat) hektar;

g. Kecamatan Karanganyar dengan juas kurang lebih
5.786 (Lima riby tujuh ratus delapan puluh enam)
hektar; .

h.  Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih

(Empat ribu ‘seratus delapan puluh sembilan) a

* Kecamatan Mfén'ggen.:dengan' iuas: kurang lébihj'"

(Lima puluh enam riby tuj

B e S ey
ratus enam puluh

3.282 (Tiga ribu dua ratus -delapan puluh dua)
hektar;

Kecamatan Kebonaguing dengan luas kurang lebih
3.354 (Tiga ribu tiga ratus lima puluh empat) |
hektar;

Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 4.189 |

hektar;

3.081 (Tiga ribu- delapan puluh salu) hektar,
Kecamatan Sayung dengan Iluas kurang lebih
1.562 (Seribu lima ratus enam puluh dua) hektar;
Kecamatanm Wedung .dengan’ Juas kurang lebih
5.526 (Lima ribu lima ratus dua puluh enam) |
hektar; . ' )
Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih |
3.841 (Tiga ribu. delapan ratus: empat puluh satu) |

hektar;
| ]
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)

(4)

Q)

3.757 (tiga

hektar; dan

n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang
lebih 3.773 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga)
hektar.

Lahan sawah bukan irigasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.195

Ha (seribu seratus embilan puluh lima) hektar

meliputi :

a. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih
165 (seratus enam puluh lima) hektar;

b. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 34
{tiga puluh empat) hektar;’

c. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang
lebih 268 (dua ratus enam puluh delapan)
hektar;

d. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 723
(tujuh ratus dua puluh tiga) hektar; dan

e. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebik
5 (lima) hektar.

Kawasan tanaman pangan diarahkan sebagai

kawasan perlindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan. A :

Kawasan perlindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

lokasinya diatur lebih lanjut dalam rencana dstail tata

ruang kabupaten.

1M

Pasal 58 '
Kawasan HortiKiiltiia “sebagaimana difiiaksud dalam
Pasal 56 huruf b dengan luas kurang lebih 5.574 Ha
(ima rbu lima ratus tujuh puluh empat) hektar
meliputi: '
a. Kecamatan Bonang dengan .luas kurang lebih
547 (lima ratus empat puluh tujuh) hektar;

105 (seratus lima) hektar;

423 (empat ratus dua puluh tiga) hektar;

43. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga keseluruhan
: berbunyi-sepagaiberikut T T T
: Pasal 58

Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 huruf b dengan luas kurang lebih 1.558 (seribu

1 lima ratus fima puluh delapan) hektar. meliputi :

a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih~ 4
b. Kecamatan Demak dengan Iuas: kurang lebih | :
. "' b.  Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih- 49
c. Kecamatan. Dempet dengan luas kurang lebih :

(empat) hektar;

" (empat puiuh Sembilan) hektar;

C. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 39. |

'l?asal 55 huruf b dengan luas kurang lebih 1.556 (seribu
- lima ratus fima puluh enam) hektar meliputi : - '

46. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: - s B e
_  Pasal58

Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud . dalam

a. Kecamatan Bo'nang.-'dengan luas kuréng. lebih 4 |
(empat) hektar; o
b. Kecamatan Demak. dengan luas. kurang lebih 47

{empat puluh Tujuh) hektar;

C. _Kecamatan .Dempet dengan fuas' kurang lebih 39
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e. Kecamatan.Guntur dengan luas kurang lebih 50

(lima puluh) hektar; -

f. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang

lebih 152 (seratus lima puluh dua) hektar;

g- Kecamatan Karangawen dengan luas kurang

lebih 24 (dua puluh empat) hektar;

h.  Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang

lebih 76 (tujuh puluh enam) hektar;

i.  Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang

lebih 675 {enam ratus tujuh puluh lima) hektar;

j Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 823

(delapan ratus dua puluh tiga) hektar;

k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang labih
945 (sembilan ratus empat puluh lima) hektar;

i.  Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebin
1.078 (seribu tujuh puluh delapan) hektar;

m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih
367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hektar; dan

n.  Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang- |

lebih 113 (seratus tiga belas) hektar.
Kawasan yang ditetapkan dengan peruntukan
kawasan pertanian  hortikultura sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) juga ditetapkan sebagai
lahan cadangan pertanian pangan berkelenjutan,

pengembangan kegiatan peternakan, pengembangan.

kegiatan perikanan darat, cadangan pengembangan

" ‘permukiman, “dan- pengembangan ‘kawasan lainnya-
.yang diatur dalam rencana rinci tata ruang.

d.

Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 26
(dua puluh enam) hektar:

Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang
lebih 48 (empat puluh delapan) hektar;

Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih
199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) hektar:
Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih
150 (seratus lima puluh) hiektar;

Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 59
(lima puluh Sembilan) hektar:

Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih
446 (empat ratus empat puluh enam) hektar;
Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 38
(tiga puluh delapan) hektar:

Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 248
(dua ratus empat puluh delapan) hektar; dan
Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebin
252 (dua ratus lima puluh dua) hektar.

: D
(tiga puluh Sembilan

Kecamatan Karangteng
lebih 48 (empat puluh de|

Kecamatan Karangawen

199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) hekiar;

Kecamatan Kebonagung

150 (seratus lima puluh) hektar:
Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 59

(tima puluh Sembilan) he

Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih
446 (empat ratus empat puluh enam) hektar:

Kecamatan Sayung den

(tiga puluh delapan) hekiar:

Kecamatan Wedung den
(dua ratus empat pulth d

Kecamatan Wonosalam

252 {dua ratus lima puluh dua) hektar.

(1)

- Pasal 59
Kawasan peternrakan sebagaimana dimaksud dalam

-Pasal 56 huruf ¢ terdiri atas:

a ternak besar;
b. ternak kecil; dan
. fternak unggas.

. Ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

44.

" Kawasan

Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga keseluruhan
berbunyi sebagaiberikut:

-, Pasal 59
Kawasan pertanian pangan berkelanjutan di
Daerah ditetapkan 56.530 (Lima puluh enam ribu
lima ratus tiga puluh) hektar; :
pertanian = pangan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

¥e)

(1

47.

—_— ]
Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

- Pasal 59

Kawasan pertanian Pangan  berkelanjutan dj
- Daerah ditetapkan 56.53
‘lima ratus tiga nuluk) hektar;

Kawasan  pertanian °
sebagaimana dimaksud p

huruf a meliput :

) hek

Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 26
(dua puluh enam) hektar;

ah dengan luas kurang
lapan) hektar:
dengan luas kurang lebih

dengan luas kurang lebih

ktar;

gan luas kurang lebih 38

gan luas kurang lebih 248
elapan) hektar: dan

dengan luas kurang lebih

0 (Lima puluh enam ribu

pangan.  berkelanjitan
ada ayat (1) terdiri atas:



s

)
(4)

a.  Kecamatan Mranggen:;
b. Kecamatan Karangawen;
¢.  Kecamatan Guntur;

d.  Kecamatan Wonosalam;
e. Kecamatan Dempet;

f.  Kecamatan Gajah; dan
Kecamatan Karanganyar.

Ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan di seluruh wilayah kecamatan.

Ternak unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi:

a. Kecamatan Karangtengah;

Kecamatan Bonang;

Kecamatan Wedung;

Kecamatan Mijen;

Kecamatan Gejah;

Kecamatan Karanganyar;

Kecamatan Demak; dan

Kecamatan Wonosalam.

Qo -

Te "o a0 o

lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan

luas kurang lebih 55.520 Ha (ima puluh lima

ribu lima ratus dua puluh) hektar: dan

b. lahan  cadangan pertanian  pangan
berkelanjutan dengan luas kurang lebih 1.009
Ha (seribu sembilan) hektar.

¢.  Penetapan lokasi lahan pertanian pangan
berkelanjutan  dan cadangan  lahan
pertanianpangan berkelanjutan diatur lebih
lanjut oleh Bupati.

(3) Penetapan lokasi lahan pertanian  pangan

lahéh'pertériién- p ut degan.
luas kurang lebih 55.520 (lima puluh lima ribu
lima ratus dua puluh) hektar: dan

b. lahan cadangan pertanian pangan

berkelanjutan dengan luas kurang lebih 1.010
(seribu sepuluh) hektar.

berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian
pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut oleh
Bupati.

Paragraf 3
‘Kawasan Peruntukan Perikanan

Ry,

(2)

Pasal 60
Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 huruf ¢ terdini atas -
a.  perikanar tangkap; R
b.”""perikanan budidaya tambak; ~
c.  perikanan budidaya air tawar; dan
d. pengclahan perikanan,
Rencana pengembangan perikanan tangkap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi: _
a. kawasan penangkapan ikan skala kecil dengan
area tangkapan antara 0-3 mil dari pantai;
b.  kawasan penangkapan ikan skala menengat
dengan area tangkapan antara 3-6 mil dari garis

45. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga keseluruhan.
berbunyi sebagaiberikut: :

Pasat 60

.| (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam

a.  budidaya tambak;

b.  budidaya air tawar:

¢. fasilitas perikanan tangkap; dan

d. “‘pengolahan perikanan, . .
.(2) Budidaya tambak sebagaimana dimaksud pada-
ayat (1) huruf a dengan luas kurang febih 6.062
(Enam ribu enam puluh sembilandua) hektar
meliputi :

a.  Kecamatan Bonang dengan uas kurang lebih

Pasal'54 huruf ¢ terdiri atags = vt = o |-

48.

{)

Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga  berbunyi
sebagai berikut: : '

* Pasal 60
Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54 huruf ¢ terdiri-atas -~ - - o
a.  budidaya tambak;

b.  budidaya air tawar;

c. fasilitas perikanan tangkap; dan

d.  pengolahan perikanan. '

Budidaya tambak . sebageimana dirﬁaksud pada
ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 6,062
(Enam ribu enam pulth dua) hektar meliputi :

a.  Kecamatan Bonang dengan luas Kurang lebih
1200 {seribu dua ratus) hektar; ,
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c. kawasan penangkapan ikan skala besar dengan
area tangkapan diatas 6 mil dari garis pantai.

(3) Rencana untuk mendukung peningkatan hasil
perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi:

a. pengembangan dan peningkatan Pelabuhan
Perikanan Pantai dan Tempat Pelelangan tkan
(TPI1) Morodemak berada di Kecamatan
Wedung;

b. peningkatan sarana dan prasarana pendaratan
kapal dan/atau perahu serta sarana dan
prasarana TP meliputi :

1. Kecamatan Sayung;

2. Kecamatan Karangtengah;
3. Kecamatan Benang; dan
4. Kecamatan Wedung.

{4} Rencana pengembangan budidaya perikanan tambak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi ;

a. Kecamatan Sayung dengan iuas kurang lebih
1.219 Ha (seribu dua ratus sembilan belas)
hektar; .

b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang
lebih 548 Ha (lima ratus empat puluhh delapan)
hektar; '

¢. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih

761 Ha (tujuh ratus enam puluh satu) hektar;
dan: —-—— il L .

d. Kecamatan Wedung dengan luas kurang.lebih -
3.518 Ha {tiga ribu lima ratus delapan belas)
hektar. _

(5) Rencana pengembangan budidaya perikanan. air
tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
meliputi : o
a. Kecamatan Mijen;

b. Kecamatan Gajah

c. Kecamatan Karanganyar,

1.200 (Seribu ;
b. Kecamatan Karangtengah dengan luas
kurang lebih 457 (empat ratus lima puluh
tujuh) hektar;
c. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 26
(Dua puluh enam) hektar;

d. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih
249 (dua ratus empat puluh Sembilan) hektar;
dan

e.  Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih
4.130 (Empat ribu seratus tiga puluh) hektar.

(3) Budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:

Kecamatan Mijen;

Kecamatan Gajah

Kecamatan Karanganyar;

Kecamatan Wonosalam;

Kecamatan Dempet;

Kecamatan Kebcnangung;

Kecamatan Karangawen; dan

Kecamatan Mranggen.

(4) Fasilitas perikanan tangkap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meiiputi:

a. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak
berada di Kecamatan Bonang;
b.  Pangkapan pendaratan ikan meliputi :

1. Kecamatan Bonang; dan

2:-- Kecamatan-Wedung.” -- -~ - - -

(5) Pengembangan pengolahan perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi :

-a. Kecamatan Bonang; dan - -
b. Kecamatan Wedung.

Ta@ mo ae o

*(8) Pengembangan pengolahan perikanan

b. Kécaﬁatén Karangtenh dngan Iu
kurang lebih 457 (empat ratus lima puiuh
tujuh) hektar;

c.  Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 26
(dua puluh enam) hektar;

d. Kecamatan Séyung dengan luas kurang lebih
249 (dua ratus empat puluh Sembilan) hektar;
dan

e. Kecamatan Wedung dengan juas kurang lebih
4.130 (empat ribu seratus tiga puluh) hektar.

(3) Budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:

Kecamatan Mijen;

Kecamatan Gajah

Kecamatan Karanganyar;

Kecamatan Wonosalam:;

Kecamatan Dempet;

Kecamatai Kebonangung;

Kecamatan Karangawen; dan

Kecamatan Mranggen.

{4) Fasilitas perikanan tangkap sebagaimana
dimaksud pada-ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. Pelabuhan Perikanan Pantai Marodemak
berada di Kecamatan Bonang;

b.  Pangkapan pendaratan ikan meliputi :
1. Kecamatan Bonang; dan
2. Kecamatan Wedung.

oW

Te o ae

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurui d
meliputi : o

a.  Kecamatan Bonang; dan

b. Kecamatan Wedung.
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Kecamatan Wonosalam;

d

e. Kecamatan Dempet;

f.  Kecamatan Kebonangung;

g. Kecamatan Karangawen; dan

h.  Kecamatan Mranggen.

(6) Rencana pengembangan pengolahan ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi:

a. Kecamatan Bonang; dan
k. Kecamatan Wedung.

(7) Pengembangan kegiatan perikanan Pemerintah

Daerah akan mendorong dan atau memfasilitasi

pengembangan kegiatan produksi, pengolahan, dan

pemasaran perikanan yang berbasis sistem
kewilayahan dengan pendekatan pembangunan

minapolitan.
Paragraf 4
- Kawasan Peruntukan Petambangan
Pasal 61 46. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga keseluruhar | TKPRD Kabupater Demak 49. Ketentuan Pa i i i
- oy ! s bemax. : sal 61 diubah seh
Kawasan peruntukan pertambangan  sebagaimana berbunyi sebagaiberikut: sebagat berikut: 998 berbunyi

dimaksud dalam Pasal 54 huruf d terdiri atas :
1'a.  minyak dan gas bumi; dan
b. mineral can batubara.

Pasal 61
Kawasan pertambangan dan energi  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 huruf d meliputi: '

a. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi; dan |

b. kawasan pertambangan mineral, -

Kabupaten Demak tidak pertu
menetapkan pertambangan
mineral non logam dan/atau
batuan

Tanggapan:
Diakomodir

Pasal 61
Kawasan pertambangan dan energi  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ‘huruf d berupa kawasan
pertambangan minyak dan gas bumi.

: _ Pasal 62 =
(1) . Minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 huruf a terdiri atas :
a. daerah terbuka; dan
“b.  wilayah Kerja Blok Blora, - L
(2)° Daérah terbuka sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi :
a. Kecamatan Gajah; dan
b. Kecamatan Karangayar.

| TETAP
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Wilayah Kerja Blok Blora sebagarmana yang
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. Kecamatan Sayung;
Kecamatan Karangtengah,;
Kecamatan Demak;
Kecamatan Wonosalam;
Kecamatan Mranggen,;
Kecamatan Karangawen;
Kecamatan Guntur;
Kecamatan Dempet; dan
Kecamatan Kebonagung.

T Te e a0 o

o

{2)

Pasal 63

Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan
batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61

huruf b berupa kawasan pertambangan mineral’

bukan logam.

Kawasan mineral bukan ‘logam sebagaimana |

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pasir sungai,

b. tanah urug;

c. - batu gamping; dan .

d. tanahliat.

Pasir sungai sebagaimana dlmaksud pada ayat (2)
huruf a dengan luas kurang lebih 28 Ha (duva puluh
delapan) hektar meliputi :

a. Kecamatan Karangtengah;
KecamatanMranggen dan.

¢. Kecamatan Karangawen.

Tanah urug sebagaimana dimaksud pada ayat.(Z)

huruf b dengan luas kurang lebih 2.290 Ha (dua ribu |

dua ratus sembilan puluh) hektar meliputi :
a. Kecamatan Mranggen; dan
b. Kecamatan Karangawen.

Batu gamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ dengan luas kurang lebih 48 Ha (empat-puluh
delapan ) hektar meliputi :

a. Kecamatan Mranggen; dan

47.

[0

(2)

@)

(%)

KetentuanPasal 63 diubah sehingga xeseluruhan
berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 63

‘Kawasan pertambangan mineral sebagaimana

dimaksud dalam Pasal €1 huruf b berupa kawasan
pertambangan mineral bukan logam.

Kawasan mineral bukan logam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.
b.

-~

- G,

pasir sungai; - -
batu gamping; dan
tanah liat.

Pasir sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a meliputi :

a.
b.
C: NI
Batu gamping.sehagaimana dimaksud pada ayat

Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Mranggen; dan
Kéecamatan Karangawen.

(2) huruf b meliputi :

a.
..b.

Kecamatan Mranggen; dan
. Kecamatan Karangawen.

Tanah liat sebagaimena dimaksud pada ayat ( )
huruf ¢ meliputi:

a.
b.

C.

Kecamatan Wedung; -
Kecamatan Mijen;
Kecamatan. Karanganyar,

TKPRD Kabupaten Demak.

Masukan:

Kabupaten Demak tidak periu
menetapkan pertambangan
mineral non lcgam dan/atau
batuan

Tanggapan:
Diakomodir (Pasal 63 Dihapus)

50. Pasal 63 Dihapus
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" b. Kecamatan Karangawen.

(6) Tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d dengan luas kurang lebih 21.430 Ha (dua
puluh satu ribu sempat ratus tiga puluh)
hektarmeliputi:

Kecamatan Wedung;

Kecamatan Miien;

Kecamatan Karanganyar;

Kecamatan Gajah;

Kecamatan Dempet;

Kecamatan Demak;

Kecamatan Wonosalam;

Kecamatan Bonang;

Kecamatan Sayung;

Kecamiatan Karangtengah;

Kecamatan Gunitur;

Kecamatan Mranggen; dan

m. Kecamatan Karangawen.

(7) Pengaturan lokasi wilayah usaha pertambangan
(WUP) dan wilayah pertambangan (WPR) akan diatur
dalam Peraturan Bupati i ,

AT T Te e a0 o

Kecamatan Gajah;
Kecamatan Dempet;
Kecamatan Demak;
Kecamatan Wonosalam;
Kecamatan Bonang;

i.  Kecamatan Sayung;

J. Kecamatan Karangtengah;

k. Kecamatan Guntur;

I Kecamatan Mranggen; dan

m. Kecamatan Karangawen.

Pelaksanaan kegiatan pertambangan di kawasan

T e o a

peruntukan  pertambangan  dilakukan dengan

mempertimbangkan:

a. kesesuaian dengan poiensi jenis mineral
tambang; : o

b.  kawasan lindung yang dilarang untuk kegiatan
pertambangan,;

c. kawasan permukiman yang telah terbangun;

d. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;

“e.  peningkatan fungsi kawasan;

f. dampak lingkungan;

g. resiko bencana; :

h. konfik  pemanfaatan  ruang dengan

peruntukar lainnya; dan

ketentuan !ainnya yang diatur dalém peraturan
perundang-undangan. :

dalam Pasal 54 huruf e terdiri atas :
a. industi besar;
b. industi menengah; dan
¢. industr kecil dan/atau mikro.
(2) Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diarahkan untuk kegiatan pengolahan dan

Pasal 64 - -

Kawasan peruntukan industri  sebagaimana.
dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dengan luas

lebih 5191 (Lima ribu seratus Sembilan puluh -

satu) hektar meliputi:
a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih

1. * Rercana kawasan
peruntukan industri yang
luasannya diatas 300 Ha
agar menyesuaikan
dengan RTRW Provinsi
Jawa Tengah.

2. Rekomendasi KLHS:

. Paragraf5. - - Paragraf§
Kawasan Peruntukan Industri . Kawasan Peruntukan Industri . ‘
Pasal 64 48. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga keseluruhan | Kementerian ATR/ BPN 51. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi
(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud berbunyi sebagaiberikut: Masukan: sebagai berikut: :

. Pasal 64 :
(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dengan luas
lebih 7.646 (tujuh ribu enam ratus empat puluh
enam) hektar meliputi:

a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih
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pergudangan.
Industri menengah dan industri kecil dan/atau mikro
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ¢
diarahkan untuk mendukung potensi ekonomi lokal
meliputi :
a. hasil pertanian;
b. makanan;
c. kerajinan; dan
d. komoditas lainnya.
Industri menegah dan industri kecil dan/atau mikro
yang memiliki keterkaitan produksi dengan potensi
ekonomi lokal dapat bercampur dengan kawasan
permukiman dengan memperhatikan keserasian dan
daya dukung prasarana kawasan.
Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 1800 Ha
(seribu delapan ratus) hektar mefiputi :

Kecamatan Sayung;

Kecamatan Karangtengah;

Kecamatan Demak;

Kecamatan Mijen;
- Kecamatan Karanganyar;

Kecamatan Mranggen; dan
' Kecamatan Karangawen.

(2)

oo} “’.'_""i;-"v'é'

258 (dua ratus lima puluh delapan) hektar;

b.  Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih
92 (Sembilan puluh dua) hektar;

¢. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 6

(Enam) hektar;

:d.  Kecamatan Karang Tengéh dengan luas

kurang lebih 731 (tujuh ratus tiga puluh satu)
hektar;

e. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang
lebih 92 (Sembilan puluh dua} hekiar;

f.  Kecamatan Karangawen dengan luas kurang
lebih 203 (Dua ratus tiga) hektar: )

g. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih
251 (Dua ratus lima puluh satu) hektar;

" h.  Kecamatan Mranggen dengan luas kurang

lebih 163 (Seratus enam puluh tiga) hektar; .
i.  Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih
© 3279 (Tiga ribu dua ratus tujuh puluh
sembilan) hektar; dan
j Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang
lebih 116 (Seratus enam belas) hektar.

Pengembangan kawasan industri terpadu berada..

di Kecamatan Sayung

Pengembangan kegiatan usaha-industri di-Daerah- | -

meliputi:
a.  industri besar;
b. industri menengah; dan

~_C.. Industri kecil dan/atau mikro. TR I
) "Jenis kegiatan industri’ yang dikembangkan di | T T

Daerah meliputi:
a. industri pangan;

industri farmasi kosmetik dgn alat kesehatan;

b

c.  industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka;

d. industri alat transportasi;

e.  industrielektronika dan telematika;

f. “industri pembangkit energi;

g.. industri Barang modal, komponen, bahan

Pasal 64, Perlu
ditambahkan ayat G
dengan“pengaturan
kegiatan industri dengan
mempertimbangkan daya
tampung pada badan air”

Tanggapan:

1.
2.

Diakomodir

Dimasukkan kedalam
materi teknis

%)

j-

Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih
92 (sembilan puluh dua) hektar;

Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 6
(enam) hektar;

Kecamatan ~ Karangtengah dengan luas
kurang lebih 1050 (seribu lima puluh) hektar;
Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang
lebih 92 (sembilan puluh dua) hektar;
Kecamatan Karangawen dengan luas kurang
lebih 203 {dua ratus tiga) hektar;

Kecamatan Milen dengan luas kurang lebih
251 (dua ratus lima puluih satu) hektar;
Kecamatan Mranggen dengan luas kurang
iebih 163 (seratus enam puluh tiga) hekiar;
Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih
5.313 (lima ribu tiga ratus tiga belas) hektar;
dan

Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang
lebih 116 (seratus enam belas) hektar.

Pengembangan kawasan industri terpadu berada |
di Kecamatan Sayung dan Karangtengah.
Pembangunan perusahaan industi di kawasan
peruntukan- industri yang ~berbatasan-- langsung
dengan kawasan peruntukan permukiman wajib
menyediakan kawasan penyangga dalam bentuk
sabuk hijau. '

Pembukaan akses perusahaan indﬁstn' menuju

- jalan a‘rteri-‘primer—--memperﬁmbangkan-’l«k'ete'ntuan' )
. pengaturan akses masuk ke jalan arteri primer

sesuai peraturan perundang-undangan.
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industri agro;
.. industri logam dasar dan bahan galian bukan
logam;

. J- industri kimia dasar: dan

k. jenis industri lainnya.

Pembukaan akses perusahaan industri menuju
jalan arteri primer mempertimbangkan ketentuan
pengaturan akses masuk ke jalan arteri primer
sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) huruf ¢ meliputi :
a. Bendung Gerak Kali Jajar;

ayat (1) huruf b meliputi :

Paragraf 6 Paragraf6
Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Pariwisata
Pasal 65 49. Ketentuan Pasal 65 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 52. Ketentuan Pasal 65 ayat (2), ayat (3), dan ayat 4)
(1) Rencana pengembangan kawasan peruntukan diubah geh{ngga keseluruhan berbunyi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sebagaiberikut Pasal 5
huruf f terdiri atas - N Pasal 65' o (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
a." pariwisata alam; (1) Kawasan panwusfata 's.ebagalmana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f terdiri atas -
b. pariwisata budaya; dan Pasal 5% h_Ufof‘erd'r 1atas: a.  pariwisata alam;
€. pariwisata buatan. a. par!Wfsata alam; b.  pariwisata budaya; dan
(2) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat b. pariwasala budaya; dan ¢ pariwisata buatan. :
" (1) huruf a meliputi :. C. . panwisatabuaian.. . .. . . ) 1-(2) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada-ayat
a. Pantai Morosari; (2) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf @ meliputi:
-b.  Pantai Morodemak; (1) humfa.mellputlf _ o a.  Pantai Morosari dan Mangrove di Kecamatan
c.  Pantai Surodadi: a.  Pantai Morosari dan Mangrove di Kecamatan Sayung; '
d. Hutan Wisata Wonosekar; dan Sayqu; b.  Pantai Morodemak dan Mangrove Kecamatan
‘ e. Waduk Bengkah b. Pantai Morodemak dan Mangrove Kecamatan Bonang;
s Y badair i A Bonang; : L R Pantai Surodadi di K .
- | (3) . Pariwisata-budaya sebagaimana dimaksud pada ayat  Bartal Sredardt 4 e T C.. nal Surodaal di ecamatan Sayung; - .
) 3. (1) huruf b m eliputi ¢. Pantai Sl.Jl'Odadi di Kecamatan Sayung; : d.  Hutan Wisata Wonosekar: I
a. Masjd Agung Demak; d.  Hutan Wisata Wonusekar; e.  Waduk Bengkah;
b.  Makam Sunan Kaljaga Kadilangu: €. V\,adu.k Bengkah; ' f. Pantai Tambakbulusan dan Mangrove di
¢.  Museur Masjid Agung; f.  Pantai Tambakbulusan dan Mangrove di Kecamatan Karangtengah; dan
a. . Tradisi Grebeg Demalk. dan Kecarpatap. Karangtengah; dan . _ g. Pantai Nggojoyo dan-Mangrove di Kecamatan
. ) . g. Pantai Ngojoyo dan Mangrove di Kecamatan Wedung. -~ . A
e. Tradisi sedekah laut di kawasan pantai. Wedung _ a i Ly , - ; k
o _ o . - ranwisata budaya sebagaimana dimaksud.pada
(4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada | ayat (1) hunfb meliputi: - p ‘

_a. Masjid Agung Demak:

a.  Masjid Agung Demak;

b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu; J
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b. Bendung Karet Kalijajar; b akam Sunan Kalijaga Kadilangu; C.
¢ Bendung Karet Kali Kumpulan; . C.  Museum Masjid Agung; d.  Tradisi Grebeg Demak: dan
d. Taman Ria Kota Demak; dan d.  Tradisi Grebeg Demak; dan e Tradisi sedekah laut di kawasan pantai.
e. Agrowisata. ' e.  Tradisi sedekah laut di kawasan pantai. (4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada
(4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada } . ayat (1) huruf ¢ meliputi :
ayat (1) huruf ¢ meliputi : a.  Bendung Gerak Kali Jajar;
a.  Bendung Gerak Kali Jajar; b.  Bendung Karet Kalijajar;
- b Bendung Karet Kaljjajar: . Bendung Karet Kali Kumpulan;
c.  Bendung Karet Kali Kumpulan; d.  Taman Ria Kota Demak
d. Taman Ria Kota Demak e.  Agrowisata Kebonbatur; dan
e.  Agrowisata Kebonbatur: dan f. Agrowisata Jambu Lele.
Agrowisata Jambu Leie, ’
Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman
Pasal 66 | 80. Ketentugn Pasal.66 diubah sehingga keselusishan 53. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi
(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana. besbunyi sebagaiberikut - sebagai berikut:
dimaksud dalam Pasal 54 huruf g terdiri atas : Pasal 66 Pasal 66
a. kawasan permukiman perkotaan; dan (1) Kawasan permtkiman sebagaimana dimaksud (1) Kawasan permukiman sebagaimana’ dimaksud
b. kawasan permukiman perdesaan. dalam Pasal 54 huruf g dengan luas kurang lebih dalam Pasal 54 huruf g dengan luas kurang lebih .
(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana 21.221 (dua pulp_h SatL'l ribu dua ratus dua puluh . : 19.055 (sembilan belas ribu dua fima puluh fima)
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ; satu) hektar terdiri ata§ : , hektar terdiri atas - . S
. a  Kawasan Perkotaan Demak: a.  kawasan per mukfman perkotaan; dan a. kawasan permiukiman perkotaan; dan
b. Kawasan Perkotaan Mranggen; b. kawasan pem’mklman perdesaan. ‘ b.  kawasan permukiman perdesaan,
c. Kawasan Perkctaan Wedung; (2) Kawasan _permukiman  perkotaan sebagaimana . (2) Kawasan permukiman perkotaan  sebagaimana
d. ibukota Kecamatan Gajah; : ' :lmak_sud pada ayat (1) huruf a dengan luas , dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan fuas
‘ urang lebin 10.485 (sepuluh ribu empat ratus kurang lebih 8.527 (Delapan ribu fima ratus
.. & _lbukota Kecamatan Dempet; “. - delapan puluh lima) hektar meliputi_:_ co e el duapulub tujuh) hektar meliput L
f. Ibukota'Kecamatan Guntur; : 3. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebin _ 1 a Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih
g. Ibukota Kecamatan Sayung; 248 {Dua ratus empat puluh delapan) hektar; _ 248 (Dua ratus empat puluh delapan) hektar;
h. Ibukota Kecamatan Karangtengah; - b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih b.  Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih
i.  Ibukota Kecamatan Bonang; A 1.486 {(Seribu empat ratus delapan puluh 1486 (Seribu empat ratus delapan puluh
j-  Ibukota Kecamatan Karangawen; enam) hektar, ) - .. enam) hektar: -
k. Ibukota Kecamatan Wonosalam: ¢. Kecamatan Derr_1pet denga.n luas kurang febih - C. Kecamatan_ Dempet dengan luas kurang lebih
. bukota Kecamatan Karanganyar: 255 (Dua ratus .Ilma puluh lima) hektar; . : 255 (Dua ratus lima pulub: lima) hektar;
-m.  Ibukota Kecamatan Mijen; dan d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih . . : d.  Kecamatan Gajah dengan luas kurang iebih
48 (Empat puluh delapan) hektar; 48 {Empat puluh delapan) hektar:
n. Ibukota Kecamatan Kebonagung. ) ) ) de .
€. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih e.  Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih
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(3) é;/;ésar{ “prermu i
dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh
wilayah Daerah

110 (

f.  Kecamatan Karangtengah dengan luas
kurang lebih 397 (tiga ratus Sembilan puluh
tujuh) hektar;

g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang
lebih 301 (tiga ratus satu) hektar;

h.  Kecamatan Karangawen dengan luas kurang
lebih 1.045 (Seribu empat puluh lima) hektar;

. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang
lebih 303 (Tiga ratus tiga) hektar;

j.  Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 78

. (Tujub puluh delapan) hektar;

k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang
lebih 2.159 (Dua ribu seratus lma puluh
Sembilan) hektar;

. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih
2.512 (dua ribu lima ratus dua belas) hektar;

m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih
329 (Tiga ratus dua puluh sembilan) hektar;
dan

n. Kecamatan Woncsalam -dengan luas kurang
lebih 1.214 (Seribu dua ratus empat belas)
hektar. ’ _

(4) Kawasan permukiman perdesaan. sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas
kurang lebih 10.528 (sepuluh ribu lima ratus dua
puluh-delapan) nekiar meliputi: ' '
a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih

hektar; .
b.  Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih
311 (Tiga ratus sebelas) hektar;
¢. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih
955 (Sembilan ratus lima puluh lima) hektar;
d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih
~ 778 (Tujuh ratus tujuh puluh delapan) hekfar;
e. Kecamatan Guntur dengan-luas. kurang lebih
1.365 (Seribu tiga ratus enam puluh’ iima)

hektar;

. 1.338 (Seribu. figa . ratus’ tiga. puluh-delapan)-{.--= -

(6)

i TR AT D
eratus sepuluh) he
f. Kecamatan Karangtengah  dengan

luas
kurang lebih 217 (Dua ratus tujuh belas)
hektar;

g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang
lebih 301 (Tiga ratus satu) hektar; -

h.  Kecamatan Karangawen dengan luas kurang
lebih 1.045 (Seribu empat puluh lima) hektar;

.. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang
lebih 303 (Tiga ratus tiga) hektar:

j.  Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 78
(Tujuh puluh delapan) hektar:

k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang
lebih 2159 (Dua ribu seratus lima -pulun
sembilan) haktar: ‘

. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih
736 (Tujuh ratus tiga puluh enam) hektar;

m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih
329 (Tiga ratus dua puluh sembilan) hektar:
dan

n.  Kecamatan Woncsalam dengan luas-kurang | --

lebih 1.214 (Seribu dua ratus empat belas)
hektar.
Kawasan permukiman perdesaan. sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan’ luas

kurang lebih 10.528 (sepulith ribu lima ratus dua | -

puluh delapan) hektar meliputi;
a.  Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih

1.338 (Seribu tiga: ratus-tiga-puluh-delapanj-|:- -

hektar;

b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih
311 {Tiga ratus sebelas) hektar:

o

955 (Sembilan.ratus lima puluh lima) hektar;
d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih |.
778 (Tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektar;
€. Kecamatan Guntur dengan iuas kurang-iebih .
1.365 (Seribu tiga ratus enam- puluh lima)
hektar; .
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Kecamatan ~Karangtengah  dengan
kurang lebih 468 (empat ratus enam puluh
delapan) hektar;

g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang
lebih 571 (Lima ratus tujuh puluh satu) hektar;

h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang
lebih 837 (Delapan ratus tiga puluh tujuh)
hektar;

i Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang
lebih 547 (Lima ratus empat puluh tujuh)
hektar;

j-  Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih

647 (Enam ratus empat puluh tujuh) hektar:

k. Kecamatan Mranggen dengan Iuas kurangA

lebih 1.099 (Seribu sembilan puluh sembilan)
hektar,
L. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih
222 (dua ratus dua puiuih dua) hektar;
m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih
755 (Tujuh ratus lima puluh lima) hektar; dan

(5) Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih |

635 (Enam ratus tiga puluh fima) hektar.

luas

BT

Ferl

f.  Kecamatan arangtengah  dengan luas
kurang lebih 468 (empat ratus enam puluh
delapan) hekar;

9. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang
lebih 571 (Lima ratus tujuh puluh satu) hektar;

h.  Kecamatan Karangawen dengan luas kurang
lebih 837 (Delapan ratus tiga puluh tujuh)
hektar;

.. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang
lebih 547 (Lima ratus empat puluh tujuh}
hektar;

j Kecamatan Mien dengan luas kurang lebin
647 (Enam ratus empat puluh tujuh) hektar;

k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang
lebih 1.099 (Seribu sembilan puluh sembilan)
hektar; ,

. Kecamatan Sayung dengan luas kurang iebih
222 (dua ratus dua puluh dua) hektar;

m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih
755 (Tujuh ratus lima puiuh lima) hektar; dan

n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang
lebih 635 (Enam ratus tiga puluh lima) hektar.

A Paragraf 8 _ Paragraf 8 _
Kawasan Pertahanan dan Keamanan ) Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 67 . | TETAP Kemenkemhan 54. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 67diubah
(1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana _ sehingda berbunyi sepagaiberikut;
dimaksud dalam Pasal 54 huruf h terdiri atas : Masukan: . Pasal a7

a-  Kantor Tentara-Nasional Indonesia meliputi:- - -« o o

1. kantor Komando Rayon Militer {Koramil)
berada di seluruh Kecamatan; dan
2. kantor Komando Distrik Militer (Kodim)
berada di Kecamatan Demak.
b.  Kantor Kepolisian Republik Indenesia meliputi :
1. kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada
di seluruh Kecamatan; dan

2. kantor 'Kepolisian Resor (Polres) berada di |

Kecamatan Demak.

(2) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan

- Di Pelabuhan-iorodemak-- -

terdapat Pos TN AL.

Tanggapan:
Sudah diakomodir

=)

Kawasan ;puert_ah‘ar!an«.q@nfeémanan-seba@im_an_a-A -
dimaksud dalam Pasal 54 huruf h terdiri atas :
a. Kantor Tentara Nasional Indonesia meliput :
1. kantor Komando Rayon Militer (Koramil)
berada di seluruh Kecamatan; dan )
2. kantof"Komando Distiik Mili{e-r'(Kodim) i
berada di Kecamatan Demak;
3. kantor Komando Rayor: Militer {Koramil) |
berada di berada di seluruh Kecamatan;
dan.

4. Pos angkatan lauf berada di Kecamatan
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. BABV
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH

Bagian Pertama
Umnum

Pasal 68
Kawasan strategis wilayah terdiri atas -
a. kawasan strategis provinsi di Daerah; dan
b. kawasan strategis Daerah.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Provinsi Di Daerah

Pasal 69

Kawasan strategis provinsi di Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 huruf aterdiri atas :

a.  kawasan strategis  dari  sudut kepentingan

: "'--75'——pertﬁ'rﬁEuhén’-ekbn"oi"ni'-~berubé--RéWaEéd:'PéFkﬁtéah"
Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga — Semarang -
Purwodadi (Kedungsepur);

b, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan
budaya berupa Kawasan Masjid Agung Demak dan.
Kadilangu; :

. Bagian Ketiga !

51, KetentuanPasal6s ayat (1) diubah

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 68

sehingga |

Kawasan strategis wilayah terdirj atag :
a.  kawasan strategis nasional dan kawasan strategis

previnsi di Daerah; dan
C. kawasan strategis Dacrah.

52, KetentuanPasal69diubah
sebagai berikut:
Pasal 69
Kawa_s_an strategi§_ nasional da

provinsi sebagaimana dimaksud &
terdiri atas :6 .

a. kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Perkotaan
Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Semarang -.

Puiwodadi (Kedungsepur); .

C.  kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan
sosial dan budaya berupa Kawasan Masjid Agung

Demak;

sehingga berbunyi

n kawasan strategis

alarh Pasal 68 Turufa |- -

__Kam_(asqn ._qtrgt_e_gis. _Pasional _.Adan' kawasén strafegis.-
| provinsi sebagaimana dimaksud dajam: Paga) 68 huruf-a”

b. kawasan strategis provinsi dayj sudut kepentingan

Bonané.
b.  Kantor Kepolisian Republik Indonesia meliputi:
1. kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada

di seluruh Kecamatan; dan
2. kantor Kepolisian Resor (Polres) berada

di Kecamatan Demak_

2) Pengembangan kawasan pertahanan  dan
keamanan lebjh lanjut dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

95. Ketentuan Pasg 68 ayat (1) diubah sehingga
berbunyi Sebagai berikut:

Pasal 68
Kawasan strategis wilayah terdiri atas :

a. kawasan strategis nasional dan kawasan strategis
provinsi di Daerah: dan

b.  kawasan strategis Daerah,

5. Ketentuan Pasal 69 diypan sehingga  berbunyi
sebagai berikut: - _

Pasal 69

terdiri atas :
a.

sosial dan budaya berupa Kawasan Masjid Agung
Demak; - o : '




Kawasan Strategis Daerah

()

Pasal 70

Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 68 huruf b meliputi :

a. kawasan strategis dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi;

b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial
dan budaya; dan

¢. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi
dan daya dukung lingkungan hidup.

Peta rencana kawasan  strategis  Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan

dalam peta dengan tingkat ketelitan 1:50.000

tercantum dalam lampiran 1l yang meiupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

53.

Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dihapus, sehingga
Berbunyi sebagai berikut;
Pasal 70
Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 huruf b meliputi :
a. kawasan strategis dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi,
b. dhapus
C. kawasan strategis dari sudut kepentingan
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
Peta rencana kawasan strategis  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan iingkat ketelitian 1:50.000
tercantum dalam lampiran |l yang merupakan
bagiar: tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

57.

Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dihapus, sehingga
berburnyi sebagai berikut:
Pasal 70

Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 huruf b meliputi :
a. kawasan strategis dari sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi;

dihapus

kawasan strategis dari sudut kepentingan

fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
Peta rencana kawasan strategis  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat keteliian 1:50.000
tercantum dalam lampiran i) yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

™
n

Pasal 71

Kawasan strategis dari  sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi : _ _

a. kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer
yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamaian
Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan
Gajah - Kecamatan Karangayar;

b. kawasan wisata pantai Surodadi di Kecamatan
Sayung; dan :

¢. kawasan Pantai

Pelabuhan  Perikanan

. Mor.ode.mak.diJ.(ecap}giarLBonang.: P —
'Kegiatan yang dikembangkan pada ~kawasan

strategis sepanjang koridor jalan arteri primer yang

melewati  Kecamatan Sayung -  Kecamatan
Karangiengah - Kecamatan Demak - Kecamatan
Gajah - ‘Kecamatan Karangayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. Industri;

b.  perdagangan dan jasa; .
c. outlet pemasaran hasil komoditas Daerah; dan
d. permukiman perkotaan,

(1)

(2

‘a. kawasan sepanjaig koridor jalan arteri prfmer

KetentuanPasal 71 ayat (1) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut;

Pasal 71
Kawasan strategis . dari  sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi : -

yang melewati Kecamatan Sayung -
Kecamatar Karangtengah - Kecamatan
Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan
Karangayar;

D... kawasan._bindustr.i terpagp_.Sayqng;. R I

C. kawasan wisata pantai Surodadi  di
Kecamatan Sayung; dan
d. kawasan Pelabchan Perikanan
Morodemak di Kecamatan Bonang. _
Kegiatan yang dikembangkan pada - kawasan
strategis sepanjang koridor jalan arteri primer yang
melewati  Kecamatan Sayung - Kecamatan |
Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan
Gajah - Kecamatan Karangayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

Pantai

8.

(1)

Ketentuan Pasal 71 ayat (1) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71
Kawasan strategis dari  sudut kepentingan

pertumbuhan  ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat ( 1) 'huruf a meiiputi :

a. 'kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer

yang melewali Kecamatan Sayung -
Kecamatan Karangtongah - Kecamatan
Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan
Karangayar;

-b. kawasan industri.terpadu. Sayung;.._

o kawasan  wisata . pantai  Surodadi o
Kecamatan Sayung; dan

d. kawasan . Pelabuhan Perikanan  Pantai |

A Mo;odemak di Kecamatan Bonaqg_.
Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan

strategis sepanjang koridor jalan arteri primer yang |
Kecamatan |

melewali Kecamatan - Sayung -
Karangtengah = Kecamatan Demak - Kecamatan
Gajah - Kecamatan Karanganyar sebagaimana

'dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

an
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Kegiatan pada kawasan
strategis wisata pantai Surodadi di Kecamatan
Sayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b
berupa pengembangan wisata bahari.
(4) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan
strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di
Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ berupa peningkatan prasarana
pelabuhan perikanan

(3)

Industri;
perdagangan dan jasa;
outlet pemasaran hasil komoditas Daerah;
dan ’
d.  permukiman perkotaan.
Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan
strategis  kawasan industri terpadu  Sayung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi :
a. kawasan industri; dan
b. kawasan permukiman perkotaan.
Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan
strategis wisata pantai Surodadi di Kecamatan
Sayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ berupa pengambangan wisata bahari.
Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan
strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak

.di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan
prasarana pelabuhan perikanan

perdagangan dan jasa;

C. outlet pemasaran hasil komoditas Daerah;
dan

d.  permukiman perkotaan.

Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan
strategis  kawasan industri terpadu  Sayung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi :

a.  kawasan industri; dan

b.  kawasan permukiman perkotaan.

Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan
strategis wisata pantai Surodadj di Kecamatan
Sayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ berupa pengembangan wisata bahari.
Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan
strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak
di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan
prasarana pelabuhan perikanan

. Pasal 72
(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan
budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat
(1) huruf b berupa kawasan perbatasan yang
meliputi:
a. kawasan perbatesan - Kecamatan Sayung
Kecamatan Genuk (Kota Semarang);
b. kawasan perbatasan Kecamatan Mranggen
 Kecamatan Pedururgan {Kota Semarang);
c. kawasan perbatasan Kecamaian Dempet
Kecamatan Godong (Kabupaten Grobogan);
d. kawasan perbatasan Kecamatan Mien -
Kecamatan Welahan (Kabupaten Jepara); dan
e. kawasan perbatasan Kecamatan Karanganyar -
Kecamatan Jali (Kabupaten Kudus)."
(2) Kegiatan yang dikembangkan di kawasan perbatasan
sebagaimana dimaksud’ .pada ayat (1) berupa

I

pemaduserasian pambangunan prasarana dan |.

. Pasal 72 Dihapus

59. Pasal 72 Dihapus-
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sarana lintas daerah.

Pasal 73

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan

daya dukung lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d meliputi :

a. kawasan rawan abrasi dan rob pantai di
Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah
dan Kecamatan Bonang; dan

b. kawasan rawan sedimentasi dan tanah timbul di
Kecamatan Wedung.

(2) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan
strategis rawan abrasi dan rob pantai di Kecamatan
Sayung, Kecamatan Karangtergah dan Kecamatan
Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa penanganan masalah rob dan abrasi.

(3) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan

stralegis rawan sedimentasi dan tanah timbul di
Kecamatan Wedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berupa identifikasi tanah negara dan
arahan pengelolaaannya.

TETAP

‘BAB VI
ARAHAN.PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

- BABVH

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Bagian Kesatu
_ Umum

Pasal 74
(1) Arahan pemanfaatan ruang meliputi:

(—--d." ~perumusan- -program ~ sektoral - daldm “rangka |- -

perwujudan struktur ruang dan pola ruang
wilayah dan kawasan strategis; dan
b. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan
program pemanfaatan ruang wilayah kota dan
kawasan strategis. : o
(2) Perumusan program sektoral dalam rangka
perwujudan struktur ruang dan pola ruarg wilayah

dan kawasan strategis sebagaimana dimzaksud pada |

avat (1) huruf a merupakan prioritas pelaksanaan

TETAP

_bembangunan yang disusun berdasarkan atas
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kemampuan pembiayaan dan kegiatan  yang
mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum
pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Bagian Kedua
Arahan Perwujudan Struktur Ruang . Arahan Perwujudan Struktur Ruang
Paragraf 1 Paragraf 1
Perwjudan Sitem Pusat Pelayanan Perwjudan Sistem Pusat Pelayanan
Pasal 75 56. Ketentuan Pasal 75 poin adiubah sehingga | Memasukkan program terkait

Arahan perwujudan sistem perkotaan meliputi :
a.  pengembangan PKL dan PKLp dilakukan melalui :

1. penyusunan rencana detail tata fuang kota;

2. penyusunan peraturan zonas;

3. penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan;

4. penyusunan panduan rancang kota; dan -

5. pengendalian kegiatan.komersiai / perdagangan,
mencakup pertokoan, pusat belanja, dan
sejenisnya. :

b.  pengembangan PPK dilakukan melalui:

i.  penyusunan rencana detail tata ruang kota;

2. penyustinan peratiiran zonasi;

3. penyusunan rencanatata bangunan dan
lingkungan; dan -

4. pengendalian kegiatan komersialiperdagangan,
mencakup pertokoan dan pusat belanja.

¢. pengembangan PPL dilakukan melalui;

A ':penyusunan.xencana:détaii‘.tata:ruarig"kota;'da'rr 1

2. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan,
mencakup pertokoan dan pusat belanja.

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75
Arahan perwujudan sistem perkotaan meliputi :
& pengembangan PKL dilakukan melalu; -
1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;
2. penyusunan peraturan zonasi:
3. penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan;
4. penyustnan panduan rancang kota; dan
5. pengendalian kegiatan komersial /
perdagangan, mencakup pertokoan, pusat
belanja, dan sejenisnya.
b.  pengembangan PPK dilakukan melalui-
1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;
2. penyusunan peraturan zonasi:
3. penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkunigan; dan
‘4> pengendaliankegiatan = .7; o - oo

dan pusat belanja.
. pengembangan PPL dilakukan melalui:

1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;

© dan B

2. pengendalian kegiatan
komersial/perdagangan, mencakup pertokoan
dan pusat befanja. o

komersial/perdagangan, mencakup pér_tokoar;

PKN

}'a. pengembargan PKN

[ 2.--penyusunan peraturan zonasi; - - -

60. Ketentuan Pasal 75 poin a diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75 )
Arahan perwujudan sistem perkotaan meliputi :
dilakukan melalui

peningkatan keterpaduan pengembangan kawasan
metropolitan Kedungsepur

b.  pengembangan PKL dilakukan melalui :
1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;
2. penyusunan peraturan zonasi;
3. penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkiingan;
4. penyusunan panduan rancang kota; dan

5. pengendalian kegiatan kemersial /
perdagangan, mencakup pertokoan, pusat -
belanja, dan sejenisniya.

¢. pengembangan PPK dilakukan melalui:

1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;

3. penyusunan rencana tata bangunanﬂdevaurr~
lingkungan; dan

4. pengendalian kegiatan
komersial/perdagangan, mencakup pertokoan

dan pusat belanja.

d.  pengembangan PPL _diiakukan melalui:

1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;
dan ' :

2. pengendalian kegiatan

komersial/perdagangan, mencakup pertokoan
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dan pusat belanja

Pasal 76

Arahan perwujudan sistem perdesaan dilakukan melalui:
a. penyusunan perencanaan pembangunan kawasan

nerdesaaan; dan

b. pengembangan pusat pelayanan perdesaan.

57. Pasal 76 Dihapus

61. Pasal 76 Dihapus

Paragraf 2 Paragraf 2
Perwujudan Sistem Jaringan Transpotasi Perwujudan Sistem Jaringan Transpotasi
Pasal 77 58. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbuny| Menyesuatkan rencana sistem | 62. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi

Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi |

meliputi :
a. pengembangan sistem prasarana jaringan jalan
ditakukan melalui:
1. pengembangan dan peningkatan jalan arteri
" primer
a) pembangunan jalan bebas hambatan
Semarang — Demak;
b) peningkatarn Ruas Jalan arteri; jaiur Keta
Semarang — Sayung - Karangtengah -
Demak - Gajah— Karanganyar — Kudus;
2. peningkatan Jalan kolektor primer meliputi:
a) Jalur Semarang - Mranggen — Karangawen
— Gubug - Kebonagung - menuju
Purwodadi;
b) Jalur Demak — Wonosalam — Dempet -
__menuju_ PunNodadl,_dag o

Jepara.
3. peningkatan Jalan lokal primer meliputi:
a)  jalur Demak - Bonang / Wedung; '
b) ruas jalan Demak - Bonang — Wedung;
¢) ruas jalan Kalikondang - Tlogodowo;
d)} ruasjalan Onggorawe — Waru — Mranggen;

e) ruas jalan Mranggen — Kangkung - |

Kebonbatur — Banyumeneng/ Girikusumo;

c) " Jalur Trengguli/ Gajah - Mven — Welahan |

sebagai berikut:
~ Pasal 77
Arahan  perwujudan  sistem
transportasi meliputi :
a. pengembangan sistem prasarana jaringan jalan
ditakukan melalui:
1. pengembangan dan peningkatan jalan arteri
primer meliputi:
a) Jalan Bts. Kab. Demak/Kudus - Jati;
b) Jalan Lingkar Demak;
¢)  Jalan Bts. Kota Demak — Trengguli; -
d) Jalan Trenggui - Bts.
Demak/Kudus; dan
e) Jalan Bts. Kota Semarang - Bts. Kota
Demak.
2. pengembangan dan

jaringan  prasarana

Kab.

peningkatan  Jalan

a) Jalan Trengauli -

Kab. Jepara;
b) Jalan Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara
— Margoyoso;
3. pengembangan dan penlngkatan Jalan tol
meliputi:

a) Jalan tol Semarang ~ Demak;
b) Jalan tol Demak - Tuban; dan
.~ C) exit tol di Kecamatan Sayung dan

- Kelsklor Primer-1 (JKP1). mefiputi: = —- - --— -
Bts. Kab.. Demak/Bts.

jaringan prasarana transportasi

sebagai berikut:
Pasai 77

Arahan  perwujudan  sistem

transportasi meliputi :

& pengembangan sistem prasarana janngan jalan
dilakukan melalui: -

1. pengombangan dan peningkatan jalan arteri
primer meliputi:

a) Jalan Bts. Kab. Demak/Kudus - Jati:

b) Jalan Lingkar Demak:

c) Jalan Bts. Kota Demak — Treng'giili;

d) Jalan. Trengguli - - Bts.
Demak/Kudus; dan’

e) Jalan Bts. Kota Semarang - Bts. Kota
Demak.

2. pengembangan dan penmgkatan
. Kolektor Primer-1-{(JKP1) meliputi:-
a) Jalan Trengguli. - Bts. Kab. Demak/B‘s.
Kab. Jepara; -
b) Jalan Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara
_ ~Margoyoso;-
3. pengembangan dan penlngkatan Jalan tol
" meliputi:
. a) Jalan tol Semarang — Demak;
bj  Jalan tol Demak — Tuban; dan

jaringan  prasarana

Kab.

Jalan

¢) exit tol di Kecamatan Sayung dan
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b.

Margohayu - Wonosekar - Tlogorejo;

g)  ruas jalan Karangawen — Jragung;

h} ruas jalan Karangtengah - Guntur —
Karangawer; _

i) ruas jalan Pamongan - Bulusari -
Banjardowo (Semarang);

j)  ruas jalan Onggorawe — Suradadi;

k) ruas jalan Karangtengah -
Tambakbulusan;

) ruas jalan Desa Sriwulan — Bedono -
. Timbulsluko — Surodadi — Tambakbulusan
~ Morodemak - Purworeio ;

m) ruas jalan Desa Berahan Wetan — Babalan
~ HKedungmuth - Kedungkarang --
Tedunan; ‘

n) ruas jalan Wedung - -Bungo —Jetak -
Mijen; :

o) ruas jalan Karanganyar — Kedungwaru
kidul — Gempolsongo — Mijen;

p)  ruasjalan Bungo — Mutih Kulon; -

q) ruas jalan Karangnyar — Sambung --
Sidomulyo — Merak;

) ruasjalan Gajzh — Dempet;

s)  ruasjalan Dempet — Sidomulyo;

) ruasjalan Demung Trengguti;

u)  ruas jalan Dempet — Kebonagung;

== - _-y)- -ryas—ijalan- -Karangtengah-- — -Pasar-} - -
Wonosalam - Doreng - Megonten;

w)  ruas jalan Demak — Pasar Wonosalam;

X) ruas jalan Mranggen - Batursai -
Pucanggading / TVRI ~ Kebonbatur; dan

y)  ruasjalan Jalan lingkar Mranggen.

Fengembangan dan peningkatan jalan

lingkungan diseluruh wilayah Daerah _

pen'gem'bangan angkutan umum dilakukan melalui:
studi kelayakan sistem angkutan;

N

K

ecamatan Wonosalam.

pengembangan dan peningkatan Jalan

Kolektor Primer 2 (JKP2) meliputi:

a)
b)

d)

peningkatan jalan yang menjadi kewenangan

Jalan Semarang — Godong;
Jalan Demak — Godong;

c) Jalan Semarang - Demak - Jepara

(jalan pesisir); dan
Rencana jalan lingkar Mranggen.

kabupaten meliputi:

a)
b)
c)

d)

m)

n)
0)

Jalan Demak - Bonang - Wedung;
Jalan Onggorawe — Waru - Mranggen:

Jalan  Mranggen - Kangkung -
Kebonbatur - Banyumeneng/
Girikusumo;

Jalan  Kangkung - Sumberejo -

Margohayu — Wonosekar - Tlogorejo;
Jalan Karangawen - Jjragung;

Jalan  Karangtengah - Guntur -~

Karangawen;

Jalan Pamongan - Bulusari — Banjardowo
(Kota Semarang); e

Jalan Onggorawe — Suradadi;

Jalan Karangtengah — Tambakbulusan;

Jalan Desa Sriwulan -~ Bedono -

Timbulsluko - Surodadi -
Tambakbulusan -  Morodemak -

L PUmorgos e e e
Jalan Desa Berahan Wetan — Babalan —
Kedungmutih - Kedungkarang -
Tedunan;

Jalan Wedung - Bungo —Jetak — Mijen;
Jalan Karanganyar - Kedungwaru kidul —
Gempolsongo — Mijen;

Jalan Bungo — Mutih-Kulon;

Jalan  Karangnyar - Sambung -
Sidomulyo — Merak;

pengembangan dan peningkatan  Jalan
Kolektor Primer 2 (JKP2) meliputi:

a) Jalan Semarang - Godong;
b) Jalan Demak - Godong;
c) Jalan Semarang ~ Demak - Jepara

(jalan pesisir); dan

d) Rencana jalan lingkar Mranggen.

peningkatan jalan yang menjadi kewenangan
kabupaten meliputi:

Jalan Demak - Bonang — Wedung;
Jalan Onggorawe ~Wary — Mranggen;

Jalan  Mranggen - Kangkung -
Kebonbatur - Banyumeneng/
Girikusumo;

Jalan  Kangkung - Sumberegjo -

Margohayu - Wonosekar - Tlegorejo;
Jalan Karangawen — Jragung;

Jalan  Karangtengah - Guntur -
Karangawen; _ _

Jalan Pamongan -~ Buiusari — Banjardowo
(Kota Semarang): o

Jalan Onggorawe -Suredadi; o
Jalan Karangtengah - Tambakbulusan;

Jalan Desa Sriwulan - Bedono - |
Timbulsluko - Surodadi -
Tambakbulusan - - Morodemak -

T F_’LlfW_OijO, I it I S
Jalan'Desa Berahan Wetan — Babalan -
Kedungmutih - Kedungkarang -
Tedunan; -

Jalan Wedung ~-Bungo — Jetak — Mijen;
Jalan Kéfanganyar — Kedungwaru kidu! —
Gempolsongo - Mijen;

Jalan Bungo - Muth Kulon;

Jalan” Karangnyar - Sambung -

Sidomulyo — Merak;
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A

penyediaan pemberhentian untuk angkutan

umum bus maupun non-bus yang memadai; dan

3. penataan ulang dan pengembangan fungsi
terminal serta fungsi pelayanan terminal.

. pengembangan sarana transportasi dilakukan

melalui:

1. pembangunan terminal penumpang tipe A
berada di Kawasan Perkotaan Demak.

2. peningkatan terminal penumpang tipe C meliputi

a)  Kawasan Perkotaan Mranggen;
b)  Kawasan Perkotaan Wedung;
¢}  Ibukota Kecamatan Wonosalam:
. d)  !bukota Kecamatan Gajah;
e)  Ibukota Kecamatan Karanganyar;
f) Ihukota Kecamatan Mijen;
'g)  Ibukota Kecamatan Bonang;
h)  ibukota Kecamatan Sayung;
i) Ibukota Kecamatan Karangtengah;
jy - Ibukota Kecamatan Guntur:
k) Ibukota Kecamatan Dempet;
) - Ibukota Kecamatan iKarangawen; dan
m)  Ibukota Kecamatan Kebonagung.
3. pengembangan terminal barang direncanakan di
Kecamatan Sayung.
d. Pengembangan jaringan transpoitasi kereta api
diakukanmelaui
1. pénetapanjalur pérfintasan: dan”
2. pembangunan stasiun kereta api.

q) Jalan Dempet ~ Sidomulyo;

r) peningkatan ruas jalan Dempet -

Kebonagung;
s) Jalan Karangtengah — Pasar Wonosalam
- Doreng - Megonten;
t)  Jalan Demak — Pasar Wonosalam;
u) Jalan Mranggen - Batursari -
Pucanggading / TVRI - Kebonbatur; dan
v)  Jalan lainnya yang ditetapkan Bupati
6. Pengembangan dan perningkatan jalan
lingkungar diseluruh wilayah Daerah
b.  pengembanganangkutan umum dilakukan melalui:
1. studi kelayakan sistem angkutan;
2. penyediaan pemberhentian untuk angkutan
umum bus maupun non-bus yang memadai;
dan .
3. penataan ulang dan pengembangan fungsi
terminal serta fungsi pelayanan terminal.
C. pengembangan sarana fransportasi dilakukan
melalui: v
1. pembangunan terminai pénumpang tipe A
berada di Kawasan Perkotaan Demak.
2. peningkatan ferminal ‘penumpang fipe C
-meliputi : . :
n)  Kawasan Perkotaan Mranggen;
~0)  Kawasan Perkotaan Wedung;

“p) '""Ibukota‘Kecamé'tan‘Wonosalam;‘"“"‘"“ e

-q)  Ibukota Kecamatan Gajah;
) Ibukota Kecamatan Karanganyar;
s)  Ibukota Kecamatan Mijen;
t) ~ Ibukota Kecamatan Bonang;
u)  Ibukota Kecamatan Sayung;
v)  Ibukota Kecamatan Karangtengah;
w) Ibukota Kecamatan Guntur;
x)  Ibukota Kecamatan Dempet;
y}  Ibukota Kecamatan Karangawer; dan

alan Gajah - Dempet;

q) Jalan Dempet - Sidomuiyo;

1) peningkatan ruas jalan  Dempet -
Kebonagung;

s) Jalan Karangtengah ~ Pasar Wonosalam
- Doreng — Megonten;

t)  Jalan Demak - Pasar Wonosalam;

u) Jalan Mranggen - Batursari -
Pucanggading / TVRI - Kebonbatur; dan

v} Jalan lainnya yang ditetapkan Bupati
8. Pengembangan dan peningkatan  jalan
lingkungan diseluruh wilayah Daerah
Pengembangan angkutan umum dilakukan melalui:
1. studi kelayakan sistem angkutan;
2. penyediaan pemberhentian untuk angkutan
umum bus maupun nen-bus yang memadai;
dan ’
penataan ulang dan pengembangan fungsi
terminai serta fungsi pelayanan terminal.
pergembangan sarana transportasi - dilakukan
melalui:
1. pembangiman terminal penumpang tipe A
berada di Kawasan Perkotaan Demak; -
2 pembahgunad terminal penumpang tipe B
berada di Kawasan Perkctaan Mranggen;
3. peninigkatan’ terminal penumpang - tipe C
meliputi :

w

28 - Kawasen-Perkotaan-iranggen;: -~ ---f--

b)  Kawasan Perkotaan Wedung;

¢)  lbukota Kecamatan Wonosalam:

d)  Ibukota Kecamatan Gaijah;

e) lbukota Kecamatan Karanganyar;‘

fy  Ibukota Kecamatan Mijen;

g)  Ibukota Kecamatan Bonang;

h) . -Ibukota Kecamatan Sayung;

) Ibukota Kecamatan Karangtengah;

) Ibukota Kecamatan Guntur; ]
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' z)' il Ibukota Kecama't;m Kebonagung.

4. pengembangan terminal barang direncanakan
di Kecamatan Sayung.

d. Pengembangan jaringan transportasi kereta api
dilakukan melalui

1. penetapan jalur perlintasan: dan
2. pembangunan stasiun kereta api.

SeriRtE U 24
k) Ibukota Kecamatan Dempet

di Kecamatan Sayung.

dilakukan melalui
1. penetapan jalur perlintasan; dan
2. pembangunan stasiun kereta api.

) Ibukota Kecamatan Karangawen; dan
m)  lbukota Kecamatan Kebonagung.
5. pengembangan terminal barang direncanakan

d. Pengembangan jaringan transportasi kereta api

Paragraf 3 Paragraf 3
Perwujudan Sistem Jaringan Energi Perwujudan Sistem Jaringan Energi
Pasal 78 TETAP

Aranhan perwujudan sistem jaringan prasarana energl

dilakukan melaiui:

a. pembangunan jaringan pipa gas;

b.  Peningkatan sistem jaringan saluran udara tegangan
ekstra tinggi, saluran udara tegangan tinggi, saluran
udara tegangan menengah, dan saiuran udara
tegangan rendah;

C.  pengembangan daya listrik;

d. pembangunan prasarana listrik yang bersumbcr dari
energi alternatif.

Paragraf 4 Paragraf 4
Perwujudan Sistem Jaringan telekomunikasi » Perwujudan Sistem Jaringan telekomunikasi
Pasal79 TETAP

Arahan  perwujudan  sistem Janngan p_rasarana

' telekomuniikasi diiakizkan melalui: - o

a. peningkatan kualitas pelayanan tplepon di setlap
Kecamatan;

b.  pembangunan instalasi baru dan pengoperasian

.. instalasi penyaluran;

c. peningkatan sistem hubungan telepon otomatis dan
telepon umum; dan

d. pengaturan penggunaan menara bersama.

" Paragraf 5
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

- Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya

Paragraf 5
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Pasal 80

Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana sumber

daya air meliputi :

a. pelestarian sumberdaya air dilakukan melalui:

1. pelestarian sumber mata air dan konservasi
daerah resapan air;

2. pengawasan dan Penertiban sumber air yang
berasal dari sumber air tanzh dalam;

3. pembangunan embung meliputi :
a)  Kecamatan Karangawen;
h)  Kecamatdn Guntur;
¢)  Kecamatan Dempet;
d)  Kecamatan Mijen;
e)  Kecamatan Karanganyar,
fy  Kecamatan Bonang; dan
g) Kecamatan Wedung.

b. peningkatan pelayanan air minum dilakukan melalui:

1. pengembangan kemitraan dengan pihak swasta
dan ‘atau masyarakat dalam memperliuas
wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas
pelayanan.air minum; dan

2. perbaikan jaringan pipa air minum yang ada
secara bertahap dan meningkatkan manajemen
operasi dan-pemeliharaan pelayanan air minum.

59. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi

Arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya air

sebagai berikut:

Pasal 80

meliputi :

a.

‘b.

pelestarian sumberdaya air dilakukan melaui:
1. pelestarian sumber mata air dan konservasi

daerah resapan air;

2. pengawasan dan Penertiban sumber air yang

berasal dari sumber air tanah dalam;
3. pembangunan embung meliputi :

a) Kecamatan Karangawen;

b)  Kecamatan Guntur;

¢) Kecamatan Dempet;

d) Kecamatan Mijen;

e)  Kecamatan Karanganyar;

f)  Kecamatan Bonang; dan

g)  Kecamatan Wedung.

peningkatan pelayanan air minum diiakukan

melalui:

1. pengembangan kemitraan dengan pihak

- swasta dan atau masyarakat dalam
memperluas wilayah.pelayanan-dan

Vdan

3. perbaikan{aringenpiparair minum yang ada | -

secara bertahap dan meningkatkan -
manajemen operasi dan pemeliharaan
pelayanan air minum.,

Arahan perwujudan sistem Jaringan sumber daya air
meliputi :
a. pelestarian sumberdaya air dilakukan melalui:

b.  peningkatan peiayanan air minum dilakukan-

peningkatan kualitas pelayanan air minum;

63. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 80

1. pelestarian sumber mata air dan konservasi
daerah resapan air;

2. pengawasan dan Penertiban sumber air yang
berasal dari sumber air tanah dalam;

3. pembangunan embung meliputi :

) Kecamaian Karangawen; - _

) Kecamatan Guntur:

) Kecamatan Dempet;

) Kecamatan Mijen;

) Kecamatan Karanganyar;
Kecamatan Bonang; dan

g)  Kecamatan Wedung.

O O O oo

=

melalui:

1. pengembangan kemitraan dengan pihak

swasta dan atau masyarakat dalam

memperiuas wilayah pelayanan dan -

peningkatan kualitas pelayanan air minum;

dan . ) 4

" 2. perbaikan jaringan pipa air minum thEé&a‘
secara bertahap dan meningkatkan
manajemen operasi dan pemeliharaan
pelayanan air minum.

Perwujudan sistem jaringan prasarana iainnya terdiri atas :

Paragraf 6 Paragraf 6
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 81 ' 60. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

64. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

a. program sistem prasarana persampahan meliputi:
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ngkatan dan pengembangan tempat
pemrosesan akhir;

peningkatan dan pengembangan tempat
penampungan sementara;

program pengelolaan sampah 3R;
penyediaan tempat sampah organik dan non- -
organik di kawasan perkotaan;

studi kelayakan manajemen pengelolaan
sampah terpadu; dan

usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang
dan pemilahan antara sampah organik dan non-
organik.

program sistem jaringan prasarana air minum mehputn

1.

program sistem jaringan prasarana drainase meliputi:
1. :

penambahan kapasitas dan revitalisasi
sambungan rumah;

2. pengembangan jaringan distribusi utama;
3. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan
perdesaan di seluruh kecamatan; dan
4. pengembangan dan peningkatan reservoir.
program sistem jaringan prasarana pengplolaan air
-limbah:meliputi:-
1. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada
kawasan industri
2. pemantapan instalasi pengolahan limbah bn'a
3. pengembangan sistem pengolahan dan
pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat
... (sanimas) dan rumah tangga perkotaan; ¢ dan
4. pengemhangan sistem pengolahan fimbah

kotoran hewan dan limbah rumah tangga
perdesaan.

pembangunan dan peningkatan saluran
drainase perkotaan;

Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri

atas :

~ Pasal 81

a.  programsistem jaringan persampahan meliputi:

1.

peningkatan dan pengembangan tempat
pemrosesan akhir;

peningkatan dan pengembangan tempat
penampungan sementara;

program pengelolaan sampah 3R;
penyediaan tempat sampah organik dan non-
organik di kawasan perkotaan;

studi kelayakan manajemen pengelolaan
sampah terpadu; dan

usaha reduksi melalui pengomposan, daur
ulang dan pemilahan antara sampah organik
dan non-organik.

b. prbgramsistem penyediaan air minum meliputi :

1.

2.
3.

4.

penambahan kapasitas dan revitalisasi
sambungan rumah;

pengembangan jaringan distribusi utama;
penambahan kapasitas dan revitalisasi

jaringan perdesaan di seluruh kecamatan;dan |~ - - -

pengembangan dan peningkatan reservoir.

c.  programsistem pengelolaan air limbah meliputi:

1.

2

4.

pembangunan instalasi pengolahan limbah

-pada kawasan industri

pemantapan instalasi pengclahan limbah tinja;

2z 3. pengembangan sistem.pengolahantdan— o

pengangkutan limbah tinja berbasis
masyarakat (sanimas) dan rumah tangga
perkotaan; dan

_pengembangan sistem pengolahan limbah

kotoran hewan dan limbah rumah tangga
perdesaan.

program sistem jaringan drainase meliputi:

b.  Program sistem penyediaan air minum meliputi ;

C. Program sistem’ pengelolaan air limtah meliputi:

Pasal 81

Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri
atas :

a.  programsistem jaringan persampahan meliputi:

1. peningkatan dan pengembangan tempat
pemrosesan akhir;

2. peningkatan dan pengembangan tempat
penampungan sementara;
3. program pengelolaan sampah 3R;

4. penyediaan tempat sampah organik dan non-
- organik di kawasan perkotaan;

5. studi kelayakan manajemen pengelolaan
sampah terpadu; dan

6. usaha reduksi melalui pengomposan, daur
utang dan pemilahan antara sampah organik
dar non-organik.

1. penambahan kapasitas dan revntalrsaSI
sambungan rumah;

2. pengembangar jaringan distribusi utama:
3. penambahan kapasitas dan revitalisasi

" jaringan perdesaan di seluruh kecamatan; dan
4. pengembangan dan peningkatan reservoir,

1. pembangunan instalasi pengolahan limbah
pada kawasan industri

2. pemantapan instalasi pengolahan limbah tmja

3. pengembangan sistem pengolahan.dan ... - |- . et

pengangkutan limbah tinja berbasis
masyarakat (sanimas) dan rumah tangga
perkotaan; dan

4, pengembangan sistem pengolahan limbah
© kotoran hewan dan limbah rumah’ tangga
perdesaan.

2. normalisasi peningkatan saluran primer dan . d. program sistem jaringan drainase meliputi:
sekunder; o 1. pembangunan dan peningkatan saluran 1. pembangunan dan peningkatan saluran

3. normalisasi saluran sungai; dan drainase perkotaan; drainase perkotaan;

4. memantapkan rencana pengembangan dan 2. normalisasi peningkatan saluran primer dan 2. normalisasi péningkétan saluran primer dan
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pengelolaan saluran drainase di seluruh
kawasan perkotaan.

e. Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana
dilakukan melalui :

1. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan

normalisasi saluran sungai; dan
memantapkan rencana-pengembangan dan
pengelolaan saluran drainase di seluruh
kawasan perkotaan.

3. normalisasi saluran sungai; dan

kawasan perkotaan.

4. memantapkan rencana pengembangan dan
pengelolaan saluran drainase di seluruh

2. pengembangan ruang evakuasi bencana. e. Perwujudansistem jaringan evakuasi bencana e.  Perwujudansistem jaringan evakuasi bencana
dilekukan melalui : ditakukan mefalui :
1. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan 1. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
3. pengembangan ruang evakuasi bencana. 2. pengembangan ruang evakuasi bencana.

Bagian Ketiga Bagian Ketiga
Arahan Perwujudan Pola Ruang Arahan Perwujudan Pola Ruang
' Paragraf 1 . Paragraf 1
Kawasan Lindung Kawasan Peruntukan Lindung
Pasal 82 TETAP

Arahan perindungan ~ kawasan yang memberikan
perlindungan *erhadap kawasan bawahannya dilakukan
melalu:

a. pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat
menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah;

b. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan
di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
-kawasan bawshannya yang dimiiiki masyarakat;

c. melakukan program pembinaan, penyuluban kepada
masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan; dan

d.  penghijauan.

Pasal 83

- I-Arahan-perindungan - kawasan--perlindungan . setempat- | -

meliputi :
a. arahan perlindungan sempadan pantai dllakukan
melalui:

61. Ketentuan Pasal 83 diubah dengan menambahkan

Arzhan perlindungan kawasan perlindungan setempat.

--huruf d,-sehingga keseluruhan berbunyi-- -
sebagalbenkut

Pasal 83

Pasal 83

reliputi :

65. Ketentuan Pasal 83 diubah dengan menambahkan
--huruf d, sehingga berbunyi. -Sebagaiberikut.- - et SRR

Arahan perlindungan kawasan perlindungan setempat

1. penetapan batas sempadan pantai; meliputi a. arahan perindungan sempadan pantai dilakukan
2. pengelolaan kawasan tanah timbut; a. arahan per Imdungan sempadan pantai dilakukan melalui :
3. penetapan batas kawasan pasang surut; dan melalu : 1. penetapan batas sempadan pantai;
4. penghijauan. 1. penetapan batas sempadan pantal, 2. pengelolaan kawasan tanah timbul;

b. arahan perlindungan sempadan sungai dilakukan 2. pengelolaan kawasan tanah imbul; 3. penetapan batas Kawasan pasang ‘surut; dan
melalui: _ ' 3. penetapan batas kawasan pasang surut; dan 4. penghijauan.
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1. penetapan sempadan sungai di kawasan
perkotaan dan perdesaan; »

2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan.

sungai;

3. penertiban bangunan diatas sempadan sungai;

dan
4. penghijauan.
arahan perlindungan sempadan saluran irigasi
dilakukan melalui:

1. penetapan sempadan saluran irigasi di kawasan

perkotaan dan perdesaan;

2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan

saluran irigasi;

3. penertiban bangunan diatas sempadan saluran

irigasi; dan
4. penghijauan.

arahan perfindungan kawasan sempadan embung

dilakukan melalui:

1. penetapan batas sempadan embung; dan

2. penghiiauan.

4.

penghijauan.

arahan perlindungan sempadan sungai dilakukan
melalui ;

1.

2.

3.

4.

penetapan sempadan sungai di kawasan
perkotaan dan perdesaan;

penetapan pemanfaatan ruang sempadan
sungai dan irigasi;

penertiban bangunan di atas sempadan
sungai; dan

penghijauan.

arahan perlindungan sempadan saluran irigasi
dilakukan melalui :

1.

A%

3.

4.

penetapan sempadan irigasi di kawasan
perkotaan dan perdesaan;

_ penetapan pemanfaatan ruang sempadan

irigasi;

penertiban bangunan di atas sempadan
irigasi; dan

penghijauan.

perwujudan ruang terbuka hijau dilakukan melalui -

1.

2.

.

.

4.

3.

pembangunan, pengembangan dan penataan
alun-alun, lapangan, taman dan hutan keta;

pergadaan tanah bagi pembangunan dan
peningkatan ruang terbuka hijau prblik;
pengembangan jalur hijau sepanjang bahu

jalan;
pengembangan  ruang terbuka  hijau.
- pengamari.lingkungan; dan.... N

penataan makam sebagai ruang terbuka hijau.

1.

4,

C. arahan perfindungan sempadan saluran irigasi
dilakukan melalui :

1.

2.

3.

4,

d.  perwujudan ruang terbuka hijau dilakukan melalyi :

1
2.
3.

4,

arahan periihddhgan sempadah éungai dilakukan
melalui :

@Qsé&#&%h

penetapan sempadan sungai di kawasan
perkotaan dan perdesaan;

penetapan pemanfaatan ruang sempadan
sungai dan irigasi;

penertiban bangunan di atas sempadan
sungai; dan

penghijauan.

penetapan sempadan irigasi di kawasan
perkotaan dan perdesaan;

penetapan nemanfaatan ruang sempadan
irigasi;

penertiban bangunan di atas sempadan
irigasi; dan

penghijauan.

pembangunan, pengembangan dan penataan
alun-altn, iapangan, taman dan hutan kota;
pengadaan tansh bagi pembangunan dan
peningkatan ruang terbuka hijau publik;
pengembangan jalur hijau sepanjang ‘bahu’
jalan;

pengembangan  ruang  terbuka hijau
pengaman lingkungan; dan

penataan-makam sebagai ruang terbuka. hijau. 4. ...

Pasal 84

Arahan perlindung‘an suaka alam, pelestarian alam dan
cagar budaya meliputi : . .
arahan perlindungan kawesan pantai berhutan bakau

dilakukan melalui:

1. pemeliharaan kawasan hutan bakau; dan

2. penghijauan,

arahan perlindungan cagar budaya dilakukan melalui; - |-b-

. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga keseluruhan

berbunyi sebagaiberikut:

Pasal.84

Arahan. perlindungan konservasi berupa arahan
perlindungan kawasan pantai hutan bakau dilakukan
melalui:

a. . pemeliharaan kawasan hutan bakau; dan

penghijauan.

66. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berburyi
sebagai berikut:

Arahan perlindungan  konservasi berupa arahan
perlindungan kawasan ekosistem mangrove dilakukan

melalui: -

a.  pemeliharaan kawasan ekosistem mangrove; dan
b.  penghijauan. .

Pasal 84
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pelestarian bangunan cagar budaya; "dan
2. penetapan kawasan inti dan kawasan
penyangga.

c. arahan perllndungah cagar budaya dilakukan
melalui:

1. pelestarian bangunan cagar budaya; dan
2. penetapan kawasan inti dan kawasan
penyangga.

¢.  arahan perlindungan cagar bquya dilakua;m
melalui:

1. pelestarian bangunan cagar budaya; dan

2. penetapan kawasan inti dan kawasan
~ penyangga.

63. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 serta disisipkan 1
(satu) pasal baru yaitu Pasal 84 A sehingga
sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84 A
arahan perlindungan cagar budaya dilakukan melalui:
a.  pelestarian bangunan cagar budaya; dan
b. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.

67. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 serta disisipkan 1
(satu) pasal baru yaitu Pasal 84 A sehingga
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84 A
Arahan perlindungan cagar budaya dilakukan melalui:
a.  pelestarian bangunan cagar budaya; dan
b. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.

- Pasal 85
Arahan perlindungan kawasan bencana alam meliputi:

a. arahan perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan
melalui:

1. pengendalian pembangunan kawasan
permukiman dan fasiiitas pendukungnya;

2. ' pengembangan jalur ruang evakuasi; dan

3. melakukan program pembinaan, penyuluhan
. kepada masyarakat di kawasan rawan banjir.

b. arahan perlindungan kawasan rawan gelombang
pasang dan abrasi dilakukan melalui:

1. pembangunan tanggul penahan abrasi; dan
2. penghijauan tepi pantai.

..} €. -.arahan perindungan kawasan rawan.longsor

dilakukan melalui program:

1. pengendalnan pembangunén kawasan
permukiman dan fasilitas pendukungnya; dan

2. pengembangan jalur dan ruang evakuasi.

d. arahan perlindungan kawasan rawan kekeringan
dilakukan melalui:

1. pembangunan-sumur dalam;
2. pengembangan bangunan-penyimpan air; dan
3. pengembangan kegiatan dan/atau komoditas

pertanian hemat air.

TETAP
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SARAN/MASUKANI:
PERTANYAA

dilakukan melalui:

1. pengendalian pembangunan kawasan
permukiman dan fasilitas pendukungnya;

2. pengembangan jalur ruang evakuasi, dan

3. melakukan program pembinaan dan penyuluhan
kepada masyarakat di kawasan rawan angin
topan.

68. Diantara Pasal 85 dan Pasal 86serta disisipkan 1
(satu) pasal baru yaitu Pasal 85 A dan Pasal 85 B,
sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

Arahan perlindungan terhadap kawasan lindung geologi _

meliputi:

C. pengendalian kegiatan yang dapat menghalangi
meresapnya air hujan ke kawasan resapan air
tanah;

d. membatasi eksploitasi air tanah dalam secara

berlebihan; dan

e. keriasama pengelolaan CAT dengan Pemerintah
Daerah iain.

Pasal 858
Arahan perlindungan terhadap kawasan lindung lainnya

“meliputi:
a. pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan 1
| -~ ~-plasma nutfah;dan L

keanekaragaman

hayati  dan |-

b. pelestarian
ekosistemnya.
Paragraf 2 Paragraf 2
Kawasan Budidaya . Kawasan Peruntuken Budidaya
" Pasal 86 TETAR

Arahan perwujudan kawasan hutan produksi dilakukan
“melalui:
a. penetapan kawasan dan strategi penanganan
kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian
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tanahnya; dan
b.  pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada
lahan yang berkelerengan 25-40% yang dikuasai
masyarakat;

Pasal 87 TETAP
Arahan perwujudan kawasan pertanian dilakukan melalui:
a.  penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b.  pengaturan debit air irigasi sehingga tidak terjadi
kelebihan dan kekurangan air; dan
c. pemeliharaan sumber air untuk menjaga
kelangsungan irigasi.

64. Diantara Pasal 87 dan dan Pasal 88 disispkan 69. Diantara Pasal 87 d isisi
: ‘ ) _ . s an dan Pasal 88 disisipkan
Pagal baru yaitu Pasal 87 A, berbunyi sebagai _ . Pasal baru yaitu Pasal 87 A berbunyi sebggai
berikut: ' berikut: , .
Pasal 87 A ' Pasal 87 A
Arahan perwujudan kawasan perikanan dilakukan Arahan j } ] i
Arehan ahen perwujudan kawasan perikanan dilakukan
a.  koordinasi dengan Pemerintah Provinsi penetapan |- o . a. koordinasi dengar; P i insi
; . . I 1 Pemerintah Pro
zona penangkapan ikan; zona penangkfpan ikan; 1 peneiapen
| b. g)_gr:'mgkatan tempat sandar perahu dan fasilitas b. peningkatan tempat sandar perahu dan fasilitas
; : TPI; ‘
C.  pengembangan produksi perikanan tambak; ‘ C.  pengembangan produksi perikanan tambak:
d. gemngkatan budidaya pengelolaan ikan air tawar: : ‘ d. peningkatan budidaya pengelolaan ikan air tawar:
an ’
dan
| o e & _pengembangan umkm pengolah hasil perikanan. | . R €. _pengembangan umkm pengolah hasil perikanan
R " Pasal 88 ' ""7| 65. Keteniiian Pasal 88 diubah sehingga keseluruhan - | o 70. Kelentuan Pasal 88 dibah sehinces Eer
! ; 881 ) . entuan Pasal 83 diubah seh i
Arahan perwujudan kawasan pertambangan dilakukan berbunyi sebagaiberikut: . sebagai berikut: Seage beruny
melalui: - Pasal 88 Pasal 88 '
a. identifikasi potensi tambang; Arahan perwujudan kawasan pertambangan dan eriergi Arahan perwujud
. A | n ene rwujudan kawasan pert a ergi
b.  penetapan kawasan pertambangan yang dapat ™" dilakukan melalui: : diiakukag mel;lu'i: > ambangan”dan e
dieksploitasi; dan _ d. identifikasi potensi tambang; a.  identifikasi potensi tambang;
c.  péemulihan kesuburan tanah dan reklamasi €. penetapan kawasan pertambangan yang dapat b.  penetapan kawasan pertambang
permukaan tanah., - dieksploitasi; dan ‘ gieksplg;asi‘a <§llvaans - pedambangan yona dapat.
f. pemulihan kesuburan tanah dan reklamasi _ | . pemulihan kesuburan tanah dan reklamasi

permukaan tanah. permukaan tanah.
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Pasal 89
Perwujudan kawasan pariwisata dilakukan melalui:
a. pengembangan atraksi wisata;

b. pengembangan pusat informasi wisata; dan
c. peningkatan dan pengembangan objek wisata.

Pasal 90

Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan

dilakukan melalui:

a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan
yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.

b. mengembangkan struktur ruang perdesaan melalui :
1. pembentukan pusat pelayanan fingkungan; dan
2. meningkatkan keterhubungan ekonomi antara

pusat desa dan wilayah pelayanannya.

c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang
mampu mendorong perkembangan kawasan
perdesaan.

Pasal 91

Arahan perwujudan kawasan permukiman perkotaan

ditakukan melalui:

a. penyediaaan saranz dan prasarana permukiman
perkotaan yang nyamari;

b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang
terbuka hijau kota; dan '

¢c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang
mampu mendorong perkembangan kawasan
perkotaan.

S “Pasal92 -

Arahan perwujudan kawasan ~permukiman perdesaan

dilakukan melalui:

a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan
'yang terpadu dengan tempat usaha pertanian. -

b. mengembangkan struktur ruang perdesaan melalui :
1. . pembentukan pusat pelayanan lingkungan; dan
2. meningkatkan keterhubungan ekonomi antara

pusat desa dan wilayah pelayanannya.
penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi

TETAP
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yang mampu mendorong perkembangan
kawasan perdesaan.

a.
b.
C.

Pasal 94

Perwujudan ruang terbuka hijau meliputi :

pengembangan taman lingkungan;
pengembangan jalur hijau;

pengembangan ruang terbuka hijau pengaman
lingkungan; dan ‘
penghijauan makam.

66.

Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan
dilakukan melalui :

a.

Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga keseluruhan -
berbunyi sebagaiberikut;
Pasal 94

pemantapan kawasanflokasi pertahanan dan
keamanan pendukung perwujudan kesatuan ruang
Daerah;

identifikasi kepemilikan aset TNI dan POLRI; dan
menstapkan zona penyangga kawasan pertahanan
dan keamanan yang berbahaya bagi aktivitas
masyarakat.

71.

Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 94

Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan
dilakukan melalui :

C.

pemantapan  kawasan/lokasi pertahanan dan
keamanan pendukung perwujudan kesatuan ruang
Daerah;

identifikasi kepemilikan aset TN dan POLRI;
menetapkan zona penyangga kawasan pertahanan
dan keamanan yang berbahaya bagi aktivitas
masyarakat;

peningkatan kantor Kodim 0716;

peningkatan kantor Koramil dan Polsek berada di
seluruh wilayah Kabupaten Demak; dan
peningkaian Pos Angkatan Laut Demak yang
berada di Kompleks Pejabuhan Morodemaik.

- Bagian Keempat
Arahan Perwujudan Kawasan Strategis

Arahan Perwujudan Kawasan Strategis

Bagian Keempat

Pasal 95

Perwujudan "kawasan strategis bidéng pertumbuhan
ekonomi meliputi : '
a.

peiwujudan kawasan sepanjang koridor jalan arteri
primer yang melewati Kecamatan Sayung -
Kecamatan - Karangtengah - Kecamatan Demak -

- Kecamatan-Gajah-- Kecamatan Karangayar.ditakukan

melalui: . .
1. pengaturan pengembangan pengendalaian
pemanfaatan ruang;
2. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan;
3. pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik
formal dan informal dalam satu kesatuan
" pengembangan; dan "
4. peningkatan pengelolaan kawasan peruniukan
industri. ,

67.

Perwujudan kawasan strategis bidang pertumbuhan
ekenomi meliputi :

a.

Ketentuan Pasal 95 ditambahkan huruf b, sehingga
keseluruhan berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 85

perwujudan kawasan sepanjang koridor jalan arteri

primer- yang “melewati Kecamatan -Sayung - =

Kecamatan — Karangtengah - Kecamatan Demak -

Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar

dilakukan melalui:

1. pengaturan pengembangan pengendalaian
pemanfaatan ruang;

2. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan;

pengembangan sektor ekonomi perkotaan

baik formal dan informal dalam satu kesatuan

)

pengembangan; dan

72. Ketentuan Pasal 95 ditambahkan huruf b, sehingga

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 95

Perwujudan kawasan strategis bidang pertumbuhan
ekonorni melipiti ; '

 a

perwujudan kawasan sepaniang koridor jalan arferi

primer “yang ‘melewati Kecamatan Sayung =~

Kecamatan - Karangtengah - Kecamatan Demak -

Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar

dilakukan melalui: ‘

1. pengaturan pengembangan pengendalaian
pemanfaatan ruang; :

2. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan;

3. pengembangan sektor ekonomi perkotaan
baik formal dan informai dalam saty kesatuan
pengembangan; dan '
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: b bemuludan kawasan wisata béntal Su}édadl berada
di Kecamatan Sayung dilakukan melalui:

4 peningkatan pengelolaan kawasan

peruntukan industri.

4, penmgkatan pengelolaan kawasan '
peruntukan industri.

.| Arahan perwujudan kawasan strategis bidang sosial
| budaya (kawasan-perbatasan) dilakukan melalui:. ‘

a. pemaduserasian pengembagan kawasan perbatasan

b. peningkatan koordinasi pemecahan masalah
ketimpangan untuk mengurangi konflik sosial;

c. peningkatan kerja sama penyediaan infrastruktur
wilayah; :

1. pembangunan sarana tambat perahu/ kapal; b. perwujudan kawasan industi terpadu Sayung b. perwujudan kawasan industri terpadu  Sayung
2. pengembangan kegiatan wisata bahari; dan dilakukan melalui: ditakukan melalui:
3. pembangunan sarana pendukung wisata utama. 1. pengembangan kawasan industri berserta 1. pengembangan kawasan industri berserta
c. perwujudan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai fasilitasnya; dan _ fasilitasnya; dan
Morodemak berada di Kecamatan Bonang dilakukan 2. pengembangan kawasan  permukiman 2. pengembangan  kawasan  permukiman
melalui: perkotaan beserta fasilitasnya. perkotaan beserta fasilitasnya.
1. peningkatan akses menuju kawasan Pelabuhan | G Perwujudankawasan  wisata _pantai  Surodadi C. perwujudankawasan wisata pantai  Surodadi
Perikanan Pantai Morodemak: berada di Kecamatan Sayung dilakukan melalui; berada di Kecamatan Sayung dilakukan melalui:
2. pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai 1. pembangunan sarana tambat perahu/ kapal; 1. pembangunan sarana tambat perahu/ kapal,
Morodemak dari sedimentasi; 2. pengembangan kegiatan wisata bahari; dan 2. pengembangan kegiatan wisata bahari; dan
3. . pengembangan fasilitas dan prasarana 3. pembangunan sarana pendukung wisata 3. pembangunan sarana pendukung wisata
kepelabuhanan; dan - utama. utama.
4. pengembangan sarana wisata di kawasan d. perwujudan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai e.  perwujudan kawasan Pelabuhan Perikanan Paniai
Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak. Morodemak berada di Kecamatan Bonang Morodemak berada di Kecamatan Bonang
ditakukan melalui: dilakukan melalui:
1. peningkatan akses menuju kawasan i.  peningkatan akses ménuju kawasan
Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak; Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak;
2. pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai 2. pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai
Morodemak dari sedimentasi: Morodemak dari sedimentasi;
- 3. pengembangan fasilitas dan prasarana- - - 3.-  pengembangan fasilitas dan prasarana
-kepelabuhanan; dan ' : kepelabuhanan; dan
5. pengembangan sarana wisata di kawasan 4. pengembangan sarana wisata di kawasan
Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak.
Pasal 96 68. Pasal 96 DIHAPUS

73. Pasal 96 DIHAPUS

Pasal 97

Arahan perwujudan. kawasan strategis bidang fungS| dan
" daya dukung lingkungan hidup meliputi :

TETAP

a. kawasan rawan abrasi dan rob pantai berada di



Kecamatan ,
Kecamatan Bonang dilakukan melalui:

1. pembangunan sarana penahan gelombang;
2. penghijauan kawasan pantai; dan

3. rehabilitasi tanah-tanah bekas terkena abrasi.

b. kawasan rawan sedimentasi dan tanah timbu! berada
di Kecamatan Wedung dilakukan melalui:

1. pendataan lokasi dan luas tanah timbul; dan
2. pengelolaan tanah timbul bersama masyarakat.

BAB VI BAB Vli
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
' WILAYAH WILAYAH ’
Bagian Kesatu Bagian Kesatu
Usmium Umum
Pasal 98 TETAP
Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri afas :
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b.  ketentuan umum perizinan;
c.  ketentuan umum pemberian insentif dan disinsentif;
dan
d. arahan sanksi.
T * :*_Bagian Kedua Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 huruf a digunakan sebagai
pedeman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
peraturan zonasi.

{2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur
ruang;

| (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana

sehingga keseiuruhan berbunyi sebagaiberikut:
Pasal 99

dimaksud dalam Pasal 99 huruf a digunakan
sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
menyusun peraturan zonasi. ‘ '

(2) Ketentian umum peraturan zonasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi :

(1)

Paragraf 1 Paragraf 1
Umum - om0 - Umum o S
Pasal 99 69. Ketentuan Pasal 99ayat (3) huruf a diubah 74. Keteﬁtgan ;)asa,“ 99 —a;yant._(a) huref a diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99
Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana
dlmaksgd dalam Pasal 99 huruf a digunakan
sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
menyusun peraturan zonasi.

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi :
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ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang;
dan
¢. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
strategis.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi

sistem pusat kegiatan;

sistem jaringan transportasi;

sistem jaringan energi;

sistem jaringan telekomunikasi;
sistem jaringan sumber daya air;
sistern pengelolaan lingkungan; dan
g. sistem prasarana lainnya.

Ketentuan umum peraturan zonesi pola ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi

o a0 T

a. kawasan lindung; dan

b. kawasan budidaya;

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ meliputi

.- &~ kawasan stﬁaiggi&_bidang pertumbuhan .

ekonori; )

b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan

c. kawasan strategis bidang fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup.

ruang;

b.  ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang;
dan

¢. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
strategis.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a
meliputi:
sistem perkotaan;
sistem jaringan transportasi;
sistem jaringan energi;
sistem jaringan telekomunikasi;
sistem jaringan sumber daya air;
sistem pengelolaan lingkungan; dan
g. sistem prasarana lainnya.
Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi :
a. - kawasan findung; dan
b. kawasan budidaya;

" Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

P a0 o

huruf ¢ meliputi :

a. kawasan strategis bidang pertumbuhan
ekonomi;

b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan

217 . d.~kawasan strategis bidang fungsi-dan-daya~——|-:

dukung lingkungan hidup.

. strategis sebagaimana dimaksud.pada.ayat{2). _..|...

ketéhtuan
ruang;

b.  ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang;
dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
strategis.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur fuang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
meliputi :

sistem perkotaan;

sistem jaringan transportasi;

sistem jaringan energ;

sistem jaringan telekomunikasi;

sistem jaringan sumber daya air;

sistem pengelolaan lingkungan; dan

9. sistem prasarana lainnya.

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

meliputi :

a  kawasan lindung; dan

b. kawasan budidaya;

Ketentuan umum peraluran zonasi kawasan

~o a0 o

(%)

strategis sebagaimana. dimaksud ~pada- ayat -(2) -~ -4

huruf ¢ meliputi :

a. kawasan strategis bidang - pertumbuhan |
ekononii;
b.  kawasan strategis bidang sosial budaya; dan
e kawasan.,,strate'gis.“‘bidang._fungsiM.dén‘ daya~{ >...7 .ol

dukung lingkungan hidup.

kegiatan berskala

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan

a. peraturan zonasi pada PKL,

Paragraf 2 Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang
' ‘Wilayah :
Pasal 100 70. Ketentuan Pasal 100 ayat (3) huruf a diuba * Menyesuaikan rencana | 75. Ketentuan Pasal 100 ayat (3) huruf a diubah
Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut sistem perkotaan. sehingga berbunyi sebagai berikut:
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf a * ‘Penyempurnaan KUPZ .
meliputi Pasal 100 untuk memudahkan Pasal 100

Kegiatan pemanfaatan dan

(1)

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem
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v.kabupater‘ yang dldukung dengan fasmtas -dan‘

infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan
ekonomi yang dilayaninya, aengan penetapan batas
perkotaan sebagai pusat kegiatan skala kabupaten;
peraturan zonasi pada PKLp, kegiatan berskala
beberapa kecamatan, penetapan batas perkotaan
sebagai PKLp;

peraturan zonasi pada PPK, kegiatan berskala
kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan
kecamatan di masing masing ibukota kecamatan; dan
peraturan zonasi pada PPL, kegiatan berskala
beberapa desa, dengan penetapan batas PPL di
masing masing desa pusat pertumbuhan atau pusat
agro bisnis.

sebagalmana dimaksud dalam Pasai 99 ayat (3) hurufa |

meliputi :

-a.

peraturan zonasi pada PKL, kegiatan berskala
kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan
infrastruktur  perkotaan yang sesuai dengan
kegiatan ekonomi yang dilayaninya, dengan
penetapan batas perkotaan sebagai pusat kegiatan
skala kabupaten;

peraturan zonasi pada PPK, kegiatan berskala
kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan
kecamatan di masing masing ibukota kecamatan;
dan

peraturan zonasi pada PPL, kegiatan berskala
beberapa desa, dengan penetapan batas PPL di
masing masing desa pusat pertumbuhan atau
pusat agro bisnis.

pengendahan pemanfaatan
ruang

perkotaan sebagalmana d|maksud dalam Pasal 99

ayat (3) huruf a meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat
Kegiatan Nasional (PKN);

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat
Kegiatan Lokal (PKL);

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat
Pelayanan Kegiatan (PPK); dan

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat
Pelayanan Lingkungan {(PPL).

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan;
diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala
Nasional sesuai rencana Kawasan Strategis
Nasional Kedungsepur.

Kelentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat
Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan
diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala
kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan
infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan wilayah
yang dilayaninya.

Keteniuan umum peraturan zonasi untuk Pusat | .

Pelayanan Kawdsan™ (PPKY sebagalmana dimaksud '
pada ayat (1) huruf ¢ disusun dengan ketentuan
diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala
kecamatan/beberapa kecamatan yang didukung

.dengan fasilitas dan mfrastruktur yang sesuai -
~déngan |- - -

dengan wilayah = yang - dilayaninya, -
penetapan  deliniasi sebagai pusat kegiatan
Kecamatan.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat
Pelayanan  Lingkungan  (PPL) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan
ketentuan;  diarahkan pada pengembangan

kegiatan berskala beberapa desa yang didukung
dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai
dengan wilayah yang dilayaninya, dergan
penetapan deliniasi  sebagai pusat kawasan
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perdesaan.

Pasal 101

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan

transportasi untuk jaringan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 99 ayat (3) huruf b meliputi :

a. peraturan zonasi pada jaringan transporiasi
jalan; dan

b. peraturan zonasi pada jaringan transportasi
kereta api.

(2) Peraturan zonasi pada jaringan transportasi jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun

dengan ketentuan: i

a. diizinkan pengembangan prasarana pelengkap
jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan
keias jalan,

b. dilarang membuat jalan masuk atau keluar, serta
interchange jalan bebas hambatan kecuali
dengan izin Pemerintah;

¢. dilarang seluruh pemanfaatan pada rumaja
kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan
kendaraan; '

d. -dilarang aktivitas pemantaatan budidaya sampai
batas ruwasja sesuai dengan kelas dan hirarki
jaian; dan

‘jalan -yang memenuhi - ketentuan
pengawasan jalan.
-1 (3) Peraturan -zonasi pada.jaringan transportasi kereta

ruang

disusun dengan ketentuan:-

a. dizinkan pengembangan prasarana pelengkap
transportasi kereta api;

b dilarang membuat perlintasan sebidang antara
jaringan jalur kereta api dan jalan kecuali
dengan izin Pemerintah;

c. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang
dapat mengganggu kepentingan operasi dan
keselamatan transportasi perkeretaapian;

e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi

71. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga keseluruhan

berbunyi sebagaiberikut :
Pasal 101

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan

transportasi untuk jaringan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 99 ayat (3) huruf b meliputi :

a.  peraturan zonasi pada sistem jaringan jalan;

b. peraturan zonasi pada siste jaringan kereta
api; dan

C. peraturan zonasi

pada sistem jaringan
transportasi laut. :

(2) Peraturan zonasi pada sistem jaringan jalan

~-api sebagaimana-dimaksud - pada-ayat (H)-huruf-b-{- °

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huiuf a

disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan  pengembangan prasarana
pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan
kondisi dan kelas jalan;

b.  dilarang membuat jalan masuk atau keluar,
serfa interchange jalan bebas hambatan
kecuali dengan izin Pemerintah:

c. dilarang seluruh pemanfaatan -pada rumaja
kecuali untuk pergerakan orang atai barang
dan kendaraan; - o

d. dilarang akfivitas pemanfaatan budidaya

sampai batas ruwasja sesuai dengan kelas-

dan hirarki jalan; dan
€. penelapan garis sempadan bangunan di sisi

Menyesuaikan rencana
jaringan transportasi,
Penyempurnaan KUPZ
untuk memudahkan
kegiatan pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan
ruang.

=~ jalan~yang" memenuhi “ketentuan- TUang
pengawasan jalan. "

(3) Peraturan zonasi pada sistem jaririgan kereta api

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disusun dengan ketentuan: -
a. diperbolehkan  pengembangan
pelengkap transportasi kereta api; -
b.  dilarang membuat perlintasan sebidang antara
" jaringan jalur kereta api dan jalan kecuali
dengan izin Pemerintah;

prasarana

78.

Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

-Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan
transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
99 ayat (3) huruf b meliputi :

a.
b.

Peraturan zonasi pada sistem
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurui a
cisusun dengan ketentuan:

a.

. .dilarang melakukan kegiatan yang dapat

2. diperbolehkan befs'yarat' pemberdayaan -

Pasal 101

peraturan zonasi pada sistem jaringan jalan;
peraturan zonasi pada siste jaringan kereta
api; dan

peraturan zonasi pada sistem jaringan
transportasi jaut.

jaringan jalan

ketentuan umum  peraturan zonasi untuk

jaringan jalan nasional berupa jalan arteri

primer meliputi: .

1. diperbclehkan pengembangan prasarana
pelengkap dan utilitas jalan;

2. diperbolehkan bersyarat pemasangan
iklan dan media informasi pada daerah
milik jalan; _ :

3. diperbolehkan - pengembangan ruang
terbuka hijau jalur dan pulay jalan; dan

4. dilarang - ‘menggunakan dan
memanfaatkan ruang milik jalan yang

mengakibatkan - -terganggunya fungsi | _

jalan tanpaizin Penyelenggarajalan. - -
ketentuan umum peraturan zonasi untuk

jaringan jalan nasional berupa jalan tol
meliputi:

menganggu keamaran dan kenyamanan
pengguna jalan tol;

di bidang. jalan tol. sesuai dengan -
peraiuran perundang-undangan; dan
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e

pembatasan pem

kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan

penetapan garis sempadan bangunan di sisi
jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan
dampak lingkungan dan kebutuhan

pengembangan jaringan jalur kereta api.

n ruan-g yang' peka
terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas

n pemanfaatan lahan yang
dapat mengganggu kepentingan operasi dan
keselamatan transportasi perkeretaapian;

d. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka
terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas
kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan

e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi
jaringan  jalur  kereta api  dengan
memperhatikan dampak lingkungan dan
kebutuhan pengembangan jaringan jalur
kereta api.

(4) Peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi
laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan memasang alat penanda
sebagai informasi pergerakan kapal;

b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung
fungsi kepelabuhanan;

c. dilarang  membuat  bangunan  yang
mengganggu alur kapal; dan

f. dilarang melakukan kegiatan yeng dapat
mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.

pengaman pada tempat-tempat yang

dapat membahayakan pengguna jalan

tol.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk

jaringan jalan provinsi dan jaringan jalan

kabupaten berupa jalan kolektor primer

meliputi:

1. diperbolehkan pengembangan prasarana
pelengkap dan utilitas jalan;

2. diperbolehkan pengembangan  ruang
terbuka hijau jalur dan pulau jalan; dan

3. dilarang menggunakan dan
memanfaatkan ruang milik jalan yang
mengakibatkan  terganggunya fungsi
jalan tanpa izin penyelenggara jalan.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan

desa meiiputi:

1. diperbolehkan pengembangan prasarana
peiengkap dan utilitas jaian; dan

2. diperbolehkan pengembangan  ruang
terbuka hijau.

ketentuan umum peraturan zonasi unfik jalan |

khusus meliputi: e

1. diperbolehkan bersyarat pembangunan

~ .dan_pengembangan jalan_khusus yang | . -

hanya digunakan’ sendiri dengan jenis,
ukuran, dan muatan sumbu terberat

kendaraan .yang tidak .sama. ‘dengan (..o s

~ kendaraan yang digunakan untuk umum;”

2. diperbolehkan bersyarat jalan  khusus
yang hanya digunakan sendiri dengan
jenis, ukuran, dan muatan sumbu
ierberat kendaraan yarig sama dengan
kendaraan yang digunakan untuk umum;’
dan

3. diperbolehkan jalan  khusus yang
digunakan  sendiri - dan diizinkan
digunakan untuk umum.
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ketentuan umum peraturan zonasi untuk

R e ot ]

terminal penumpang ineliputi:

1. diperbolehkan pembangunan terminal
yang terpadu  dengan  kegiatan
permukiman, perdagangan barang dan
jasa,  pertanian, perikanan  dan
pariwisata;

2. diperbolehkan pengembangan  ruang
terbuka hijau di sekitar terminal;

3. dilarang kegiatan yang mengganggu
keamanan dan keselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan serta fungsi terminal;
dan

4. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang
yang mengganggu fungsi {erminal
sebagai fasilitas umur.

g. ketentuan umum peraiuran zonasi untuk

terminai barang meliputi:

1. diperbolehkan pembangunar terminal
yang terpadu dengan kegiatan industri,
perdagangan barang dan jasa;

2. diperbolehkan pengembangan  ruang
terbuka hijau di sekitar terminal; ‘

3. dilarang kegiatan yang mengganggu
keamanan dan keselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan serta fungsi terminal;-

dan
4. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang

- yang._mengganggu. . fung.s_i;_._;t_gqniqa_lz.....,".' e DT

sebagai fasilitas umum. »

(3) Peraturan zonasi pada sistem jaringan kereta api
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disusun dengan ketentuan: ,

~ f. diperbolehkan pengembangan  prasarana
pelengkap transportasi kereta api;

g. dilarang membuat perfintasan sebidang antara
jaringan jalur kereia api dan jalan kecuali
dengan izin Pemerintah; ‘

h.__dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang |
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i.  pembatasan pemanfaatan ruang yang peka
terhadap dampak lingkungan akibat lalu fintas
kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan

j- penetapan garis sempadan bangunan di sisi
jaringan  jalur  kereta api  dengan
memperhatikan  dampak lingkungan  dan
kebutuhan  pengembangan jaringan  jalur
kereta api.

(4) Peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi
laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
disusun dengan ketentuan:

d. diperbolehkan memasang alat penanda
sebagai informas pergerakan kapal;

" & diperbolehkan kegiatan yang mendukung
fungsi kepelabuhanan;

f. dilarang  membuat bangunan yang
mengganggu alur kapal; dan

g- dilarang melakukan kegiatan yang dapat
mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.

Pasal 102 .| 72. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga keseluruhan | = Menyesuaikan rencana [ 77. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi
- L - i berbunyi sebagaiberikut jaringan energi. sebagai berikut :
zonasi untuk sistem jaringan energ! _ . :
S:tgztu;ﬁana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf ¢ : Pasal 102 * Penyempurnaan KUPZ _ Pasal 102 .
.-disus?m dengan ketentuant.: --_..-- .. -7 - -7i s Peraturan zonasi - untuk. sistem jaringan  energi |- untgk memudahkan _ Ketentuan umum  peraturan zonasi untuk sistem
“la ."f;’_Z&{%}gk:é;:,;{gﬁ}};&;béﬁg‘u,r'i'a;i..umuk‘mehdpku'ng:‘,. - | -sebagaimana dimaksud-dalam Pasal 99 ayat-(3)-huruf-e-|- - - keglatag 'P,?ma”faataf df” jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99
.3 -kelancaf an distibusi enargi disusun dengan ketentuan: N f:;lng:n afian pemanfaatan ayat (3) huruf ¢ meliputi:
b. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa | a. . iperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan | MUang. - -+ === | (1) Ketentuan umum peraturan: zonasi untuk jaringan. Lo
7T V10, - B energrdi kawasan lindung untuk képenfingan~ = - R S R infrastruktur minyak dai gas bumii Berupa jaringan -
¢. ditarang mendirikan bangunan di bawah saluran umum. B ' o yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang
. udara tegangan ekstra tinggi dan saluran udara b. dilarang mendmkgn‘bangqna_m selalp fasilitas pengolahan ke konsumen disusun dengan
tegangan tingqi; pendukung energi di ates jaringan pipa gas ketentuan:
. o jari Negara; diperbolehkan bersyarat persilangan’ jari
. enanam pchon yang menganggu jaringan ' - ) a. diperbolehkan bersyarat persilangan  jaringan
¢ l(ij;ltar;linc?ar: * ¢. diperbolehkan bersyarat mendlnk:m bangune:jn di prasarana dengan jaringan pipa pipa minyak
' - i sekitar i bawah saluran udara tegangan ekstra tinggi dan dan gas bumi:
i mendirikan bangunan di sekitar pembangkit i _ » : n:;
& ﬁlslt? :f ng o saluran udara tegangan tinggi, b. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri, 1
) d.  dilarang menanam pohon yang menganggu : permukiman, perdagangan barang' dan jasa,
jaringan listrik; dan . pertambangan dan pariwisata;
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bersyarat pengembangan

pendukung di dalam kawasan pembangkit listrik. jaringan pipa minyak dan gas bumi beserta
fasilitas pendukungnya di kawasan lindung dan
budi daya;

d. dilarang kegiatan yang berpotensi menimbulkan
bahaya kebakaran: dan

e. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan
pipa minyak dan gas bumi,

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan
infrastruktur ketenagalistrikan  disusun dengan
ketentuan:

a. diperbolehkan pengembangan jaringan listrik
kabel terpadu dengan jaringan utilitas dan
prasarana lainnya;

b. diperbolehkan pengembangan fasilitas
pendukung ketenagalistrikan;

¢. diperbolehkan bersyarat pengembangan
jaringan transmisi dan distribusi listrik dan
fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan
lindung dan budi daya;

d. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan

di bawah jaringan transmisi dan distribusi listrik;

dan '

. dilarang kegiatan yang menimbulkan bahaya | -

T o kebakaran _dan mengganggu. fungsi_..jaringan )

: transmisi dan distribusi listrik.. .~ 07
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Pasal 103 TETAP
.Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi |

disusun dengan ketentuan: .

a. diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi
tanah milik atau dikuasai pemerintah;
T .1.b. menetapkan sempadan menara telekomunikasi; dan
mengarahkan penggunaan ménara telekomunikasi
: bersama.
' Pasal 104 -TETAP

Peréturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air
pada‘wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal

114
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huruf e disusun dengan ketentuan:
a. diizinkan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar
wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian
lingkungan dan fungsi lindung kawasan;

b. dilarang mendirikan bangunan di dalam sempadan
sumber air, sempadan sungai, sempadan waduk,
sempadan embung, dan sempadan jaringan irigasi;
dan

c. diizinkan bersyarat mendirikan bangunan pendukung
pengelolaan sumberdaya air.

Pasal 105

(1) Ketentuan umum peraturan  zonasi sistem

pengeloiaan lingkungan sebagaimana dimaksud

datam Pasal 99 ayat (3) huruf f meliputi :

a. peraturan zonasi pada kawasan sekitar tempat
pemrosesan ‘akhir dan tempat penampungan
sementara; _ .

b. peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan
pengelolaan air minum;

c. peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan
pengelclaan air limbah; dan -~ - - :

d. peraturan zonasi pada jaringan drainase.

{2) Peraturan zonasi pada kawasan sekitar tempat

pemrosesan akhir dan tempat penampungan

+| - - sementara_ sebagaimana. dimaksud pada -ayat (1)

-.... hurufdisusun dengan ketentuan: .. -
a. dizinkan melakukan penghijauan kawasa
. sekitar tempat pemrosesan akhir;, ... -

“kawasan tempat pemrosesan akhir;

c. dizinkan bersyarat pembangunan fasilitas
pendukung kegiatan pengelolaan sampah di
kawasan tempat-pemrosesan-akhir; dan

d. mengatur penempatan tempat penampungan
sementara di kawasan permukiman, pasar, serta
pusat keramaian lainnya.

(3) Peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan

pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada

" b. -dilarang mengembangkan- ~permukiman  di-

73. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga keseluruhan
berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 105

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99
ayat (3) nuruf f meliputi :

‘pérsampahian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf disusun dengan ketentuan:

a.

* diperbolehkan

melakukan  penghijauan
kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir;
dilarang mergembangkan permukiman di
kawasan tempat pemrosesan akhir;
diperbolehkan  bersyarat pembangunan
fasiitas  pendukung kegiatan pengelolaan
sampah  di kawasar tempat pemrosesan
akhir; dan :

a. peraturan zonasi pada sistem jaringan
persampahan;

b. peraturan zonasi pada sistem penyediaan air
minum;

C.  peraturan zonasi pada sistem pengelolaan air
limbah; dan . e

d. peraturan zonasi pada- sistem pengelolaan
limbah B3; R .-

e.  peraturan zonasi pada sistem drainase; dan

f. peraturan zonasi ‘pada’ " sisterjaringan -
evakuasi bencana.

. Peraturan . zopasi _pada sistem - ‘jaringan I -

Menyesuaikan
prasarana lainnya. .
Penyempurnaan Kupz
untuk memudahkan
kegiatan pemanfaatan dar
pengendaiian pemanfaatan
ruang.

rencana

seb

a.

e

f.

(@ ets

a.

b.

78. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99
ayat (3) huruf f meliputi :

c. diperbelehkan

agai berikut:
Pasal 105

ketentuan umum peraturan zonasi pada
sistem jaringan persampzhan:

ketentuan umum peraturan zonasi pada
sistem penyediaan air minum:
ketentuan umum peraturan zonasi pada

sistem pengelolaan air limbah; dan

ketentuan umum peraturan zonasi pada
sistem pengelolaan limbah B3; )
ketentvan umum peraturan zonasi pada
sistem drainase;dan ~-- -- :
ketentuan umum peraturan zonasi pada
sistem evakuasi bencana.

ntugh Ui pefaturan” onasT pada Sistem |-
jaringan persampahan’ sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

diperbolehkan  melakukan penghijauan
kawasan sekitar ‘ampat pemrosesan akhir;
diperbolehkan pembangunan fasilitas

pendukung kegiatan pengelolaan sampah di |
kawasan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST dan
pengelolaan sampah skala rumah tangga;

bersyarat  penyimpanan
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entuan:

a. diizinkan mengembangkan ruang terbuka hijau;

b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air
minum;

c. dizinkan bersyarat mendirikan bangunan
fasilitas pendukung kegiatan distribusi diatas
jaringan air minum; dan

d. mengendalikan pertumbuhan kegiatan
terbangun di sekitar kawasan sumber air minum.

(4) Peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan

pengelolaan air fimbah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ disusun dengan ketentuan:

a. diizinkan pemanfaatan limbah untuk
pengembangan energi;

b. dilarang mendirikan bangunan umum diatas
jaringan air limbah; dan

c. diizinkan secara terbatas pembangunan fasilitas
pendukung pengelolaan limbah.

(5) Peraturan zonasi pada jaringan  drainase

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun

-dengan ketentuan:

jaiur drainase.

draifiase; dan ™" L
-¢7"diizinkén secara tarbatas mendirikan bangunan
diatas salurah drainase untuk mendukung fungsi
drainase.

a. dizinkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang.|.

" b dilarang—mendirikan bangunan diatas <jaringar_1__. -

| (6) Peraturan zonasi pada sistem-pengelolazn fimbah_

sementara di kawasan periukiman, pasar,
serta pusat keramaian lainnya.
(3) Peraturan zonasi pada sistem pengelolaan air
minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan  mengembangkan ruang
terbuka hijau;
b.  dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan
air minum;
¢.  diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan
fasilitas pendukung kegiatan distribusi diatas
jaringan air minum; dan ’
d. mengendalikan  pertumbuhan  kegiatan
minum. .
(4) Peraturan zonasi pada sistem . kawasan
pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ disustin dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaalan lmbah untuk
pengembarigan energi;
b. dilarang mendirikan bangunan umum diatas
‘jaringan air imbah; dan T
¢. diperbolehkan secara terbatas pembangunan
fasilitas pendukung pengelolaaii limbah. -

B3 sebagaimana dimaksud pada‘ayat (1) huruf d
_mdi_su“sun:dengan ketentuan:

terbangun di sekitar kawasan sumber air |.

1.2 -a..zdiperbolehkankan- pengemhangah3a'réri&'ddn:' e

prasarana pendukung pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3);

b. diwajibkan melakukan pengumpulan limbah
bahan berbahaya dan beracun_(B3) bagi
kegiatan  yang ™ menghasikan  limbah
berbahaya dan beracun (B3);

(6) Peraturan zonasi pada sistem drainase:

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

disusun dengan ketentuan:

a. _diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi

mengatur penempatan tempat penampungan dan/atau tempat pengolahan limbah B3 di

kawasan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST dan
pengelolaan.sampah skala rumah tangga;

d. diperbolehkan bersyarat pembangunan
fasilitas  pendukung kegiatan pengelolaan
sampah
akhir; dan

e. dilarang mengembangkan permukiman di
kawasan tempat pemrosesan akhir.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem

di kawasan tempat pemrosesan |

penyediaan air minum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan mengembangkan  ruang
terbuka hijau;

b.  diperbolehkan bersyarat pengembangan
prasarana dan fasilitas sistem penyediaan air
minum di kawasan peruntukan lindung dan
budi daya; '

C. dilarang mendirikan bangunan di atas sistem

~ penyediaan  air minum  kecuali untuk
pengelolaan air minum; dan

d. dilarang melakukan kegiatan yang .dapat

merusak’ berfiingsinya -sistem penyediaan air (-

minum. - - : - e

(4) Ketentuan umum peraturan zonesi pada sistem
kawasan pengelolaan " air limbah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disusun dengan | -

ketentuan:
.2 diperbolehkan mendirikan -bangunan asilitas |.

penduking “pengelolaan” air limbah "diatas |

sistem pengelolaan air limbah;

b.  diperbolehkan pemanfaatan limbah untuk
pengembangan energi;

¢. dilarang méndirikan bangunan umum di atas
sistem pengeiolaan air limbah; dan

d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat
merusak berfungsinya sistem pengelolaan air
limbah.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem
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disepanjang jalur drainase.
b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan
drainase; dan
c. diperbolehkan secara terbatas mendirikan
bangunan diatas salurah drainase untuk
mendukung fungsi drainase.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan
evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e meliputi :
a. peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana
disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan pemasangan rambu dan
. papan peringatan bencana; dan
2. ditarang melakukan pemanfaatan badan
- Jjelan yang  dapat mengganggu
kelancaran evakuasi dilarang.
b. peraluran zonasi pada ruang evakuasi
bencana disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan pembangunan fasilitas
pendukung kegiatan pengungsi; dan
d. dilarang mengembangkan kegiatan permanen
yang depat menganggu fungsi ruang
evakuasi.

a. diperbolehkankan pengembangan sarana dan
prasarana pendukung pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3);

b.  diperbolehkankan bersyarat  melakukan
pengumpulan limbah bahan berbahaya dan
beracun  {B3) bagi kegiatan yang
menghasilkan limbah berbahaya dan beracun
(B3);

c. dilarang melakukan pengumpulan fimbah
bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa
proses pengelolaan yang benar.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d disusun dengan ketertuan:

a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas
pendukung pengelolaan drainase diatas
sistem drainase;

b. diperbolehkan pembuatan jalan  inspeksi
disepanjang sistem drainase:

¢.  dilarang mendirikan bangunan umum di atas
sistem drainase; dan

_ d. dilarang -melakukan. kegiatan “yang-=dapat |-
merusak berfungsinya sistem drainase. '

(7) Ketentuar umum peraluran zonasi_pada_sistem

evakuasi bencana ‘sebagaimana ‘dimaksiid pada’|’

ayat (1) huruf e meliputi :

a.:_ peraturan zonasi pada jalur-evakugsi beneana-| - - oo

. disusun dengan ketentuan:

1. diperbolehkan pemasangan rambu dan
papan peringatan bencana; dan

2. dilarang melakukan pemanfaatan badan
jalanyang  dapat  mengganggu
kelancaran evakuasi difarang. ’

b. peraturan zonasi pada ruang evakuasi

bencana disusun dengan ketentijan:

1. diperbolehkan bémbangunan fasiiitas
pendukung kegiatan pengungsi; dan
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2. dilarang
permanen yang dapat
fungsi ruang evakuasi.

mengembéngkan

kegiatan
menganggu

Pasal 106
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan
prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 99 ayat (3) huruf g meliputi :
c. peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana;
dan
d. peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana.
(2) Ketentuan umum peraturan Zzonasi pada- jalur
evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi :
a. diizinkan pemasangan
peringatan bercana; dan
b. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan
yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi
dilarang. ]
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang
evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi :
a. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung
kegiatan pengungsi; dan
dilarang mengembangkan kegiatan permanen yang dapat
menganggu fungsi ruang evakuasi.

rambu dan papan

74. Pasal 106 Dihapus

79. Pasal 106 Dihapus

Paragraf 3
Ketentuan Urnum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Paragraf3 -
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4)

huruf a meliputi: _

a. peraturan zonasi pada kawasan yang
memberikan “perlindungan terhadap kawasan
bawahannya; . :

. kawasan perlindungan setempat;

c. peraturan zonasi pada kawasan suaka alam,

pelestarian alam dan cagar budaya; dan

T ""'—_:T_—"—_"'PHSBH'OT;”" i .':_——_TI'_'.'..T

' "ZS:TKetentuan'PasaI"l&tayat(Z);'.ayatita):ﬂamayat(ﬂ).:,

.diubah sehingga

keseluruhan
sebagaiberikut : ' ‘

berbunyi
Pasal 107

(1) Ketentian umum peraturan _zonasi kawasan

peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 99 ayat (4) huruf a meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi pada
kawasan yang memberikan - perlindungan
terhadap kawasan bawahannya;

b. ketentuan umum peraturan zonasi 'pada

- ~Menyesuaikar: _ - Tencana:

kawasan peruntukan
lindung.

* Penyempurnaan KUPZ
untuk memudahkan

kegiatan pemanfaatan- dan |
pengendalian pemanfaatan
ruang.

Pasal 107

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi

Pasal 99 ayat (4) huruf a meliputi:

terhadap kawasan bawahannya;

kawasan perlindungan setempat;

peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam

a. ketentuan umum ‘peraturan zonasi pada
kawasan yang memberikan perlindungan

b. ketentuan umum peraturan zonasi pada

|- 80... Ketentuan.Pasal 107 ayalﬁ (2):.ayatr('3),‘:dan.:ayat(4) )
diubah sehingga berbunyi sebagal berikut ;

kawasan
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d. peraturan zonasi pada kawasan bencana alam

(2) Peraturan zona peraturan zonasi pada kawasan yang

memberikan  perlindungan  terhadap kawasan

bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a disusun dengan ketentuan:

a. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak
terbangun yang memiliki kemampuan tinggi
dalam menahan limpasan air hujan;

b. dizinkan untuk wisata alam dengan syarat tidak
mengubah bentang alam

c. diizinkan untuk kegiatan pendidikan dan
penefitian dengan syarat tidak mengubah
bentang alam;

d. dizinkan dilakukan penyediaan sumur resapan
atau waduk pada lahan terbangun yang sudah
ada; dan

e. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang
mengganggu fungsi resapan air.

(3) Peraturan zonasi pada kawasan perlindungan

setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1j huruf

b meliputi :

a. peraturan zonasi pada sempadan pantai dlSUSUﬂ

dengan keter*uan
bakau di kawaaan sempadan pantal /ang

~ = -=zielahusak;: .

2. diizinkan melakukan keg.atan ya"g mampu
melindungi atau memperkuat perlindungan

B S e

infiltrasi air laut ke dalam tanah; dan

kelautan yang diperbclehkan di kawasan
sempadan pantai meliputi pelabuhan,
tempat pelangan ikan, ~tower penjaga
keselamatan pengunjung pantai dan/atau
kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di
tepi pantai.

b. peraluran zonasi pada sempadan sungai

disusun dengan memperhatikan ketentuan:

- - = + - —kawasan-sempadan-pantai-dari-abrast-dap- |-

3 mengatur kegiatar dan/atau usaha-usaha

kawasan perlmdungan setempat

c. ketentuan umum peraturan zonasi pada

peraturan zonasi pada kawasan ekosistem
mangrove;

d. ketentuan umum peraturan zonasi pada

peraturan zonasi pada kawasan cagar
budaya;

e. ketenluan umum peraturan zonasi pada

peraturan zonasi pada kawasan bencana
alam; dan

f.  ketentuan umum peraturan zonasi pada
peraturan zonasi pada kawasan plasma
nutfah. ’

(2) Ketentuan umum peraturan zona peraturan zonasi

pada kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap kawasan . bawahannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan

ketentuan:

a. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budi
daya pertanian, kehutanan, dan perkebunan

b. diperbolehkan bersyarat untuk wisata alam;
diperbolehkan  bersyaratuntuk  kegiatan
pendidikan dan penelitian; dan

d. . diperbolehkan bersyaratpembanginan sumur
resapan, embung, dan waduk.

- Ketentuan umum peraturan zonasi-pada kawasan

perlindungan  setempat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi :

* ‘a:"ketentuan -umum- -peraturan--zonasi pada

sempadan_pantai disusun dengan ketentuan:

1. diperbolehkan melakukan penghijauan
hutan bakau di kawasan sempadan
pantai yang telah rusak; )

2. diperbolehkan melakukan kegiatan yang
mampu melindungi atau memperkuat
perlindungan kawasan sempadan pantai
dari abrasi dan infi 'traSI air laut ke dalam

~ tanah; dan
3. diperbolehkan terbatas  permukiman

ketentuan umum peraturan zonasn pada
kawasan ekosistem mangrove;

ketentuan umum peraturan zonasi pada
peraturan zonasi pada kawasan cagar
budaya;

ketentuan umum peraturan zonasi pada
peraturan zonasi pada kawasan rawan
bencana;

ketentuan umum peraturan zonasi pada
peraturan zonasi pada kawasan lindung
geologi; dan

ketertuan umum peraturan zonasi pada
peraturan zonasi pada kawasan lindung
lainnya.

Ketentuan umurm. peraturan zona peraturan zonasi
pada kawasan vang memberikan pemndungan
terhadap kawasan bawahannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan
ketentuan:

diperbolehkan  kegiatan  yang  mampu
meningkatkan Tesapan air kedalam tanah;
diperbolehkan  bersyarat untuk kegiatan
perdidikan dan penelitian;

diperbolehkan hersyarat untuk kegiatan budi
daya pertanian, ~ hutan i rakyat, ~ dan

' perkebunan e e e

dlperbolehkan terbatas bangunan  yang
dilengkapi dengan sarana peresapan air:

dipcrbolefikan terbatas-untuk wisata; dan --—- | .—..

dilarang ~ -Kegiatan . pertambangan - -yang
berpotensi terjadinya perubahan lingkungan
fisik alamiah ruang.

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan |
perlindungan setempat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi :

ketentuan umum peraturan zonasi pada
sempadan pantai disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehikan melakukan kegiatan yang

mampu_melindungi atau memperkuat
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8.

peraturan zonasi pada sempadan saluran irigasi |

‘-dnzmkaniélztivitas wisata alam dengan

syarat tidak mengganggu kualitas air
sungai;

diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang
terbuka hijau;

diizinkan kegiatan pemasangan papan
reklame,  papan  penyuluhan  dan
peringatan, rambu-rambu pengamanan,
serta sarana bantu navigasi pelayaran;
diizinkan kegiatan pemasangan jaringan
kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air
minum; '

" dilarang mendirikan bangunan pada

kawasan sempadan sungai;

dilarang  melakukan  kegiatan  yang
mengancam kerusakan dan menurunkan
Kualitas sungai;

diizinkan terbatas pendirian bangunan
untuk menunjang fungsi pengelolaan
sungai dan taman rekreasi; dan

penetapan lebar sempadan sungai.

disusun dengan memperhatikan ketentuan: ™

L
2.

8.
(4) Peraturan .zonasi pada kawasan suaka alam,.
pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana

diizinkan pemanfaatan-ruang terbuka hijau;
diizinkan.- kegiatan . _pemasangan _papan
reklame, . papan  penyuluhan  dan
“peringatan, - - dan
pengamanan,

" ditzinkan - kegiatan - pemasangan jaringan-{ -
kabel listrik, kabel" telepon, .dan pipa air’

.minum;.

dilarang mendirikan bangunan pada
kawasan sempadan saluran irigasi; _
diizinkan terbatas pendirian bangunan

penunjang fungsi pengelolaan sungai dan

taman rekreasi; dan
penetapan lebar sempadan irigasi.

rambu-rambu-

perundang-undangan;

4. diperbolehkan bersyarat pengembangan
prasarana dan sarana _transportasi,
tempat pelelangan ikan, pariwisata,
fasilitas energi, sarana bantu navigasi
pelayaran, tower penjaga keselamatan
pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain

yang membutuhkan lokasi di tepi pantai.

ketentuan umum peraturan zonasi pada
sempadan  sungai  disusun  dengan

memperhatikan ketentuan:

1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk

ruang terbuka hijau;

[

kualitas air sungai;

3. diperbolehkan bersyarat  kegiatan
pemasangan papan reklame, papan
penyuluhan- dan---peringatan, rambu-- |-

rambu pengamanan;

pengelolaan “sungal, taman” rckreasi,

dermaga, fasilitas energi, dan fungsi

lainnya yang membutuhkan lokasi ditepi
sungai sesuai ketentuan peraturan
- perundang-undangan; dan

6. dilarang  melakukan kegiatan yang

mengancam kerusakan dan menurunkan

kualitas sungai. :
ketentuan umum peraturan zonasi pada
sempadan saluran irigasi disusun dengan
memperhatikan ketentuan:

mukiman yang
sudah ada saat peraturan daerah ini
ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan
tanah yang syah menurut peraturan

diperbolehkan bersyarat aktivitas wisata
alam dengan syarat tidak mengganggu

4. diperbolehkan . - bersyarat. . - kegiatan| - =2 mm e -
pemasangan-jaringan kabel fistrik, kabel |
telepon; dan pipa airminum; - - . .|

5. diperbolehkan  terbatas  pendirian
bangunan untuk menunjang fungsi

ketentuan umum peraturan “zonasi’ pada -
sempadan sungai  -disusun  dengan
memperhatikan ketentuan:

1.
2.

‘0

..diperbolehkan- _bersyarat -kegiatan

- pemasangan jaringan._kabe! listrik, kabel

perlinduﬁgan kéwasan s'é-rAn“pé»dén bantai ‘
dari abrasi, intrusi air laut dan infiltrasi air
laut ke dalam tanah;

diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau;

diperbolehkan bersyarat pengembangan
prasarana dan sarana transportasi,
tempat pelelangan ikan, bangunan
pengendali air, pariwisata, fasilitas
energi, sarana bantu navigasi pelayaran,
tower penjaga keselamatan pengunjung
pantai danfatau kegiatan lain yang
membutuhkan lokasi di tepi pantai;

diperbolehkan  * terbatas kegiatan
permukiman yang sudah ada yang
dibuktikan dengan kepemilikan tanah
yang sah; dan

dilarang kegiatan  yang menurunkan
fungsi ekologis dan estetika kawasan
dengan mengubah dan/atau merusak
bentang alam, dan kelestarian fungsi
kawasan.

diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau; :

diperbolehkan bersyarat akfivitas wisata
alam dengan syarat tidak menggangqu .
kualitas air sungai; )

pemasangan papan ‘eklame,” “papan
penyuluhan dan peringatan, serta rambu-
rambu pengamanan;

diperbolehkan bersyarat kegiatan

telepon, dan pipa air minum;

diperbolehkan  bersyarat mendirikan
bangunan untuk menunjang fungsi
pengelolaan sungai, pemanfaatan arr,
wisata alam, dermaga, fasilitas energi
dan fungsi lainnya yang membutuhkan
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2. dilarang mengurangi alih fungsi lahan baik
untuk kawasan budidaya tambak maupun

permukiman;

3. dilarang penebangan liar hutan bakau dan
memfasilitasi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam melestarikan hutan
bakau; dan

4. dilarang melakukan pembuangan limbah
industri  yang dapat inerusak wiiayah
pesisir.

b. peraluran zonasi pada kawasan cagar budaya
dan disusun dengan ketentuan:

1. diizinkan pemanfaatan untuk kegiatan
pendidikan, penelitian, dan wisata;

2. dizinkan bersyarat pendidian bangunan
yang menunjang kegiatan pendidikan,

*~""'penelitian, dan-wisata; -

: 3.. dilarang  melakukan  kegiatan  yang
-~ -v— mengganggu -atau- - merusak kekayaan
' budaya; ' )

mengubah bentukan geologi tertentu yang

~ ilmu pengetehuan;

5. dilarang  melakukan  kegiatan  yang
mengganggu  kelestarian  lingkungan di
sekitar peninggaian sejarah, bangunan

dengan bentukan geologi tertentu; dan
6. dilarang kegiatar yang mengganggu upaya
pelestarian budaya masyarakat setempat

(5) Peraturan zonasi pada kawasan bencana alam
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disusun

2 diperbolehkan bersyarat untuk “kegiatan
menunjang - budi-’ daya -“perikanan, [ .+ -

4. “dilsrang “melakukan “kegiatan .j}ang“' pemanfaatan - air - bersih dan™ Tingas|

- -mempunyai-manfaat-untuk-peagembangan- |- - -

arkeologi, monumen nasional, serta wilayah |

pemasangan papan reklame, papan
penyuluhan dan peringatan, dan rambu-
rambu pengamanan;

4. diperbolehkan  bersyarat kegiatan
pemasangan jaringan kabel listrik, kabel
telepon, dan pipa air minum;

5. diperbolehkan  terbatas  pendirian
bangunan untuk menunjang fungsi
nengelolaan irigasi; dan

6. dilarang - melakukan kegiatan yang
mengancam kerusakan dan menurunkan
kualitas air irigasi.

Ketentuan umum peraturan zonasi pada

sempadan  embung  disusun dengan
memperhatikan ketentuan: .
1. diperbolehkan  pemanfaatan  untuk

kegiatan penghijavan ~“dan pelestarian
sumber mata air; S !

pengairan; dan

.. 3. dilarang. mendirikan.. banggnan....rurpah- .

dan permukiman baru.

ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang

terbuka hijau disusun dengan ketentuan:

1, diperbolehkan pembangunan lapangan,
lapangan, taman, hutan kota dan
sejenisnya yang dapat berfungsi sebagai
kawasan evakuasi bencana;

2. diperbolehkan bersyarat melakukan
kegiatan rekreasi, olsh raga, perayaan
hari besar, pentas seni, perdagangan

Al ERTANYAAN RAF. : REVI St
: - lokasi ditepi sungai sesuai dengan
a. peraturan zonasi pada kawasan pantai berhutan ruang terbuka hijau; _ ketentuan  peraturan  perundang-
bakau disusun  dengan  memperhatikan 2. diperbolehkan bersyarat aktivitas wisata undangan;
ketentuan: alam dengan syarat fidak mengganggu 6. diperbolehkan terbatas permukiman yang
1. diizinkan melakukan penanaman bibit kualitas air irigasi; pada saal Peratwran Daerah i
bakau; 3. diperbolehkan  bersyarat  kegiatan ditetapkan sudah ada, sampai dengan

- & diperbolehkan _ _terbatas.  pendirian | -

Pemerintah Daerah atau institusi yang
berwenang memindahkan; dan

7. dilarang kegiatan yang menurunkan
fungsi ekologis dan estetika kawasan
dengan mengubah dan/atau merusak
bentang alam, dan kelestarian fungsi
sungai. :

ketentuan umum peraturan zonasi pada

sempadan saluran irigasi disusun dengan
memperhatikan ketentuan;

1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk
ruang terbuka hijau; .

2. diperbolehkan bersyarai aktivitas wisata

alam dengan syarat lidak mengganggu

kualitas air irigasi:

diperbolehkan  bersyarat kegiatan

pemasangan papan reklame, papan- |-

penyuluhan dan_peringatan, dan rambu-
rambu pengamanan; '

4. diperbplehk_an bersyarat  kegiatan
pemasangan jaringan kabel listrik, kabel
telepon, dan pipa air minum;

co

bangunan  untuk menunjang  fungsi
pengelolaan irigasi; dan
6. dilarang melakukan kegiatan  yang
mengaricam kerusakan dan menurunkan
kualitas air irigasi. :
Ketentuan umum peraturan zonasi pada
sempadan  embung  disusun dengan
mermperhatikan ketentuan:

1. diperbolehkan  pemanfaatan untuk
- kegiatan pengnijauan dan pelestarian
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peraturan zonasi pada kawasan rawan banjir

disusun dengan memperhatikan:

1. penetapan batas dataran banjir; dan

2. diizinkan pemanfaatan dataran banjir bagi
ruang terbuka hijau dan pembangunan
fasilitas umum dengan kepadatan rendah.

peraturan zonasi pada kawasan rawan

gelombang pasang dan abrasi disusun dengan
ketentuan:

1. diizinkan melakukan rekayasa konstruksi
pada lokasi tertentu, melalui pembuatan
berbagai bangunan pemecah ombak,
tanggui dan kanal limpasan;

2. diizinkan pembuaten jalur hijau dengan
penanaman dan pemeliharaan mangrove;

3. diizinkan .melakukan sosialisasi dan
pemberdayaan  masyarakat mengenai
kawasan rawan- bencana gelombang
pasang dan abrasi; dan

4, dilarang. mengembangkan bangunan yang

dapat membelokkan arah gelombang tanpa |

' mempe’hmbangr(an mifigasi 'mgkungan
ketentuan. Umum . peraturan. . zonasi. “pada

:-kawasan fewan' longsor disusun dengan

ketentuan . -
duznkan pemanfaatan ‘ruang- -dengan
mempertimbangkan karakteristik, jenis dan

.- —aneaman-bencana;-——— -———— - - |
"2, diizinkan pemasangan pengumuman loka5|

dan jalur evakuasi. dari permukiman
penduduk; dan
3. diizinkan pendirian bangunan kecuali untuk
“kepentingan pemantauan ancaman
bencana.
ketentuan umum peraturan zonasi pada
kawasan rawan kekeringan disusun dengan
ketentuan:

1. diizinkan pembuatan

kecul/mlkro dan jasa secara lerbatas
pada sebagian lokasi sesuai ketentuan
yang dipersyaratkan; dan
3. dilarang merusak fasilitas dan tanaman
pada ruang terbuka hijau.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ meliputi :

a.

d.

diperbolehkan melakukan penanaman bibit
bakau;

ditarang mengurangi alih fungsi lahan baik

untuk kawasan budidaya tambak maupun'

permukiman;

dilarang penebangan liar hutan bakau dan

memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi
dalam melestarikan hutan bakau: dan

dilarang melakukan  pembuangan limbah
industri yang dapat merusak wilayah pesisi.

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan

cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d meliputi :

a.

diperbolehkan pemanfaatan untuk reglatan )
‘pendidikan, penelitian dan wisata;’ A=

diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan |

yang menunjang ~ kegiatan --pendidikan;‘*"-‘ T

penelman dan wisata;

berpotensi mengganggu pelestarian

- peninggalan-- sejarah; -bangunan--arkeologi, |----

monumen nasional, serta -wilayah- dengan
bentukan geologi tertentu masih dapat

dilakukan

diperbolehkan . terbatas
permukiman dlluar ‘zona mtu
penyangga; dan

dilarang  melakukan

pembangunan
dan Zzona

kegiatan  yang

. mengganggu atau merusak kekayaan budaya.

Peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana }
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e disusun |

“Kegiatan yang sebelumnya telafi aia dan-tidak [~ = = ¥

e.

sumber mata air;

2. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan
menunjang  budi  daya perikanan,
pemanfaatan air bersih dan irigasi
pengairan;

3. diperbolehkan  bersyarat mendirikan
bangunan untuk menunjang  fungsi
rekreasi dan wisata air dengan tidak
memberikan dampak negatif terhadap
kualitas badan air embung/waduk; dan

4. dilarang mendirikan bangunan rumah
dan permukiman baru.

ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang

terbuka hijau disusun dengan ketentuan:

1. diperbolehkan pembangunan lapangan,
lapangan, taman, hutan kota dan
sejenisnya yang dapat berfungsi sebagal
kawasan evakuasi bencana;

2. diperbolehkan  bersyarat melakukan
xegiatan rekreasi, olah raga, perayaan
hari besar, pentas seni, perdagangan
kecillmkro dan jasa secara terbatas
pada-sebagian lokasi sesuai -ketentuan
yang dipersyaratkan; dan

3. dilarang merusak fasilitas dan tanaman
pada ruang terbuka hijau,

.(4) Ketentiian umum peraturan zonasi pada kawasan
ekosistem mangrove sebagaimana dlmaksud pada

-ayat (1) huruf ¢ meliputi :

a.

b,

bakau;

dilarang mengurangi alih fungsi lahan baik
untuk kawasan budidaya tambak maupun

Ppermukiman;

dilarang penebangan har hutan bakau dan

memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi |

dalam nielestarikan hutan bakau; dan

dilarang melakukan pembuangan limbah
industri yang dapat merusak wilayah pesisir.

diperbolehkan melakukan penanaman bibit |

bangunan
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keteniuan:

1. diperbolehkan  pembuatan  barngunan
penampungan air baku;

2. diperbolehkan revitalisasi jaringan irigasi;

3. diperbolehkan peningkatan penghijauan
dan reboisasi;

4. diperbolehkan  penanganan  kondisi
darurat dengan pengerahan mobil tanki
air minum;

5. diperbolehkan melakukan sosialisasi dan
pemberdayaan masyarakat mengenai
kawasan rawan bencana kekeringan;
dan

6. dilarang melakukan kegiatan yang
membutuhkan air skala besar. .

e. kelentuan umum peraturan zonasi pada
kawasan rawan angin topan disusun dengan
ketentuan: '

1. diperbolehkan peningkatan . dan
revitalisasi bangunan iahan angin topari;

2. diperb.oleh_kan peningkatan informasi dini
- dan jaringan data bidang.ﬂm_ejeorqlqgi,‘
kimatclogi- dan  geofisika  dengan
stakeholder terkait; dan

mitigasi dan pemberdayaan masyarakat

) angin topan.
plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d meliputi : _

) diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan

pendidikan, penelitian, dan wisata; dan

4. dilarang kegiatan yang mengakibatkan
terganggu dan musnahnya plasma
nusfah.

3. diperbolehkan melakukan  sosialisasi, |

- ~—Mmengenai --kawasan - rawan- - bencana: |

-(7) Kefentuan umum peraturan zonasi pada kawasan - _

VISt FRTANYARN - RAET REVIST m
ketentuan umum peraturan zonasi pada dengan penanaman dan pemeliharaan
kawasan rawan kekeringan disusun dengan mangrove;

3. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan
pertanian, perkebunan, perikanan, dan
hutan, dengan jenis vegetasi yang
sesuai, teknologi pengolahan tanah yang
sesual, dan dukungan struktur alam
dan/atau  struktur buatan penahan
gelombang pasang dan abrasi:

4. diperbolehkan  terbatas  mendirikan
bangunan kecuali untuk menunjang
kegiatan wisata pantai, pengamanan
pesisir, kegiatan nelayan dan kegiatan
pelabuhan serta bangunan umum untuk
kepentingan  pemantauan  ancaman
bencana;

5. diperbclehkan terbatas pengambilan air
bawah tanah sampai ambang batas yang
ditetapkan; dan

6. dilarang mengembangkan  bangunan
yang  dapat membelokkan  arah
gelombang tanpa mempertimbangkan
mitigasi lingkungan. e

ketentuan umum peraturan .zonasi pada”-

kawasan -rawan longsor™ disusun - dengan-|.
ketentuan:

1. ' diperbolehkan mengembangkan | -
rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di
kawasan rawan bencana longsor;

"2 dipsibolehkén * pemasangan- - informasi-|--

lokasi = ‘dan jalur evakuasi dari
permukiman penduduk; ‘

3. diperbolehkan  mendirikan bangunan
penahan longsor dan prasarana untuk
kepentingan'  pemantdiian  ancaman
bencana;

4. diperbolehkan mengembangxan kegiatan

budi daya hutan produksi, hutan rakyat,
pertanian, dan perkebunan dengan
penanaman vegetasi yang tepat dan
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untuk perikanan darat; dan

d. pengaturan kawasan budidaya perikanan air
tawar dan air payau.

(6) Peraturan zonasi pada kawasan peruntukan

pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d disusun dengan ketentuan:

a. dizinkan melakukan kegiatan pertambangan
pada kawasan pertambangan dengan izin
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

b. diizinkan membangun jalan pertambangan
dengan dengan izin Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah; dan

c. dilarang melakukan kegiatan pertambangan di
kawasan lindung.

{6) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun

dengan ketentuan:

a. diizinkan mengembangkan akfivitas pendukung
kegiatan industri; :

b. dizinkan penyediaan ruang untuk zona
penyangga berupa sabuk hijau dan ruang
terbuka hijau;

c. diizinkan mengembangkan perumahan

“kafyav:an, fasum skala lokal sebagai pendukung
--kegiatan industri; dan - :

limbah.

(7) Peraturan peruntukan

zonasi pada kawasan

huruf f disusun dengan ketentuan:

a. ciizinkan pengembangan aktivitas kornersial
sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;

b. diizinkan secara terbatas pengembangan
aktivitas perumahan dan permukiman dengan
syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak

d. diizinkan mengembangkan instalasi pengolah air | .

- pariwisata-sebagaimana-dimaksud--pada-ayat--(1).}:..

terbafas penyelehggaréén.
dan/atau pariwisata

c. diperbolehkan
bangunan komersial
perikanan; dan

d. dilarang segala melakukan kegiatan budi daya
yang akan mengganggu kualitas air sungai
dan waduk untuk perikanan darat.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pembangunan fasilitas
pendukung pertambangan;
~b. diperbolehkan  bersyarat pembangunan

industri yang mengolah hasil tambang; dan
. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan
pertambangan diluar kawasan peruntukan
pertambangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(6} Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
peruniukan industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka
hijau;

b. diperbclenkan  pembangunan” fasilitas
pembangkit energi; e

c. diperbolehkan  pembangunan” fasiitas
pendukung industri;

perumahan karyawan, fasilitas umum skala

dan
e. diarang mencemari air, udara dan -lanah
melebihi ambang batas yang dipersyaratkan.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf  disusun dengan ketentuan: '

d. diperbolehkan - ferbatas  mengémbarigkan |-

- .. lokal_sebagai: pendukung_kegiatan- industi; |- -

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan

mengganggu  bentang alam daya tarik a. diperbolehkan  terbatas  pengembangan n

pariwisata; dan ' aktivitas komersial sesuai dengan skala daya peruntukan- _pergudangan, industri jasa,
c. dizinkan secara terbatas- pendirian bangunan tarik pariwisata; ‘ ' stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan

penurijang pariwisata. b. diperbolehkan  terbatas pengembangan penunjang industr; .

e R G R
diperbolehkan pengembangan budi daya
tanaman pangan, perkebunan,
peternakan, perikanan dan hutan rakyat;
2. diperbolehkan  untuk pengembangan
ruang terbuka hijau;

3. diperbolehkan bersyarat pengembangan
usaha industi  dan/atau fasilitas
pendukung  pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, dan industri yang
mengolah sumber daya alam;

4. diperbolehkan bersyarat untuk rumah
tunggal dan permukiman perdesaan bagi
penduduk yang bekerja di sekior
pertanian; dan

dilarang  kegiatan  budi daya yang
mempengaruni fungsi lahan dan kualitas
tanah.

3

perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan bersyarat nenyelenggaraan
bangunan pengolahan hasil ikan, balai
pelatihan- teknis, pengembangan sarana dan
prasarana pengemibangan produk perikanan. . |

b. diperboletikan bersyarat ‘pengembangan”
usaha industri perikanan; )
c. ‘diperbolefikan- terbatas penyelenggaraan

bangunan  komersial

danfatau bpariwisata
perikanan; dan P

yang akan mengganggu kualitas air sungai
dan waduk untuk perikanan darat. |
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan

peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada |

ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk
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8)v Peraturan zonasi pada kawasan peruntukan

permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:

a. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan
sedang - tinggi dan bangunan vertikal;

b. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa
dengan syarat sesuai dengan skalanya;

c. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan
fasilitas sosial sesuai skalanya;

d. penetapan ketentuan teknis bangunan;

€. penetapan tema arsitektur bangunan; dan

f.  penetapan  kelengkapan bangunan dan
lingkungan.

(9) Peraturan zonasi pada kawasan peruntukan

permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan: _

a. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan
rendah — sedang; ,

b. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa
dengan syarat sesuai dengan skalanya;

¢.” diizinkan “pengembangan fasilitas umum dan

fasilitas sosial sesuai skalanya; ...

. dilarang pengembangan budidaya lainnya;

" &5 Penatapan ~KkelSigkApan “bangunan  dan

-~ =fingkungan;:dan -~ - -

-bangunan yang diizinkan.

| (10) Ketentuan_umum peraturan_zonasi_pada_kawasan |
~TTpertahianan dan kéafanan “sebagaimana “dimaksud

pada avat (1) huruf i disusun dengan ketentuan: -

a. diizinkan pembangunan fasiliias pendukung
kegiatan pertahanan; dan

b. pembangunan fasilitas kegiatan pertahanan
yang menimbulkan dampak lingkungan wajib
dikonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

f. penetapan jenis dan syarat ‘penggunaan:

aktivitas perumahan dan permukiman dengan

syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak

mengganggu  bentang alam daya tarik
pariwisata;

c. diperbolehkan secara lerbatas pendirian

bangunan penunjang pariwisata; dan

d. dilarang melakukan kegiatan yang melanggar

norma sosial, agama dan kesusilaan.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:

a. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan
sedang - tinggi dan bangunan vertikal;
diperbolehkan mengembangkan perdagangan
jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
.. diperboiehkan pengembangan fasilitas umum

" dan fasilitas sosial sesuzi skalanva;
penetapan ketentuan teknis bangunan;
. penetapan tema arsitektur bangunan; dan
f. penetapan kelengkapan bangunan dan
lingkungan. .

=4

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada_kawasan |

permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:. . .

a. diarahkan intensitas -bangunar. berkepadatan
-rendah -sedang; - .

b. diperbolehkan mengéabaﬁékan pe}daééndén

. jasadengan syarat sesuai dengan skalanya;

¢ dipeiboléhkan-pengémbangan fasiitas-umi |

dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
d. dilarang pengembangan budidaya lainnya;
e. penetapan kelengkapan bangunan dan
ingkungan; dan -
f. penetapan jenis dan syarat penggunaan
bangunan yang diperbolehkan,

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:

(6)

diperbolehkan

pembangkit energj;

¢c. diperbolehkan pembangunan prasarana dan
sarana pendukung industri;

d.  diperbolehkan bagi industri kecil dan industri
menengah berlokasi di luar kawasan industri
atau kawasan peruntukan industri yang tidak
berpotensi menimbulkan pencemaran
lingkungan  hidup yang berdampak luas
dan/atau industri yang menggunakan bahan
baku khusus dan/atau proses produksinya
memerlukan lokasi khusus;

&. diperbolehkan bersyarat mengembangkan
perumahan dan fasilitas pendukungnya;

f.  diperbolehkan bersyarat pembangunan
fasilitas untuk kepentingan umum dengan
mempertimbangkan dampak konflik dengan
kegiatan industri;

g. dilarang memanfaatkan air tanah untuk
keperluan kegiatan industri dan kegiatan
pendukung industri yang berada di kawasan
resapan air dan mengarahkan - kegiatan
indusiri untuk memanfaatkan air permukaan;
dan. . . . e .

h. dilarang mencemari air, udara dan tanah_'
melebihi ambang batas yang dipersyaratkan.

pembangunan

fasilitas

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawassn- | -

pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

. huruff disusun dengan ketentuan:.

"a. " diperbolehkan™ ~bersyarat ‘perigeitibangan |
aktivitas komersial sesuai dengan skala daya
tarik pariwisata;

b. diperbolehkan  terbatas pengembangan
aktivitas perumahan dan permukiman dengan
syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak
mengganggu  bentang alam daya tarik
pariwisata;

c. diperbolehkan secara terbatas  pendirian

bangunan penunjang pariwisata: dan

127



diperbolehkan pembangunan asilitas
pendukung kegiatan pertahanan: dan

pembangunan fasilitas kegiatan pertahanan
yang menimbulkan dampak lingkungan wajib

dikonsultasi dengan Femerintah Daerah.

d

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan ruang terbuka hijau:

b. diperbolehkan pembangunan prasarana,
sarana dan utilitas;

¢. diperbolehkan pembangunan pariwisata;

d. diperbolehkan bersyarat pengembangan
usaha ekonomi dan industri kreatif dengan
mempertimbangkan dampak lingkungan;

e. dilarang kegiatan industri menengak dan
besar.

{8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan ruang terbuka hijau;

b. diperbolehkan pembangunan prasararia,
sarana dan utilitas;

C. diperbofe‘hkan‘-p‘embangunan'p'aﬁwisata;

d. diperbolehkan bersyarat - pengembangan
usaha ekonomi dan industri kreatif dengan
mempertimbangkan dampak lingkungan;

e.  diperbolehkan pembangunan bersyarat
fasilitas. penampung dan usaha pengolahan
hasil pertanian '

_f-dilarang.. ‘kegiatan--industri-menengah.. dan-|..

" besar. - -t I
(9) Ketentuan umum peraturan- zonasi-pada kawasan

pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud ,

pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:
a: diperbolehkan bersyarat pembangunan

kawasan pertahanan dan keamanan di semua ,

kawasan untuk kepentingan pertahanan dan
keamanan negara; :

b.  diperbolehkan bersyarat pembéngunan

fasilitas perdukung  pertahanan  dan

keamanan yang _menimbulkan dampak
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Pasal 109 TETAP
(1) Ketentuan UMmum  peraturan zonasj pada kawasan
pertumbuhan disusyn dengan ketentuan:

a. diizinkan mengembangkan sarana  dap
prasarana yang mendorong minat investasi;

b.  diizinkan perubahan fungsi fuang untuk kawasan
terbangun melaly; arahan bangunan vertikal
sesuai kondisi kawasan masing—masing dan
Sesuai rencana tatg ruang; dan

¢ diizinkan penyediaan fuang terbuka hijau,

(2) Ketentuan umum peraturan zonagj pada kawasan
sosial budaya disusun dengan ketentyan-

a. diizinkan melakukan kegiatan pembangunan |
Prasarana dan sarana terpadu i kawasan '
perbatasan; dan

b, diizinkan melakukan péningkatan sosial ekonorni

' masyarakat melalyi pemberdayaan. -
(3) Ketentuan umum pengaturan zonasj pada kawasan
yang memiliki fungsi lingkungan disusun dengan

Giatan yang mengganggu fungsi
Pertahanan dap keamanan

ketentuan:

a.  diizinkan melakukan penghijaun;

b.  dilarang melakukan kegiatan budidaya .yang
menyebabkan terganggunya keseimbangan

. ..Bkologi; dan .

‘G diizinkan mensosidlisasikan marifaat mangrove |
dan kawasan estuary bagj kelangsungan ekologi
pesisir. ' '

Pasal 110

Ketentuan yang belum termyat dalam ketentuan umum
peraturan zonasi akar, ditentukan dengan mekanisme
pembahasan di BKPRD.

77. Ketentuan Pasal

110 diubah sehingga berbuny;i
- Sebagaiberikyt:

Pasal 119

termuat dalam-ketentuan umum
ditentukan dengan Mekanisme

Ketentua}i yang belum
peratiran zonasj akan
pembahasan dj TKPRD.




Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Paragraf 1

Umum

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Paragraf 1
Umum

Pasal 111

(1) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib
memiliki izin pemanfaatan ruang.

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang
membidangi tata ruang.

{3) lzin pemanfaatan ruang memuat tentang:

a. arahan pemanfaatan peruntukan ruang yang
menyangkut fungsi ruang;

b. amplop ruang mencakup koefisien dasar ruang
hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien
lantai bangunan, dan garis sempadan
bangunran; dan

¢. kualitas ruang merupakan kohdnsn fuang yang
harus dicapai setelah dlmanfaatkan meliputi

_ kondisi udara, tanah, air, hldrogeﬁiogl flora dan
fauna.

(4) Setiap orang yarg telah memiliki {zin Pemarfaatan
Ruang dalam pelaksanaan pemanfaatail ruang harus
sesuai dengan izinnya.

kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan
penting wajib menjaga kualitas llngkungan dengan
.. memiliki dokumen lingkungan.

(5) Setiap orang. yang akan memanfaatkéé‘ ;hang untuk

TETAP

_ Paragraf 2
Bentuk Izin Pemanfaatan Ruang

Paragraf2
Bentuk Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 112
1zin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111 ayat (1) meliputi:
a. izin lokasi;
b. izin penetapan lokasi;
L c. izin penggunaanpemanfaatan tanah;
d. izin.mendirikan bangunan; dan

TETAP
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o

izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 113
Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112
huruf a merupakan pemberian izin pemanfaatan
ruang untuk suatu kegiatan.
Izin lokasi diberikan kepada setiap orang yang akan
melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang.

TETAP

Pasal 114

Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146
huruf b merupakan izin yang diberikan kepada
pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan
dalam rangka melakukan aktivitasnya.

[zin lokasi sebagaimana dimaksud padz ayat (1)
merupakan dasar untukmelakukan pembebasan
lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat. (1)
diberikan berdasarkan izin prinsip.

TETAP

(2)

Pasal 115

lzin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana |.

dimaksud dalam Pasal 112 huruf ¢ merupakan izin
pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan.

izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan

kepada setiap orang yang akan melakukan kegiatan
pemanfaatan lahan.

TETAP

)

" bangunan sesuai dengan persyaratan administratif |-

Pasal 116
lzin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud

“:.. :dalam:Pasal 146 huruf.d.meiupakan. perizinan.yang |-

diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon
untuk  membangun baru, rehabilitasi/renovasi,
danfatau memugar dalam rangka melestarikan

dan persyaratan teknis yang berlaku.

Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan
yang akan mendirikan bangunan.

TETAP

‘Paragraf 3

Paragraf 3
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Tata Cara Pemberian Izin Péménfaaléh'ﬁuang

(1)

(2)

Pasal 117

Semua bentuk perizinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 112 dilakukan oleh SKPD vyang
membidangi urusan perizinan yang dimaksud.
Tatacara pemberian perizinan akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

TETAP

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum

2

(3)

Pasal 118

Pemerinteh daerah dapat memberikan insentif dan
disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan
fuang.

Ketentuan insentif sebagainiana dimaksud pada ayat
(1) merupakan perangkat atau upaya untuk
memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan
yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, |
membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan |

yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

TETAP

"Paragraf 2
.Bentuk Insentif dan Disinsentif

Paragraf 2
Bentuk Insentif dan Disinsentif -

160

‘a.  keringanan pajak;

Pasal 119

Insentif dapat berupa-insentif fiskal dan/atau insentif.- |-

non fiskal. .
Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:

kompensasi;
subsidi silang;
imbalan;

sewa ruang; dan

TETAP

— e a0 o

kontribusi saham.
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(1) dapat berupa:
a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
b. kemudahan prosedur perizinan; dan

¢. penghargaan.

Pasal 120

Pemberian kompensasi diberikan pada kegiatan yang
sejalan dengan rencana tata uang.

TETAP

Pasal 121
Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana diberikan
pada kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata
ruang.

TETAP

Pasal 122
(1) Insentif yang diberikan imbalan terhadap

tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasai 118

ayat (2) terdiri atas :

a. insentif yang diberikan pemerintah daerah
kepada masyarakat dalam pelaksanaan
kegiatan yang sejalan dengan rencana -tata
fuang; .

b. insentif yang diberikan pemerintah daerah
kepada pengusaha dan swaslta dalam
pelaksanaan kegiatan yang sejalan déngan
rencana tata ruang; dan

c. insentif yang diberikan pemeriniah daerah

lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan
yang sejalan dengan rencana tata rvang.

(2) insentif yang diberikan kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
diberikan:

a. keringanan biaya sertifikasi tanai;

b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
dan

¢. pemberian penghargaan kepada masya}akat.

pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana .

TETAP

b kepada— pemerintah .. desa. ~dalam . wilayah:| *--
kabupaten, atay dengan pemerintah. daerah | .
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swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan
dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:

a.  kemudahan prosedur perizinan;
b.  konipensasi;

C.  subsidi silang;

d. imbalan;

€. sewaruang;

f. kontribusi saham; dan

g.  pemberian penghargaan. .

Insentif yang  diberikan pemerintah  kepada
pemerintah daerah, atau dengan pemerintah daerah
lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang
sejalan dengan rencana tata fuang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berupa pemberian
penghargaan.

M

Pasal 123

Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 118 ayat (3) terdiri atas:

a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat,
pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan
kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata
ruang; dan

b, disinsentif yang diberikan kepada pemerintah

~ dan pemerintah dasrah dalam pelaksanaan
kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata |
ruang: : : -

pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan
yang tdak sejalan dengan rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi

a. pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan
dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk
mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat
pemanfaatan ruang; :

TETAP

Disinsentf yang diberikan kepada asyarakat, |

b.  pembatesan penyediaan infrastruktur;

4N



d. penalti.

Disinsentif yang diberikan pemerintah daerah kepada
pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan
yang tidak sejalan dengan rencana tata fuang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
teguran tertulis.

Pasal 124 TETAP
{1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif
dilaksanakan oleh instansi berwenang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan
Bupati.
Bagian Kelima Bagian Kelima
Arahan Sanksi Arahan Sanksi
Pasal 125

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
98 huruf d merupakan tindakan penertiban yang
dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan
zonasi. :

Peraturan dalam pemberian sanksi meliputi :

a. terhadap aparatur pemerintah yang melanggar
ketentuan, dikenakan sanksi administratif
sasuai ketentuan perundang-undangan;

b.  mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan
penjatuhan  sanksi administratif dilakukan

---—  -Sesuai-ketentuan perundang-undangan;

"¢ di samping ketentuan sanksi pidana, bagi
pejabat pemerintah daerah: yang berwenang
yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan
rencana fata ruang dapat dikenai pidana

. tambahan berupa pemberhentian secara tigak -
dengan hormat dari jabatannya;

d. dalam hal tindak pidana, dilakukan oleh sualu
korporasi, selain pidana penjara "dan denda
terhadap pengurusnya, korporasi dapat dijatuhi
pidana tambahari berupa pencabutan - izin

TETAP
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usaha dan

hukum; dan
e. penertiban dengan mengambil tindakan agar
pemanfaatan ruang di kawasan

perkotaan/perdesaan  yang  direncanakan
dapat ierwujud, dengan memberikan sanksi
administralif, sanksi perdata dan sanksi
pidana.
Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan
penataan  ruang, pihak yang  melakukan
penyimpangan dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin
maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi
adminstratif. . )

Sanksi administralif sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) meliputi: )

. peringatan tertufis;

penghentian sementara kegiatan;

penghentian sementara pelayanan umum;
penutupan lokasi;

pencabutan izin;

pembatalan izin;.

pembongkaran bangunan;

pemulinan fungsi ruang; dan-atauy

i.  denda administratif.

TO me a0 oo

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat-|:
(5) huruf "a dapz "dilaksanakan~défigan” prosecur |
‘bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban

pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan
peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan
tertulis sebanyak-banyaknya 3 {tiga) kali.
Penghentian  sementara kegiatan  sebagaimana-
dimaksud pada ayal (5). huruf b dapat dilakukan
melalui: '
a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan
~ sementara  dari "pejabat- yang berwenang

melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan |
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ruang;

b. apabiia pelanggar mengabaikan perintah
penghentian kegiatan sementara, pejabat yang
berwenang melakukan penertiban dengan
menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi
penghentian sementara secara paksa terhadap
kegiatan pemanfaatan ruang;

C. pejabat yang berwenang melakukan tindakan
penertiban dengan memberitahukan kepada
pelanggar mengenai pengenaan  sanksi
penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan
akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh
aparat penertiban;

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi,
pejabat yang berwenang melakukar penertiban
dengan bantuar aparat penertiban melakukan

penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara

paksa; dan

e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan,
pejabat  yang  berwenang  melakukan
pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang
yang dihentikan tidak beroperasi kembalt sampai
dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk
menyesuaikan pemanfaatan- ruangnya dengan
rencana tata ruang danfatau ketentuan teknis
pemanfaatan ruang yang beriaku.

Penghentian  sementara  pelayanan  umum |

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ dapat
dilakukan melalui :

“a. peneitiban --surat"’“ﬁé':hbeﬁtahuaﬁ“»r;iéhghehtian"‘v T

sementara pelayanan umum dari -pejabat yang
berwenang melakukan peneitiban pelanggaran
pemanfaatan ruang  (membuat surat
pemberitahuan penghentian sementara
pelayanan umum); .

b. apabila  pelanggar  mengabaikan  surat
pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang
berwenang melakukan penertiban  dengan
menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi

penghentian  sementara  pelayanan  umum
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kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-
jenis pelayanan umum yang akan diputus;

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan
penertiban dengan memberitahukan kepada
pelanggar  mengenai pengenaan  sanksi
penghentian sementara pelayanan umum yang
akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-
jenis pelayanan umum yang akan diputus;

d. pejabat yang berwenang menyampaikan
perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum
untuk  menghentikan  pelayanan  kepada
pelanggar, disertai penjelasan secukupnya; dan

e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan
pelayanan kepada pelanggar;

f. pengawasan terhadap- penerapan sarnksi
penghentian  sementara pelayanan umum
dilakukan untuk memastikan fidak terdapat
peiayanan umum kepada pelanggar sampai
dengan pelanggar memenuhi kewajibannya
untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya
dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis
pemanfaatan-ruang yang berlaku.

() Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf d dapat dilakukan melalui:

a. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari
pejabat yang berwenang melakukan penertiban

" pelanggaran pemanfaatan Iuang,

b. apabila pelanggar mengabaikan surat penn'ah

yang disampaikan, pejabat yang berwenang |.

“menerbitkan’surat keputusan pengenaan sanksi [~

penutupan lokasi kepada pelanggar; -

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan
penertiban  dengan memberitahukan kepada
pelanggar  mengenai  pengenaan  sanksi
penutupan  lokasi yang akan  segera
dilaksanakan;

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi,

' pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat:
penertiban melakikan penutupan lokasi secara
paksa; dan
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pengawasan terhadap penerapan  sanksi
penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang
ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan
pelanggar  memenuhi kewajibannya  untuk
menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan
fencana lata ruang dan ketentuan teknis
pemanfaatan ruang yang berlaku.

(10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf e dapat dilakukan melalui :

a. menerbitkan suret pemberitahuan sekaligus
pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang
melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan
ruang; -

b. apabila  pelanggar mengabaikan  surat
pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang
berwenang  menerbitkan  surat keputusan
pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan
ruang;

C. pejabat yang berwenang memberitahukan
kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi
pencabutan izin;

d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan
penertiban mengajukan permohonan
pencabulan izin kepada pejabat yang memiliki
kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;

e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk
melakukan  pencabutan  izin  menerbitkan
keputusan pencabutan izin;

f. _memberitahukan kepada. pemanfaat ruang

~ " mengenai status "izin-yang " telah - dicabut,
sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan
pemanfaatan ruang secara permanen yang telan
dicabutizinnya; dan

g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk
menghentikar kegiatan pemanfaatan yang telah
dicabut izinnya, pejabat yang berwenang
melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai
peraturan perundang-undangan.

(11) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf f dapat dilakukan melalui :
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a.  membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan
arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana
tata ruang yang berlaku;

b. memberitahukan kepada  pihak  yang
memanfaatkan  ruang  perihal  rencana
pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat
mengambil langkah-langkah yang diperlukan
untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan
izin;

C. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin
oleh pejabat yang berwenang melakukan
penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

d. memberitahukan kepada pemegang izin teritang
keputusan pembatalan izin;

e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin
dari pejabat yarg memiliki kewenangan untuk
melakukan pembataian izin; dan :

f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang
mengenai status izin yang telah dibatalkan.

(12) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf g dapat dilakukan melalui :

a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah
pembongkaran bangunan darj pejabat yang
berwenang melakukan penertiban pelanggaran
pemanfaatan ruang; :

b. apabila  pelanggar mengabaikan  surat

pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang
berwenang melakukan penertiban mengeluarkan

.surat  kepulusan  pengenaan _ sanksi |

pembengkaran bangunan: o

C. pejabat yang berwenang melakukan tindakan
penertiban memberitatiukan kepada pelanggar
mengenai  pengenaan  sanksi pembongkaran
bangunan yang akan segera dilaksanakan;

d. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi,
pejabat yang berwenang melakukan tindakan
penertiban dengan bantuan. aparat penertiban
melakukan pembongkaran bangunan’ secara

paksa.
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13) Pemulihan fun‘g'si ruang sebagaiman

a dimaksud pada

ayat (5) huruf h dapat dilakukan melalui :

a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi fuang
yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan
fungsinya dan cara pemulihannya;

b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban
pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan
surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi
ruang;

C. apabila pelanggar  mengabaikan  surat
pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang

' berwenang melakukan penertiban mengeluarkan
surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan
fungsi ruang;

d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan
penertiban, memberitahukan kepada pelanggar
mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi
fuang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam
jangka wakiu terteniu;

e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan
penertiban melakukan pergawasan pelaksanaan
kegiatan periulihan fungsi ruang.

f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan -

pelanggar  belum melaksanakan pemulihan
fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab
melakukan tindakan penertiban dapat melakukan

tindakan paksa untuk melakukan pemulihan |

.fungsi ruang; dan
9. apabila pelanggar. pada saat itu dinilai tidak

- mampu-membiayai- kegiatan pémuiihan’ fungsi T

ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan
pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh

" pemerintah atas beban pelanggar di kemudian
hari. . ,

(14) Denda .administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf i dapai dikenakan secara tersendiri
atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi
administratif.

(15) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria den tata cara
pengenaan sanks! adminstratif, sanksi pidana
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penjara, dan/atau saﬁksi pidana
dalam peraturan perundang-undangan.

denda akan diatur

BAB VIl A
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

BAB VIlI
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 126

Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak

untuk :

a. mengetahui RTRW Daerah dan rencana rinci
yang akan disusun kemudian; ,

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai
akibat penataan ruang di Daerah; _

¢. memperclen penggantian yang layak akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang
sesuai dengan RTRW Daerah; ’

d. mengajukan  keberatan kepada  pejabat
berwenang terhadap pembangunan yang tidak
sesuai dengan RTRW Daeran di wilayahnya;

e. mengajukan tunlutan pembatalan
permintaan penghentian pembangunan yang

tidak sesuai dengan .RTRW Daerah kepada |..

pejabat yang berwenang; _

f.  mengajukan gugatan ganti kerugian kepada
pemerintah, dan/atau pemegang izin - apabila
kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan
RTRW Daerah yang menimbukan kerugian;

B s PR S

| g mengajukan gugatan ke Pen.gadila;l Tata Usaﬁa -

Negara atas keputusan Tata Usaha Negare
yang terkait dengan tata ruang kabupaten.

Agar masyarakat mengetahui RTRW Daerah dan |

rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a  yang ielah ditelapkan maka SKPC yang
berwenang wajib menyebariuaskan melalui media
massa, audio visual, papan pergumuman dan
selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada
seluruh aparat Daerah dan kernunitas masyarakat di

izin dan -

TETAP
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(4)

Daerah.
Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati
pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan sesvai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak  memperoleh  penggantian  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ pasal ini
diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara
fihak yang berkepentingan atau sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

(1

Pasal 127

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang wajib :

a. mentaali RTRW Daerah yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;

c. memberikan akses terhadap pelaksanaan
kegiatan pembangunan yang sesuai dengan
RTRW Daerah; dan

d. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan
ruang yang dlpraktekkan masyarakat secara
turun temurun dengan memperhatikan faktor-
faktor daya - dukung lingkungan, estetika
lingkungan; lokasi, dan struktur pemanfaatan
ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang
'yang serasi, selaras, dan seimbang.

Dalam penataan ruang masyarakat wajib memelihara

kualitas ruang.

Pelaksanaan kewajlbdn masyarakat sebagalmana '

tersebut- pada ayat (2) dilaksanakan dengan
mematuhi dan menerapkan kriteria penataan ruang,
kaidah penataan ruang, baku mutu penataan ruang,

-dan aiuran-aturan penataan ruang yang ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undang.

TETAP

(1)

Pasal 128
Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan
pada tahap:
a. perencanaan tata ruang; .

TETAP
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b.
c.

pemanfaatan ruang; 'dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata
fuang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi :
a.

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah

3. pengidentifikasian potensi dan masalah
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang;

5. penetapan rencana tata ruang.

(3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi

a.

~ dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang
. ...yang telah ditetapkan;
T dT periingkatan © efisienisi,

e.  kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan
keamanan serta memelihara dan meningkatkan
kelestarian  fungsi  lingkungan hidup dan -
sumber daya alam; dan D

f. _ kegiatan investasi dalam pemanfaatan fuang

masukan mengenai:

atau kawasan;
pembangunan wilayah atau kawasan;

dan/atau

kerja sama dengan Pemerintah Kota dan/atau
sesarna unsur masyarakat dalam perencanaan
tata ruang.

masukan mengenai “kebijakan pemanfaatan
ruang;

kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah |
daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat
dalam pemanfaatan ruang;

kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai

keserasian dalam pemanfaatan ruang, darat,
ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam
bumi dengan memperhatikan kearifan lokal
serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;

ki, dan |
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian

pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ meliputi :

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan
zonasi, perizinan, pemberian insentif dan
disinsentif serta pengenaan sanksi:

b.  kekutsertaan  dalam  memantau  dan

mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang

yang telah ditetapkan;

yang berwenang dalam hal menemukan
dugaan penyimpangan atau pelanggaran
kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar
rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. - pengajuan’ keberatan terhadap keputusan
- pejabat yang berwenang terhadap
pembangunan yang dianggap lidak sesuai
dengan rencana tata ruang.

C.  pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat .

(1) Untuk menjamin iercapainya tujuan penyelenggaraan

BABIX BABIX . 83 -
_ £ . 3. Judul bab 1X d se i berikut:
KETENTUAN LAIN-LAIN KETENTUAN LAIN-LAIN '”bahgiga&a' berikut
TS . » 5 K : KELEMBAGAAN
Coenimen AT ILPasal 29 e L ¢ o <L 78, Ketentuan-Pasal 129 berubah, sehingga berbunyi Kemendagrri 84. Ketentua i i »
. . . n P, .
(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan sebagai berikut: sebagai beril?jta-' 129 diubah sehingga berbunyi
penataan. niang dan. kerjasama antar sektor/antar. | . . Pasal 129 Masukan: _ i Pasal 129
daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan (1) Dalam rangka mengkcordinasikan | Beym mengakomodir 1) Dalam ranaka I
. - Koordinasi Penataan Ruang Daerah. -~ ..[" “penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama kelambagaan penyelenggaraan ; nat engkoordinasikan
“| 2y~ Tugas; ~susunan, “organisasi—dan tata kerja' Badan | antar-sektor/antar daerah"b‘idang'pe'nataa'n'm'ang e - anfar"éékv'or/arité'r'%e : 1@%.-,“@;'-‘9.‘_’3" lfeq_a_rsgm_a
- - »zKoordinasi. Penataan -Ruang- Daerah sebagaimana dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah. : dibentuk f Koordi acrah bidang penataan ruang
diatur pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati. | (2) Tigas, susunan, organisasi dan tata kerja Tim Tanggapan: ;g mooradinasi P enataan Ruang Daerah:
* Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagai Sudah diakomodir (7 Tugas, susunan, organisasi dan tata kerja Tim
- diatur pada ayat (2) diat%r dengan KZ%?}E:;?' Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana |
_ Bupati. . g'j‘;:‘;l .pada ayat (2) diatur dengan Keputusan |
BAB X : BAB X
PENGAWASAN PENATAAN RUANG . PENGAWASAN PENATAAN RUANG
Pasal 130 " TETAP
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penataan ruang sel

bagaimana dimaksud dalam Pasal
4, dilakukan  pengawasan terhadap  kinerja
pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan
ruang.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh Bupati.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan
dan/atau pengaduan kepada Bupati.

1

Pasat 131

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 130 ayat (2) dilakukan dengan
mengamati dan memeriksa kesesuaian antara
penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Apabila hasil pemantauan dan.evaluasi sebagairana
dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan
administratif dalam penyelenggaraan penataan
ruang, Bupati mengambil langkah penyslesaian.

TETAP

Pasal 132

Untuk ménjamin tercapainya tujuan penataan fuang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan
melalui :

manfaat penyelenggaraan penataan ruang; dan

b. kinerja pemenuhan standar pelayanan minimial
bidang penataan ruang. i
Pengawasan terhadap kinerja- fungsi dan manfaat

penyelenggaraan penataan _ruang sebagaimana |

dimassud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan
menggunakan pedoman bidang penataan ruang
meliputi pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan
penataan ruang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. '

TETAP

- a -~ pengawasan - Temadap -kinerja fungsi dan |- 7T
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(3) Pelaksanaan kinerja pemenuhan standar pelayanan
minimal  bidang penataan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aspek
pelayanan  dalam perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
fuang sesuai ketentuan peraturan perundang-

sy

(1) Selain. pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pegawai Negeri  Sipil terientu di
lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan

Republik Indonesia .sebagaimana dimaksud dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan !

meliputi:

a. melakukan pemeriksaan atas  kebenaran
laporan atau keterangan yang berkenaan
dengan tindak pidana dalam bidang .penataan
ruang;

. fuang diberi wewenang. khusus..sebagai " penyidik. |.
untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara

undangan.
BAB Xl BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 133 TETAP
(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap
pertama diupayakan berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak diperoieh kesepakatan,
* para pthak dapat menempuh upaya penyelesaian
sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan
" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- BABXH ¢ " BAB Xl
PENYIDIKAN PENYIDIKAN
Pasal 134 TETAP [ ——
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melakukan pemeriksaan terhadap orang yang
diduga melakukan tindak pidana dalam bidang
penataan ruang;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana
dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas  dokumen-
dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana
dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang
diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain
serta melakukan penyitaan dan penyegelan
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran
yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak
pidana dalam bidang penataan ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan
dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan 'kewenangan memerlukan
tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan
pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia sesual dengan ketentuan peraturan |

perundang-undangan.
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil

penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat |

~ Penyidik Kepolisian Negara Repubitk Indonesia.

(6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil |

dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
BAB Xill BAB Xill
KETENTUAN PIDANA KETENTUAN PIDANA
Pasal 135 TETAP o

Sefiap orang dan/atau korporasi yang melakukan
pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah
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c;apat dlkenakéﬁ éanksi pidana sesuai 'deng'ar'!

ketentuan Peraturan Perundang-

KETENTUAN LAIN-LAIN

79. Ketentuan Pasal 136 berubah, sehingga berbunyi

(1) Jangka waktu RTRW Daerah adalah 20
yaitu tahun 2011 ~ 2031 dan da
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

RTRW  Daerah akan ditindak lanjuti
penyusunan rencana ringi tata ruang.

Dalam kondisi lingkungan strategis
berkaitan dengan bencana alam skala
perubahan batas teretorial p
dengan peraturan perundang
dapat ditinjau kembali lebih g

pat difinjau kembalj 1

tertentu  yang
besar dan/atau
rovinsi yang di tetapkan
-undang, RTRW Daerah
ari 1 (satu) kali datam 5

gaimana dimaksud pada
} juga dilakukan apabila terjadi perubahan
kebijaan nasional dan sirategi

pemanfaatan ruang kabu
internal kabupaten,

Peninjauar kembali seba

yang mempengaruhi
Paten dan/atav dinamika

BAB Xiv
KETENTUAN LAIN-LAIN

sebagai berikut:
Pasal 136

Untuk operasionalisasi RTRW Daerah disusun
Rencana Rinci Tata Ruang dan/atau Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

Pada lokasi yang belum diatur RTRW Daerah
akibat permasalahan presisi  batas Daerah,
pelaksanaan pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaaian ruangnya diselesaikan
melalui kajian TKPRD dengan mempertimbangkan:

a. kondisi eksisting; dan

b.  keserasian dengan rencana tata ruang |

dengan kawasan disekitarnya; dan
. dampak yang ditimbulkan. .
Hasil kajian TKPRD sebagaimana dimaksug pada

ayat - (2) dilaporkan kepada - Bupati- untuk | -
mendapatkan persetujuan. N s

Pelaksanaan program sistem jaringan prasarana
dilakukan dengan mempertimbangkan kebututian
- fasilitas pendukungnya. T e
Pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang
Iokasinya masih bersifat indikatif, kepastian
lokasinya ditentukan melaluj kajian dan koordinasi

7 dengan stakehclder terkait—. - TnmmT e
{6) RTRw Daerahdapat ditinjau kembali 1 {satu) kali |

dalam 5 (iima} tahun.

Menegaskan pelaksanaan
program:
Sarana dan prasarana untuk

kepentingan umum,

Lokasi yang belum diatur
RTRW Daerah akibat
permasalahan presisi batas
Daerah.

Presisi lokasi program yang

masih membutuhkan kajian.

Pembangunan prasarana

. dan fasilitas pendukungnya.

Amanah kepada bupati
untuk mengatur ketentuan

teknis pelaksanaan program

pemanfaatan

85. Ketentuan Pasal 136 di

- ~-~p_r_.e_si_sinya:.di.laju_kua.n:me_lalu_i *kajian dan/atay {-

4) Ke

ubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 136

Untuk Operasionalisasi RTRW Daerah disusun
Rencana Rinci Tata Ruang dan/atau Rencana Tata
Ruang  Kawasan Strategis Kabupaten yang
ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pelaksanaan pregram  pemanfaatan ruang

mempertimbangkan hal sebagai berikut:

a.  pelaksanaan program uniuk kepentingan
umum dapat dilakukan dj kawasan lindung
dan kawasan budi daya sesugi dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. pada lokasi yang belum diatur RTRW Daerah
akibat permasalahan presisi batas Daerah,

pélaksanaan p€manfaatan fuang dan
pengendalian pemanfaatan . Tuangnys |.
mempertimbangkan: ‘

1. kondisi eksisting; dan
keserasian dengan rencana tata ruang
dengan kawasan disekitamya; dan

3. dampak yang ditimbulkan. :

C.  lokasi yang masih bersifat indikatif, penentuan

koordinasi dengan stakeholder terkaii.
d.  pelaksanaan program  sistem jaringan

prasarana - ditakukan dengan
mempertimbangkan kebulthan  fasilitas
péndukungnya, = - - , o
Pelaksanaan program  pemanfaatan fuang

sebagaimana dimaksyd pada dyat (2) berdasarkan
kajian  dan/ atau rekomendasi TKPRD atat
organisasi perangkat daerah yang berwenang.

tentuan teknis elaksanaan emanfaatan ruan
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BAB Xv BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 137 TETAP

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan
dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap
dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan
Daerah ini; .

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeiuarkan dan
telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini
tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

C. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tefapi tidak

sesuai dengan ketentuan Peraturen daerah ini

berlaku ketentuan :

1. untuk yang belum dilaksanakan

pembangunannya, izin tersebut disesuiakan |
dengan  fungsi kawasan  berdasarkan |

Peraturan daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan
pembangunannya, dilakukan penyesuaian
dengan masa transisi 3 {tiga) tahun
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

.3 _untuk  yang

kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini,

izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan

terhadap kerugian yang timbul sebagai. akibat

pembatalan izin tersebut dapat diberikan
penggantian yang layak. _ _

d.  pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan

' tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan

Peraturan- Daerah ini, ‘akan ditertibkan dan
disesuaikan dengan Peraturan daerah ini;

. .. sudah dilaksanakan | -
~° pembangunannya “‘dan tidak ‘memungkinkarr |-
untuk “dilakukan penyesuaian dengan fungsi |

diatur dengan bératuran Bui.
{5) RTRW Daerah dapat ditinjau kembalj 1
dalam 5 (lima) tahun.

(satu) kali
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Peratutan daerah ini, agar dipercepat untuk
mendapatkan izin yang diperiukan.

BAB Xvi
KETENTUAN PENUTUP

BAB XVi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun
1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 1998
Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TETAP

Pasal 139 ‘

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundargan  Peraturan  Dasrah i dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Demak.

TETAP

Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai. berlaku -pada -tanggal.{. ...

diundangkan. :

- -{-Agar sefiap orang mengetahuinya,,.meme.r.int_ahkan.—_-

pengundangan Peraturan Daerah  ini" tengan
penempatannya dalam Lembaran=B=erah- Kabupaten
Demak.

oo -

diundangkan.

Demak.

Pasal Il
Peraturan Daerah .ini mulai berieku pada tanggal |

Agarl setiap orang .-mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Daerah
periempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

ini dengan |

151



